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PIDANA ALTERNATIF DALAM MENCEGAH KEJAHATAN 
DAN MELINDUNGI LINGKUNGAN HIDUP. 

Konsep Kebijakan Pidana dalam penegakan hukum merupakan salah satu 
upaya dalam usaha petlitldliilgart Lingkungart Hidup. Kebijakan letsdiut harus i:lapat 
menumbuhkan pemikiran tentang metode baru untuk tujuan mencegah kejahatan dan 
sekaligus melindungi Lingkungan hidup. 

Undang-undang Repubilk Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menentukan secara kumulatif pidana penjara 
dan denda sebagai pidana pokok terhadap pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup 
yang dapat ditambah dengan sanksi Tindakan Tata Tertib (maatrege[) sebagaimana 
diatur dalam Pasal47. Namun sebaliknya dalam kenyataan, sebagian besar peraturan 
perundang-undangan yang mengatur tindak pidana lingkungan di luar Undang
undang Nomor 23 Tahun 1997 mengatur sanksi pidana secara alternatif, yaitu berupa 
pidana penjara atau hanya denda, atau penerapan kedua-duanya secara kumulatif, 
yaitu pidana penjara dan ditambah dengan denda. 

Telaah filsafat, mencakup paparan teoretis tentang tujuan penerapan sanksi 
pidana bagi kejahatan lingkungan telah mendapatkan pilihan yang dapat dijadikan 
dasar pe!Uatuhan pidana, telah dikenal dalam aliran hukum pidana Klasik maupun 
Modern. Penerapan pidana alternatif sebagai konsep hukum sebagai upaya 
pengindividualisasian pemidanaan berdasarkan Teori Tujuan dan Manfaat 
Pemidanaan (utilitarian theory) dipandang tepat untuk diterapkan dalam upaya 
perlindungan Lingkungan Hidup. 

Penelitian telah menghasilkan temuan konsepsi dan kebijakan penegakan 
hukum tindak pidana lingkungan hidup yang harus disesuaikan dengan kerangka 
filsafat pemidanaan, teori pemidanaan, tujuan pemidanaan secara spesifik dan untuk 
itu diperlukan dukungan landasan peraturan perundang-undangan yang baru. Untuk 
mencapai keberhasilan perlindungan lingkungan hidup, masih diperlukan pemantapan 
upaya sistem pemidanaan melalui kebijakan tindak pidana lingkungan hidup dan 
pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana lingkungan, yang saat ini masih 
dihadapkan dengan adanya hambatan berupa pemahaman, penerapan, pengawasan. 
Oleh karena itu dalam memasyarakatkan konsep tersebut perlu ditunjang dengan 
sarana dan prasarana lainnya. 

F. DaftarAcuan: 102buku (1927-2006)+26 makalah+18 kamus 
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E. Summary 

The concept of criminal policy in law enforcement as an environmental 
protection effort. That policy resulted the idea about new method to prevent and 
protect living environment. 

Law of the Republic of Indonesia Number 23 year 1997 regarding to 
Environmental Management has stipulated combining imprisonment and fine as 
main sentence and can also be imposed procedural measures as stipulated on 
article 47, on the other hand the majority of sector constitutions which regulate 
environmental crime still regulate the crime sanctions alternatively which is only 
address to imprisonment or fine, or both cumulatively that are imprisonment and 
fine. 

Philosophy analysis, Theory analysis and objective analysis have got 
choice as a basic sentencing, including trend classic and modem criminal law, the 
application alternative sanction as individualize sentencing based on Objective 
theory or Utilitarian theory deemed suitable for environmental protection. 

Research has produce the concept and environmental crime enforcement 
must comply the frame sentencing philosophy, specific sentencing theory, the 
specific objective sentencing and therefore it is necessary to have new law 
support. To achieve the successful living environmental protection we need 
consolidation on the sentencing system through environmental criminal policy 
and the punishment on over the criminal suspect that are still obstructed by 
comprehension, application, supervision. Therefore socialization of the above 
concept needs to be supported by instrument of policy and infrastructure. 
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BABI 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Permasalahan Penegakan Hukum dalam tindak pidana Lingkungan hidup 

telah merupakan perhatian intemasional. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Muladi 

yang mengatakan bahwa beberapa dekade terakhir ini, tindak pidana lingkungan 

semakin semarak menjadi isu sosial-ekonomi, dan bahkanjuga politik. Tindak pidana 

lingkungan hidup, apabila dikaitkan dengan masalah hak-hak asasi manusia, tidak 

saja merupakan persoalan negara pemegara, tetapi juga menjadi persoalan regional, 

bahkan intemasional (antara bangsa). Hal ini nampak dari program kerja The 

Commission on Crime Prevention and Criminal Justice 1992-1996 yang menyoroti 

secara khusus keterkaitan antara masalah lingkungan hidup dengan sistem peradilan 

pidana. Atas dasar itulah, Kongres Ke 9 PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan 

Pembinaan Para Pelaku, pada tanggal 29 April - 8 Mei 199 5 di Kairo, menjadikan 

masalah lingkungan hid up sebagai salah satu agenda utama 1• 

Sikap masyarakat internasional ini menunjukkan bahwa telah ada kesadaran 

dan kepedulian terhadap lingkungan yang semakin meningkat. 

1
• Muladi, 2002. Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia, The Habibie 
Center, Jakarta, him. 91. 
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Sebagai wujud kesadaran lingkungan, oleh Bangsa Indonesia pada tahun 1982 

Ielah berhasil mengatur lingkungan hidup ke dalam Undang-undang No.4 Tahun 

1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup da1am 

Lembaran Negara (LN) Tahun 1982 No.12. Setelah diberlakukan selama 15 tahun, 

undang-undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-undang No.23 Tahun 1997 

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Lembaran Negara Tahun 1997 No.68. 

Perubahan ini didasari pertimbangan bahwa kesadaran dan kehidupan masyarakat 

da1am kaitan dengan penge1o1aan lingkungan hidup telah berkembang sedemikian 

rupa, sehingga pokok materi sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.4 Tahun 

1982 perlu disempumakan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang 

berwawasan lingkungan hidup. 

Sej alan dengan perkembangan aspek lingkungan dalam percaturan 

intemasional, dan perkembangan lingkungan global yang dapat ditandai dengan 

diadakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio Janeiro yang disebut 

United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) yang 

berlangsung tanggal 3 Juni - 14 Juni 1992 dan Konferensi Non Governement 

Organization (NGO), serta forum Habitat ll di !nstambul (yang berakhir pada 

tanggal 14 Juni 1996). 

Di dalam Undang-undang (hukum) Lingkungan Hidup nasional terdapat suatu 

kebijakan penetapan suatu sanksi pidana untuk melindungi lingkungan hidup. 

Penetapan kebijakan sanksi pidana dalam undang-undang Lingkungan Hidup terse but 

sejalan dengan Agenda 21 yang menyoroti kebutuhan pengembangan kerangka 
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hukum yang integratif dan menyeluruh untuk pelaksanaan pembangunan 

berkelanjutan. Dengan demikian, maka pengaturan hukum pidana setelah perubahan 

Undang-undang Pengelolaan Lingkungan hidup tersebut telah digunakan sebagai 

sarana untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan 

lingkungan2 

Dalam undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (UUPLH) Nomor 4 Tahun 1982 memuat azas-azas dan prinsip 

pokok pengelolaan lingkungan hidup yang berfungsi sebagai "payung"(umbrel/a Act) 

bagi penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan 

lingkungan hidup maupun bagi penyesuaian peraturan perundang-undangan yang 

telah ada sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. 

Tetapi dalam Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) Nomor 23 

Tahun 1997 bukan lagi sebagai undang-undang payung. 

Salah satu azas yang dikenal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 

mengandung asas subsidiaritas yang dirumuskan dalam Penjelasan Umum paragraf 

terakhir. Dalam penjelasan umurn tersebut dinyatakan bahwa sebagai penunjang 

hukum administrasi, berlakunya ketentuan hukurn pidana tetap memerhatikan asas 

subsidiaritas. yaitu bahwa hukum pidana supaya didayagunakan apabila sanksi 

2 Hardjasoemantri, Koesnadi, 2005. Hukum Tata Lingkungan, Penerbit Gadjah Mada University 
Press, Edisi ketujuh , cetakan ke delapan belas, Yogyakarta, him. 35. Lihat juga Pengertian 
Sustainable development menurut WCED mendefenisikan pembangunan berkelanjutan sebagai 
development that meets the needs of the present without compromising the ability of future 
generations to meet their own needs (Pembangunan yang dijalankan untuk memenuhi kebutuhan 
sekarang tidak boleh mengurangi kemampuan generasi-generasi mendatang untuk memenuhi 
kebutuhannya sendiri ) 
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bidang hukum administrasi dan sanksi perdata untuk penyelesaian sengketa 

lingkungan hidup tidak efektif danlatau tingkat kesalahan pelaku relatif besar 

dan!atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat, maka penggunaan upaya 

penyelesaian hukum terhadap perkara pidana mempunyai sifat yang imperatif, 

sebagaimana diatur dalam Penjelasan Urn urn Undang-undang Nom or 23 Tahun 1997, 

sebagai pilihan yang terakhir. 

Sanksi pidana sebagai sanksi terakhir yang diterapkan terhadap delik 

lingkungan sejalan dengan pendapat Menteri Kehakirnan Belanda (Mr. Modderman), 

bahwa hukum pidana supaya dipandang sebagai suatu ultimum remidium, yaitu suatu 

upaya yang harus dipergunakan sebagai upaya terakhir untuk memperbaiki kelakuan 

manusia3
. Hukum pidana menjadi obat yang terakhir, karena membawa dampak 

sampingan negatif yang merugikan, sehingga tumbuh konsep hukum untuk 

menjunjung sangat tinggi terhadap kehidupan pribadi (perampasan kemerdekaan, 

proses acara dengan alat paksa, noda). Oleh sebab itu, penerapan sanksi pidana harus 

dilakukan dengan sangat hati-hati. Andi Hamzah yang mengutip De Ross 

mengatakan bahwa walaupun tidak ada perbedaan antara sanksi hukum pidana dan 

3 Lamintang.P.A.F.,l997. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti 
Bandung, Cet.ketiga, hlm.l7. Perkataan Ultimum Remedium pertama kali dipergunakan oleh 
Menteri Kehakiman Belanda yaitu Mr. Modderman di depan Parlemen Negeri Belanda, untuk 
menjawab pernyataan salah seorang anggota parlemen yaitu Tuan Mackay yang mengatakan 
bahwa ia Ielah gaga! menemukan suatu dasar hukum mengenai perlunya suatu penjatuhan hukuman 
bagi seseorang yang melakukan pelanggaran. 
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sanksi hukum administrasi, namun sanksi hukum pidana relatif lebih berat, karena 

sanksi pidana perampasan kemerdekaan merupakan sanksi yang menonjol. Penerapan 

hukum pidana dengan pengertian ultimum remedium dalam suatu perbuatan hanya 

boleh diterapkan sekali saja. 4 

Dalam asas subsidiaritas juga lerkandung makna asas the Precautionary 

Principle yaitu pencegahan dini lebih diutamakan dan didahulukan, dan apabila 

terpaksa dapat dilakukan penindakan. Oleh karenanya hams diupayakan agar hakim 

dalam menjatuhkan putusannya tidak secara langsung menjatuhkan penindakan yang 

beral sifatnya. Penindakan dapal dilakukan secara bertahap dan dimulai dengan 

melalui penerapan sanksi yang ringan. Apabila pelanggaran itu masih berlanjut, 

penjatuhan sanksi pidana dilanjutkan dengan yang lebih berat. 

Permasalahan penerapan asas subsidiaritas telah muncul dalam penyidikan 

dan penahanan pengurus perusahaan pertambangan PT. Minahasa Newmonl Raya 

(PT.MNR) yang diduga Ielah mengakibatkan pencemaran lingkungan lau15
. 

Permasalahan kasus PT.MNR ini Ielah merupakan pengetahuan umum bukan semata-

mata permasalahan lingkungan akan tetapi juga menjadi permasalahan hukum 

khususnya mengenai penerapan asas subsidiaritas sanksi pidana. 

Sanksi pidana dalam UUPLH Nomor 23 Tahun 1997 telah diatur dengan 

ancaman relatif berat secara imperatif kumulatif mulai dari ancaman terendah pidana 

' Hamzah, Andi.\995. Penegakan Hukum Lingkungan, Penerbit Arikha Media Cipta, Jakarta, him. 
91. 

5 Belakangan ini baru diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 
284/Pid.B/2005/PN.Mdo.-tangga\24 Apri\2007. 
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penJara paling lama 3(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. I 00.000.000,

(seratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat I dan Pasal 44 ayat I, 

sampai dengan yang terberat diancam pidana penjara paling lama 15(lima belas 

tabun) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) yang diatur 

dalam Pasal 4 I ayat 2, dan jika tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama suatu 

badan hukum, maka hukuman diperberat dengan sepertiga sebagaimana di atur 

dalam Pasal 45. 

Jenis sanksi kumulasi pidana penjara dan denda dalam UUPLH ini menjadi 

pedoman sanksi atau pidana terhadap undang-undang lingkungan sektoral yang 

dibentuk atau yang dirubah kemudian setelah berlakunya UUPLH. Menetapkan satu 

jenis sanksi secara imperatif berupa kumulasi pidana penjara dan denda meskipun 

jenis dan sifat sifat tindak pidana lingkungan itu berbeda. Misalnya tindak pidana 

pencemaran air memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana perusakan 

hutan. Bila sanksi dapat diibaratkan sebagai obat dan kejahatan diibaratkan sebagai 

penyakit. Maka akan menimbulkan pertanyaan apakah dengan mempergunakan satu 

jenis obat keras dapat untuk menanggulangi atau menyembuhkan berbagai jenis 

penyakit? 

Gambaran ancaman pidana tersebut sepintas juga memperlihatkan bahwa 

setiap pelaku tindak pidana lingkungan hidup akan menjalani penjara dan membayar 

denda. Namun dalam praktek pemidanaan atau penjatuhan pidana tidak demikian 

halnya, pelaku tindak pidana lingkungan ada yang dijatuhi pidana penjara percobaan 

tidak sampai masuk menjalani penjara dalam lembaga pemasyarakatan atau disebut 

~"]{ 
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dengan pidana percobaan. Begitupun mengenai pembayaran denda tidak selamanya 

dibayar oleh terpidana sehingga pidana denda selalu dialtematifkan(disubsiderkan) 

dengan pidana kurungan, terpidana akan menjalani kurungan pengganti dalam waktu 

tertentu yang ditentukan oleh hakim sebagai tambahan pidana penjara apabila 

terdakwa tidak berkenan!tidak mampu membayar denda yang ditentukan dalam amar 

putusan. Praktek pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup ini, 

masih sama halnya dengan praktek pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana umum 

lainnya. 

Sanksi pidana dalam Kitab Undang-undang Hukurn Pidana (KUHP) dan 

dalam beberapa undang-undang lingkungan sektoral yang merupakan bagian dari 

sistem hukum lingkungan nasional masih mengatur sanksi pidana secara altematif, 

berupa altematif pi dana penj ara atau denda, pidana kurungan atau denda. Dengan 

demikian masih terdapat dualisme pengaturan sanksi pidana dalam sistem hukum 

lingkungan nasional yakni sanksi pidana kumulatif yang diatur dalam UUPLH dan 

sanksi pidana altematif yang diatur dalam KUHP dan undang-undang sektoral 

lingkungan hidup. Melihat praktek pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana 

lingkungan hidup selama ini, dan masih terdapat sanksi pidana altematif dalam 

KUHP maupun dalam beberapa undang-undang sektoral lingkungan hidup, maka 

sangat menarik untuk diteliti fungsi pemidanaan altematif dalam kebijkan penegakan 

hukurn lingkungan. Apa sebenamya hakikat fungsi pidana altematif dalam tindak 

pidana lingkungan. 
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B. Perumusan Masalah 

Kuantitas dan kualitas tindak pidana lingkungan hidup semakin lama semakin 

meningkat. Terhadap masalah pemidanaan tindak pidana lingkungan, Mahkamah 

Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Sura! Edaran pada tanggal 30 Juni 

2000 dengan Nomor I Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal dengan Berat 

dan Sifatnya Kejahatan, bahwa terhadap tindak pidana antara lain ekonomi, Korupsi, 

Narkoba, Perkosaan, Pelanggaran HAM Berat, dan Lingkungan Hidup, supaya 

pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan berat dan 

sifat tindak pidana tersebut, dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang 

menyinggung rasa keadilan dalam masyarakat6 

Anjuran pemberatan sanksi pidana dalam Sura! Edaran Mahkamah Agung 

tersebut, tidak lain karena desakan dari warga masyarakat yang terkena dampak 

lingkungan, kalangan masyarakat yang peduli dan pemerhati lingkungan, terhadap 

ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam tindak pidana lingkungan 

hidup. Sanksi Pidana berat telah diasumsikan sebagai alasan untuk menekan 

kuantitas dan kualitas tindak pidana lingkungan. 

Salah satu contoh penolakan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 

1245/Pid.B/2004/PN.Jakut., karena menganggap pengadilan telah menjatuhkan 

6 Mahkamah Agung, 2005. Himpunan Sural Edaran Mahakamah Agung (SEMA) dan Peraturan 
Mahkamah Agung (Perma) RI Tahun 1951-2005, him. 273. 
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hukuman terlalu ringan selama 2( dua) tahun penjara dari tuntutan 4( em pat) tahun 

penjara kepada Nahkoda Mv. Bravery Falcon, bemama Ngo Van Toan (45 tahun) 

Warga Negara Vietnam dan 33 orang Anak Buah Kapal(ABK) asal Vietnam dan 

selain itu Pengadilan Ielah menyita hasil penjualan kayu sebesar Rp. 6.869.000.000,-

(US$ 755,500). 7 

Kritik dari berbagai pihak telah lama dilancarkan kepada hakim yang 

rnengadili perkara pidana tentang cara yang dipergunakan untuk menentukan jenis 

pidana dan pidana yang dijatuhkan tidak cukup berat, dan juga dari kalangan orang 

yang bekeija dalam fungsi lain di bidang hukum pidana, rnisalnya karena mereka 

terlalu gampang rnenjatuhkan pidana perampasan kebebasan8
• 

Menjadi pertanyaan apakah satu jenis sanksi pidana berat atau keras dapat 

efektifmenanggulangi segala jenis dan sifat-sifat tindak pi dana lingkungan ? 

Menurut ahli hukum pidana pada abad ke-18 berangkat dari pengalarnan Ielah 

sampai pada keyakinan bahwa penghukurnan yang keras tidak rnutlak merupakan 

suatu upaya terbaik untuk mengendalikan kejahatan, oleh karena itu mereka 

rnenggunakan asas subsidiaritas9 

Menurut Mardjono Reksodiputro, bahwa hukurnan (pidana) yang lama dan 

atau keras bukan obat rnujarab yang dicari untuk rnernerangi kejahatan. Kenyataan ini 

7 Muchtar, Muchamad, et.al , 2004. Meretas Ja/an Hijau : Catatan Konservasi A/am Indonesia 
2004, PILI, Bogor, hlm. 7. 

8 Bemmelen, J.M. van, diolah oleh Mr. D.E. Krantz, 1986. diterjemahkan oleh Hasnan Hukum 
Pidana 2 Hukum Penitentier, Binacipta, Bandung, hlm. 158. 

9 Saleh, Roeslan, 1983. Beberapa Asas Hukum Pidana Da/am Perspektif, Aksara Baru, Jakarta, 
hlm. 47. 
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mulai disadari oleh kelompok progresif(garis lunak) dan kelompok konservatif(garis 

keras) dalam kriminologi 10
. 

Menurut Roeslan Saleh, bahwa suatu peradilan yang baik memerlukan aneka 

macam alternatif tentang keputusan. Tetapi keadaan itu menjadi masalah bilamana 

dalam kebijaksanaan memproses dan menuntut tidak ada suatu ukuran yang tetap, 

yang harus diperhatikan pembentuk undang-undang pad a waktu penentuan perbuatan 

pidana. 11 

Berdasarkan latar belakang dan asumsi di atas, akan dikembangkan dalam 

penelitian berdasarkan pandangan lama yang konservatif dari masyarakat, bahwa 

pemidanaan yang berat terhadap pelaku kejahatan/pelanggaran lingkungan dapat 

mengurangt pelaku kejahatan/pelanggaran hukum lingkungan. Pandangan lain 

menurut perkembangan ilmu pengetahuan mengatakan bahwa penerapan asas 

subsidiarits berpeluang untuk berperan dalam masalah tindak pidana lingkungan 

hidup. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

(I). Apakah kelemahan norma dan sanksi dari peraturan lingkungan hidup, dapat 

secara substitusif memanfaatkan aspek hukum pi dana? 

10 Reksodiputro, Mardjono,l997. Bunga Rampai Pennasa/ahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, 
Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas 
Indonesia, Jakarta. 

11 Saleh, Ruslan. 1983. Op.cit. him. 58. 

~· -
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(2). Bagaimana peran sanksi pidana altematif dalam penanggulangan tindak pidana 

Lingkungan Hidup Ielah diatur dalam Undang-undang Lingkungan hidup masa 

kini, dan bagaimana seharusnya pengaturannya di masa depan? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

l. Tujuan Penelitian. 

Penelitian hukum lingkungan hidup yang dilaksanakan ini bertujuan untuk 

memperoleh berbagai data dan informasi mengenai sejauh mana penjatuhan sanksi 

pidana berat dibandingkan dengan sanksi pidana altematif akan dapat mempengaruhi 

kesadaran masyarakat dalam menaati aturan-aturan/ketentuan-ketentuan hukum 

lingkungan hid up yang ada . 

Data dan informasi yang diperoleh dimaksudkan untuk dapat mengungkapkan 

secara ilmiah suatu fenomena upaya penegakan hukum lingkungan saat ini, dengan 

memperhitungkan pidana berat dalam upaya penegakan hukum. 

Secara spesifik penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaj i peranan hakim 

dalam penegakan hukum dan untuk mengetahui pemahaman hakim dalam penerapan 

teori pidana lama dan yang baru terhadap pelaku-pelaku kejahatan/pelanggaran 

hukum lingkungan. Selanjutnya penelitian ini juga diharapkan dapat memperoleh 

data penelitian tentang dampak yang ditimbulkan dalam peningkatan upaya 

penegakan hukum lingkungan di Indonesia. 

Secara sistematis, tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 
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a. Mengungkapkan berbagai kelemahan yang sifatnya normatif dari peraturan 

perundang-undangan yang mengatur tentang lingkungan hidup dari sudut 

pandang hukum pidana. 

b. Mengungkapkan manfaat dari penerapan sanksi pidana yang sifatnya 

alternatif dalam penegakan hukwn pidana lingkungan hidup pada masa kini 

dan di masa mendatang. 

Orisinalitas dari penelitian ini terletak pada fokus teori dasar (grand theory), 

midle range theory dan applied theory yang dipergunakan oleh penulis, yang 

sekaligus membedakannya dari penelitian-penelitian terdahulu dari penulis lain yang 

mungkin melakukan penelitian terhadap bidang yang sama. 

2. Kegunaan Penelitian. 

2.1. Kegunaan Teoretis. 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi manfaat perkembangan ilmu 

hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum lingkungan dari sudut pandang 

hukum pidana, yang diharapkan dapat pula disarankan agar segera disusun secara 

konseptual sistem pemidanaan dalam penegakan hukum lingkungan. Selain dari pada 

itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang perkembangan 

hukum pidana lingkungan Indonesia selama ini. 

2.2. Kegunaan Praktis. 

Kegunaan penelitian ini dapat diharapkan memberikan masukan bagi 

kalangan akademisi, birokrasi, legislatif, praktisi-praktisi hukum, terutama para bagi 



13 

hakim, jaksa, polisi, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), pengacara, sehingga dapat 

dipergunakan dalam menangani kasus-kasus lingkungan, seiring dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. 

D. Kerangka Konsep Penegakan Hukum Pidana Lingkungan 

Menurut Philippe None! dan Philip Selznick dalam bukunya Law and Society 

in Transition tahun 1978 12, hukum selalu berada dalam proses pertukaran yang 

intensif dengan berbagai lingkungan variabel yaitu penggunaan paksaan (coercion), 

peran negara, moral, politik, partisipasi masyarakat dan lain-lain. Hukum tidak 

otonom, yang artinya bahwa hukum tidak dapat berlaku secara efektif tanpa bantuan 

atau dipengaruhi oleh faktor-faktor atau variabellain. 

Penelitian ini hanya dibatasi pada variabel kebijakan (politik) pemidanaan 

sebagai salah satu variabel seperti disebutkan oleh Nonet dan Selznick di atas yang 

akan ditelusuri mengenai pengaruhnya terhadap efektivitas penegakan hukum, dan 

agar terhindar dari penafsiran yang keliru dan sekaligus untuk membatasi ruang 

lingkup penelitian. Oleh karenanya dalam melaksanakan penelitian ini perlu dilihat 

arti kala pemidanaan dan fungsi pemidanaan, serta pemidanaan alternatif dalam 

hukum lingkungan di Indonesia, melalui telaah yang bersifat normatif terhadap 

12 Rahardjo. Saljiplo.,(tanpa tahun) Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, hlm.l4. Lihat 
juga Achmad Ali, 2004. Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadi/an, Bp. Iblam, Wm. 
276. Beliau ini memberikan contoh kasus O.J. Simpson dalam putusan Mahkamah Agung Amerika 
Serikat sebagai bukti bahwa hukum itu tidak otonom, tetapi sangat dipengaruhi oleh berbagai 
faktor non hukum, seperti kekuatan ekonomi, politik sosial dan budaya. 
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peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem pemidanaan, baik 

dalam peraturan yang bersifat umum maupun sifatnya khusus dalam sistem hukum 

Indonesia. 

Kata "fungsi" berasal dari istilah bahasa Inggris "fimction" artinya fungsi 

atau kegunaan suatu hal 13 Sanksi (pidana) berfungsi untuk mendorong penaatan 

norma-norma tertentu. Namun, norma hukum yang harus ditaati bukanlah obyek yang 

berdiri sendiri. Norma hukum itu ada bukan sekedar demi norma itu sendiri, tetapi 

norma hukum tersebut diciptakan dengan tujuan melindungi secara konkrit obyek 

hukum tertentu. 14 

Pemidanaan 15 berasal dari kata pi dana. lstilah pi dana dan istilah hukuman, 

dipakai silih berganti sebagai kata yang mempunyai makna yang sama (sinonim), yang 

berarti bahwa sanksi tersebut dapat mengakibatkan nestapa, penderitaan, atau "feed''. 

Dalam konsep lama pidana adalah reaksi atas delik dan berujud nestapa yang dengan 

sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik. 16 

Menurut Van Hamel arti pidana adalah " .. . naar het positieve recht in 
zijn tegenwoordig stadium van ontwikkefing is straf een bijzonder feed 
tegen overtreder van een door den staat gehandhaafd rechtsvoorschriji, 
op den enkelen grand van die overtrading, van wege den staat afs 
handhaver der openbare rechtsorde, door het met de rechtsbedeefing 
belaste gezag uit te spreken .. '' 17 yang terjemahannya: " ... pidana atau 

13
. Echols. John M dan Hassan Shadily, 2003. Kamus Inggris Indonesia, Penerbit PT. Gramedia 
J a karla, him. 260 . 

14
• Schaffmeister.D.,l994. penerjemah Tristam P.Moeliono., Kekhawatiran Masa Kini (Pemikiran 

Mengenai Hukum Pidana Lingkzmgan Dalam Teori dan Praktek), Penerbit PT. Citra Aditya Bakti 
Bandung him. 415. 

15 
• Sudarto, 1986. Hukum dan Hukum Pi dana, Alumni, Bandung, him. 72. 

16
• Saleh, Roeslan.,1978. Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, him. 5 

17 Hamel,G.A.Van, 1927. Inleiding Tot de Studie van Het Nederlandsche Strafrecht, Amsterdam, 
him. 444. 



straf menurut hukum positif dewasa kini, ialah suatu penderitaan yang 
bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang 
untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab 
dari ketertiban umum bagi seorang pelanggarnya, yaitu semata-mata 
karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang 
harus ditegakkan oleh negara ... " 

Untuk kata terse but Simons berpendapat bahwa pi dana adalah " ... de 
straf is het feed, door de strafwet als gevolg aan de overtreding van de 
norm verbonden, dat an den schuldige bij rechtterlijk vonnis wordt 

l d " 18 . h " "d d lah opge eg ... , yang tefjema annya : ... pt ana a a suatu 
penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah diakibatkan dengan 
pelanggaran terhadap suatu norma, yang suatu putusan hakim telah 
dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah ... " 

15 

Selanj utnya apa yang dimaksud dengan pemidanaan itu sendiri, menurut 

Soedarto 19
, bahwa perkataan pemidanaan ini sinonim dengan perkataan 

penghukuman atau pemberianlpenjatuhan pidana"oleh hakim. Penghukurnan dalam 

hal ini mempunyai makna yang sama dengan sentence atau veroordeling. 

Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukurn, sehingga dapat diartikan sebagai 

menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berechten). Menetapkan 

hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukurn pidana saja, 

akan tetapi juga hukurn perdata. Oleh karena itu, tulisan ini berkisar pada hukum 

pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukurnan pada 

perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau 

". Simon.D., 1937. Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht, P.NoordhoffN.V, Groningen Batavia, 
'hlm. 372, 

1
'- Sudarto, 1986. Kapila Selekta Hukum Pidana, Penerbit Alumni Ban dung, hlm. 72. 
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penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama 

dengan sentence atau veroordelini0
. 

Menurut Pasal I 0 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jenis pi dana 

terdiri dari : a. Pidana pokok, meliputi : I). Pidana mali, ; 2). Pidana penjara, ; 3) 

Pidana kurungan, : 4). Denda, ; 5). Pidana tutupan (UU No.20/1946), b. Pidana 

Tambahan : I) pencabutan beberapa hak tertentu, ; 2). Perampasan beberapa barang 

tertentu,; 3). Pengumuman putusan hakim. 

Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, ada beberapa jenis perumusan 

sanksi pidana(straftoort), yaitu ; I). Perumusan pidana Tunggalllmperatif, yakni 

hanya memberlakukan salah satu jenis pidana di atas dalam rumusan delik.; 2). 

Perumusan Altematif, yakni mancantumkan beberapa jenis pidana dengan 

dirangkaikan dengan kala "atau" (or), misalnya pidana penjara atau denda.; 3). 

Perumusan kumulalif yakni dengan mencanlumkan beberapa jenis pidana dengan 

dirangkaikan kala "dan", misalnya pidana penjara dan denda. 4). Perumusan 

kumulalif-altemalif yang lazim disebul perumusan campuran/gabungan dengan 

dirangkaikan kala penghubung "dan/alau". 

Istilah "alternatif' berarti pilihan diantara dua alau beberapa kemungkinan21
. 

Dalam bahasa lnggris "Alternative" yang diartikan one or the other of two things, 

giving an option or choice, allow a choice between two or more things or act to be 

20
• Prodjohamidjojo, Martiman, 1997. Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Penerbit 

Pradnya Paramita, Jakarta, him. 58. 
21 

• Depdikbud, 1985. Kamus Besar Bahasa Indonesia, him. 24. 
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done22
• Berdasarkan perumusan pidana menurut ilmu pengetahuan hukum di atas, 

maka yang dimaksudkan altematif dalam konsep ini selain altematif yang memilih 

salah satu jenis pidana yang dirangkaikan dengan kata "atau", juga meliputi 

perumusan kumulatif -altematif. Memahami pidana altematif ini, kita dapat berkaca 

sebentar pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, di 

dalam pasal 22 sampai dengan pasal 32 undang-undang ini ditetapkan beberapa opsi 

(pilihan) jenis hukuman (pidana) atau tindakan yang dapat dijatuhkan secara altematif 

bagi seorang anak yang melakukan tindak pidana. Menjatuhkan salah satu pidana 

pokok yang terdiri dari : pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, atau pidana 

pengawasan dan dikumulasi pidana tambahan berupa perampasan barang-barang 

tertentu dan/atau pembayaran ganti rugi atau menjatuhkan salah satu tindakan yang 

diatur dalam pasal 24 Nomor 3 Tahun 1997. 

Istilah "hukum lingkungan" merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris 

"environmental law". Bahasa Belanda menyebutnya milieurecht, sedangkan Jerman 

menyebutnya umweltrecht, Prancis menamainya droit de environment. 

Hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur lingkungan. Adapun 

lingkungan adalah semua benda, daya dan kondisi termasuk di dalarnnya manusia dan 

tingkah laku, yang terdapat dalam suatu ruangan dimana manusia berada, yang 

mempengaruhi kesejahteraan dan kelangsungan hidupnya dan jasad-jasad hidup 

lainnya. Sifat dan corak lingkungan hidup adalah utuh menyeluruh, maka sasaran 

22 
• Black, Henry Carnpell ,M.A., 1990. Black Law Dictionary, West Publishing Co, Sixth edition, 
USA, page, 78. 
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yang diatur oleh hukum lingkungan sifat dan coraknya mengikuti sifat dan corak 

lingkungan tersebut23 

Hukum lingkungan yang dimaksudkan disini hanya meliputi lingkungan fisik 

saja dan tidak termasuk lingkungan sosial. Menurut Koesnadi hukum lingkungan 

adalah sistem pendekatan terpadu atau menyeluruh yang harus ditetapkan oleh 

hukum, untuk mengatur lingkungan hidup manusia secara tepat dan adil24. Sedangkan 

Andi Hamzah yang mengutip pendapat Th.Drupsteen mengartikan hukum lingkungan 

sebagai, hukum fungsional, karena bertujuan untuk menanggulangi pencemaran, 

pengurasan, dan perusakan lingkungan sehingga tercipta lingkungan yang baik, sehat, 

indah, dan nyaman bagi seluruh rakyat. Untuk fungsi tersebut memberi landasan 

kepada yang berwenang untuk memberikan kaidah kepada masyarakat25
. 

Soemartono, mengartikan hukum lingkungan sebagai, keseluruhan peraturan yang 

mengatur tingkah laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak 

dilakukan terhadap "lingkungan", yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat 

dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang26
. Menurut Drupsten 

yang dikutip dari Koesnadi yang mengartikan hukum lingkungan (milieurecht) 

sebagai hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (natuurlijk milieu) dalam 

arti seluas-luasnya27
• Menurut Otto Sumarwoto yang dikutip dari Daud Silalahi 

23 Danusaputro, St. Munadjat, !982. Hukum Lingkungan, Buku!V Global, Binacipta, Bandung, 
hlm.5. 

24. Hatjasoemantri, Xoesnadi., 2005. op.cit. him. 3. 
25 

. Hamzah, Andi, 2005. Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Graflka. Jakarta. him. 9. 
26

• Soemartono, R.M Gatot P., Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Cet. I, Jakarta, !996, 
hl.m46. 

27
• Hardjasoemantri, Koesnadi, 2005. Op. Cit, him. 4!. 
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mengartikan Lingkungan atau Lingkungan hidup adalah merupakan jumlah semua 

benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi 

hidup kita28
. 

Bertolak dari beberapa pendapat tentang pengertian hukum lingkungan di atas 

maka ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup 

pengelolaan lingkungan. Dengan demikian lingkungan merupakan instrumentarium 

yuridis bagi pengelolaan lingkungan yang dilakukan terutama oleh pemerintah 

(bestuursrecht)29
. Hukum lingkungan tidak saja bersumber atau diatur dalam 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, 

melainkan juga bersumber dan diatur dalam undang-undang sektoral, misalnya dalam 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP), Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 

tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya. 

Di samping hukum lingkungan pemerintahan yang dibentuk oleh pemerintah 

pusat, ada pula hukum lingkungan yang berasal dari pemerintah daerah dan sebagian 

lagi dibentuk oleh badan-badan internasional atau melalui perjanjian dengan negara-

negara lain. Dengan demikian pengelolaan lingkungan hidup sebagian dapat menjadi 

sebagian dari urusan pemerintah daerah30 Misalnya Peraturan Daerah Khusus 

28 Si1a1ahi, M.Daud, 2001. Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan 
lndonesia.edisis revisi, Alumni, Bandung. hlm.41. 

29 Ibid, hlm. 41. 
30 UU No.23 tahun 1997 tentang PLH (Pasa1 12, 13) jo. UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah (Pasa1 7). 
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lbukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1988 yang mengatur tentang Kebersihan Lingkungan 

Dalam Wilayah Khusus lbukota Jakarta, Perda DKI Nomor 2 Tahun 2005 tentang 

Pencemaran Udara. Wilayah hukum Indonesia adalah negara kekuasaan Pemerintah 

Republik Indonesia. Berbicara mengenai hukum lingkungan berarti tidak terlepas dari 

sistem hukum lingkungan nasional yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian 

tepatlah apa yang dikatakan oleh D. Schaffmeister bahwa hukum lingkungan 

merupakan suatu kompleks totalitas kumpulan peraturan dengan sifat begitu beragam 

yang dapat dilaksanakan dengan berbagai macam cara31
. 

Penegakan hukum merupakan rangkaian kata "penegakan" dan "hukum". 

Penegakan berarti perbuatan (hal dan sebagainya) menegakkan32
. Sedangkan hukum 

adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku 

manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resrni yang 

berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berak:ibat diambilnya 

tindakan33
. 

Menurut Utrecht, hukum diartikan sebagai himpunan petunjuk hidup 

(perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib sesuatu 

masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh 

karena pelanggaran atas petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari 

31 Schaffmeister, D. 1994. diterjemahkan oleh Tristam P. Moeliono, Kekhawatiran Masa Kini . 
Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori dan Praktek, PT. Citra Aditya 
Bakti. Bandung, him. 9. 

" Depdikbud, 1985. Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm.l 03!. 
33 Simorangkir. J.C.T., Rudy T. Erwin dan J.T Prasetyo, 1980. Kamus Hukum, Penerbit Aksara Baru, 

Jakarta, him. 70-71. 
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pihak pemerintah masyarakat itu34
. Selanjutnya Mochtar Kusumaatmadja yang 

dikutip dari Romli35 memberikan batasan hukum, dalam arti yang lebih luas, yaitu 

keseluruhan asas-asas, dan kaidah-kaidah, serta lembaga dan proses-proses untuk 

mewujudkan hal itu dalam kenyataan di dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah 

hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalarn 

masyarakat. 

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk 

mengusahakan ketaatan hukum warga masyarakat. Hukum sebagai alat pengayoman 

berarti tidak terlepas dari tuj uan hukum itu sendiri. Salah satu tujuan hukum menurut 

Jeremy Bentham adalah menjarnin adanya bahagia sebanyak-banyaknya pada orang 

sebanyak-banyaknya (the greatest happiness for the greatest number )36
. J. Van Kan 

mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentirtgan tiap tiap manusia supaya 

kepentingan itu tidak dapat diganggu37
. 

Ketiga buah kata, yaitu kebijakan, penegakan, dan hukum apabila 

dirangkaikan (kebijakan penegakan hukum) akan mengandung suatu pengertian yang 

utuh setelah dapat memaharni arti dari penegakan hukum itu sendiri, yaitu dengan 

terlebih dahulu mengetahui siapa yang dirnaksud dengan penegak hukum. Penegak 

hukum adalah petugas-petugas yang berhubungan dengan tugas peradilan. Kesan 

yang telah lama melekat bahwa yang dirnaksud dengan penegak hukum terdiri dari 

34 Utrecht,E, 1966 . . Pengantar dalam Hukum Indonesia, Cet. Ke-IX, him. 13. 
35 Atmasasmita, Romli, 1995. Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminolngi, Cv. Mandar Maju, 

Bandung, hlm.l34. 
36

• Ibid, him. 27. 
37. Ibid, him. 28. 
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hakim, jaksa, polisi, praktisi hukum. Mengenai penegakan hukurn, tentu pandangan 

sebagian besar masyarakat telah terfokus kepada hanya tugas-tugas dari ke-4 (empat) 

profesi di atas, yang semua hasil pekerjaan mereka pada akhirnya bermuara ke 

pengadilan. 

Pandangan yang demikian ini sebenamya telah keliru, dan hal ini dapat dilihat 

dari siapa-siapa sebenarnya yang termasuk penegak hukum serta apa arti penegakan 

hukurn itu sendiri. Prajudi Atmosudirdjo mengatakan bahwa penegak hukum (Law 

Enforcer, Rechtshandhaver) termasuk Penegak Hukurn Administrasi Negara dan 

Daerah adalah para pelaksana, pelindung, penata hukum masing-masing38 Apabila 

dalam penegakan hukum pidana, maka Romli Atmasasmita berpendapat, bahwa : 

" ... penegakan hukum, khususnya di bidang hukum pidana menjadi 
salah satu tugas pokok Negara. Penegakan hukum pidana itu 
merupakan satu kesatuan proses penyidikan, penangkapan, penahanan, 
peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana. 
Kesatuan proses tersebut sering disebut sistem peradilan pidana 
(crimina/justice system). Ada yang menegaskan dengan sebutan istilah 
the integrated criminal justice system". 39 

Sedangkan secara urnurn Soerjono Soekanto, mengemukakan mengenai hal itu 

bahwa: 

".... penegakan hukurn adalah merupakan kegiatan menyerasikan 
hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang 
mantap dan perilaku sebagai penjabaran nilai tahap akhir, untuk 
menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan 
hid 40, up... . 

38 Atmosudirjo, Prajudi.,2000. Kepahaman Hukum Admistrasi. Negara dan Daerah (Desentralisasi), Program 
MagisterHukum STIR IBLAM, Jakarta. him. 12. 

39 Atmasasmita, Romli, 1995. Opcit, hlm.l35. 
40 Soekanto, Soeijono, 2005. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. 

RajaGrafindo Persada, Jakarta, him. 3. 
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Penegakan hukum dalam arti Law Enforcement sebagai kepatuhan hukum 

sebagaimana diungkapkan oleh Soeijono Soekanto di atas merupakan proses lebih 

!an jut pemahaman dan kesadaran hukum, sebagai suatu proses yang menggambarkan 

usaha-usaha menyerasikan nilai-nilai, norma-norma, dan perikelakuan nyata di dalam 

masyarakat, di dalam kerangka menuju ke arah mencapai kesehatan, keselamatan, 

ketentraman, kedamaian dan kepastian dalam hidup. Sumber penegakan hukum itu 

sendiri mulai timbul pada saat terjadi ketidak-serasian hubungan antara unsur-unsur 

tersebut di atas. 

Menarik pula di sini untuk disimak pendapat Koesnadi 
Hardjasoemantri, yang menyatakan "... suatu pendapat yang keliru 
yang cukup meluas di berbagai kalangan, yaitu bahwa penegakan 
hukum hanyalah melalui proses di pengadilan. Penegakan hukum dapat 
dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti 
sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Juga pendapat 
yang keliru, seolah-olah penegakan hukum adalah tanggung jawab 
aparat penegak hukum. Melainkan penegakan hukum adalah kewajiban 
dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan 
kewajiban menjadi syarat mutlak. Masyarakat bukan penonton 
bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan 
dalam penegakan hukum. Masyarakat yang tidak membuang sampah di 
sungai ikut menegakkan hukum, karena membuang sampah di sungai 
adalah pelanggaran ... "41

. 

Koesnadi mengutip Keith Hawkins yang mengemukakan, bahwa penegakan 

hukum dapat dilihat dari dua sistem strategi, yang disebut compliance dengan 

concilial01y style sebagai karakteristiknya, dan sanctioning dengan penal style 

sebagai karakteristiknya 42
. 

41
• Hardjasoemantri, Koesnadi, 2005. op.cit, him. 399. 

42
• Ibid. him. 399 



Lebih lanjut, seperti dikutip dari Koesnadi, Hawkins, berpendapat, 
bahwa " ... conciliatory style itu remedial, suatu metode social repair 
and maintenance, asistance of people in trouble, berkaitan dengan 
what is necessary to ameliorate a bad situation. Sedangkan penal 
control, prohibits with punishment sifatnya adalah accusatory, 
hasilnya binary, yaitu : all or nothing. punishment or nothing ... "43 

Koesnadi juga berpendapat bahwa " ... penegakan hukum merupakan 
het door controle en het toepassen (of dreigen daarmee) van 
administratiefrechtelijke, strafrechtelijk of privaatrechtelijke middelen 
bereiken dat de algemeen en individuel geldende rechtsregels en 
voorschrifien worden nageleefd di dalam Notitie Handhaving 
Milieurecht 1981 di Negeri Belanda,. Hubungannya dengan controle 
ini termasuk pengawasan pemerintah ata~eraturan, maupun penyidik 
dari tindakan yang melanggar hukum ... " . 

Selanjutnya Koesnadi juga berpendapat, bahwa : " ... penyidikan serta 
pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana merupakan bagian 
akhir (sluitstuk) dari penegakan hukum. Terlebih dahulu yang perlu 
adalah penegakan preventif, yaitu pengawasan atas pelaksanaan 
peraturan. Pengawasan preventif ini ditujukan kepada pemberian 
penerangan dan saran serta upaya meyakinkan seseorang dengan 
bijaksana agar beralih dari suasana pelanggaran ke tahap pemenuhan 
ketentuan peraturan ... "45 

24 

Apabila Hawkins lebih mengetengahkan pandangan mengenai manfaat 

penegakan hukum secara administratif, maka secara lebih umum Soerjono Soekanto 

berpendapat bahwa : 

" ... setidak-tidaknya harus diperhatikan lima parameter yang dipakai untuk 

efektifuya suatu penegakan hukum, yaitu : 

I) Faktor hukumnya sendiri. 
2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

yang menerapkan hukum. 
3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

43 
• Ibid. him. 399 

44 
• Ibid him. 399 

" . Jbid .. hlm. 399 



4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum terse but berlaku 
dan diterapkan. 

5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup ... "46

. 

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan erat, oleh karena 

merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur 

daripada efektivitas penegakan hukum. Menurut sifat dan efektivitas sistem, 

penegakan hukum dapat bersifat preventif maupun repressif, yang masing-

masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Menurut Linda F. Duncan 

yang dikutip dari Bambang Prabowo Soedarso47
, 

" ... dikenal bermacam-macam alat penegakan hukum, antara lain : 
I ).persuasi atau anjuran untuk mentaati peraturan perundang-undangan; 
2).melalui program secara sukarela untuk mematuhi peraturan 

penindang - undangan; 
3 ).melalui persyaratan atau kondisi yang tercantum di dalam lisensi 

atau perizinan; 
4 ).mempertegas ketetapan; 
S).peringatan keras; dan 
6).penuntutan di muka Pengadilan ... " 

25 

Kebijakan penegakan hukum merupakan salah satu upaya hukum untuk 

mengatasi problem sosial. Kebijakan penegakan hukum bertujuan untuk mencapai 

kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun 

tem1asuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk 

mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah 

46 
Soekanto,Soerjono.,2002.ap.cil. him. 5 

47. Soedarsa, Bambang Prabowo., 1999. Hukum Lingkzmgan, kumpulan Kuliab , Penerbit Yayasan 
Indonesia Lestari, , Jakarta, hlm. 4. 
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kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu 

keharusan. Tidak ada absolutisme dalam bidang kebijakan, karena pada hakekatnya 

dalam hal kebijakan orang dihadapkan pada masalah penilaian dan pemilihan dari 

berbagai macam altematif8
. 

Penegakan hukum pidana merupakan menara akhir dari keseluruhan bentuk, 

macam, dan jenis, serta sifat penegakan hukum. 

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, demikian pula 

dengan hukum lingkungan, yang merupakan salah satu alat yang kuat dan ampuh 

dalam melindungi kepentingan manusia berupa lingkungan hidup yang baik dan 

sehat. Penegakan hukum lingkungan hidup dapat berlangsung secara normal, untuk 

berperilaku sesuai dengan norma hukum untuk kedamaian hukum, tetapi dapat juga 

terjadi karena pelanggaran hukum. Hukum yang dilanggar harus ditegakkan melalui 

penegakan hukum, supaya hukum itu menjadi kenyataan49
. 

Bambang Prabowo juga berpendapat, bahwa : 

. . . "Pengertian penegakan hukum lingkungan hid up , termasuk 
penegakan hukum dalam arti luas yang tidak hanya meliputi penegakan 
hukum secara repressif, tidak semata-mata hanya melalui pengadilan, 
akan tetapi masih ada (banyak) cara-cara proses hukum yang ditempuh 
sebelum membawa ke pengadilan, dapat disebutkan, adalah : 
(I). melalui sistem perizinan; 
(2). dengan cara mediasi; 
(3 ). dengan arbitrase; dan 

48 
. Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984. Teori-teori dan Kebijakan pidana, Alumni Bandung, him. 

149. 
49. Mertokusumo,Sudikno, 1991. Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, hlm.l34. 



( 4 ). dengan melalui lembaga-lembaga pengadilan baik melalui 
peradilan administrasi, perdata, maupun pi dana ... "50

. 

Selanjutnya Bambang Prabowo Soedarso berpendapat bahwa: 

" ... Menurut sifat dan efektivitasnya, penegakan hukum dapat bersifat 
preventif maupun represif. Penegakan hukum preventif sifatnya adalah 
berkaitan dengan usaha-usaha menegakkan hukum dalam kegiatan
kegiatan administratif sifatnya. Kegiatan-kegiatan administratif yang 
terrnasuk dalam kategori penegakan hukum preventif antara lain berupa 
masalah perizinan, masalah pengawasan dan pemantauan, dan masalah 
penindakan secara administratif yang antara lain dapat berupa teguran, 
peringatan bahkan pencabutan izin operasional!kegiatannya ... "51

. 

"... Sebagai suatu usaha pencegahan yang bersifat awal, penegakan 
hukum preventif dapat melalui kebijakan legislatif dan eksekutifberupa 
pembuatan peraturan perundang-undangan, penetapan dan pembuatan 
petunjuk yang berisi penerangan dan petunjuk praktek pencegahan dan 
penanggulangan pencemaran, pembentukan lembaga pemberi izin, 
lembaga pemantauan dan pengawasan dan seterusnya yang dianggap 
perlu. Undang-undang sering kali hanya mengatur secara terbatas, maka 
pengaturan lebih lanjut dapat ditetapkan di dalam peraturan 
pelaksanaannya, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Keputusan 
Presiden, Keputusan Menteri, Instruksi Menteri, bahkan sampai kepada 
Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dan seterusnya. 
Peraturan-Peraturan pelaksanaan tersebut sangat penting bagi para 
birokrat di dalam menjalankan tugasnya ... "52 

27 

Di samping penegakan hukum preventif, ada pula penegakan hukum yang 

bersifat represif, yakni penegakan hukum yang menggunakan sarana litigasi (in court) 

dengan sarana peradilan tala usaha negara, peradilan perdata maupun pidana. Ada 

pula yang dengan cara non litigasi (out court) berupa mekanisme altematif 

50 Soedarso, Bambang Prabowo., dalam ma:kalah yang berjudul: ("Beberapa Pennasalahan Hukum Dalam 
Usaha-Usaha untuk Membawa Pelaku Pencemaran Ke Pengadilan"), yang disampaikan pada Seminar Hukum 
Nasiona/ Keljasama PP. Persahi dengan FH. Ul Depok 31 Juli 1990. hlm.7. 

51 Ibid, him. 4. 
52 Ibid, him. 5. 
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penyelesaian sengketa (MAPS) atau Alternatif Dispute Resolution (ADR), yang 

melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. 

Hakikat dari berbagai macarn dan bentuk penegakan hukum untuk 

kepentingan lingkungan hidup, selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan pelaksanaan 

pemidanaan dalarn penegakan hukum lingkungan tersebut sebagaimana muara (akhir) 

proses tersebut . 

Penegakan hukum pidana lingkungan merupakan pelaksanaan norma hukum 

lingkungan melalui putusan pengadilan pidana. Pengarnbilan dan penjatuhan putusan 

oleh hakim setelah didahului penyidikan oleh pejabat penyidik dan penuntutan oleh 

Jaksa Penuntut Umum. Ada suatu hal yang baru mengenai penegakan hukum pidana 

dalarn UU No.23 tahun 1997 ini yaitu tentang keberadaan Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil (PPNS) lingkungan yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan 

dan penyidikan, terdapat pengaturan generic crimes yang bersifat delik material dan 

spesific crimes yang bersifat delik formal, dan pengaturan yang lebih rinci tentang 

tindak pidana korporasi serta pertanggungjawaban pimpinan dalarn korporasi. 

Undang-undang Nomor. 23 tahun 1997, tidak saja mengatur tindak pidana 

pencemaran (generic crimes), tetapi juga tindak pidana pelepasan dan pembuangan 

zat, energi dan atau komponen lain yang berbahaya (spesific crimes)merupakan 

istilah populer yang digunakan bentuk-bentuk delik material bagi generic crimes 

(Pasal 41 dan 42) dan delik formal bagi spesific crimes (Pasal 43 dan 44). 

Pasal 41 dan Pasal 42 merupakan jenis tindak pidana yang tidak tergantung 

kepada hukum administrasi (bersifat mandiri) atau tindak pidana tanpa harus melihat 
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ada tidaknya terlebih dahulu pelanggaran administrasi. Sebagaimana diatur dalam 

Pasal 41 yang mensyaratkan "dengan sengaja melawan hukum" dan"mengakibatkan 

pencemaran atau perusakan lingkungan hidup" dan Pasal 42 mensyaratkan "karena 

kealpaannya mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup". Kedua 

perbuatan pidana ini termasuk delik material, melihat akibat yang ditimbulkan oleh 

suatu perbuatan. 

Sedangkan Pasal 43 dan 44 merupakan jenis pidana yang tergantung dengan 

hukum administrasi, dengan pengertian bahwa kriminalisasi pencemaran dan 

perusakan lingkungan tergantung kepada ada tidaknya pelanggaran hukum 

administrasi (pada pelanggaran izin atau baku mutu limbah). Apabila teijadi suatu 

kondisi dimana lingkungan rusak atau tercemar, akan tetapi tidak ada baku mutu 

standar atau izin yang dilanggar, maka ketentuan dalam Pasal 43 dan 44 tidak dapat 

diterapkan. 

Berbeda dengan kedua pasal di atas, Pasal 43 menempatkan unsur "melanggar 

ketentuan perundang-undangan" bukan sebagai unsur melawan hukum. Unsur 

melanggar ketentuan perundang-undangan dapat diartikan, bahwa pelanggaran 

persyaratan izin dan baku mutu lingkunganlstandar merupakan persyaratan awal ada 

atau tidaknya perbuatan pidana formal ini. Dengan perkataan lain, pelepasan atau 

pembuangan zat, energi dan komponen lain yang berbahaya atau beracun, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 44, harus ditentukan melanggar ketentuan 

administratif. 
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Kejahatan korporasi diatur dalam Pasal 45 dan 46 UU No. 23 tahun 1997. 

Korporasi sebagai badan hukurn merupakan subyek hukurn yang dapat dipidana. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 tersebut yang dikategorikan sebagai badan hukum, 

antara lain dapat berbentuk perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, 

yang dapat diancam dengan hukuman denda maskimal yang terberat dengan sepertiga 

dari denda maksimal yang terdapat dalam undang-undang ini. Di samping korporasi, 

pemimpin dan pemberi perintah juga diancam hukuman yang berbentuk ancaman 

hukuman badan (penjara) dan atau denda, karena pemimpin organisasi atau korporasi 

merupakan fugsionaris yang dapat menghentikan atau mencegah perbuatan pidana 

(kedudukannya cukup powerfoll) dan juga dalam kedudukannya sebagai pimpinan 

dianggap telah dapat memahami bahwa telah terdapat kemungkinan yang cukup 

tentang kemungkinan teijadi pelanggaran. 

Bentuk-bentuk sanksi yang dijatuhkan dalam penegakan hukum pidana 

lingkungan ini, selain pidana penjara atau denda yang dikenal dalam ketentuan Pasal 

10 KUHP, terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan 

tindakan tata tertib berupa: 

a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan atau, 

b) Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan atau, 

c) Perbaikan akibat tindak pi dana; dan atau, 

d) Mewajibkan mengeijakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan atau, 

e) Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan atau, 
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f) Menempatkan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun 

(pasal47 UUPLH). 

Penerapan sanksi pidana merupakan bahagian akhir dari suatu penegakan 

hukum pidana. Dalam sistem penegakan hukum pidana lingkungan Indonesia, masih 

ada azas atau persyaratan prosedural lain yang bersifat spesifik yang hams dipenuhi 

bila hendak menggunakan instrumen penegakan hukum pidana atau bilamana hendak 

memulai kegiatan penyelidikan. Menurut UU No. 23 tahun 1997, azas hukum 

tersebut dinamakan azas subsidiaritas. Mengenai azas ini dapat dilihat dalam pragraf 

terakhir dari Penjelasan Umum UU No.23 tahun 1997, yang berbunyi: 

" ... Sebagai penunjang hukum administrasi berlakunya ketentuan hukum 
pidana tetap memperhatikan azas subsidiaritas, yaitu bahwa hukum 
pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, 
seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata dan alternatif 
penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan atau tingkat 
kesalahan pelaku relatif berat dan atau akibat perbuatannya relatif lebih 
besar dan atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat ... ". 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

instrumen penegakan hukum pidana lingkungan hidup barn dapat dilakukan hila 

memenuhi unsur-unsur minimal tentang adanya atau telah mengakibatkan, dan atau 

usaha-usaha penegakan hukum lainnya dipandang tidak efektif. Hal tersebut dapat 

berupa antara lain : 

a) Sanksi hukum administrasi, sanksi hukum perdata, upaya penyelesaian 

sengketa secara alternatif melalui negosiasi/mediasi/musyawarah di luar 

pengadilan yang telah diupayakan telah tidak efektif. 

b) Tingkat kesalahan pelaku relatifberat. 
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c) Akibat perbuatan pelaku pelanggaran relatifbesar. 

d) Perbuatan pelaku pelanggaran ketentuan perundang-undangan lingkungan 

hidup tersebut menimbulkan keresahan masyarakat. 

Dalam penerapan azas subsidiaritas tersebut terkandung pula makna azas 

precautionary principle bahwa pencegahan lebih didahulukan dan diutamakan. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi dari akibat 

telah terdapatnya unsur-unsur perbuatan melawan hukurn, dilaksanakan melalui 

upaya-upaya secara tidak langsung menjatuhkan penindakan yang berat tetapi 

dilakukan secara bertahap, dan dimulai dengan penindakan/penerapan sanksi yang 

ringan. Apabila penerapan sanksi hukum yang sedemikian rupa akan tetapi dalam 

kenyataannya pelanggaran masih terus berlangsung, penjatuhan sanksi dilanj utkan 

dengan sanksi yang lebih berat, demikian seterusnya. 

E. Kerangka Teoretis Fungsi Pemidanaan Alternatif Dalam Kebijakan 
Penegakan Hukum Lingkungan. 

Konsep pemidanaan yang berorientasi pada orang (konsep pemidanaan 

individual/personal) yang dalam bahasa Belanda disebut dader en daderschap, lebih 

mengutamakan filsafat pembinaan /perawatan si pelaku kejahatan (the treatment of 

offenders) yang melahirkan pendekatan humanistik. Pemikiran tentang faham 

individualisasi pidana dan tujuan yang berorientasi pada perbaikan si pembuat (yaitu 

tujuan rehabilitasi, reformasi, reduksi. resosialisasi, readaptasi sosial, reintegrasi 

sosial dan sebagainya). Pendekatan humanistik yang individual yang demikian 
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sepatutnya dapat dilakukan demi pembinaan bagi terpidana. Namun patut dicatat, 

bahwa yang memerlukan perawatan dan pembinaan kondisi lingkungan tidak hanya 

si pembuat tindak pidana, akan tetapi bagi masyarakat /kondisi lingkungan, juga 

diperlukan perawatan/penyembuhan!dan pembinaan. 

Barda Nawawi mengutip apa yang dikemukakan oleh Habib Ur-Rahman 

Khan dalam tulisannya yang berjudul "Prevention of Crime - It is society Which 

Need~ " The Treatment " and Not the Criminal" bahwa apabila kejahatan dipandang 

sebagai produk masyarakat, maka masyarakatlah yang membutuhkan perawatan 

/pembinaan dan bukan si penjahat (" ... it is society which needs the treatment and not 

the criminal ... "). Selanjutnya dikatakan oleh Khan, bahwa : 

" . . . I suggest that, just as in the J9'h century attention was diverted 
from the crime to its author- the criminal, we should go a step forther 
and focus our attention , not on to the criminal , but on to its author 
society. We will have to change our socio-political and economic 
system that breeds criminals ... "53 

Pendapat yang dikemukakan Habib -Ur- Rahman Khan di atas tampaknya 

sejalan dengan pendekatan integral/sistemik dalam upaya pencegahan kejahatan yang 

saat ini sering dikemukakan dalam kongres-kongres PBB (mengenai the prevention of 

crime and the treatment of offenders) . 

Pernyataan yang sering dikemukakan dalam kongres-kongres PBB itu antara lain54 

a) Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana janganlah 
diperlakukan!dilihat sebagai problem yang terisolir dan ditangani 
dengan metode yang simplistik dan fragmenter, tetapi seyogianya 

53 Nawawi Arief, Barda, 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum 
Pidana, Penerbit Citra Aditya Bakti , Bandung. Cetakan I. hlm.50 

54
• Ibid .him .50-51. 



dilihat sebagai masalah yang lebih kompleks dan ditangani dengan 
kebijakan!tindakan yang luas dan menyeluruh. 

b) Pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab 
dan kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Upaya 
penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang demikian harus 
merupakan "strategi pokok!mendasar dalam upaya pencegahan 
kejahatan" (the basic crime prevention strategy). 

c) Penyebab utama, dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan 
sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang 
rendah, pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan) di antara 
golongan besar penduduk. 

d) Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana seyogianya 
dipertimbangkan dalam hubungannya dengan pembangunan ekonomi, 
sistem politik, nilai-nilai hubungannya dengan tala ekonomi 
dunia!internasional baru. 
Bertolak dari uraian di alas, maka kebijakan kriminal (kebijakan 
penanggulangan kejahatan) seyogianya ditempuh dengan pendekatan 
lkebijakan yang integral, baik dengan menggunakan sarana penal 
maupun dengan sarana non penal, baik dengan melakukan "pembinaan 
atau penyembuhan terpidanalpelanggar hukum"(treatment of 
offenders)" maupun dengan "pembinaanlpenyembuhan masyarakat 
(treatment of society)"55

. 
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Dalam sistem penegakan hukum lingkungan, penegakan hukum pidana 

lingkungan hidup merupakan mekanisme terakhir dalam mekanisme penegakan 

hukum lingkungan di Indonesia. Artinya masih ada persyaratan prosedurallain yang 

bersifat spesifik yang harus dipenuhi, sebelum menggunakan instrument penegakan 

hukum pidana. 

Berdasarkan perkembangan internasional, maka dapat ditarik suatu 

kesimpulan bahwa penegakan hukum pidana atau penjatuhan sanksi pidana terhadap 

pelaku tindak pidana lingkungan baru dapat dimulai bilamana telah dilakukannya 

tindakan hukum seperti di bawah ini, yaitu apabila : 

55 
• Ibid. him. 51. 
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I) Aparat yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif sudah 

menindak pelanggar dengan menjatuhkan suatu sanksi administratif, namun 

penjatuhan sanksi administratif tersebut tidak mampu menghentikan 

pelanggaran yang teijadi, atau 

2) Antara perusahaan yang melakukan pelanggaran dengan pihak masyarakat 

yang menjadi korban akibat pelanggaran, sudah diupayakan penyelesaian 

sengketa melalui mekanisme alternatif di luar pengadilan dalam bentuk 

musyawarah/perdamaian/negosiasi/mediasi, namun upaya yang dilakukan 

tersebut menemui jalan buntu, dan atau litigasi melalui pengadilan, namun 

upaya tersebut juga tidak efektif, maka secara serta merta kegiatan penyidikan 

dapat dimulai/instrument penegakan hukum pidana lingkungan hidup dapat 

digunakan. 

Kedua syarat penerapan asas subsidiaritas dalam bentuk upaya hukum 

tersebut di atas dapat dikesampingkan apabila telah dipenuhinya salah satu di antara 3 

syarat di bawah ini : 

a) Apabila kesalahan pelaku relatif berat; dan/ atau 

b) Akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya relatif besar; dan/atau 

c) Perbuatan pelanggar telah mengakibatkan keresahan masyarakat. 

Jika dihubungkan dengan asas ultimum remidium dan asas premium 

remidium, maka ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 ini menganut asas 

ultimum remedium secara terbatas. Maksudnya hanya dalam hal-hal tertentu saja 

dapat dikenakan asas premium remedium. Dengan demikian penjatuhan sanksi pidana 
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(pemidanaan) dapat merupakan upaya terakhir, yaitu apabila penegakan hukum 

administrasi, perdata, dan altematif penyelesaian sengketa tidak efektif, dan dengan 

syarat bahwa penjatuhan sanksi pidana dapat bersifat premium remedium apabila 

salah satu dari tiga hal tersebut di atas telah dilakukan. 

Dalam penerapan azas precautionary principle, dikenal pula pencegahan lebih 

didahulukan dan diutamakan. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa 

penindakan yang dilakukan secara bertahap dapat dimulai melalui penerapan sanksi 

yang lebih ringan, dan apabila pelanggaran masih terus berlangsung maka diberikan 

sanksi yang lebih berat, yaitu dengan menggunakan perangkat sanksi pidana penjara 

atau denda seperti yang tertera dalam Pasal 10 KUHP. 

Selain sanksi yang tertera dalam Pasal I 0 KUHP, terhadap pelaku tindak 

pidana lingkungan hidup, dapat pula dikenakan tindakan tata tertib seperti tertera 

dalam Pasal47 UUPLH No.23 Tahun 1997, berupa: 

a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana ,dan atau 
penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan ; danlatau 

b) Perbaikan terhadap akibat tindak pidana ;dan!atau 
c) Mewajibkan mengmjakan apa yang dilakukan tanpa hak; dan!atau 
d) Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; danlatau 
e) Menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3(tiga) tahun. 

Upaya penegakan hukum lingkungan semacam itu diharapkan dapat membawa 

dampak positif terhadap lingkungan, karena manfaat penjaluhan sanksi pidana 

lingkungan antara lain dapat : 

I) Membuat jera para pelaku tindakan perusahaan atau pencemaran lingkungan. 

2) Memberikan kesadaran kepada masyarakat akan arti lingkungan bagi dirinya. 
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3) Menciptakan masyarakat yang sadar lingkungan. 

4) Mengurangi dan menghentikan tindakan pencemaran dan perusakan terhadap 

lingkungan. 

Penerapan sanksi pidana atas badan hukum akan bermanfaat ganda, yakni : 

a) Dengan adanya penjatuhan sanksi pidana, maka si pelaku tidak akan 

melakukan perbuatan jahat (dalam bentuk pencemaran kembali), sebab akan 

disadari bahwa perbuatan jahat terse but tetap akan mendapat hukuman. 

b) Mencegah badan hukum lain (pelaku potensial) untuk tidak melakukan hal 

yangsama. 

Hukum pidana positif di Indonesia belum pernah merumuskan tujuan 

pemidanaan. Selama ini tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang 

bersifat teoretis, kecuali yang terdapat dalam Rancangan KUHP Nasional yang telah 

menetapkan tujuan pemidanaan (Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Bab III 

denganjudul: Pemidanaan, Pidana dan Tindakan). 

Menurut rancangan KUHP Nasional dalam Pasal 50 ayat I nya telah 

menetapkan empat tujuan pemidanaan, sebagai berikut : 

a) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum 
demi pengayoman masyarakat; 

b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga 
menjadi orang yang baik dan berguna; 

c) menyelesaikan konf!ik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan 
keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan 

d) membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 
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Menurut Barda Nawawi Arif56 yang juga sebagai salah satu anggota Tim 

Penyusun Rancangan KUHP Nasional, bahwa : 

" ... perumusan tujuan pemidanaan di dalam Konsep (Rancangan KUHP 

Nasional ) bertolak dari pokok-pokok pemikiran, antara lain : 

a) Pada hakikatnya undang-undang merupakan sistem hukum yang 
bertujuan (purposive system) sehingga dirumuskannya pidana dan 
aturan pemidanaan dalam undang-undang, pada hakikatnya hanya 
merupakan sarana untuk mencapai tujuan. 

b) Dilihat secara fungsional operasional, pemidanaan merupakan suatu 
rangkaian proses dan kebijakan yang konkretisasinya sengaja 
direncanakan melalui tiga tahap. Agar ada ketetjalinan dan 
keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem 
pemidanaan, maka diperlukan perumusan tujuan pemidanaan. 

c) Perumusan tujuan pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi 
pengendali!kontrol dan sekaligus memberikan dasar filosofis, dasar 
rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah. 

Dari berbagai penjelasan di atas, bila ditarik benang merahnya 
antara penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana dan 
tujuan perumusan pemidanaan, maka tampak jelas adanya keterkaitan 
yang sangat erat dengan landasan filsafat pemidanaan, teori-teori 
pemidanaan dan aliran-aliran hukum pidana yang dianut atau yang 
mendominasi pemikiran dalam kebijakan kriminal (criminal policy) 
dan kebijakan penal (penal policy).57 

Pandangan yang demikian terdapat pula dalam pendapat Romli 

Atmasasmita58
, bahwa masalah tujuan pemidanaan merupakan bagian yang sangat 

mendasar dan penting dalam kehidupan hukum pidana di Indonesia (bahkan di 

seluruh negara). Perkembangan suatu bangsa yang beradab juga ditentukan oleh 

sejauh manakah perlakuan bangsa yang bersangkutan terhadap terpidananya. 

56 
Sholehuddin.M.,2003. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, PT. RajaGrafmdo Persada, Jakarta. 
,hlm.l27. 

57 Ibid. hlm. 128. 
58

• Atmasasmita, Romli. 1995. Op.cit. hlm. 90. 
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Pernyataan tersebut jelas bahwa tujuan pemidanaan merupakan pencerminan dari 

falsafah suatu bangsa, dan tujuan pemidanaan akan menjiwai para pelaksana aparat 

penegak hukum terutama hakim, jaksa dan petugas lembaga pemasyarakatan dalam 

melaksanakan tugasnya. Pendapat Romli Atmasasmita 59yang menegaskan bahwa 

perumusan empat tujuan pemidanaan dalam Rancangan KUHP Nasional tersimpul 

pandangan social defence, pandangan rehabilitasi dan resosialisasi terpidana, 

pandangan hukum adat dan tujuan yang bersifat spiritual berlandaskan Pancasila. 

Selanjutnya ke 4 (em pat) tujuan pemidanaan terse but dipertegas kern bali dengan 

dicantumkannya hal itu dalam Pasal 50 ayat 2 yang berbunyi: pemidanaan tidak 

dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia . 

Dalam perkembangan terakhir, tujuan retribusi atau just desert dan tujuan 

pencegahan, merupakan alasan yang dominan untuk pemidanaan. Sue Titus Reid 

seperti dikutip dari Sholehuddin60 mengajukan 4( em pat) filsafat pemidanaan yang 

digunakan untuk membenarkan atau menjastifikasikan pemidanaan, yaitu: 

rehabilitasi, inkapasitasi, pencegahan dan retribusi. Dua yang terakhir ini, paling 

menonjol sekarang. 

Reid menggunakan konsep filsafat pemidanaan dalam arti yang sama dengan 

tujuan pemidanaan. Sementara ada sarjana lain yang konsisten memakai istilah 

"tujuan pemidanaan", dalam penjelasan Norval Moris dalam 'The future of 

59 Sholehuddin.M, 2003. Op.cit. hlm.l28. 
60

• Ibid. hlm.!29. Lihatjuga Sue Titus Reid, Criminal Justice Procedures and Issues, page .347 . 
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imprisonment: Toward a Punitive Philosophy yang dikutip oleh Sholehuddin
61 

se bagai berikut : 

" . . . My premise throughout is that penal purpose are properly 
retributive , deterrent, and incapacitative. Attempts to add reformative 
purpose to that mixture-as an objective of the sanction as distinguished 
from a collateral aspiration-yield neither clemency, justice, nor, as 
presently administered social utility ... " 

Gerry A. Ferguson yang dikutip dari Sholehuddin62
, berpendapat mengenai hal yang 

sama, sebagai berikut : 

" ... Generally, the courts refer to four or fives purposes in imposing 
sentence :deterrence, retribution or 'just desert", rehabilitation 
incapacitation or public protection and compensation to victims ... ". 

Demikian pula pendapat dari Peter J.P. Tak yang dikutip Sholehuddin63 dalam 

"Sentencing in the Netherland " mengenai pandangan tentang konsep filsafat 

pemidanaan yang sama artinya dengan tujuan pemidanaan di dalam penerapan teori 

tersebut, yakni : 

" ... The aim of sentencing are now considered to retribution, special or 
general deterrenc, reformation, protection, of society and reparation ... " 
Dalam melaksanakan teori tersebut diuraikan lebih lanjut, bahwa : " 
... terhadap berbagai tuj uan pemidanaan yang telah ditentukan, kemudian 
ditetapkan jenis dan bentuk sanksi apa yang paling tepat bagi pelaku 
kejahatan. Bukan sebaliknya, jenis dan bentuk sanksi yang ditetapkan 
lebih dahulu. Misal di Belanda., seperti diungkapkan oleh Peter J.P. Tak, 
bahwa pemegang kebijakan legislasi (legislator) menentukan lima tujuan 
pemidanaan. Selanjutnya Hakim diberi kebebasan untnk memilih tujuan 
yang dianggapnya tepa! dalam setiap perkara ... "64 

61 Ibid. hlm. 130. 
62 Ibid. hlm. !30. 
63 Ibid. hlm. 130. 
64

• Ibid. hlm. !31. 



Selanjutnya Sholehuddin65 menjelaskan, bahwa : " ... di 
Indonesia, keadaannya berbeda sama sekali. Rumusan tentang tujuan 
pemidanaan dalam hukum pidana positif Indonesia belum pemah ada. 
Jadi pembahasan mengenai apa, mengapa dan untuk apa pemidanaan 
itu, selama ini lebih banyak bersifat teoretis. Sebagai akibat dari 
ketiadaan rumusan tujuan pemidanaan secara formal terutama dalam 
hukum pidana induk, maka banyak sekali rumusan jenis dan bentuk 
sanksi dalam perundang-undangan pidana di Indonesia yang tidak 
konsisten (inconsistency) dan tumpang tindih (overlapping) ... " 
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Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemidanaan atau penjatuhan sanksi 

pidana terhadap pelaku kejahatan yang diatur dalam suatu undang-tlndang adalah 

sebagai salah satu sarana untuk mencapai tujuan undang-undang itu sendiri. 

Pengaturan tujuan pemidanaan sebaiknya secara jelas di atur dalam undang-undang 

yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat, khususnya aparat 

penegak hukum dapat mengetahui secara jelas apa sebenamya fungsi dan tujuan 

pemidanaan bagi seorang yang melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran. 

Ketiadaan pengaturan tujuan pemidanaan dalam suatu undang-undang akan 

berdampak terhadap pelaksanaan dan penegakan hukum itu sendiri. Dampak tersebut 

tercermin pada kepatuhan masyarakat terhadap undang-undang itu sendiri, dan 

dampak tersebut juga dapat tercermin dengan terdapatnya inkonsistensi dalam 

penegakan hukum oleh aparat penegak hukum mulai dari penyidik, penuntut umum, 

hakim, hingga lembaga pemasyarakatan. Sedangkan bagi hakim khususnya, hal itu 

dapat tercermin dalam disparitas penjatuhan hukuman /pemidanaan bagi pelaku 

tindak pidana. 

65 
• Ibid him. 131. 
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Pengaturan tentang tujuan dan fungsi pemidanaan dalam hukum lingkungan 

sebagaimana dalam Undang-undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup tidak diatur. Bahkan penjatuhan pidana dalam undang-undang 

ini merupakan upaya terakhir yang sifatnya subsidiaritas atau ultimum remidium 

secara terbatas, yang terkait dengan beberapa doktrin yang serupa, dan asas-asas yang 

sifatnya umum (general principle). 

Penerapan asas subsidiaritas dalam penegakan hukum lingkungan ini boleh 

dikatakan merupakan penerapan asas ultimum remedium, sebagaimana pertama kali 

dikemukakan oleh Menteri Kehakiman Belanda Bodderman di depan parlemen pada 

waktu pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda 

(W.v.S), yang di dalam doktrin temyata tidak semua sarjana hukum sependapat 

dengan pendapat dari Bodderman yang memandang hukum pidana sebagai suatu 

ultimum remedium (sarana terakhir). Di antara para sarjana yang tidak sependapat 

dengan Menteri Bodderrnan adalah antara lain para guru besar L.H.C. Hulsman, 

A.Mulder dan van Bemmelen66
• 

Menurut van Bemmelen bahwa perkataan remedium haruslah diartikan 

sebagai "alat", akan tetapi bukan sebagai alat untuk memulihkan ketidakadilan atau 

untuk memulihkan kerugian, melainkan sebagai alat untuk memulihkan keadaan yang 

tidak tenteram dalam masyarakat. Apabila terhadap ketidakadilan tersebut tidak 

dilakukan sesuatu, maka hal tersebut dapat menyebabkan orang akan main hakim 

66 Lamintang,P.A.F. opcit,hlm 18-19. 

-,~ . ,"-
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sendiri67
. Hal ini dapat diartikan bahwa hukum pidana sebenarnya tidak berdiri 

sendiri, atau yang bergantung pada hukum administrasi (administrative dependence). 

Hukum Pi dana yang demikian, yang disebut specific crime ( delik formil), akan 

berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum pidana itu sendiri. 

Apabila penegakan hukum administrasi diterapkan secara benar, maka akan 

sangat membantu proses penegakan hukum mulai dari penyidikan sampai pada 

penjatuhan sanksi pidana, melalui cara mengkriminalisasikan syarat-syarat 

adminstrasi sebagai elemen dari tindak pidana yang didakwakan. Asumsi ini Ielah 

diperkuat oleh hasil penelitian dari Mas Achmad Santosa68
, yang melihat kandasnya 

penuntutan beberapa kasus tindak pidana lingkungan yang dilakukan industri tekstil 

di Jawa Tengah seperti PT. SRT, PT.SWA, PT.DMT, PT.DNT, dan industri tekstil di 

Jawa Barat, seperti PT. IDBR dan PT. SAN. 

Kriminalisasi persyaratan administrasi terhadap tindak pidana lingkungan 

akan mengurangi makna asas legalitas dalam hukum lingkungan. Pemberdayaan 

hukum pidana lingkungan sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum 

lingkungan regional dan global akan mengalami perbedaan mengingat perbedaan 

pemberdayaan hukum administrasi pada masing-masing negara. 

Pengaturan sanksi yang berat dalam ketentuan hukum lingkungan belum tentu 

dapat memberi dorongan kepada masyarakat untuk mematuhi ketentuan perundang-

undangan yang bersangkutan. Sebagai akibat, maka hakikat fungsi pemidanaan dalam 

67
. Ibid, hlm.l9 

68
• Santosa, Mas Achrnad, 2001. Good Governance Hukum Lingkungan, ICEL, Jakarta, htm.l98. 
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undang-undang tersebut tidak akan dapat mencapai sasaran karena hakikat tersebut 

dimaksudkan sebagai sarana untuk mematuhi ketentuan perundangan-undangan 

dimaksud. 

Uraian tersebut di atas, secara singkat memperjelas tujuan sanksi pidana 

alternatif untuk sebagian besar perkara pidana (the administration penal law) apabila 

dikehendaki perkara diadili dengan tuntas sesuai perkembangan ilmu hukum. 

Hasil penelitian yang dilaksanakan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

atau sarana perbaikan dan perubahan di masa yang akan datang mengenai 

penyusunan pengaturan hukum, penaatan hukum (pelaksanaan) dan penegakan 

hukum di bidang hukum pidana lingkungan di Indonesia dengan penerapan 

utilitarian theory, memilih sanksi yang tepat guna melalui diskresi hakim. Hasil 

penelitian juga diharapkan dapat digunakan sebagai sarana yang diharapkan untuk 

dapat mendorong kesadaran hukum masyarakat yang pada akhirnya dapat tercipta 

antara manusia, masyarakat dan lingkungan hidup. Hubungan timbal batik tersebut 

akan tercermin dalam keselarasan, keserasian dan keseimbangan yang dinamis untuk 

mencapai pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) sebagai 

jaminan bagi kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa 

depan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kondisi Kebijakan Penegakan Hukum Lingkungan. 

Pada masa pembangunan lima tahun kelima (Pelita V) yaitu periode 1988-

1993 Pemerintah saat itu mencanangkan bahwa periode 1989-1990 sebagai tahun 

penegakan hukum lingkungan. Pencanangan itu ditandai dengan penandatanganan 

Piagam kelja sama tentang Peningkatan Kemampuan Penegakan Hukum Lingkungan 

antara Menteri Negara KLH, Menteri Kehakiman, Kepala Kepolisian Rl, dan Jaksa 

Agung Rl tanggal 4 Juni 1991. Pada Pelita V itu juga ditandai dengan 

penyelenggaraan pelatihan penegakan hukum lingkungan, dan uji coba kasus 

penegakan hukum lingkungan melalui pengadilan. Pada tahun 2000 (24 Mei 2000), 

Piagam keljasama antara Menteri Lingkungan Hidup dan Kapolri ditandatangani. 

Namun dernikian, sampai saat ini, tidak terdapat satupun daerah di Indonesia yang 

pemerintahnya melakukan dengan baik pengembangan sumber daya manusia bagi 

penegakan hukum lingkungan, dan penyelenggaraan pengawasan yang rutin dan 

teratur, serta menjatuhkan sanksi administratif bagi pelanggamya. Potret penegakan 

hukum lingkungan di Pengadilan pun tidak lebih baik dari potret penegakan hukum 

administrasi 69
. 

69
• ICEL, 2003. Strategi Terintegrasi Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan, Policy Paper, 
Indonesian Center For Environmental Law (ICEL), Jakarta. him. I. 
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Pencemaran dan perusakan lingkungan dari tahun ke tahun masih terns 

berlangsung dan semakin luas. Kondisi tersebut tidak hanya menyebabkan 

menurunnya kualitas lingkungan, tetapi juga memberikan dampak yang sangat serius 

pada kesehatan dan jiwa manusia. Kualitas lingkungan yang buruk ditandai dengan 

antara lain peningkatan luasan kritis yang saat ini mencapai 21.969.430 Ha, hujan 

asam yang terjadi di beberapa daerah karena menurunnya kualitas udara, terjadinya 

pencemaran air, dan berkurangnya ketersediaan air bersih yang diperkirakan sebesar 

15-35% per-kapita- pertahun70
. 

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup71 tentang pencemaran dan 

pengrusakan lingkungan hidup yang menonjol dalam tahun 2003 antara lain : 

(I) Perusakan hutan dan lahan, yang mengakibatkan kekeringan di musin 
kemarau; banjir dan tanah longsor di musim hujan ; serta hilangnya 
keaneka ragaman hayati yang tidak ternilai harganya. Pembukaan 
lahan dengan membakar menyebabkan kebakaran hutan dan kegiatan 
pertambanganjuga merusak hutan dan lahan.; 

(2) Pencemaran air (di darat), yang disebabkan pembuangan limbah 
domestik, limbah B3 (Bahan berbaya dan beracun), lirnbah industri 
dan pertambangan; 

(3) Masalah urban, seperti sampah dan lirnbah domestik, pencemaran 
udara ( oleh emisi kenderaan bermotor ), pengadaan air bersih, dan 
keterbasan lahan (kesesakan); 

(4) Perusakan dan pencemaran !aut dan pesisir. Penebangan hutan 
mangrove, abrasi pantai, pencemaran air !aut, pengambilan pasir darat, 
dan perusakan terumbu karang telah merusak lingkungan !aut dan 
pesisir; 

(5) Dampak lingkungan global. Menipisnya lapisan ozon dan 
meningkatnya suhu bumi, merupakan dua persoalan lingkungan yang 
memberikan dampak berskala global. 

70 Zen, A. Patra M. dan Daniel Hutagalung , 2006. Panduan Bantuan hukum di Indonesia, YLBHI 
dan PSHK, him. 225. 

71 
• Ibid. him. 225. 
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Mengatasi berbagai pencemaran dan pengrusakan lingkungan yang sangat 

kompleks di atas, tentu tidak terlepas dari kebijakan pemerintab, partisipasi 

masyarakat, upaya dan kebijakan penegakan hukum. Politik penegakan hukum 

lingkungan tidak lain dari kebijakan yang harus ditempuh agar ketentuan-ketentuan 

hukum lingkungan dapat terlaksana sebagaimana mestinya72
. 

Kondisi penegakan hukum lingkungan, tidak terlepas dari apa yang 

dimaksudkan dengan penegakan hukum secara luas meliputi baik yang preventif 

(sama dengan compliance73
), maupun yang represif (dimulai dengan penyelidikan, 

penyidikan, sampai pada penerapan sanksi baik administrasi maupun hukum 

pidana).74 

Hukum lingkungan sangat rumit banyak pelanggaran beraneka ragam, mulai 

dari yang paling ringan seperti pembuangan sampah dapur sampai kepada yang 

paling berbabaya seperti pembuangan limbab berbabaya dan beracun serta radiasi 

atom, oleh karena itu beraneka ragam penanggulangannnya mulai dari penerangan 

hukum sampai pada penerapan sanksi. 

Menurut Andi Hamzah babwa penegakan hukum lingkungan sangat rumit 

karena hukum Iingkungan menempati titik silang pelbagai bidang hukum klasik yang 

ditegakkan dengan salab satu instrument administratif, perdata atau hukum pidana 

72 Manan, Bagir, 2005. Sistem Peradilan Berwibawa (suatu pencarian), Penerbit FH UII Press 
Yogyakarta, him. 80. 

73 Hamzah, Andi, 2005. op.cit. him. 49. beliau mengatakan sulit menemukan suatu istilah dalam 
bahasa Indonesia sebagai padanan istilah Compliance (yang meliputi negosiasi, supervisi, 
penerangan, nasihat dan sebagainya) sebagai usaha preventifpenegakan hukum lingkungan. 

74 Ibid, him. 49. 
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dan bahkan dapat ditegakkan dengan penggunaan ke tiga instrument sekaligus 75
. 

Sehingga para penegak hukum lingkungan harus pula menguasai pelbagai hukum 

klasik seperti hukum pemerintahan (administrative), hukum perdata dan hukum 

pidana, bahkan sampai kepada hukum pajak, pertanahan, tata negara, intemasional 

(publik maupun privat). 

Kebijakan penegakan hukwn lingkungan dalam hal pencemaran dan 

perusakan lingkungan telah tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam kaitan ini pemerintah mendorong 

upaya pencegahan dan pemulihan melalui strategi penataan ruang dan upaya 

pelestarian fungsi lingkungan. Kebijakan ini dilakukan melalui berbagai pendekatan, 

yakni melalui perizinan, pengawasan, sanksi administrasi, dan audit 1ingkungan, yang 

mencakup kewenangan instansi sektoral dan daerah. 

Upaya penegakan hukum lingkungan tidak bisa terlepas dari dasar hukwn 

utama pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, yakni Pasal 33 ayat (3) 

UUD 1945, GBHN 1998, dan UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup76
. 

75 

76 

Pasal 33 ayat (3) telah menegaskan bahwa Negara menjamin 
pemanfaatan swnber daya alam tidak akan mengurangi kemakmuran 
rakyat. Dampak negatif pemanfaatan sumber daya alam terhadap 

!bid. him. 49. Dan lihat juga J.E. Sahetapy dkk, dalam buku Bunga Rampai Viktimisasi, dalam 
karya ilmiah Bintoro, SH, Perlindungan Hukum bagi korban Pencemaran lndustri, mengutip 
pendapat Andi Hamzah yang mengatakan dapat menerapkan ketiga instrument administrasi, 
perdata dan pidana sekaligus, namun dapat pula salah satu saja tergantung yang mana lebih sesuai 
dan bermanfaat. 
Djoekardi, Dj. Arie dan Bambang Setyabudi , 1998. Kebijaksanaan dan Strategi Nasional 
Pengelolaan Lingkungan da/am Pembangunan Jangka Panjang Kedua (1995/!995- 20!912020) 
,Penerbit Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, hlm.l44. 



lingkungan, seperti pencemaran dan kerusakan lingkungan merupakan 
faktor pengharnbat terwujudnya kemakmuran rakyat. Oieh karena itu 
setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya alarn harus dipantau dan 
dievaluasi yang dilaksanakan dalarn kerangka penegakan hukum 
pengelolaan lingkungan. 

49 

Bertolak dari Kebijakan penegakan hukum lingkungan di atas dapat dikatakan 

menjadi bagian dari pelaksanaan tujuan negara untuk mencapai kemakrnuran rakyat. 

Penegakan hukum (law Enforcement, rechtshandhaving) lingkungan 

merupakan mata rantai (urutan) terakhir dalarn siklus pengaturan (regulatory chain) 

perencanaan kebijakan (policy planning) tentang lingkungan sebagai berikut : 

a. Perundang-undangan (legislation, wet en regelgeving) 

b. Penentuan standar (standard setting, norm setting ) 

c. Pemberian izin ( licensing, vergunning verlening) 

d. Penerapan (implementation, uitvoering); 

e. Penegakan hukum (law enforcement, rechtshandhaving) 

Dalarn praktik ternyata dari mata rantai penegakan hukum ada kelemahan 

termasuk perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya77
. Hukum lingkungan 

menurut Andi Hamzah termasuk hukum modern78
, sangat rumit, bersegi banyak, 

mulai dari hukum perdata terutama mengenai perbuatan melanggar hukum (1365 

BW) dan hukum kontrak, hukum tatanegara tentang organisasi badan-badan negara 

77 Hamzah, Andi. Op cit, 2005, hlm. 52-53. 
78 Ibid. him. 53. Menurut Andi Hamzah bahwa ciri-ciri hukum modern antara lain tertulis, mudah 

atau luwes untuk diubah dan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat, dan tidak kurang 
pentingnya ia harus ditegakkan oleh penegak hukum yang professional. Hukum lingkungan 
termasuk hukum yang sukar difahami sehingga perlu spesialisasi dalam memelihara, 
mempertahankan, dan menegakkannya. 



50 

dan wewenang dalam menerapkan serta menegakkan hukurn lingkungan, hukum 

administrasi Negara terutama tentang perizinan dan pengawasannya, hukum pidana 

dalam memaksakan ditaatinya hukum lingkungan itu, bahkan hukurn pajak karena 

bagaimanapun juga pelanggaran terhadap hukum lingkungan mempunyai motif 

ekonomi, yaitu mencari keuntungan sebesar-besamya dan biaya yang seringan-

ringannya, kalau perlu tidak mengeluarkan biaya untuk pencegahan dan pencemaran 

(penampungan limbah industri, penjemihan air limbah, penyaringan asap pabrik, dan 

seterusnya). 

Beberapa para ahli hukum yang ada menaruh perhatian atas masalah hukum 

lingkungan, khusus memandang kondisi kebijakan penegakan hukum, diantaranya 

Andi Hamzah dan Mas Achmad Santosa. 

Menurut Andi Hamzah 79 bahwa dari mata rantai siklus pengaturan 

(regulatory) perencanaan kebijakan hukum lingkungan dapat dilihat bahwa di setiap 

negara dan terlebih-lebih di Indonesia, yang paling lemah adalah penegakan hukurn. 

Mas Achmad Santosa80berpendapat bahwa kenyataan kondisi penegakan 

hukurn lingkungan masih sangat memprihatinkan, meskipun ada pemidanaan dan 

gugatan lingkungan (perdata), secara umum putusan pengadilan belum 

mencerminkan nilai-nilai/prinsip-prinsip perlindungan daya dukung lingkungan, 

apalagi pengintegrasian prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang 

berwawasan lingkungan ke dalam putusan pengadilan. 

79
• Ibid, him. 53-55. 

80
• Santosa, Mas Achmad, 2001. op.cit.,hlm. 253. 
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Faktor - faktor penyebab kondisi penegakan hukum lingkungan di atas81 

menurut Mas Ahmad Santosa dibedakan : 

I. Aspek Struktural 
Masih terdapat kesengajaan antara komitmen di atas kertas (terutama komitmen 

melaksanakan pembangunan berkelanjutan) dengan praktek penyelenggaraan 
pemerintahan sehari-hari yang ditandai : 

a) Belum terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa sebagai 
prasyarat penegakan hukum yang efektif. 

b) Bel urn ada sistem Peradilan yang mampu melahirkan putusan-putusan yang 
bermutu (kedalaman analisis dan referensi yang memadai), serta terlepas dari 
pengaruh kekuasaan dan imbalan materi (independence of judiciary), masih 
hams terns dipeljuangkan. 

c) Bel urn ada kondisi politis dan sosial yang kondusif, terutama iklim 
keterbukaan serta jaminan terhadap hak-hak sipil dan politik masyarakat 
(kebebasan berpendapat, berkumpul, terbebas dari rasa takut untuk berbeda 
pendapat, dan akses kepada informasi publik) yang masih jauh dari harapan. 
Belum terdapatnya kondisi ini mengakibatkan peran kontrol masyarakat 
menjadi lemah. 

d) Kurang gerakan peningkatan kesadaran lingkungan, termasuk 
pengintegrasiannya kedalam kurikulum pendidikan disemua jalur, jenis dan 
je~ang pendidikan tidak memadai sehingga hal ini akan mempengaruhi pola 
permintaan masyarakat terhadap urgensi pelestarian lingkungan (public 
demand) dan pada gilirannya marnpu menimbulkan " public pressure", 
misalnya munculnya gerakan konsumen hijau (menentukan barang yang 
dibeli berdasarkan nilai-nilai perlindungan lingkungan. 

2. Aspek Nonstruktural 

a) Peraturan perundang-undangan pelaksanaan yang belum tersedia. 
b) Peraturan perundang-undangan lingkungan masih seringkali merupakan 

rumusan yang sangat umum, sehingga sulit ditafsirkan secara tepat dan akurat 
(precise). 

c) Kuantitas dan kualitas perancang izin yang hams memuat persyaratan 
lingkungan, dan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan dari instansi 
pengawas administratif sebagai instansi pertarna yang berfungsi mencegah, 
masih sangat kurang memadai. 

d) Kualitas dan kuantitas hakim, jaksa dan polisi yang memahami soal 
lingkungan dalam soallingkungan masih sangat terbatas. 

81 
• Ibid, hlm. 253-254. 
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e) Kebijaksanaan penaatan (compliance policy) yang dicanangkan pemerintab 
masih menekankan pada pendekatan "command and control" (Atur Dan 
Awasi), dan pendekatan "Atur Diri Sendiri" sebagai bentuk "voluntary 
compliance" (carrot approach) bel urn banyak disentuh. 

Peranan hukum lingkungan menurut Caring for the Earth : a Strategy for 

Sustainable Living (IUCN, UNEP, dan WWF, 1991) dapat diuraikan sebagai berikut: 

I) Memberi efek kepada kebijakan-kebijakan yang dirumuskan dalam 
mendukung konsep pembangunan yang berkelanjutan. 

2) Sebagai sarana penaatan melalui penerapan aneka sanksi (variety of 
sanctions). 

3) Memberi panduan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang dapat 
ditempuh untuk melindungi hak dan kewajibannya. 

4) Memberi definisi ten tang hak dan kewaj iban dan perilaku-perilaku yang 
merugikan masyarakat. 

5) Memberi dan memperkuat mandat serta otoritas kepada aparat pemerintab 
terkait untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. 

Usulan Caring for the Earth juga mencoba rnernberikan petunjuk tentang 

bagairnana seharusnya mekanisrne penegakan sistern hukum lingkungan yang 

kornprehensif. Secara ringkas, sistem hukum lingkungan nasional serta rnekanisme 

penegakan hukum paling tidak harus rnernberikan wadah sebagai berikut82
: 

82 

I) Penerapan prinsip pencegahan dini (precautionary principle). 
2) Prinsip yang rnerupakan prinsip 15 dari Deklarasi Rio ini rnenekankan 

pentingnya tindakan-tindakan antisipatif sebagai upaya pencegahan walaupun 
bel urn terdapat bukti-bukti ilmiah yang pasti dan rneyakinkan mengenai suatu 
hal. 

3) Pendayagunaan instrurnen ekonomi rnelalui penerapan pajak dan pungutan
pungutan lainnya. 

4) Pernberlakuan Arndal untuk proyek-proyek pernbangunan dan rencana 
kebijakan. 

Santosa, Mas Ahmad . 200 I. toe. cit. him. 191. 
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5) Pemberlakuan sistem audit lingkungan bagi kegiatan industri swasta dan 
pemerintab yang telab berlangsung. 

6) Sistem pemantauan dan inspeksi yang efektif. 
7) Memberikan jaminan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi 

Amdal, audit lingkungan, hasil pemantauan dan informasi tentang produksi, 
penggunaan dan pengolaban limbab maupun baban beracun dan berbabaya. 

8) Sanksi yang memadai bagi pelanggar dalam pengertian harus mampu 
memberikan efek penjera bagi noncompliance. 

9) Sistem pertanggungjawaban yang memberi dasar pembayaran kompensasi 
karena kerugian ekonomis, ekologis, maupun kerugian imaterial (intangible 
losses). 

1 0) Pemberlakuan sistem pertanggungjawaban mutlak atau seketika (strict 
liability) untuk kegiatan-kegiatan yang melibatkan baban-baban berbabaya 
dan beracun. 

II) Penyelenggaraan asuransi dan penataan mekanisme pendanaan lainnya untuk 
mempercepat dan memungkinkan pelaksanaan kompensasi. 

12)Memberikan jaminan hak standing bagi kelompok-kelompok lingkungan 
dalam proses beracara diforum-forum administratif maupun pengadilan, 
sehingga kelompok tersebut dapat berfi.mgsi sebagai komponen penting dalam 
penegakan hukum lingkungan. 

13) Memberikan jaminan babwa tindakan tindakan dari instansi pemerintab yang 
berwenang dibidang penegakan hukum lingkungan dapat 
dipertanggungjawabkan (accountable). 

Pada tabun 1992, Konperensi PBB mengenai Pembangunan dan Lingkungan 

Hidup (the UN Conference on Environtment and Development) diselenggarakan di 

Rio de Janeiro, Brasilia(3-14 Juni 1992) telab berupaya mencapai tingkat pemabaman 

yang utuh dan menyeluruh tentang konsep dan prinsip pembangunan berkelanjutan 

(sustainable development), serta bagaimana menterjemahkan ke dalam tindakan nyata 

sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Rio dan Agenda 21 yaitu : 

1) Keadi1an intergenerasi (intergenerational equity). 
2) Keadilan intragenerasi (intragenerational equity). 
3) Pencegaban dini (precautionary principle). 
4) Pelestarian keanekaragaman hayati (conservation of biological diversity). 
5) Internalisasi biaya-biaya lingkuugan dan mekanisme insentif (internalization 

of environmental costs and incentive mechanisms). 
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Hasil-hasil UNCED tennasuk Konvensi Keanekaragaman Hayati telah 

disahkan oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2004 melalui UU 

Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protocol on Biosafety To The 

Convention on Biological Diversity83
, dan konvensi Perubahan Iklim pada tanggal 28 

Juli 2004 melalui UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol To 

The United Nations Framework on Climate Change (Protokol Kyoto atas Konvensi 

Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim)84
. Pengadopsian ke dalam sistem 

hukum nasional ke dua konvensi ini merupakan suatu cara agar dapat dilaksanakan 

dan mengikat secara hukum dalam pembangunan berkelanjutan yang dituangkan 

secara tegas dan jelas dalam hukum positif akan memberikan landasan yang kuat dan 

memudahkan pemanfaatan serta penafsiran di dalam praktek sehari-hari. 

Ahli hukum di belahan dunia mengatakan bahwa Deklarasi Rio merupakan 

sumber dari hukum lingkungan modem, yang menjadi tantangan bagi setiap negara 

untuk menteijemahkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam sistem dan praktek hukum 

nasional masing-masing. 

Indonesia telah mengupayakan penyempumaan UU Nomor 4 Tahun 1982 

yang dirubah menjadi UU Nomor. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup, dimana salah satu pertimbangan penyempumaan untuk menyesuaikan dengan 

83 Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 88. 
04 Lembaran Negara RI Tabun 2004 Nomor 72. 
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perkembangan konvensi-konvensi lingkungan, tentunya termasuk penyesuamn 

dengan Deklarasi Rio. 

Perjalanan penegakan hukum lingkungan dihitung sejak tahun 1982 

(pengundangan UU No. 4 Tahun 1982), maka sampai dengan saat ini telah 

berlangsung selama 25 ( dua puluh lima) tahun. Dibandingkan dengan tantangan dan 

persoalan-persoalan lingkungan yang kondisinya sebagian tergambar di atas, maka 

semakin menurunnya kualitas lingkungan di Indonesia sebagian besar karena 

kelemahan hukum, penegakan hukum dan pengembangan ilmu lingkungan hidup. 

Menurut Mardjono85 ,sis tern peradilan pi dana yang baik harus menyadari 

keterbatasan dimana ditegaskan bahwa tugas sistem peradilan pidana hanya menjaga 

ketertiban umum (public order maintenance) dan bukan tugas sistem peradilan 

pidana untuk memantau perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat, tetapi 

tidak termasuk dalam undang-undang pi dana maupun ketentuan pidana, yang terdapat 

dalam peraturan perundang-undangan lainnya dan dalam keterbatasan seperti ini 

maka sistern peradilan pidana harus bersikap lebih toleran kepada pelaku-pelaku 

kejahatan yang masuk dan diproses oleh sistem ini. Bahkan Mardjono menunjuk 

kepada pembuat undang-undang akan adanya perbuatan-perbuatan di dalam 

masyarakat yang bel urn dapat terjaring oleh sistem peradilan yang ada. 

Kebijakan pemidanaan tindak pidana lingkungan juga meliputi : Tahap 

legislasi dan Tahap Penerapan. Penerapan kebijakan pemidanaan terhadap pelaku 

85 Sunaryo, Sidik. 2004. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Universitas Muhammadyah 
Malang, hbn .280. 
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Tindak Pidana Lingkungan Hidup (TPLH) tidak dapat dilepaskan dari kebijakan 

legislatif yang tertuang dalam peraturan perundang -undangan tentang lingkungan 

hidup. 

Keberhasilan sistem peradilan pidana terletak pada kebijakan penjatuhan 

pidana atau "sentencing policy", sebagaimana pandangan Van Bammelen86,sebagai 

berikut: 

Masalah penjatuhan pidana, baik bagi hakim maupun bagi jaksa 
penuntut umum sama saja dengan semakin meningkatnya bentuk 
kejahatan, sehingga sistem peradilan pidana tidak pemah dilengkapi 
secara memadai untuk menghadapi masalah kejahatan tersebut. 
Baik hakim maupun jaksa penuntut umum memiliki keterbatasan 
jumlah sanksi pidana yang tersedia sedangkan upaya untuk 
menemukan sanksi alternatif sampai saat ini belum menghasilkan 
bentuk yang memadai. 
Dalam kenyataannyajumlah pelaku kejahatan yang masuk ke dalam 
sistem peradilan pidana sangat sedikit, bahkan ada diantara mereka 
yang tidak bersalah. 
Dalam masalah penjatuhan pidana sering terkandung aspek 
kejujuran di mana bentuk kejahatan yang sama seharusnya 
memperoleh sanksi pidana yang sama di mana sering keadaan 
pribadi pelaku tidak diperhatikan lagi. 
Terhadap masalah kejahatan serius apakah tujuan rehabilitasi perlu 
diutamakan mengingat keadaan mental pelaku atau kepribadiannya 
ataukah seorang hakim menjatuhkan pidana yang lama dan masalah 
ini merupakan dilemma yang harus dihadapi dan tidak pemah 
terselesaikan. 
Pemenjaraan selalu memberikan efek negatif terhadap individu dan 
sekaligus menjadi korban stigmatisasi. 

Berdasarkan berbagai pendapat ahli hukum pidana, pendapat ahli hukum 

lingkungan, dan isi deklarasi Rio di atas, maka penerapan aneka sanksi (variety of 

86 Ibid, him. 280. 
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sanctions) yang tepat dan upaya menemukan altematif pi dana merupakan bagian dari 

permasalahan kondisi kebijakan penegakan hukum lingkungan. 

B. Kebijakan Penegakan Hokum Pidana Lingkungan Dalam Hokum Positif. 

Pada azasnya suatu kebijakan merupakan sarana untuk mencapai tujuan. 

Mengenai hal itu Abidin menyebutkan bahwa kebijakan sebagai program yang 

diproyeksikan berkenaan dengan tujuan nilai dan praktek (a projected program of 

goals, values and practices )87
. Carl Friedrich yang dikutip dari Abidin mengatakan 

bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah adanya tujuan (goal), sasaran 

(objective), atau kehendak (purpose)88
. H.Hugh Heglo menyebutkan kebijakan 

sebagai " a course of action intended to accomplish some end," atau sebagai suatu 

tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. 

Dalam kaitan pengertian "kebijakan di alas, lebih lanjut yang perlu dilihat apa 

yang dimaksud dengan "kebijakan hokum pidana" (penal policy). Penal Policy atau 

disebut dengan politiklkebijakan hukum pidana adalah ilmu sekaligus seni yang 

bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskanldiformulasikan 

lebih baik ( a science and an art, of which the practical purposes, ultimately, are to 

enable the positive rules to be better formulated) 89
. 

87 Abidin, Said Zainal ,1004. Kebiiakan publik, Penerbit Yayasan Pancur Siwah, cetakan kedua 
Jakarta, h1m. 21 

88 Ibid. hlm. 21 
89 Ibid. hlm. 21 



58 

Sebagaimana telah dipaparkan pada Jatar belakang Bab Pendahuluan, bahwa 

hukum pidana telah digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembangunan 

berkelanjutan90 

Kajian tentang hukum pidana tidak terlepas dari sistem sanksi dan penjatuhan 

sanksi (pemidanaan). Lalu kaitannya dengan kebijakan pemidanaan tindak pidana 

lingkungan, perlu ditelusuri aspek kebijakan pemidanaan dalam undang-undang 

tindak pidana lingkungan di atas. 

Kebijakan hukum pidana mengandung kebijakan mengatur /mengalokasikan 

dan membatasi kekuasaan, baik kekuasaanlkewenangan warga masyarakat pada 

umumnya (untuk bertindaklbertingkah laku dalam pergaulan masyarakat) maupun 

kekuasaan atau kewenangan penguasa!penegak hukum91 

Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang 

terdiri dari tiga tahap kebijakan , yaitu (1) tahap kebijakan legislasi /formulatif ; (2) 

tahap kebijakan judikatif /aplikatif; dan (3) tahap kebijakan eksekutif/administratif. 

90 

91 

Hardjasoemantri, Koesnadi, 1999. loc.cit. him. 35. Dan lihat juga A. Sonny Keraf, dalam 
tulisannya dengan judul pembangunan Berkelanjutan atau berkelanjutan ekologi, Dalam Erman 
RajaGukguk , 2001, op.cit. him. l-3. Dimana paradigma Pembanguoan Berkelanjutan telah 
diterima sebagai sebuah agenda politik pembangunan untuk semua Negara di dunia, sejak 
Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro di Brasil tahun 1992. Sonny Kerap lebih lanjut 
mengutip pendapat Hans-Joachim Hoehn, " Environmental Ethics and Environmental Politics," 
yang mengatakan : bahwa Cita-cita dan agenda utama dari pembaoguoan berkelanjutan tidak lain 
dalam upaya untuk mensinkronkan, mengintegrasikan dan memberi bobot yang sama bagi tiga 
aspek utama pembangunan , yaitu aspek ekonomi, aspek sosial budaya dan aspek lingkungan. 
Gagasan di batik itu adalah bahwa pembangunan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan harus 
dipandang sebagai terkait satu sama lain, dan karena itu unsure-unsur dari kesatuan yang sating 
terkait ini tidak boleh dipisahkan atau dipertentangkan satu dengan lainnya. 
Nawawi Arief, Barela, 1998. Beberapa Aspek kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum 
Pidana,Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 29. 
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Bertolak dari uraian di atas oleh Barda Nawawi 92mengatakan bahwa dalam ketiga 

tahapan kebijakan penegakan hukum pidana itu terkandung di dalamnya tiga 

kekuasaan!kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif dalam menetapkan atau 

merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat 

dikenakan, kekuasaan yudikatif /aplikatif dalam menerapkan hukum pidana, dan 

kekuasaan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana. 

Pada tahap kebijakan legislatif ditetapkan sistem pemidanaan, maka hakikat 

sistem pemidanaan merupakan sistem kewenangan lkekuasaan menjatuhkan pidana. 

Barda Nawawi Ariet'3 mengatakan bahwa pengertian "pidana" tidak hanya dapat 

dilihat dalam arti sempit/formal, tetapi juga dapat dilihat dalam arti luas/material. 

Dalam arti sempit/formal, penjatuhan pi dana berarti kewenangan 

menjatuhkan!mengenakan sanksi pidana menurut undang-undang oleh pejabat yang 

berwenang (hakim). Dilihat dalam arti luas /material, penjatuhan pidana merupakan 

mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari proses 

penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan 

dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana. 

Pengertian pidana dalam arti luas (sebagai satu mata rantai proses), maka 

penerapan kebijakan /kewenangan penjatuhan pidana (yang pada hakikatnya juga 

92 Ibid, him. 30. 

93 Ibid. him. 30. 
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berarti penerapan kebijakan /kewenangan penegakan hukum pidana) melalui 

beberapa tahap/proses, yaitu : 

a) penerapan kebijakanlkewenangan "penyidikan"; 

b) penerapan kebijakan!kewenangan "penuntutan"; 

c) penerapan kebijakan!kewenangan "pemidanaan"; 

d) penerapan kebijakan!kewenangan "pelaksanaanleksekusi pidana". 

Ke empat tahap/proses itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum 

pidana integral, oleh karena itu keseluruhan sistem/proses/kewenangan penegakan 

hukurn pidana itupun harus terwujud dalam satu kesatuan kebijakan legislatif yang 

integral. 

Menurut Peeker sebagaimana dikutip dari Romli Atmasasmita94 mengatakan 

bahwa aliran tentang kebijakan dalam pemidanaan atau sentencing policy harus 

berpedoman pada hal-hal sebagai berikut : 

94 

I) Pi dana harus disesuaikan dengan kebutuhan pelaku kejahatan dan sebagian 

besar masyarakat, daripada disesuaikan dengan sifat kejahatannya. Prinsip ini 

justru mengacu kepada masa depan pelaku kejahatan daripada kepada masa 

yang telah lalu. 

2) Apabila pidana atau tindakan merupakan proses individualisasi, maka 

diperlukan suatu kewenangan penjatuhan pidana yang luas untuk menetapkan, 

jenis dan lamanya pembinaan bagi setiap pelaku kejahatan. Kewenangan 

Atmasasmita, Romli, !995. Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Mandar Maju, 
Bandung. him. 87. 
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dimaksud terletak pada pundak hakim yang memeriksa dan mengadili suatu 

kasus kejahatan. 

3) Pembentuk undang-undang dapat terlebih dahulu menetapkan skala pidana 

yang diperuntukkan untuk kejahatan tertentu. 

Bertolak dari pengertian kebijakan pemidanaan dan pedoman kebijakan 

pemidanaan di atas, maka kebijakan pemidanaan dapat dikatakan merupakan 

formulasi dan penerapan suatu pidana, tujuan pidana, jenis sanksi pidana. 

Penegakan hukum (pidana lingkungan) apabila dilihat dari suatu proses 

kebijakan maka penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan 

melalui beberapa tahap : l).Perundang-undangan. ; 2).Penentuan standar.; 3). 

Pemberian izin.; 4).Penerapan. dan 5).Penegakan hukum. 

I). Kebijakan penegakan pidana lingkungan melalui perundang-undangan. 

Kebijakan penegakan hukum pidana lingkungan hidup melalui perundang

undangan telah diatur dalarn hukum positif, baik yang diatur dalam Undang-undang 

Nomor. 4 Tahun 1982 yang merupakan undang-undang induk atau undang-undang 

payung ( dikenal dengan istilah Kader-wet atau umbrella act) di bidang lingkungan 

hidup sebagaimana dirubah dengan UU Nomor. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (UUPLH), maupun dalam undang-undang sektoral di luar 
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UUPLH. Pengaturan tindak pidana yang berkaitan dengan lingkungan hidup untuk 

selanjutnya disebut "Tindak Pidana Lingkungan Hidup95
", disingkat TPLH. 

a). Kebijakan Pidana lingkungan dalam Undang-Undang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Nomor 23 Taboo 1997. 

Telah dikemukakan di atas, bahwa Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (UU-PLH) ini merupakan pengganti/penyempumaan dari Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1982. Tindak Pidana Lingkungan Hidup (TPLH) menurut Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 1997 ini telah dirumuskan dalam 4 (empat) pasal yang 

intinya sebagai berikut : 

Pertama, rumusan tindak pidana dalam Pasal41 UUPLH. 

Secara melawan hokum dengan sengaja me1akukan perbuatan yang 

mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (ayat (1 )). 

Jadi ada 2 (dua) Tindak Pidana Lingkungan Hidup (TPLH) dalam rumusan 

Pasal 41 ayat ( 1) di alas, yaitu : 

1) Pencemaran lingkungan hid up (environmental pollution) yang dilakukan 
secara me1awan hukum dan dengan sengaja. 

2) Perusakan lingkungan hidup (environmental damage) yang dilakukan 
secara me1awan hukum dan dengan sengaja. 

Unsur-unsur mengenai apa saja yang hams dipenuhi untuk dikategorikan telah 

terjadi "pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup" dirumuskan dalam 

Ketentuan umum UUPLH Nomor.23 Tahun 1997 sebagai berikut 

95 UU No. 23 Tahun 1997 tentang PLH, dalam Pasal47 mempergunakan istilah "Tindak Pidana 
Lingkungan Hidup" 
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Rumusan Pasall angka 12: 

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya 
makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh 
kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang 
menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. 

Rumusan Pasal I angka 14 

Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan 
langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan!atau hayatinya yang 
mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunj ang 
pembangunan berkelanjutan. 

Apabila pengertian!perumusan di atas dirincikan, maka akan terlihat unsur-

unsur yang sangat luas, yaitu Pencemaran lingkungan hidup (environmental 

pollution) menurut Pasal I angka 12 mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 

(!). Masuknya atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan!atau komponen 
lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia. 

(2). Sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan 
lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. 

Melihat perumusan di atas, maka hakikat pencemaran lingkungan adalah 

akibat perbuatan atau aktivitas yang dilakukan, baik dari industri pengolahan, rumah 

tangga/domestik, pertanian, perikanan, perkebunan dan lain-lain berpotensi 

menimbulkan pencemaran(air, udara, limbah padat/sampah, limbah B3) sehingga 

lingkungan tidak dapat berfungsi sesuai kegunaannya. 

Perusakan lingkungan hidup (Environmental Damage) menurut Pasal I 

angka 14 mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 

(1) Tindakan. 
(2) Yang menimbulkan perubahan (langsung/tidak langsung) terhadap 

sifat fisik dan!atau hayatinya. (Istilah "sifat fisik dan!atau hayatinya" 
lebih tepat/tegas ditulis "sifat fisik dan!atau hayati lingkungan", 
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seperti rumusan lama dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1982). 

(3) Yang mengakibatkan lingkungan hid up tidak berfungsi lagi dalam 
menunjang pembangunan berkelanjutan. 

Hakikat Kerusakan lingkungan adalah akibat adanya perubahan karakteristik 

lingkungan sehingga tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya, seperti berupa 

1ahan kritis, pengurangan resapan air, erosi dan perubahan habitat. 

Kedua, rumusan tindak pidana dalam Pasal 42 UUPLH : 

Karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran 

danlatau perusakan lingkungan hidup (ayat (1)). Tindakan Pidana Lingkungan Hidup 

(TPLH) merupakan delik culpa, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 

dinyatakan sebagai "kejahatan" (berdasarkan Pasal 48). Menurut Pasal 42 ayat (I) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, sistem kumulatif dengan diancam pidana 

penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda Rp. 100.000.00,00 (seratus juta rupiah), 

yang dapat diperberat menurut ayat (2)-nya menjadi 5 (lima) tahun penjara dan 

denda Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan sistem kumulatif 

apabila mengakibatkan orang mati atau luka berat. 

Ketiga, rumusan tindak pidana dalam Pasal43 UUPLH : 

Tindak Pidana Lingkungan Hidup (TPLH) dalam pasal ini merurnuskan 
dalam ayat (1) dan ayat (2), unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam ayat 
1 adalah sebagai berikut: 

(1). Melepaskan atau membuang zat/energi/komponen lain yang berbahaya atau 
beracun masuk di atas atau ke da1am tanah, udara atau air permukaan; 

(2). Melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan 
terse but. 

(3). Menjalankan instalasi yang berbahaya. 
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Perbuatan tersebut pada nomor I dilakukan dengan : 

- Melanggar perundang-undangan yang berlaku ; 
- Sengaja. 
- Mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat 

menimbulkan pencemaran dan!atau perusakan lingkungan hidup atau 
membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain. 

Perbuatan yang dianggap melanggar undang-undang adalah perbuatan yang 

ditetapkan dalam pasal-pasal UUPLH. 

Memperhatikan 3 (tiga) buah perumusan perbuatan pidana pada unsur nomor 

I di atas, dapat dikatakan bahwa Pasal 43 ayat (I) mengandung 3 (tiga) buah 

perumusan tindak pidana. Patut dicatat, seyogianya di antara ke tiga perbuatan itu 

masing-masing diselipkan kata-kata "atau". 

Unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam ayat (2) adalah sebagai 

berikut: 

(I) Sengaja memberikan informasi palsu atau menghilangkan atau 
menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalam 
kaitannya dengan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I); 

(2) Padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa 
perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau 
perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum 
atau nyawa orang laun. 

Tindak Pidana Lingkungan Hidup (TPLH) dalam Pasal 43 ayat (I) dan ayat 

(2) di atas diancam dengan pidana yang sama, yaitu pidana penjara paling lama 6 

( enam) tahun dan denda Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Ancaman pi dana 

ini menurut ayat (3) dapat diperberat menjadi pidana penjara paling lama 9 

(sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima 

puluhjuta rupiah), apabila mengakibatkan orang mati atau luka berat. 
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Perlindungan yang diberikan hukum pidana terhadap obyek hukum 

lingkungan seperti air bersih, udara bersih dan daratan bersih berbeda dengan 

perlindungan yang diberikan terhadap obyek hukum klasik ( seperti nyawa, badan, 

milik, kehormatan ) tidak diberikan secara langsung. 

Perlindungan terhadap obyek hukum lingkungan diberikan secara tidak 

langsung : lingkungan /alam menikmati perlindungan hukum pidana hanya sepanjang 

terjadi suatu pelanggaran terhadap kewajiban administratif. Lebih jauh lagi tidak 

setiap tindak pencemaran daratan, udara ataupun air dinyatakan sebagai tindak 

pidana. Tindak pencemaran demikian hanya dinyatakan sebagai tindak pidana bila 

tindak tersebut pada saat yang sama merupakan pelanggaran terhadap suatu aturan 

/persyaratan hukum administrasi, terhadap kewajiban memiliki izinllisensi, penaatan 

bakumutu. 

Berkaitan dengan unsur "melawan hukum" (wederrechtelijk) yang tercantum 

di dalam Pasal 41 UU No. 23 Tahun 1997 dan unsur "melanggar ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku" di dalam Pasal 43 undang-undang yang sama 

harus diintrepretasikan sebagai bertindak "tanpa izin/lisensi" atau "melanggar baku 

mutu". Cara penentuan suatu perbuatan atau perilaku mana yang tergolong tindak 

pi dana lingkungan, berarti pihak pemerintah ( eksekutif) mendapat kesempatan yang 

banyak untuk merumuskan perilaku /perbuatan yang dapat dipidana. Di dalam hal ini 

tampak keterjalinan hukum administrasi dan hukum pidana. 

Hal yang penting untuk diingat adalah bahwa perbuatan yang dapat dipidana 

"melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku", dapat diartikan pula 
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sebagai pelanggaran kewajiban administrasi dan /atau pelanggaran penaatan baku 

mutu. Dengan demikian, bilamana terjadi suatu pencemaran lingkungan yang cukup 

serius, namun perbuatan yang sama tidak sekaligus merupakan pelanggaran atas 

kewajiban!syarat (pemberian) izinllisensi, maka dengan melihat struktur perumusan 

delik, tidak mungkin menjatuhkan sanksi pidana alas perbuatan tersebut. Pada sisi 

lain cara penyusunan /struktur rumusan delik tersebut juga mengakibatkan bahwa 

pemidanaan dapat dilakukan apabila perbuatan tersebut boleh dilakukan namun telah 

melanggar penaatan baku mutu. 

Pemberian izinllisensi dan penetapan baku mutu ambien air, udara merupakan 

kewenangan sepenuhnya oleh pihak pemerintah ( eksekutif), sehingga tampak bahwa 

pembuat undang-undang pidana lingkungan memberi kewenangan kepada pihak 

eksekutif untuk membuat rumusan tindak pidana. Pemberian kewenangan ini oleh D. 

Schaffmeister dipandang sebagai suatu hal yang memberikan keuntungan tertentu, 

khususnya yang berkenaan dengan asas lex ceria : hanyalah tindak pelanggaran 

terhadap kewajiban-kewajiban yang ditetapkan sebagai dasar pemberian di dalam 

izin!lisensi atau bentuk-bentuk emisi lainnya yang dinyatakan sebagai tindak 

pidana.96 

Keterjalinan antara hukum pidana dan hukum administrasi di atas 

menimbulkan kewajiban bagi hakim dalam mempertimbangkan sifat dapat 

dipidananya suatu tindak pencemaran lingkungan harus pula memeriksa pengaruh 

96 Schaffineister.D., 1994., op.cit. him. 37. 
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izinllisensi yang diberikan dan persyaratan baku mutu ambien, terutama karena izin 

ini merupakan salab satu faktor yang turut menentukan apakah pencemaran tersebut 

merupakan tindak pidana atau bukan. 

Ketentuan hukum ini akan timbul pertanyaan apakah Hakim pidana dapat 

menilai dalam proses pemeriksaan persidangan keabsaban perbuatan (hukum) 

administrasi dari eksekutif terikat pad a dan harus tunduk pada hukum administrasi, 

ataukab hakim (pidana) berwenang menilai, secara otonom, keabsaban perbuatan 

hukum administrasi pemerintab, pada norma pemberian izinllisensi atau penentuan 

baku mutu. Terdapat kemungkinan ketidak absahan di dalam hal penerbitan 

izinllisensi dan!atau penetapan baku mutu ambien. 

Hubungan antara hukum administrasi dan hukum pidana di alas, dapat 

berdampak pada keragu-raguan bagi hakim dalam penegakan hukum pidana 

lingkungan, dikarenakan belum adanya pemberian izin terpadu oleh pihak eksekutif. 

Sampai penulisan disertasi ini pemberian izinllisensi beroperasi suatu kegiatan 

dan!usaba masih berlaku izin sektoral. Khususnya dalam pemberian izin 

pertambangan seharusnya lebih dabulu mendapatkan izin HO daripada izin operasi, 

izin penebangan kayu bisa saja. 

Keempat, rumusan tindak pidana dalam Pasal 44 UUPLH : 

Tindak Pidana Lingkungan Hidup (TPLH) dalam pasal ini merupakan delik 
culpa terhadap delik yang dirumuskan dalam pasal 43 Ancaman pidananya berupa 
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 
100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (ayat (I)), dan dapat diperberat menjadi pidana 
penjara 5 (lima) tabun dan denda Rp. i 50.000.000,00 (Seratus lima puluh juta 
rupiab), apabila mengakibatkan orang mati atau luka berat (ayat (2)). 
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Perumusan Tindak Pidana Lingkungan Hidup (TPLH) dalam Pasal 43 dan 

Pasal 44 di atas, termasuk Pasal 46 dan Pasal 47 memperlihatkan hal-hal sebagai 

berikut 

(I) Pertama, bahwa kedua tindak pi dana itu dirumuskan sebagai delik formil. 

(2) Kedua, semua Tindak Pidana Lingkungan Hidup (TPLH) menurut Undang-

Undang Nomor 23 Tahun I 997 dikualifikasikan sebagai "kejahatan" (Pasal 48). 

(3) Ketiga, hal yang barn Iainnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 

ialah tentang adanya pasal khusus mengenai pertanggung jawaban terhadap 

badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi Iainnya yang 

diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 46. Menurut Pasal 45, apabila tindak pidana 

dilakukan oleh badan hukum dan sebagainya, maka ancaman pidana denda 
---- -------

diperberat 113 (sepertiga). Inti Pasal 46 mengatur tentang siapa yang dapat 

dipertanggungjawabkan (dituntut dan dijatuhi pidana) apabila Tindak Pidana 

Lingkungan Hidup (TPLH) dilakukan oleh badan hukum. Menurut Pasal 46, 

pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada : 

a. Badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain 
tersebut. 

b. Mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang 
bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu; atau 

c. Kedua-duanya (a dan b). 

(4). Keempat, yang merupakan hal barn dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

1997 ialah adanya bentuk sanksi berupa "tindakan tata tertib" yang diatur dalam 

Pasal 47, berupa: 

a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau 
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b. Penutupan perusahaan (seluruhnya! sebagian); danlatau 
c. Perbaikan akibat tindak pidana; dan!atau 
d. Mewajibkan mengeJjakan apa yang dilakukan tanpa hak; danlatau 
e. Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; danlatau 
f. Menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) 

tahun. 

Rumusan pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan yang dianggap sebagai 

tindak pidana (kejahatan) dalam Undang-undang Lingkungan Hidup ini adalah 

perbuatan-perbuatan berupa : 

I). Perbuatan pencemaran lingkungan hid up; 
2). Perbuatan perusakan lingkungan hidup, dan 
3 ). Perbuatan lain yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Terhadap ketiga jenis atau bentuk perbuatan di atas, baik dilakukan hanya 

terhadap salah satu maupun gabungan dua atau ketiga-ketiganya perbutan tersebut, 

baik yang dilakukan "dengan sengaja" maupun "karena kealpaan", baik dilakukan 

oleh perorangan (individual) maupun korporasi, baik perbuatan (tidak pidana) 

tersebut sifatnya bergantung pada administrasi( adminislralively dependent) maupun 

tidak bergantung administrasi (administratively independent), hanya ditetapkan satu 

bentuk sanksi pidana saja, yaitu hanya pidana penjara dan (dikurnulasi dengan) 

pidana denda, meskipun karakteristik ketiga perbuatan pidana tersebut berbeda satu 

sarna lain. 

b). Kebijakan Pidana Lingkungan dalam peraturan perundang-undangan 
sektoral. 

Hukum lingkw1gan yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dan 

lingkungannya, sebelum dan sesudah Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 
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Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai perubahan dari Undang-undanga Nomor. 4 

Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup, di Indonesia telah terdapat dalam berbagai 

peraturan perundang-undangan yang mengatur aspek lingkungan hidup, sebagian 

merupakan produk hukum kolonial. Pengaturan tersebut bersifat sektoral dan tidak 

memuat pertimbangan hukum lingkungan. Ketentuan hukum yang mengatur tindak 

pidana lingkungan dapat dilihat dalam berbagai ketentuan sebagai berikut : 

97 

a). Dalam KUHP97
, antara lain: 

- Pasall87- Pasal 188 : Menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir; 
- Pasal 191 : menghancurkan (dan sebagainya) bangunan untuk menahan atau 

menyalurkan air; 
- Pasal 202 : memasukkan barang sesuatu (yang berbahaya) ke dalam sumber

sumber air untuk umurn; 
- Pasal 203 : karena kealpaan masuknya barang sesuatu (yang berbahaya) ke 

dalam sumber air untuk urn urn ; 
- Pasal 204: menjual, menyerahkan dan seterusnya bahan-bahan yang 

berbahaya bagi nyawa dan kesehatan orang. 
- Pasal 205 : Karena kealpaannya menyebabkan hal tersebut pada pasal 204. 
- Pasal 408 : Menghancurkan, merusak atau membikin tak dapat dipakai 

bangunan-bangunan, kereta api, trem, telegraf, telepon atau listerik, atau 
bangunan-bangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, 
saluran gas, air atau roil untuk keperluan urnurn. 

- Pasal 409 : Karena kealpaannya menyebabkan bangunan-bangunan tersebut 
dalam pasal408 dihancurkan, dirusakkan atau dibikin tidak dapat dipakai. 

- Pasal 497 : menyalakan api di jalan umurn yang dapat menimbulkan bahaya 
kebakaran; 

- Pasal 500 : membuat obat ledakan tanpa izin; 
- Pasal 501: menjual (dan sebagainya) barang makanan/minurnan yang 

dipalsukan, busuk, atau berasal dari ternak sakit; 
- Pasal 502 : berburu di hutan tanpa izin 

Soesilo, R., 1981. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Penerbit Politeia. Bogor. 
Buku II dan buku III. 
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- Pasal 503: membuat gaduhlberisik tetangga diwaktu malam atau dekat 
dengan bangunan ibadab; 

- Pasal 548 - Pasal 549 : membiarkan unggas ternak be!jalan di kebun/tanab 
benihan; 

Jenis sanksi pidana dari ketentuan hukum di atas beragam, sebahagian besar 

disusun secara alternatif pidana penjara atau kurungan atau denda, pidana penjara 

atau denda, pidana kun,mgan. atau denda, secara tunggal yakni hanya pi dana penjara, 

hanya pidana denda. 

a) Natuurmonumenten Ordonnantie (Ordonansi Cagar Alam) telab dinyatakan 
tidak berlaku lagi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tabun 1990 
(undang-Undang Konservasi Hayati). 

b) Reeden Reglement!Peraturan Bandar (1925). 
c) Hinderordonnantie (S. 1926 Nomor 226). 
d) Monumentenordonnantie (S. 1931 Nomor 238) dalam Pasal 12 telab 

dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 
Tabun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. 

e) Jachtordonnantie/Ordonansi Perburuan (S. 1931 : 133) dan Jachtverordenir!g 
(S. 1931 : 265) telab dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 5 Tabun 1990 (pasal43). 

f) Dierenbeschermingsordonnantie (Ordonansi Perlindungan Binatang-binatang 
Liar) S. 1931 Nomor 134 telab dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Undang
Undang Nomor 5 Tabun 1990 (Pasal43). 

g) Dalam Wegverkeersverordening!Peraturan Lalu Lintas Jalan S. 1936 : 451 jo. 
Peraturan Pemerintab Nomor 2 Tabun 1964), antara lain dinyatakan : 

Dilarang mengeluarkan suara keras, menyebarkan uap atau baban-baban 
lain (pasal 11 sub 4a) 
Kendaraan bermotor harus dengan alat peredam suara (pasal 24 ayat (1c) 

h) Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang Nomor 5 Tabun 1960) 
dalarn Pasal15 dan dalamPasal52 ayat (1) mengatur sanksi pidananya. 

i) Undang-Undang Nomor 11 Tabun 1962 tentang Hygiene. 
j) Undang-Undang Nomor 5 Tabun 1967 tentang ketentuan pokok kehutanan, 

dalarn pasal 19-nya memberikan dasar kepada peraturan pelaksanaan untuk 
memuat sanksi pidana, undang-undang ini telab diubab dengan UU No.41 
Tabun 1999 tentang Kehutanan. 

k) Undang-Undang Nomor 11 Tabun 1967 tentang Ketentuan Pokok 
Pertan1bangan. 
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I) Peraturan Menteri Pertambangan Nomor. 4/P/M/Pertambangan 1973 
mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan 
dalam kegiatan eksplorasi dan atau eksploitasi minyak gas dan bumi; 

m) Undang-Undang Nomor I Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. 
n) Undang-Undang Nomor II Tahun 1974 tentang Pengairan. 
o) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Ekslusif 

Indonesia (ZEEI); 
p) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian; 
q) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, telah diubah 

dengan UU Nomor.31 Tahun 2004 tentang Perikanan; 
r) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya 

A1am Hayati dan Ekosistemnya ( disebut Undang-undang Konsevasi Hayati ); 
s) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya; 
t) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pe1ayaran; 
u) Undang-undang Nomor.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.(Jenis pidana 

Kumu1atif penjara dan denda) 
v) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi Genis pidana : 

dalam Pasal 35 secara kumulatif(penjara dan denda) atau alternatif(denda), 
psi. 36 pidana tungga1 hanya kurungan, Psi. 37 secara alternatifkurungan atau 
denda) 

Di dalam KUHP maupun di dalam beberapa undang-undang sektoral di atas 

ternyata masih dikenal pidana alternatif, maka tampak Hakim Indonesia mempunyai 

kebebasan untuk memilih jenis pidana (strafmort) sehubungan dengan penempatan 

sanksi alternatif ini di dalam hukum pi dana positip Indonesia98
. 

Di dalam KUHP sekarang yang berkaitan dengan lingkungan terutama yang 

dilindungi adalah kesehatan dan nyawa manusia. Jadi manusia adalah primer 

sedangkan lingkungan fisik adalah sekunder. Dalam Undang-undang Lingkungan 

Hidup dan undang-undang sektoral lainnya penjabarannya yang terutama dilindungi 

ialah lingkungan, sedangkan manusia me~adi sekunder sebagai salah satu unsur di 

98
. Muladi dan Barda Nawawi, 1984. op.cit. him. 56. 
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dalamnya, atau dapat dikatakan yang menjadi korban adalah lingkungan itu sendiri, 

dan apabila manusia ikut menjadi korban merupakan sebab akibat (sine condition 

sine quod non ) dari pencemaran dan perusakan lingkungan. 

Tindak Pidana Lingkungan Hidup (TPLH) menurut perundang-undangan di 

atas meliputi tindakan-tindakan pencegahan atau perlindungan atas: 

Kebakaran. 
Ledakan. 
Banjir. 
Pencemaran air. 
Perlindungan Flora dan Fauna. 
Perlindungan pantai. 
Pendirian bangunan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau 
kesusahan/gangguan. 
Pemeliharaan monumen dari perusakan/perubahan bentuk dan tujuan semula. 
Perlindungan binatang liar. 
Pencegahan suara keras. 
Pencegahan pengeluaran uap. 
Usaha-usaha hygiene yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan. 
Perlindungan hutan. 
Usaha pettambangan tanpa izin atau tidak sesuai dengan UU. 
Pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari kegiatan eksplorasi dan 
atau eksploitasi min yak gas dan bumi. 
Pencegahan pencemaran air !aut dan udara oleh kegiatan eksplorasi dan 
eksploitasilpenelitian sumber-sumber kekayaan alam landas kontinen 
Indonesia. 
Pencegahan pengotoran air yang tidak sesuai UU oleh pihak yang menguasai 
airlsumber air. 

2). Kebijakan penegakan pidana lingkungan melalni penentuan standar. 

Orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan diancam pidana 

sebagai perbuatan yang dimaksudkan dalam pasal 41 UUPLH ini adalah suatu 

rangkaian perbuatan manusia yang telah dikwalifisir sebagai tindakan "pencemaran" 

dan /a tau "perusakan lingkungan". 
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Terhadap wujud perbuatan "pencemaran" tersebut masih harus dilihat 

acuannya dalam pasal I angka 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang unsur-unsumya sebagai berikut : 

Masuknya atau dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi, dan/atau 
komponen lainnya ke dalam lingkungan hidup. 

- Di1akukan oleh kegiatan manusia . 
- Menimbulkan penurunan kualitas lingkungan sampai pada tingkat tertentu 

yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi sesuai 
dengan peruntukannya. 

Berdasarkan penafsiran otentik di atas, maka yang dimaksudkan dengan 

"pencemaran" adalah turunnya kualitas lingkungan sampai pada tingkat tertentu yang 

menyebabkan lingkungan hidup tidak berfungsi Jagi sesuai dengan peruntukannya. 

Meskipun pengertian pencemaran dimaksud telah ditafsirkan secara otentik 

dalam ketentuan umum (pasal 1 angka 12) UUPLH, namun pengertian pencemaran 

tersebut masih belum konkrit, terhadap wadah lingkungan apa yang telah dicemari 

dan parameter/takaran apa yang dipergunakan untuk mengetahui adanya suatu 

pencemaran lingkungan hidup dimaksud. 

Sehubungan dengan persoalan ini, telah diukur berdasarkan hasil ilmu 

pengetahuan dan teknologi, yang menjadi acuan ditetapkannya ketentuan batas-batas 

standar pencemaran atas beberapa wadah lingkungan hidup yang disebut dengan 

Baku Mutu Lingkungan (Environmental Quality Standard). 

Siti Sundari Rangkuti mengatakan Baku mutu lingkungan adalah sebagai 

pedoman terhadap pengelolaan lingkungan dan sebagai upaya pencegahan dan 
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penanggu1angan pencemaran 1ingkungan99
, dengan mensitir pendapat dari G.A. 

Biezeve1d yang mengatakan : 

" .. . Environmenral quality standards express the required state a 
certain part of the environment at a certain point in time . They are 
very important means for an effective and efficient environmental 
management. More over they can give guidance to an economic and 
social development which will have no unacceptable impact on the 
living environment ... "100 

Berdasarkan ketentuan umum pasal I angka 11 UUPLH bahwa yang dimaksud 

dengan: 

Baku Mutu Lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, 
zat, energi, danlatau komponen yang ada atau harus ada danlatau unsur pencemar 
yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur 
lingkungan hidup. 

Bertitik tolak dari pengertian Baku Mutu Lingkungan atau disingkat dengan 

BML di atas, maka BML berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengetahui apakah 

telah teljadi kerusakan atau pencemaran lingkungan. Gangguan tata lingkungan dan 

ekologi diukur menurut besar kecilnya penyimpangan dari batas-batas yang telah 

ditetapkan sesuai dengan kemampuan atau daya tenggang ekosistem lingkungan. 

Kemampuan lingkungan sering diistilahkan beragam-ragam, seperti : daya tenggang, 

daya dukung, daya to1eransi, dan lain-lain. Dalam istilah asing disebut quality 

standard. Batas-batas daya dukung, daya tenggang, daya toleransi atau kemampuan 

lingkungan disebut sebagai Ni1ai Arnbang Batas yang disingkat dengan NAB. Nilai 

99 R;mg!Qiti, Siti Sundari, 1987. op.cil, hlm. 80. 
100 Ibid, him. 80. (et a!. G.A. Biezeveld, 1985. Environment quality standard, The point of view. 

environment legislation Course, Puncak Pass, ) 
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ambang tertinggi (maksimum) dan terendah (minimum) dari kandungan zat-zat, 

makhluk hidup atau komponen-komponen lain yang diperbolehkan dalam setiap 

carrying capacity interaksi yang berkenaan dengan lingkungan, khususnya yang 

berpotensi mempengaruhi mutu tata lingkungan atau ekologi 101
. 

Pemerintah secara nasional telah membentuk Peraturan Pemerintah 

mengenai parameter baku mutu wadah/media lingkungan guna melindungi media 

lingkungan yang bersangkutan dari pencemaran, yakni : 

1 Terhadap Pencemaran Udara telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor. 41 Tahun 1999 berikut lampirannya, parameter apa yang 

digunakan untuk menakar baku mutu udara, lamanya waktu pengukuran, standar 

baku mutu, metode analisis dan peralatan. 

2 Terhadap Pencemaran air !aut sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999. 

3 Terhadap Pencemaran air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, 

kecuali air !aut dan air fosil sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 

Tahun 2001, ditetapkan parameter, satuan dan kelas air. 

Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan 

langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan /atau hayati lingkungan hidup 

yang dapat ditenggang. 

Peraturan perundang-undangan mengenai baku mutu berbagai jenis 
sumber daya tidak perlu sama, bahkan dapat berbeda untuk setiap 

101 Siahaan. N.H.T, 2004. op, cit. hlm .. 288. 

., 



lingkungan, wilayah atau waktu. Dengan demikian peraturan 
perundang-undangan tersebut relevansinya terbatas waktunya, 
sehingga pada waktu tertentu perlu ditinjau dan disesuaikan kern bali. 
Hal ini terutama mengingat perbedaan tatagunanya, disamping 
kemungkinan perubahan keadaan lingkungan setempat serta 
perkembangan teknologi 102

. 
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Baku Mutu yang ditetapkan secara nasional tersebut masih dapat diperketat 

oleh masing-masing pemerintah daerah di Indonesia, sesuai dengan daya dukung dan 

daya tampung lingkungan masing-masing daerah tersebut. Hal ini tersebut juga 

didasarkan dengan kebijakan otonomi daerah sebagaimana dituangkan dalam 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang te1ah dirubah dengan Undang-undang 

Nomor 32 Tahun 2004, di dalam pasal 14 ayat (I ) undang-undang yang terakhir ini 

dikatakan bahwa pengenda1ian 1ingkungan hidup merupakan salah satu urusan waj ib 

. d" k . h d h 103 yang menJa 1 ewenangan pemennta an aera . 

Konsekuensi rangkaian kebijakan penentuan standar Baku Mutu 

Lingkungan (BML) yang dapat berbeda di berbagai daerah wilayah Indonesia, dapat 

berdampak terhadap daya operasionalnya tindak pidana lingkungan yang berbeda dan 

pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana lingkungan tersebut. 

C. Konsep Kebijakan Perlindungan Lingkungan. 

1. Melalui Pendekatan Preventif 

Dalam masyarakat yang semakin modern mempunyai kepentingan hidup 

semakin komplek dan tatanan hidup juga semakin sulit diatur dalam rumusan 

102 Rangkuti ,Siti Sundari, 1987. opcit. hlm. 80. 
103 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, LN.RI. Tahun 2004 Nomor 125. Pasal 14 

ayat (I) huruf. J. 
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undang-undang. Setiap pihak yang memerlukan perlindungan hukum mengharuskan 

peraturan tersendiri, berakibat banyak peraturan undang-undang yang dibuat dan 

semakin sulit untuk diketabui isinya. Peraturan yang terpisab beraneka ragam 

membawa ketegangan diantara tiga nilai dasar keadilan, kegunaan dan kepastian 

hukum yang potensial bertentangan satu sama lain. Mengenai hal ini Bambang 

Poemomo berpendapat : 

" ... Hakekat sosial dari setiap peraturan undang-undang hams dibuat 
secara demokratis dengan sumber hukum dari atas - bawab dan bawah 
- atas yang membawa kesan hukurn sebagai perlindungan ... " 104

• 

Melalui paradigma Atur dan Awasi (ADA) secara top down (atas bawab) 

Pemerintab telab membuat peraturan perundang-undangan dan mengawasi 

pengelolaan lingkungan hidup. 

Menurut Austin yang dikutip dari Gayus Lumbuun mengemukakan babwa 

Law is a command of the lawgiver. Hukurn merupakan perintab dari penguasa dalam 

arti babwa perintab dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi 105
. Namun 

Gayus Lumbuun mengatakan babwa budaya hukurn juga mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup, demikian hasil penelitian 

beliau atas budaya hukurn Cina106
• 

104 Chamblis & Seidmen dalam Bambang Pumomo, 1993. Pola Dasar Teori- asas umum Hukum 
Acara Pidana dan Penegakan hukum Pidana, Penerbit Liberty. Yogyakarta, hlm. 236. 

105 
• Lumbuun, T. Gayus, 2004. Menerobos Gua Hanlu Peradilan Indonesia, Business Information 

Services(BIS) bekerjasama dengan Harian Berita Buana, Jakarta.hlm.l6. 
106

• Ibid. hi. 17. 
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Asumsi Atur dan Awasi (ADA) ialah kelakuan anti lingkungan hidup dapat 

dilawan dengan rnernbuat undang-undang dan peraturan pelaksanaannya dan 

penegakan hukum dengan sanksi pidana seperti tertera dalarn Bab. IX. UULH. 107 

Hukum Pidana telah ditempatkan dalarn peraturan perundang-undangan di 

bidang lingkungan hidup, dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup dari 

tindakan-tindakan yang menimbulkan pencemaran lingkungan dan tindakan-tindakan 

yang mengakibatkan perusakan lingkungan. 

Tujuan ilrnu hukurn adalah mengatur tentang perilaku manusia (human 

behavior). Sehingga dengan demikian tujuan ilrnu hukurn lingkungan (termasuk 

pidana lingkungan) mengatur "perikelakuan hukum" yang berkaitan dengan 

pemanfaatan, manipulasi, eksplorasi, eksploitasi terhadap lingkungan. Secara umum 

teori hukurn pidana meliputi perlindungan hukurn bagi korban, perlindungan hukurn 

bagi saksi dan perlindungan hukum bagi masyarakat. 

Ilmu hukum (hukum pidana) dibuat rnenjadi instrumen perlindungan 

lingkungan, dan pernbuatan undang-undang hukurn pidana dengan maksud melindungi 

lingkungan hidup tidak secara otonom berarti berorientasi terhadap lingkungan hidup 

itu langsung terlindungi. Undang-undang hukurn pidana tersebut hams 

dioperasionalkan baik dalarn bentuk teori pernikiran rnaupun dalarn penerapan praktek 

ketika menghadapi peristiwa konkrit, karena dalarn hal perlindungan lingkungan 

107 Soemarwoto, Otto. 2001. Atw Diri Sendiri : P11r11digma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup, 
Gadjah Mada Unibersity Press. Yogyakarta, him. 98. Atur dan Awasi terjemahan istilab bahasa 
lnggris com man and control. 
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berarti berhadapan dengan dua teori rnengenai teori -teori ilrnu lingkungan dan teori 

ilrnu hukurn pidana, khususnya yang berkaitan dengan pernidanaan terhadap 

pelanggaran hukurn lingkungan. 

Dalarn konsep perlindungan lingkungan, keberadaan lingkungan kehidupan 

rnanusia dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan unsur-unsur 

lingkungan lainnya, sumber daya alarn dan surnber daya buatan. Dengan dernikian 

rnuatan hukum lingkungan merupakan suatu kesatuan yang sedemikian kompleks. 

Kornpleksitas tersebut tidak hanya menggarnbarkan tentang isi dari lingkungan, tetapi 

juga rnenggarnbarkan pula tentang hubungan yang saling berkaitan antara unsur-unsur 

lingkungan, sebagai garnbaran hubungan timbal balik. Kalau pada awal cakupan 

hukurn lingkungan merupakan hukum yang berwawasan "penggunaan" unsur-unsur 

lingkungan hidup, ( a use oriented law on elements of the environment), narnpak pada 

peraturan-peraturan hukurn yang berhubungan dengan tanah (UU Pokok Agraria , air, 

kehutanan, perikanan, dan bahkan juga dalarn "Ordonansi Gangguan tahun 1926" atau 

'Ordonansi Tata Kota 1948"108
. Kemudian, hukum lingkungan mengalarni perubahan 

ke arah berwawasan lingkungan hidup (environment oriented) juga tampak pada UU 

No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (telah dirubah dengan UU Nomor 

23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ) . 

108 Danusaputro, Munadjat, 1980. Huk:um Lingkungan Buku I: Penerbit Bina Cipta, Bandung, 
hlm.l95. Peraturan Perundang-undangan yang berwawasan "kegunaan dan penggunaan" atas 
tanab itu, ditemul<¥1 dalam UU Pokok Agraria No.5 Tabun 1960, UU No.5 Tabunl976 tentang 
Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, UU No. 3 Tabun 1972 tentang ketentuan-ketentuan 
Transmigrasi, dan beberapa ketentuan lain mengenai penggunaan Tanab. 
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Hukum Lingkungan mengalami perkembangan yang sangat pesat sekali. 

Menurut Munadjat Danusaputro hukum lingkungan merupakan suatu campuran (=an 

amalgam ) antara "peraturan-peraturan hukum yang telah lama ada dan peraturan

peraturan hukum yang baru tumbuh " di bidang pengaturan hukum mengenai 

'perlindungan kesehatan", "penggunaan sumber-sumber daya alam", "pengelolaan 

sumber-sumber daya alam", dan meningkat kepada "pelestarian sumber-sumber daya 

alam" (peraturan sektoral dan terpisah). Dalam bentuk dan wujud yang modem, hukum 

lingkungan mengatur 4( empat) bidang terse but di atas secara terpadu dengan 

terpusatkan kepada tujuan untuk mengelola dan melestarikan lingkungan hidup secara 

utuh menyeluruh sebagai satu ekosistem dalam mana manusia termasuk sebagai 

subsistem. Berdasarkan pengertian dan faham di atas, hukum lingkungan dibagi ke 

dalam dua golongan besar, yaitu Hukum Lingkungan kuno (klasik) dan Hukum 

lingkungan modem109
. 

Hukum lingkungan modem menetapkan ketentuan dan norma-norma guna 

mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindlmgi lingkungan dari 

kerusakan dan kemerosotah mutu demi mehjamin kelestariannya agar dapat secara 

langsung terus menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi 

mendatang. Sebaliknya Hukum Lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan norma

norma dengan tujuan terutama sekali menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber

sumber daya lingkungan dengan berbagai aka! dan kepandaian manusia guna mencapai 

109 Ibid, hlm.l98. 
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hasil semaksimal mungkin, dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. 

Hukum lingkungan modern berorientasi kepada lingkungan sehingga sifat dan 

wataknya juga mengikuti sifat dan watak dari lingkungan itu sendiri dan dengan 

demikian lebih ban yak berguru kepada ekologi ll 0. Menarik pula kutipan pendapat 

Drupsten yang dikutip oleh Koesnadi Hardjasoemantri bahwa Hukum lingkungan 

(milieurecht) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (natuurlijk 

milieu) dalam arti seluas-luasnya111
. 

Hukum Lingkungan lnternasional telah banyak mempengaruhi hukum 

lingkungan nasional melalui berbagai ratifikasi konvensi-konvensi di berbagai bidang 

lingkungan oleh Pemerintah Indonesia, seperti hukum yang mengatur lingkungan !aut 

, udara dan ruang angkasa, kehutanan yang terkait dengan keaneka ragaman hayati, dan 

sumber daya lainnya, serta pencemaran. Dalam resume tulisan M. Daud Silalahi112 

berpendapat bahwa : 

"... Since the Stockholm Declaration of 1972 , the principles of 
environmental/ega! principles fundamentally changed the formulation 
of new international environmental law. The formulation of 
environmental legal provision was significantly influenced by a 
scientific approach, such as ecological and environmental concepts. 
The role of international environmental law is increasingly greater on 
the ecological approach rather than on the general principles of 
international law. The structure of international environment law is 
also changed related to, among others, state responsiblity, states 
rights and obligations, and the rising of the eco-rights and the animal 
rights that fundamentally changed the customary international law 

110 Hardjasoemantri, Koesnadi , 1999, op. cit. hlm.38. 
111 Loc.cit. him. 38. 
1!2 Silalahi, M. Daud, "Peranan Dan Kedudukan Hukum lingkungan lntemasional dewasa ini", 

dalam Jurnal Hukum Internasional, Volume 2 Nomor 2 Januari 2005, Lembaga Pengkajian 
Hukum Intemasional, Fakultas Hukum UI. him. 249. 



approach into new progressive development of international 
environmental law. Through ratification, the national environmental 
law has been significantly improved, and there is a growing 
recognation of the integrated system of national environmental law 
and international environmental/ow ... ". 
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Hukwn lingkungan intemasional sangat berperan dalam pembentukan dan 

pembaruan perundang-undangan lingkungan nasional. Perkembangan hukwn 

lingkungan nasional sebagai bagian dari proses pembentukan hukum lingkungan 

intemasional, menambah luas di bidang hukwn lingkungan !aut intemasional, hukum 

lingkungan udara intemasional, hukwn sumber daya alam baik hayati maupun non 

hayati, juga Ielah mengalami penyesuaian dengan mengacu pada prinsip-prinsip dan 

kaidah-kaidah hukwn lingkungan intemasional 1 13
• 

Proses penyesuaian hukwn lingkungan nasional terhadap hukwn lingkungan 

intemasional melalui ratifikasi konvensi-konvensi intemasional yang relevan. Melalui 

proses ini terdapat kecenderungan dalam cara berpikir para ahli hukUin lingkungan 

bahwa hukwn lingkungan nasional telah dianggap termasuk subbagian dari sistem 

hukum lingkungan internasional. Proses ratifikasi yang sering disertai dengan 

penyesuaian terhadap materi perundang-undangan lingkungan nasional, maka konsep 

tanggungjawab negara sebagai perwujudan tanggungjawab internasional bagi 

perlindungan lingkungan telah memperoleh tempat yang wajar dan meyakinkan. 

Dalam sistem hukwn lingkungan intemasional baru ini, hukwn lingkungan 

nasional dianggap merupakan pengaturan lebih lanjut hukwn lingkungan 

113 Ibid. him. 257. 
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internasional, dengan rumusan hukum yang memperhatikan karakter khusus 

lingkungan nasional 114
• Pembentukan hukum lingkungan nasional dengan segera 

dianggap bagian dari perkembangan hukum lingkungan internasional115
. 

Pembentukan hukum lingkungan internasional dan hukum lingkungan nasional akan 

menjadi satu sistem yang terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip ekologi. 

Perkembangan mengenai peran hukum lingkungan internasional sebagai alat untuk 

mengintegrasikan sistem sistem hukum yang berlaku, penyeimbang kepentingan 

ekonomi, sosial dan lingkungan dapat lebih efektif. Proses pembentukan hukum 

dalam arti ekologis tentu saja akan menjadi tantangan dan juga peluang 

pengembangan hukum lingkungan yang lebih baik116
• Suatu hal yang menarik dan 

sekaligus merupakan norma baru dalam perkembangan hukum lingkungan 

internasional maupun hukum lingkungan nasional, dari sejak lahir dan terns 

berkembang sampai saat ini, adalah mencakup materi hukum yang makin bersifat 

ilmiah. Jlmu lingkungan sarat dengan pengertian ilmiah dari berbagai displin ilmu, 

yang berpengaruh semakin signifikan terhadap pembentukan hukum baru dan 

penegakannya. 

Para ilmuwan berhasil melakukan penemuan penyakit minamata di Jepang 

yang baru diketahui setelah berlangsung bertahun-tahun lebih sebagai akibat 

114
• Loc.cit. him. 257. 

115 
• Ibid, him. 256. 

116
• Ibid, him. 258 Daud Silalahi mengutip pendapat ,Barry Commoner, closing circle, 1972. 
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pencemaran lingkungan oleh Chisso Corporation. 117 Dan pembuangan limbah yang 

aktual di Indonesia kasus PT.Newmont Minahasa Raya, yang menjadi kasus nasional 

pada akhir tahun 2004, dimana mereka membuang limbah tailing ke perairan teluk 

Buyat di perbatasan antara Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Bolaang 

Mongondow selama lima tahun. Terhadap kasus pencemaran ini ada beberapa pihak 

yang melakukan penelitian ilmiah, dan temyata terdapat variasi perbedaan 

kesimpulan dari World Health Organization (WHO) menyatakan tidak terdapat 

pencemaran di teluk Buyat, yang berbeda dengan Tim Teknis Penanganan Kasus 

Buyat yang terdiri dari WALHI, JATAM, dan ICEL, yang menunjukkan kesimpulan 

yang berbeda, yakni pembuangan limbah tambang ke Teluk Buyat yang dilakukan 

oleh Newmont berisiko bagi masyarakat setempat karena akibat pencemaran arsen 

dan mercuri berdasarkan Asean Marine Water Quality Criteria 2004. Pencemaran 

arsen pada sedimen dasar !aut Teluk buyat mencapai 666 mg/kg, melampaui standar 

yang ditetapkan oleh Asean Marine Guidelines untuk sedimen !aut yaitu 50- 300 mg 

/kg. Pencemaran mercuri di dasar !aut Teluk Buyat mencapai rata-rata I mg/kg, 

berdasarkan Asean Marine Water Quality Criteria 2004 , sedimen termasuk kategori 

tercemar apabila kandungan merkuri di atas 0,4 mg/kg 118
• 

Berdasarkan uraian di atas, tergambar adanya perbenturan konsep kepastian 

hukum di satu sisi dengan konsep kepastian ilmiah disisi lain. Perlu dipahami bahwa 

117 Jacob, Herbert, et all, 1996. Courts Law and Politics in Comparative Perspective,Yale 
University Press, New Haven and London, page. 349. 

118 Jumal Hukum Intemasional, Vol. 2 Nomor 2 Januari 2005. ibid. him. 419. 
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pendekatan hukum yang terlalu memberikan tempat bagi konsep kepastian hukum 

secara berlebihan akan dapat berakibat bagi hakim dalam menerapkan kepastian 

hukum, dan apabila secara hati-hati akan dapat mengalahkan (mengenyampingkan) 

kepastian ilmiah. Apabila hal ini teijadi, maka konsep hukum baru yang memberikan 

prinsip kehati-hatian pada perbuatan yang menyangkut hal-hal yang dapat 

membahayakan lingkungan atau kesehatan manusia, secara potensial sangat 

berbahaya bagi kepastian hukum yang dianut secara kaku tanpa mengindahkan 

kepastian ilmiah. Sebaliknya kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin hak 

dan kewajiban hukum yang telah diatur dalam sistem hukum, sehingga kedua hal ini 

harus diuji secara wajar dengan memperhatikan perkembangan ilmu dan teknologi. 

Bagaimana hal m1 harus diuji, baik dari perspektif ilmiah (scientific 

evidence) 119maupun dari ilmu hukum bertalian dengan kepastian hukum, merupakan 

perkembangan bam yang telah ikut memainkan peranan dalam perkembangan hukum 

lingkungan internasional baru. 

Solusi terhadap problem di atas dapat diantisipasi dengan mengartikulasikan 

dan menerapkan salah satu prinsip Deklarasi Rio 1992 Deklarasi Lingkungan dan 

Pembangunan UNCED tentang precautionary principle (prinsip 15 Deklarasi Rio) 

pada dasarnya menekankan, bahwa apabila terdapat ancaman kerusakan lingkungan 

yang serius, dan tidak terdapat kepastian ilmiah tidak boleh dipergunakan sebagai 

alasan untuk tidak mengambil atau menunda langkah-langkah nyata serta efektif 

119 .Ibid, him. 259. 
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unluk mencegah kerusakan lingkungan (lack of science certainty is no reason to 

postpone environmental pollution and or environmental degradation actions)120
• 

Prinsip ini dapal dijadikan sebagai solusi jika lerdapal pembenluran anlara kepaslian 

hukum dengan kelidak paslian ilmu pengetahuan. 

Pembenluran di antara kepastian hukum dengan pembarnan hukum seringkali 

limbul sebagai tanlangan akibal proses yang lamban pembentukan hukum barn 

melalui perundang-undangan secara formal (misal : perselujuan DPR), dan putusan 

hakim sebagai sumber hukum. Kebutuhan akan hukum barn Ielah menempatkan 

Rancangan hukum lingkungan inlernasional (draft law) sebagai peluang menjadi 

sumber hukum barn dalam proses pembenlukan hukum lingkungan inlernasional dan 

nasional. Hal lain yang penling diperhalikan sejak the draft of International Covenant 

on Environment and Development121 disetujui sebagai rumusan final, titnbul 

keinginan agar draft law ini dijadikan acuan bagi berbagai rumusan hukum 

lingkungan internasional baik yang bersifal global, maupun regional yang lazim 

disebul pula sebagai soft law, Ielah memainkan peranan yang makin penling dalam 

pembentukan hukum barn pada akhir-akhir ini 122
. Banyak limbul kasus-kasus 

lingkungan yang bersifat regional maupun intemasional, antara lain tentang kasus 

asap dari kegiatan perkebunan di Indonesia yang membawa persoalan sengketa 

lingkungan regional maupun inlemasional yang menghalangi penerbangan-

120
. Santosa, Mas Achmad, Op .. cit. him. 225. 

1
" lnl~rnational Cov~nant on Environment and Development, 1995. 

122 Silalahi, M. Daud, dalam Jurna/ Hukum lnternasiona/, volume 2 Nomor 2 Januari 2005. op.cit, 
hlm. 259. 



89 

penerbangan internasional. Kebutuhan hukum tidak mungkin diserahkan kepada 

pembentuk undang-undang, sehingga putusan hakim dapat diharapkan membantu 

membentuk hukum yang baru. 

Menurut Mas Achmad Santosa, yang dikutip dari Koesnadi 

Hardjasomantri m, dalam upaya membantu perkembangan hukum lingkungan 

nasional secara dinamis dan secara luwes (flexible) mengikuti perkembangan yang 

bersifat global, maka hakim perlu diberi wewenang (statutory mandate) yang lebih 

besar untuk menafsirkan ketentuan perundang-undangan lingkungan berdasarkan : 

a) maksud dan tujuan perundang-undangan /hukum yang bersangkutan 
(legislative intent); 

b) keterangan ahli /saksi ahli untuk menjelaskan fakta-fakta secara ilmiah dan 
pengalaman untuk membantu menafsirkan ketentuan hukum baru (scientific 
evidence). 

c) doktrin tentang tanggungjawab dalam ilmu hukum; 
d) kepatutan ( equitable principle ) dengan mernperhatikan praktek di Negara 

negara lain tentang kasus lingkungan. 

Namun dalam praktek, seringkali tampak kelemahan argumentasi putusan 

hakim terhadap kasus-kasus lingkungan. Hal ini disebabka:n karena kurang 

dipahaminya pengetahuan tentang keterkaitan ilmu lingkungan dengan hukum 

lingkungan, yang diperlukan untuk menjelaskan hubungan hukum dan ilmu-ilmu 

yang relevan. Kondisi yang demikian akan dapat menyebabkan lambatnya 

penyelesaian kasus, bahkan terjadi pula putusan pengadilan yang tidak mernuaskan 

apabila dilihat dari segi perlindungan lingkungan 124 

123 Hardjasoemantri, Koesnadi, 2005. op. cit .him. 422. 
124 

. Ibid. him. 262. 
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2. Filsafat Pemidanaan Dalam Perlindungan Lingkungan. 

Filsafat dalam bahasa Yunani terdiri dari dua suku kata, yaitu philos dan 

sophia. philos diartikan dengan istilah gemar, senang, atau cinta. Sophia dapat 

diartikan kebijaksanaan dan kearifan. Dengan demikian dapat dikatakan "filsafat" 

berarti cinta kebijaksanaan yang berusaha mendalami hakikat sesuatu, dan dapat pula 

dikatakan bahwa berfilsafat berarti berusaha mengetahui tentang sesuatu dengan 

sedalam-dalamnya, baik mengenai hakikat, fungsi, ciri-ciri, kegunaan, terhadap 

masalah-masalah, serta pemecahannya. 

Perkataan pemidanaan sinonim dengan perkataan penghukuman atau 

pemberianlpenjatuhan pi dana oleh hakim. 125 Berdasarkan pengertian filsafat dan 

pemidanaan di alas, maka filsafat pemidanaan berarti suatu upaya untuk mendalami 

hakikat dari penerapan pidana atau penjatuhan sanksi pidana, yang dalam hal Ill! 

terkait dengan perlindungan lingkungan. 

Membicarakan hakikat sanksi(pemidanaan) tidak bisa dilepaskan dari wilayah 

filsafat pemidanaan yang didalarnnya bersemayam ide-ide dasar pemidanaan. 

Menurut Harkristuti Harkrisnowo126 filsafat pemidanaan sangat dibutuhkan 

dalam kerangka kebijakan legislatif dan dalam kebijakan aplikatif di Indonesia, hal 

125 Sudarto, Kapita Selekta, loc.cit. hlm.72. Dan Lihatjuga Pengertian pidana oleh van Hamel dan 
Simons seperti pada halaman 8 disertasi ini. 

126 Harkrisnowo, Harkristuti, "Rekonstruksi Konsep Pemidanaan ; Suatu Gugatan Terhadap Proses 
Legislasi Dan Pemidanaan" Orasi Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana 
Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tanggal 18 Mafret 2003 
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tersebut beliau kemukakan dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar, dalam 

oras1 dengan redaksional sebagai berikut : 

" ... Akan tetapi peran lembaga legislatif tidak kalab pentingnya, 
karena sebagai lembaga yang (seharusnya) merepresentasikan hati 
nurani dan rasa keadilan rakyat, menetapkan hukum pidana 
merupakan salab satu tugas mereka. Sangat penting karenanya bagi 
lembaga-lembaga ini untuk bekerja berdasarkan falsafab pemidanaan 
yang berangkat dari nilai-nilai dasar yang hidup dalam masyarakat 
Indonesia saat ini. Ketidakjelasan falsafab pemidanaan ini dapat 
merupakan suatu kendala yang serius bagi upaya penegakan hukum 
di Indonesia yang tengab menuju kearab Negara yang lebih 
demokratis. Falsafab ini harus mendasari pula kebijakan pidana 
(criminal policy) yang sampai kini belum dirumuskan. Merupakan 
imp ian criminal justician, agar para pengambil keputusan di bidang 
hukum, khususnya Mabkamab Agung, Kejaksaan Agung, 
Departemen Kehakiman dan HAM, Kepolisian dan DPR untuk 
duduk bersama, urun rembung menghasilkan criminal policy, dengan 
dilandasi falsafab pemidanaan yang tepa! untuk Irldonesia ... " 

Pandangan secara filsafat terhadap penghukuman atau pemidanaan menurut 

Hegel yang dikutip dari Mark Tebbit127menyatakan: 

" ... babwa kejabatan dan hukuman merupakan penyeimbang satu sama 
lain. Hukurnan dibenarkan karena meniadakan kejabatan secara legal 
dan mota!. Negara memiliki hak dan kewajiban untuk menjatuhkan 
hukurnan, dari sudut pandang retibutif. Ajaran retributif wajib 
dilakukan agar pelaku pelanggaran yang menyebabkan kesengsaraan 
pada orang lain merasakan sendiri kesengsaraan tersebut. Setiap 
elemen pembenaran retributif merupakan pandangan yang melihat ke 
belakang, pembalasan, kesengsaraan yang wajib dijalani alas 
kesalaban di masa lalu, secara murni terlihat retrospektif dalam 
kerangka referensinya ... " 

Menurut Kantian yang juga dikutip dari Mark Tebbit128 menyatakan : 

"... babwa prekondisi pemberlakuan hukuman menangani pelaku 
pelanggaran dengan mengacu pada martabat dan kapasitasnya untuk 

127
• Tebbit, Mark, 2000. Philosophy of Law, Routledge, London and New York, hbn. 166. 

128 
• Ibid, hbn.l67. 



melakukan pilihan, hukuman terhadap pelaku pelanggaran sebagai 
penanggung akibat perbuatan merupakan persyaratan positif, 
penekanan yang lebih penting adalah penggunaan orang lain sebagai 
sarana untuk mencapai tujuan sosial yang lebih besar ... " 
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Kedua pandangan filsafat di alas merupakan pembenaran pemberlakuan 

hukuman(pidana) secara retrospek, pandangan filsafat yang hampir sama 

dikemukakan oleh Nigel Walker yang dikutip dari Mark Tebbit menyatakan : 

" ... bahwa persyaratan pembenaran sebuah hukuman adalah tujuan 
yang pasti, pengurangan kejahatan adalah pernyataan tujuan 
diberlakukan hukuman yang sering diumutnkan dan dipahami, hal ini 
disebut sebagai "reductivisme of crime" Dengan cara rehabilitasi dan 
reintegrasi pelaku pelanggaran ke masyarakat129 

.•. " 

Pendapat Rawls dikutip dari Mark Tebbit'Jo , mengatakan bahwa 

membenarkan sebuah praktek hukum berbeda dengan membenarkan diberlakukan 

hukuman, yang ditentukan oleh tujuan awal pembentukan institusi dan hukuman yang 

diberlakukan, hanya bisa dibenarkan dalam kerangka pikir kaum utilitarian, demi 

kepentingan masyarakat. Dengan alasan ini Rawls berpendapat bahwa pandangan 

utilitarian dan retributif memiliki legitimasi, dan bahkan kedua sildut pandang ini bisa 

digabung dengan pemahaman atas perbedaan keduanya. Serupa dengan Raw!, titik 

awal pandangan Hart membedakan tujuan umum pembenaran yang mendasari 

hukuman secara keseluruhan, dan prinsip tertentu pengarah pembatas penerapan 

hukuman, sehingga menolak retribusi sebagai tujuan umum dan menyatakan bahwa 

retributif akan ditemukan dalam prinsip-prinsip yang membatasi operasional utility. 

129
• Walker. N, Why Punish?, dalam Mark Tebbi~ 2000, him. 165. 

130
• Ibid. hlm.l74 
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Hal ini dinyatakan sebagai "retribusi pada distribusi", dan bisa dipertanggung 

jawabkan secara moral. 

Filsafat pemidanaan menimbulkan berbagai pertanyaan, diantaranya : Bisakab 

pemberlakuan hukuman dibenarkan sebagai hak Negara. Manfaat dan dampak negatif 

terhadap pembenaran berwawasan kedepan dan pembenaran yang berwawasan ke 

belakang, dapat dilakukan sintesa terhadap kedua pandangan tersebut ke dalam 

kemungkinan satu teori penerapan hukuman? Pada tempat manakah konsep 

kesesuaian hukuman berada dalam teori penerapan hukuman? Mungkinkah 

mendasarkan sebuab teori pemberlakuan hukuman hanya pada pencegaban 

kejabatan? Haruskab tingkat penerapan hukuman ditetapkan berdasarkan tingkat 

kesesuaian atau pencegaban kejabatan? Apakah teori komunikatif Nozick merhbuat 

retribusi lebih baik atau lebih buruk? Apakab teori penerapan hukuman Hegelian 

meniadakan kejabatan, masuk akalkab teori ini? Evaluasi teori peniadaan kejabatan 

Hegelian. Rambonnd 31
, "adalab tugas dari penguasa negara untuk mempertabankan 

ketertiban hukum itu diujudkan oleh pidana, untuk disimpulkan, babwa penguasa 

negara mempunyai hak untuk memidana, artinya membalas kejabatan. Hak dari 

penguasa untuk mernidana mati itu adalab akibat yang logis daripada haknya untuk 

membalas dengan pidana 

131 .Ibid. him. 183. 
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Menurut Dwija Priyatno, filsafat pemidanaan berkaitan erat dengan alasan 

pembenaran terhadap pembalasan, manfaat/utilitas dan pembalasan yang secara 

filosofis untuk merurnuskan ukuran keadilan, apabila terjadi pelanggaran hukum 

pidana. Pengaruh kuat filsafat keadilan dalam hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu 

keadilan yang berbasis pada filsafat pembalasan (retributive justice) dan keadilan 

yang berbasis pada filsafat restorasi untuk pemulihan (restoractive justice), dan 

KUHP menganut falsafat keadilan yang condong kepada retributive justice132 

Hake kat dari dimensi pidana yang berorientasi dan bermuara kepada "sanksi pidana" 

merupakan "penjamin/garansi yang utamal terbaik" atau (prime guarantor) dan 

sekaligus sebagai "pengancam yang utama" (prime threatener) serta merupakan alat 

atau sarana terbaik dalam menghadapi kejahatan. 

Bagian yang paling mendasar dalam pembahasan mengenai pemidanaan 

adalah mengenai landasan filsafat pemidanaan. Atas dasar filsafat pemidanaan inilah 

maka keadilan dalam hukum pidana diberi ukuran yang tercermin dalam penetapan 

jenis pidana, 133 dari pilihan yang tepat untuk adil, bukan dasar petn!Jenaran hukum, 

karena dasar pembenar (justification) pemidanaan menjadi bagian dari filsafat 

pemidanaan yang diikuti. 134 

132 Priyatno, Dwidja, 2006. Sistem Pe/aksanaan Pidana Pen;ara Di Indonesia, Penerbit Refika 
Aditama, hlm. 14. 

i3l Mudzakkir . Kajian Terhadap Ketentuan Pemidanaan Dalam Draft RUU KUHP, dalam Jumal 
Legislasi Indonesia, Ditjen Perundang-undangan Departemen Kehakiman dan HAM RJ, Vol.l 
No.2 September 2004.hlm.68. 

134 
• Ibid. hlm.68. 
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Seluruh pandangan filsafat di atas yang akhirnya meninggalkan pertanyaan

pertanyaan, ada dua pandangan filsafat pemidanaan yang berpengaruh dalam 

penjatuhan pidana. 

Pertanw:, filsafat pemidanaan yang berlandaskan keadilan retributive 

(pembalasan), 

Kedua, filsafat pemidanaan yang berdasarkan pada filsafat restorative 

(pemulihan). 

Praktek dalam pemidanaan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang

undang Hukum Pidana (KUHP) bersendikan pada filsafat retributif (pemba!asan), 

maka penjatuhan pidana ditujukan untuk menderitakan si pelaku kejahatan, terlepas 

apakah penderitaan tersebut berhubungan dengan penderitaan korban atau tidak. 

Keadilan diukur dari penderitaan pelaku kejahatan, maka kelayakan dalam 

penjatuhan pidana menjadi ukuran dalam penjatuhan pidana. 

Pembalasan sebagai landasan filsafat dalam pemidanaan pada mulanya 

bersifat individual dan kolektif yang bersifat emosional dan kadang tak terukur 

kemudian bergeser seiring dengan perkembangan organisasi negara modern 

menjadi pembalasan yang terwakili oleh institusi negara, profesional, rasional, 

dan terukur serta terkendali. 

Apakah fdsafat-ftlsafat pemidanaan di atas mendasari perumusan 

Tindak pidana Lingkungan yang tetap berpijak pada filsafat retributif atau 

menggantinya dengan filsafat lain yang cocok dengan alam pikiran masyarakat 

Indonesia. 
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Tindak pidana lingkungan walaupun diatur di luar KUHP, namun kenyataan 

tindak pidana lingkungan bukan tindak pidana khusus, karena proses maupun 

pengadilan yang menangani perkara tindak pidana lingkungan adalah sama dengan 

pengadilan (Pengadilan Negeri) yang menangani tindak pidana umum, dan hukum 

acaranya pun masih tetap menggunakan hukum acara pidana sebagaimana dalam UU 

No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ). 

Ahli hukum Indonesia telah mengkritik filsafat pemidanaan dalam KUHP 

dan mengusulkan filsafat pemidanaan dari keadilan retributif dan restoratif tersebut 

harus sudah muncul dan tercermin dalam pasal-pasal Draft RUU KUHP 135
. 

Bertolak dari pemikiran ahli hukum di atas, berarti filsafat Pemidanaan bukan 

saja tinggal dalam tataran teori melainkan merupakan kebutuhan praktek, yang perlu 

dituangkan dalam kebijakan pemidanaan. 

Pidana telah didayagunakan dalam perlindungan lingkungan, maka dengan 

demikian melihat filsafat pemidanaan dalam tindak pidana lingkungan hidup tidak 

terlepas dari pandangan-pandangan di atas. 

Filsafat Pemidanaan merupakan hakikat pemidanaan yang di dalamnya 

bersemayam ide dasar sanksi. Filsafat pemidanaan berarti upaya untuk mendalami 

hakikat dari penerapan pidana atau penjatuhan sanksi pidana, yang dalam hal ini 

terkait dengan perlindungan lingkungan. 

"' . Muzakkir, op.cit. Wm. 98. 

":1:~ 
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Filsafat pemidanaan telah mendapat pengaruh kuat dari filsafat keadilan yaitu 

keadilan yang berbasis pada filsafat pembalasan (retributive justice) dan keadilan 

yang berbasis pada filsafat restorasi untuk pemulihan (restorative justice). Atas dasar 

illsafat inilah maka keadilan dalam hukum pidana diberi ukuran yang tercermin 

dalam penetapan jenis pi dana dari pilihan yang tepat untuk adil. 

Kajian filsafat pemidanaan dalam tindak pidana lingkungan dalam kerangka 

kebijakan legislasi dan kebijakan aplikasi, tidak terlepas dari hakikat hukum 

lingkungan yang berguru pada ekologi yang memperhatikan keseimbangan fungsi 

kelestarian lingkungan dan memperhatikan keadilan intra generasi dan keadilan antar 

generasi guna mencapai pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian filsafat 

pemidanaan tindak pidana lingkungan hidup lebih relevan dengan filsafat pemidanaan 

yang berlandaskan restorative (pemulihan). 

Filsafat pemidanaan tindak pidana lingkungan hidup tidak ditemukan dalam 

hukum positif, kecuali dengan kekuatan pemikiran mengartikulasikannya dari 

landasan filsafat khususnya dalam huruf b. konsideran UUPLH No.23 Tahun 1997. 

yakni untuk mencapai kebahagian hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan 

pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan 

kebijaksanaan nasional yang terpadu menyeluruh, dengan memperhitungkan generasi 

masa kini dan masa depan. 

Filsafat pemidanaan dalam UUPLH dapat dipahami dengan 

mengatiikulasikan secara integrasi beberapa hal pokok terdapat dalam konsiderans 

UUPLH di atas, yakni kebahagian bersama orang banyak (the greatest happiness for 
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greatest number), pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup ( 

Ecological Sustainable development ), kebijaksanaan nasional yang terpadu 

menyelurub (Holistic and integreated national policy), kebutuban generasi masa kini 

dan masa depan( intergenerational equity and intragenerational equity ). 

Ukuran keadilan penjatuhan pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup 

tidak terlepas dari filsafat pemidanaan dan filsafat hukum lingkungan di atas. 

baiam kajian filsafat pemidanaan dalam tindak pidana lingkungan dalam 

kerangka kebijakan legislasi dan kebijakan aplikasi, tidak terlepas dari hakekat 

hukum lingkungan yang berguru pada ekologi yang memperhatikan keseimbangan 

fungsi kelestraian lingkungan, dan memperhatikan keadilan intra generasi dan 

keadilan antar generasi guna mencapai pembangunan berkelanjutan. 

3. Tujuan Pemidanaan dan Teori Pemidanaan. 

a. Tujuan Pemidanaan. 

Tujuan pemidanaan dapat dijadikan patokan dalam menetapkan suatu sanksi 

(pidana) yang dilandasi ide-ide dasar yang bersumber dari filsafat pemidanaan 136
• 

Kajian tujuan pemidanaan tidak terlepas dari pemahaman tujuan pidana 

secara umum, oleh karena itu perlu terlebih dahulu diketahui apa yang menjadi tujuan 

hukum pidana itu sendiri. 

Terhadap keberadaan dan penerapan Hukum pidana telah banyak orang 

merasa kecewa dan memberi kritikan dari berbagai kalangan lapisan masyarakat, 
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khususnya dari para ahli hukurn dari dahulu hingga sekarang, karena tujuan hukwn 

pidana tidak lain dari tujuan hukwn pada wnwn yakni untuk mencapai kesejahteraan 

dan ketertiban masyarakat, namun kenyataannya hukwn pidana justru dapat 

menimbulkan penderitaan 137
. 

Menarik untuk dikutip pendapat Bambang Poemomo yang 
mengatakan :" ... bahwa beberapa bagian orang lain merasa kecewa 
karena hukwn pidana diterapkan dengan tidak tepat, seringkali 
dikatakan kurang adil dan ada pula keputusan pengadilan yang 
keliru, bahkan sebagian orang sangat sedih karena hukwn pidana 
berubah menjadi kekuasaan yang mudah disalahgunakan. Lebih 
lanjut mengutip pendapat Van Bemmelen dari kata pengantar buku 
yang beijudul "Ons Srafrecht, Dee[ L Het Materiele Strafrecht , 
telah menyampaikan keluhan bahwa mereka yang seurnur hidup 
belum pernah berurusan dengan hukum pidana, sekali waktu akan 
merasa khawatir melihat penerapan hukurn pidana, karena kurang 
tegas menghadapi kejahatan, dan sering teijadi kemarahan 
masyarakat karena penerapan hukwn pidana "sulit dirnengerti" 
Tidak ada bagian hukurn yang begitu banyak disoroti masyarakat 
seperti hukwn pidana ~ang setiap hari isi Koran dan majalah 
memberitakan hal ini ... " 38 

" ... Hukurn pidana harus mencapai tujuan umum untuk menciptakan 
kemakmuran dan kesejahteraan baik untuk kepentingan manusia 
individu termasuk delinkuen (pelanggar hukum) maupun untuk 
man usia dalam kehidupan bermasyarakat ... " 139

• 

136 Sholehuddin, M. op.cit. hlm.l47. 
137 Poemomo, Bambang, Manfaat Telaah 1/mu Hukum Pidana Dalam Membangun Model 

Penegakan Hukum Di Indonesia, Dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas 
Hukum UGM, 5 Juni 1989, UGM, Bulaksumur, Yogyakarta. Dalam Hlm.4-5 pidatonya 
mengatakan : Situasi konflik antara hukum pidana yang ideal dan tidak ideal itu bisa 
menimbulkan kesan bahwa yang seharusnya hukum pidana itu memberikan perlindungan malah 
membuat sengsara manusia dan masyarakat di sekitamya. Guna mencapai tujuan hukum yang 
bersifat "welfare" tetapi hukum pidana dengan sadar memproduksi segala sesuatu yang sifatnya 
"unwelfore" seperti penahanan, perampasan kemerdekaan, perampasan harta benda, derita phisik 
bahkan menghilangkan nyawa manusia, putusan sesat dan berbagai kesusahan yang lain. 

138 Poemomo, Bambang, Ibid. hlm. 2. 
139 Poemomo, Bambang. Ibid, him . 7. 
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Jeremy Bentham ahli sosiologi yang mengembangkan filsafat di Inggris, 

memberikan kritik untuk merubah hukum pidana hanya dipergunakan jika sudah 

dipertimbangkan kemanfaatnya ke arah asas utilitas. Berlandaskan pokok pikiran 

prinsip " the great happiness for the great number" Bentham yang menjadi bapak 

angkat hukum pidana menghendaki prinsip hukum tidak dipergunakan untuk 

pembalasan orang yang melakukan kejahatan, tetapi hanya untuk mencegah 

kejahatan. Demikian pula ahli filsafat dari Jerman, Paul Johann Anselm von Feurbach 

berpendapat dalam kepentingan umum justru mengandung kebebasan timbal balik 

bagi semua orang, sehingga penyelenggaraan hukum pidana memerlukan syarat yang 

ketat untuk menciptakan kesadaran jiwa setiap orang agar tidak melakukan 

pelanggaran hukum 140 . 

Pada abad ke 19 muncul pandangan barn dari sisi lain yang menyumbangkan 

konsep biologi kriminil dan sosiologi kriminil dalam memperbaharui hukum pidana 

supaya dapat terbuka untuk menerima ilmu Bantu sebagai ilmu kenyataan. Hasil 

karya kedokteran, psikologi dan ilmu kemasyarakatan lainnya sangat membantu 

pertumbuhan hukum pidana. Tokoh terkenal antara lain Cesare Lombroso (dokter 

militer), Enrico Ferri (sosiolog), Raffaele Garofalo (ahli hukum pidana), dan beberapa 

ahli kriminologi lainnya telah banyak melihat kelemahan hukum pidana, mereka 

ingin membantu pemikiran agar sanksi pidana mempunyai daya tepat guna untuk 

I . k "ah 141 menanggu ang1 eJ atan . 

140 
• Ibid. hlm. 8. 

141 
• Ibid. hlm. 8. (Hoefhagels, Barnes & Teeters dalam Bambang Poemomo) 
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Kelompok pembantu ini mengembangkan ilmu hukum pidana ke arah aliran 

modern yang kriminologis dan sosiologis. Konsep pembaharuan ini hendak 

menumbuhkan hukum pidana yang rasional dan bermanfaat, tidak khayal dan tidak 

meragukan. Pandangan pembaharuan hukum pidana ini ada yang menganggap 

sebagai hukum pidana aliran modern, tetapi ada pula yang menganggap sebagai 

hukum pi dana aliran kriminologis atau sosiologis142
. 

Aliran ini tidak lama bertahan karena oleh pengikutnya dibelokkan ke arah 

hukum pidana yang lebih mementingkan masyarakat atau Negara, dibandingkan 

kepentingan kemanusiaan yang mementingkan individu. Bahkan pada abad ke 20 

hukum pidana tumbuh kembali menjadi hukum pidana otoriter di Negara-negara 

eropah. 

Usaha untuk membendung perkembangan hukum pidana yang 

mengesampingkan asas kemanusiaan terus menerus dilakukan berbagai kegiatan 

kongres oleh perkumpulan para ahli dari beberapa bidang ilmu yang terkait dan 

beberapa kelompok masyarakat guna memperbaiki kelemahan-kelemahan hukum 

pidana dan sanksi pidana masa lalu, agar doktrin dan penerapannya dapat 

berkembang lebih positif dan konstruktif bagi manusia baik sebagai individu maupun 

kelompok masyarakat. Konsep perbaikan hukum pidana dan sanksi pidana ini 

142 Ibid. him. 8 
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merupakan sikap pembaharuan tahap ke dua, setelah kurang berhasilnya kegiatan 

pembaharuan hukum pidana tahap perintis dari aliran klasik143 dan aliran modem. 

Bambang Poemomo, telah menginventarisir doktrin pembaharuan tahap 

kedua dalam hukum pi dana yang bersifat altematif, yakni ada 6( enam) doktrin 

sebagai berikut : 

Kesatu, tujuan primer, hukum pidana disamping memberantas untuk menekan 
kejahatan, juga mempunyai tujuan sekunder untuk membatasi penguasa agar 
tidak sewenang-wenang. 

Kedua, kejahatan dianggap sebagai gejala perubahan masyarakat oleh karena itu 
penanggulangannya harus mengikut sertakan segala daya upaya dari 
masyarakat. 

Ketiga, ilmu hukum pidana dan segala peraturan hukum pidana harus memperhatikan 
perkembangan basil studi kriminologi, sosiologi dan ilmu-ilmu perilaku 
manusia serta kemasyarakatan lainnya. 

Keempat, sanksi pidana adalah salah satu sarana paling aktif yang dipergunakan 
untuk menanggulangi kejahatan, namun pidana bukan sarana satu-satunya 
sehingga apabila perlu dipergunakan kombinasi dengan upaya sosiallainnya. 
Oleh karena itu perlu dikembangkan prinsip pidana "ultimum remidium" 
tidak menonjolkan sikap "premium remidium". 

Kelima, hukum pi dana harus dipergunakan lebih bersifat preventif dari pada cara-cara 
represif, karena hukum pidana jelas-jelas mempunyai sifat kontrakdiktif dan 
mudah disalahgunakan. Oleh karena itu hukum pidana dapat diarahkan pada 
peran "subsidier" yaitu jika terlebih dahulu tidak berhasil dipergunakan 
sarana sosiallain yang dianggap cocok. 

Keenam, hukum pidana dan sanksi pidana di masa depan harus diusahakan pilihan
pilihan cara baru yang paling baik untuk menjadi sarana menghadapi 
problem sosial dengan bentuk "prevention and treatment' dan tidak 
menonjolkan bentuk "repression and punishment" 

143 Saleh, Ruslan,l983. dalam bukunya "Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif', Terbitan 
Aksara Baru, hlm.l6 . Mengatakan bahwa lahirnya hukum pidana klasik adalah setelah terjadinya 
kritik-kritik terhadap sistem peradilan pidana ancien Regime, yang dikemukakan oleh ahli-ahli 
hukum pidana pada abad ke-18 . Dikatakan bahwa hukum pidana klasik adalah realisasi dari 
program teori-teori hukum pidana yang dicetuskan dan dirancangkan ahli-ahli filsafat seperti 
Montesquieu dan Voltaire, dan ahli-ahli hukum pidana seperti Beccaria, De Servan dan lain-lain. 
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Kongres tentang pidana dan pemidanaan diselenggarakan oleh perkumpulan 

"the International Society for Penal and Penitentiary" (1870 - 1950) yang 

membicarakan kebijakan baru dari alternatif pidana dan pelaksanaannya. Suara 

kongres dapat menanamkan pengaruh untuk menghapus jenis pidana mati di beberapa 

Negara. Sedangkan mengenai pidana penjara tidak mutlak harus dihapus, melainkan 

diganti kebijakan pidana dari dasar "retributive punishment" beralih kepada dasar " 

preventive and treatmenf'. Peralihan dasar pemikiran "prevention and treatmenf' 

mendapat dukungan model "medical treatment" dari perkumpulan internasional ahli

ahli kriminologi yang bersumber dari ilmu kedokteran. Baik Liga Bangsa-Bangsa 

maupun Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat menerima konsep pembaharuan pidana 

dan pemidanaan tersebut. Mulai tahun 1950 program kegiatan kongres 

disempurnakan rnenjadi " the Prevention Of Crime and the Treatment of Offenders" 

dimasukkan program "Social Defence" pada bagian "Economic and Social Cauncir' 

di Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

Tiga serangkai ahli hukurn yaitu von List (Jerman), van Hamel (Belanda) dan 

Adolphe Prins (Belgia) mendirikan "the International Union of Criminal Law"(1889-

1914) yang bertujuan mengembangkan pokok pikiran "kebijakan pidana" (penal 

policy) diselaraskan dengan kebijakan kriminal (criminal policy) dan kebijakan sosial 

(Social policy). Ketiga kebijakan itu harus bertumpu pada satu asas kesejahteraan 

sosia1 (social welfare) bagi setiap orang dalam masyarakat. 

Hukum Pidana tidak perlu menempatkan dirinya di luar jalur sistem sosial 

untuk mencapai kehidupan manusia dalarn rnasyarakat yang sejahtera. Identitas 
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hukum pidana sebagai hukum yang menimbulkan ketidak-sejahteraan, secara 

berangsur-angsur hams dihindari kecuali j ika hal itu memang sangat diperlukan. 

Pandangan kelompok ahli hukum pidana ini menjadi titik awal dari lahimya doktrin 

"social defence", yang berarti perlindungan sosial untuk menutupi citra buruk hukum 

pidana. Pengaruh doktrin tiga kebijakan hukum pidana dapat menyadarkan ahli 

hukum dan negarawan untuk memikirkan kembali model hukum pidana yang ideal 

dan masuk aka!. Kewibawaan hukum pidana tidak dikacaukan dengan sentiment

sentimen agresif. Pelaksanaan pidana penjara ditata kembali sesuai dengan hakekat 

manusia. Pidana pembuangan manusia diasingkan dari asal (deportation, banishment) 

dan pidana siksaan mulai diadakan peninjauan agar lebih manusiawi. Sayang 

ketegangan antamegara dalam perang dunia ke I menghambat pelaksanaan cita-cita 

hukum pidana ini. Perkumpulan intemasional ahli hukum pidana itu dibubarkan 

tahun 1914. 

Sesudah perang dunia ke II dibentuk perkumpulan "the International Society 

for Social Defence" tahun 194 7 untuk mengembangkan konsep barn modifikasi 

social defonce. Kelompok radikal dari perkumpulan ini dengan keras hendak 

menghapuskan hukum pidana dipimpin oleh Filippo Gramatica (Italia) yang tekenal 

dengan aliran absolusionis, sedangkan kelompok moderat menghendaki formulasi 

barn hukum pidana dipimpin oleh Marc Ancel (Perancis) yang masuk dalam 

go Iongan aliran reformis. 
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Mengartikulasikan tujuan di atas ini juga tidak terlepas dari pemaharnan hakikat 

hukum lingkungan modern yang menetapkan ketentuan dan norma-norma guna 

mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari 

kerusakan dan kemerosotan mutu demi menjarnin kelestariannya agar dapat secara 

langsung terus menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi 

mendatang. 

Tujuan ini pun sebenarnya masih dapat dilihat dari tataran teori pidana ( sanksi ) 

yakni tujuan penempatan sanksi di belakang norma adalah sebagai penguat norma itu 

sendiri agar tidak dilanggar, karena setiap norma mengandung dan sekaligus 

melindungi sesuatu hal yang bernilai, yakni bernilai keadilan, kepastian dan 

kemanfaatan. 

Hal yang bernilai dalarn hukum lingkungan adalah "kelestarian fungsi 

lingkungan", yang dapat menjarnin keadilan pemenuhan kebutuhan hidup generasi 

masa sekarang dan genersi masa mendatang, memberi kepastian dan kemanfaatan 

bagi kebutuhan hidup manusia, flora dan fauna ( Lingkungan Hidup ). 

Keadilan dalarn hukum lingkungan dikembangkan dengan keadilan intra 

generasi dan keadilan antar generasi. Dimana tujuan hukum lingkungan tidak saja 

memperhatikan keadilan pada saat sekarang, tetapi juga memperhatikan keadilan 

untuk generasi yang akan datang di dalarn hal mencapai kebutuhan hidup. 

Donald Black mendefinisikan hukum sebagai kontrol sosial pemerintah, 

sedangkan Lon Fuller hukum merupakan "upaya menjadikan prilaku manusia tunduk 
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Tujuan pemidanaan merupakan kebijakan menetapkan suatu sanksi 144 pidana 

terhadap pelaku tindak pidana. 

Tujuan dari kebijakan menetapkan suatu sanksi pidana tidak dapat dilepaskan 

dari tujuan politik kriminal dalam arti keseluruhannya yaitu "perlindungan 

masyarakat untuk mencapai kesejahteraan145
" Tujuan yang demikian merupakan 

kesepakatan oleh seluruh anggota UNAFEI (United Nations Asia and Far East 

Institute ) dimana Indonesia termasuk di dalamnya. 

Teori-teori yang termasuk golongan dari teori Tujuan membenarkan 

pemidanaan berdasarkan atau tergantung kepada tujuan pemidanaan, yaitu untuk 

perlindungan masyarakat atau pencegahan teijadinya kejahatan (ne peccetur)146
• 

Perbedaan dari beberapa teori yang termasuk teori tujuan, terletak pada 

caranya untuk mencapai tujuan dan penilaian terhadap kegunaan pidana. 

Diancamkannya suatu pidana dan dijatuhkannya suatu pidana, dimaksudkan untuk 

menakut-nakuti calon penjahat atau penjahat yang bersangkutan, untuk memperbaiki 

penjahat, untuk menyingkirkan penjahat, menjarnin ketertiban hukum atau prevensi 

umum. Berbeda dengan Teori pembalasan, maka teori tujuan mempersoalkan akibat-

144 Soekanto, Soerjono, 1986. Pengantar Penelitian Hukum, VI-Press, hlm.l30. Kata Sanksi berasal 
dari kata latin "sanctium" yang arti asalnya adalah "penegasan ( dalam bahasa Be Ianda : 
"Bevestiging' atau hadiah, atau bersifat negatif dan berupa hukuman. Sanksi tersebut sebetulnya 
merupakan suatu perangsang, untuk berbuat atau tidak berbuat. Kalangan hukum biasanya 
mengartikan sanksi sebagai sanksi negatif atau hukuman. 

145 Muladi dan Barela Nawawi, 1984.op.cit, hlm.91 
146 Sianturi, S.R., 1996. Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Penerbit 

Alumni oAhaem-Petehaem, Jakarta, him. 60. 
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akibat dari pemidanaan kepada penjabat atau kepada kepentingan masyarakat 

dipertimbangkan juga pencegaban untuk masa mendatang. 

Penetapan sanksi terkait dengan tujuan pemidanaan, termasuk juga dalam 

kebijakan judikasi atau penjatuhan sanksi oleh hakim, tidak terlepas dari tujuan yang 

ingin dicapai oleh kebijakan pemidanaan secara keseluruban, sehingga tujuan 

pemidanaan merupakan hal mendasar dalam sistem pemidanaan yang perlu 

dibicarakan dalam bah ini. 

Tujuan Pemidanaan dibedakan menjadi dua yaitu : tujuan dalam kaitannya 

dengan hukum pidana sebagai hukum sanksi (mengapa ada sanksi pidana dalam 

hukum pidana), dan tujuan ini bercorak konseptual atau filsafati yang memberi dasar 

sanksi pidana, jenis dan bentuk sanksi pidana dan sekaligus menjadi parameter 

keadilan dalam menyelesaikan perkara pelanggaran hukum pidana. 

Tujuan pidana ini umumnya tidak ditulis dalam pasal hukum pidana, tetapi 

bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum 

undang-undang hukum pidana. 

Dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum 

pidana, bertujuan bersifat pragmatik dengan ukuran-ukuran yang lebih jelas dan 

konkrit yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum 

pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan yang 

pragmatis dan konkrit relevan satu sama lain saling berpengaruh, maka pilihan jenis 

dan bentuk pi dana harus sesuai ( cocok) dengan dimulai dabulu tujuan yang 

pragmatis. 
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Kajian mengenai efektifitas suatu sanksi terhadap peristiwa konkrit, tidak 

terlepas dari faktor subyektifitas dari pe1aku tindak pidana itu sendiri. Menurut hemat 

penu1is bahwa tujuan pemidanaan seperti itu lebih mendekati terhadap tujuan 

pemidanaan atas tindak pidana atau kejahatan terhadap nyawa /jiwa, namun kalau 

dikaitkan dengan kejahatan terhadap harta kekayaan, mungkin kurang relevan. 

Tujuan pemidanaan dalam UUPLH No. 23 Tahun 1997 tidak ada ditulis, 

maka dengan kekuatan pemikiran mengartikulasikannya dari tujuan pengelolaan 

lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam pasal 3 UUPLH adalah mewujudkan 

pembangunan berkelanjutan, didasari falsafah sebagaimana dalam konsideran 

UUPLH No.23 tahun 1997 yang mengatakan : untuk mencapai kebahagian hidup 

berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanj utan yang 

berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu 

menyeluruh, dengan memperhitungkan generasi masa kini dan masa depan. 

Jika dilihat dari pembagian tujuan pernidanaan di atas, maka tujuan 

pernidanaan dalam UUPLH dengan mengartikulasi tujuan pengelolaan lingkungan 

hidup merupakan tujuan yang bercorak konseptual atau filsafati. 

Maka melihat pendekatan pemidanaan dalam UUPLH tidak terlepas dari tujuan 

pengelolaan Lingkungan Hidup yang didasari filsafat di atas. 

Pendekatan tujuan pemidanaan yang terdapat dalam UUPLH tidak terlepas dari 

tujuan sebagaimana dalam pasal 3 UUPLH yakni untuk mewujudkan "Pembangunan 

Berkelanjutan". 



109 

kepada penyelenggara aturan147
. Walaupun hukurn dipreposisikan demikian, ternyata 

keadilan menurut masyarakat tidak homogen, dalam arti ukuran dan dimensi tentang 

hukurn keadilan bersifat situasional, kontekstual dan kasuistis, maka tujuan hukurn 

yang mengacu kepada keadilan harus tercermin dalam ketentuan hukurn. Konteks 

keadilan "menurut hukum" yang diartikan apa yang secara tegas diharuskan oleh 

pembentuk undang-undang." Titik tolak pemidanaan tersebut yang mengacu kepada 

"jilsafat pemidanaan yang bersifat integratij" yang dikaji dari perspektif teori 

pemidanaan maka penjatuhan pidana oleh hakim berorientasi kepada adanya sifat 

pembalasan (retributij), pencegahan terhadap pelak:u lainnya (detterence) dan adanya 

pendidikan bagi pelaku untuk menjadi masyarakat yang berguna (rehabilitasi). 

Hakim juga bertitik tolak kepada aspek tujuan pemidanaan dengan model 

sistem peradilan pidana yang mengacu kepada "daad-dader strafrecht" yaitu model 

keseimbangan kepentingan dimana memperhatikan pelbagai kepentingan yang 

meliputi kepentingan Negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak 

pidana, dan kepentingan korban kejahatan dalam hal ini lingkungan itu sendiri, yang 

mengarah pada keseimbangan mono dualistik antara "perlindungan masyarakat" 

yang mengacu pada "asas legalitas" dan perlindungan individu yang bertitik tolak 

pada "asas culpabilitas". Terhadap "perlindungan masyarakat ", termaktub adanya 

ide individualisasi pidana yang memiliki beberapa karakteristik berupa: 

pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal), kemudian 

147
• Sholehuddin, M., op.cit him. 20 
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pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas; 'tiada pidana 

tanpa kesalahan '), dan pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si 

pelaku, berarti harus ada kelonggaranlfleksibilitas bagi hakirn dalarn mernilih sanksi 

pidana (jenis rnaupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kernungkinan rnodifikasi 

(perubahanlpenyesuaian) dalarn pelaksanaan pidana. 

b.Teori Pemidanaan 

Secara teoretis suatu sanksi (pernidanaan) dalarn hukurn pidana dapat 

diternpatkan dalarn kerangka pernikiran yang lebih komprehensif dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara ihniah148
. 

Teori 149 rnerniliki wilayah sendiri sehingga teori ada yang disebut domain 

assumptions . Ada teori yang berada pada wilayah praktis (pro fissional domain) dan 

ada yang dalarn wilayah ilrniah ( scientific domain ). Pada waktu kajian mengenai 

ilmu hukurn praktis, rnaka teori-teori yang ada dan dikernbangkan disitupun merniliki 

wilayah yang sarna, yaitu teori praktis. 

Praktek pernidanaan atau penjatuhan sanksi pidana telah banyak disoroti dari 

berbagai teori, seiring dengan perkembangan hukum itu sendiri, karena sanksi 

148 Sholehuddin, M. 2003. op.cit. him. 244. 
149 Salman, Otje, dan Susanto, Anton. F. ,2004. Teori Hukum, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 

21. Memberi penjelasan tenlang Teori berasal dari kala "theoria" dalam bahasa latin yang berarti 
"perenungan", yang pada gilirannya berasal dari kala "thea" dalam bahasa Yunani secara hakiki 
menyiratkan sesuatu yang realitas. Dari kata dasar thea ini pula datang kala modem "teater' yang 
berarti "pertunjukan" alau "tontotan". Dalam banyak literatur, beberapa ahli menggunakan kala 
ini untuk menunjukkan bangunan berpikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris 
(kenyataannya), juga simbolis. 
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merupakan salah satu unsur pengertian dari hukum, maka suatu Teori 150 menempati 

posisi penting dalam pembenaran dan pemberlakuan sanksi. 

Tanpa diberlakukan sanksi positif, peristiwa konkrit tidak bisa diatur oleh 

hukum. Tanpa adanya mekanisme penegakan norma hukum, tidak akan berlaku 

hukum sama sekali. Analisa pada sah atau tidaknya hukurnan diperdebatkan oleh dua 

pandangan teoretis yang bertentangan juga mengenai hukuman apa yang bisa 

diterima secara moral. 

Teori tersebut dibutuhkan oleh para hakim pada saat mereka harus mengambil 

putusan151 untuk menjatuhkan (atau tidak menjatuhkan ) pidana, yang bersifat 

memberi dukungan terhadap kebutuhan praktis profesional tersebut, maka ia juga 

disebut sebagai teori yang berfungsi mempertahankan hukum positif 52
. 

Teori pemidanaan sebagaimana dikemukakan di atas yang selalu dirancukan 

dengan filsafat pemidanaan, menarik dalam kesempatan ini dikutip pendapat Hart 

sebagaimana dikutip oleh M. Sholehuddin153 yang mengatakan bahwa suatu teori 

pemidanaan yang secara moral dapat diterima, harus mampu memperlihatkan 

150 Ibid him. 22, Oleh Salman, H.R. Olje dan Susanto, Anton F, mengutip pendapat Sarantakos 
mengenai pengertian Teori merupakan suatu set/kumpulanlkoleksi gabungan proposisi yang 
secara logis terkait satu sama lain dan diuji serta disajikan secara sistematis. Dimana menurut 
Sarantakos teori dibangun dan dikembangkan melalui research dan dimaksudkan untuk 
menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena. 

151 Hadikusumab, Hilman, 1992. dalam bukunya Bahasa Hukum Indonesia, Penerbit Alumni 
Bandung, him. 175. Memberi arti istilab Putusan berasal dari kata dasar putus, yang terpisab atau 
tidak berhubungan lagi karena terpotong. Kala Putus juga berarti habis, selesai, berakhir atau juga 
juga sudab pasti, sudah tetap, sudah selesai perkaranya, sudah sepakat dan sebagainya. Putusan 

152 
artinya barang apa yang sudah putus atau juga berarti ketentuan atau ketetapan. 
Rahardjo, Satjipto, 2004. 1/mu Hukum, Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan, 
Muhammadiyah University Press, Surakarta, him. 48. 

153 Sholehuddin. M, Op.cit. him. 31. 
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kompleksitas dari pemidanaan dan menguraikannya sebagai suatu kompromi prinsip-

prinsip yang berbeda dan saling bertentangan. Untuk itu setiap pemidanaan 

berdimensi majemuk dan setiap segi per!u diperhatikan secara terpisah tapi tetap 

dalarn kaitan dengan totalitas sistem hukum. Dapat saja dalarn satu perkara dimensi 

retributif Iebih dominan, pada perkara lain prinsip kemanfaatan (teleologis) Iebih 

unggul. Setiap dimensi yang dominan, menurut Hart, bisa menjadi re1evan sebagai 

dasar justifikasi pemidanaan. 

Hasi1 perdebatan-perdebatan para pakar hukum, akhimya timbul 3 teori 

pemidanaan154
, yaitu: 

l).Teori Absolut atau teori pembalasan (absolute /verge/dings theorien) 

2).Teori Relatif atau teori tujuan (uti/itarian/doeltheorien). 

3).Teori Gabungan ( verenigingstheorien ). 

Menurut teori absolut pidana dijatuhkan semata-mata karena orang te1ah 

melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang 

harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi 

dasar pembenaran dari pidana terletak pada teijadinya kejahatan itu sendiri. 

Menurut Johannes Andenaes yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi155 

bahwa tujuan utarna (primair) dari pidana menurut teori absolut ialah "untuk 

memuaskan tuntutan keadilan" ( to satisfY the claims ofjustice ) sedangkan pengaruh-

pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder. Retribution atau atonement 

154 
• Marpaung, Leden. 2005. Asas- Teori- Praktik Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, hhn.l 05. 

155 Muladi dan Barda Nawawi, 1984. Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Penerbit, Alumni, hlm.IO 
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(penebusan) tidaklah sama dengan "revenge" (pembalasan dendam). "Revenge" 

merupakan suatu pembalasan yang berusaha memuaskan hasrat balas dendam dari 

sebagian para korban atau orang-orang lain yang simpati kepadanya, sedangkan 

retribution atau atonement tidak berusaha menenangkan atau menghilangkan emosi-

emosi dari para korban tetapi lebih bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan. 

Tipe retributif yang proportionality mendapatkan dukungan dari pendapat van 

Bemmelen yang mengatakan, untuk pidana dewasa ini, pemenuhan keinginan 

pembalasan (tegemoetkoming aan de vergeldingsbehoefte) tetap merupakan hal yang 

penting dalam penerapan hukum pidana agar tidak terjadi main hakim sendiri 

(vermijding van eigenrichting) . Hanya saja penderitaan yang diakibatkan oleh suatu 

sanksi harus dibatasi dalam batas-batas yang paling sempit. Selain itu, beratnya 

sanksi tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa bahkan tidak dengan alasan-alasan 

prevensi umurn sekalipun 156
• 

Sesungguhnya, bila diamati secara mendalam teori retributif seperti yang 

telah diuraikan di atas, sebenarnya tidak lepas dari Jatar belakang filosofis yang 

menjadi landasan pemikiran sistem pemidanaan menurut zaman. Teori Retributif 

pada dasarnya bersumber dari pemikiran Immanuel Kant (1724 - 1804)157 yang 

dikenal dengan sebutan retributisme atau popular disebut dengan istilah just desert 

theory oleh para pakar kriminologi di Amerika Serikat. 

156 Ibid. hlm.i5 
157 Prasetyo,Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, 2005. Politik Hukum Pidana, Penerbit Pustaka 

Pelajar, Cetakan I, Yogyakarta, him. 95 
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Dalam pandangan Kant, pidana yang diterirna seseorang rnerupakan 

konsekwensi dari kejahatan yang dilakukan, bukan dari suatu kontrak sosial, bahkan 

rnenolak pandangan yang rnenyatakan bahwa pi dana ditujukan untuk kebaikan pelaku 

kejahatan atau kebaikan rnasyarakat. Kant hanya rnenerirna satu-satunya alasan 

bahwa pidana dijatuhkan karena sernata-rnata pelaku yang bersangkutan telah 

rnelakukan kejahatan158
. 

Latar belakang filsafat pemidanaan Immanuel Kant dernikian labirlah teori 

retributif yang rnendasari tujuan pemidanaan yang intinya menitik beratkan pada 

pertanggungjawaban pelaku kejahatan terhadap korbannya. 

Pada pihak lain, teori relatif (teori tujuan) berporos pada tiga tujuan utama 

pemidanaan , yaitu preventif, deterrence, dan reformati/59
. Tujuan prevention dalam 

pemidanaan adalah untuk rnelindungi masyarakat, dengan rnenempatkan pelaku 

kejahatan terpisah dari masyarakat. Dalam kepustakaan pernidanaan, hal ini disebut 

incapacition160 

Tujuan rnenakuti atau deterrence dalam pemidanaan tidak lain agar timbul 

rasa takut untuk rnelakukan kejahatan. Tujuan ini, dibedakan dalam tiga bagian, yaitu 

tujuan yang bersifat individual, publik, dan yang bersifat jangka panjang. Tujuan 

deterrence yang bersifat individual dimaksudkan dirnaksudkan agar pelaku merasa 

jera untuk rnelakukan kernbali kejahatan. Tujuan deterrence yang bersifat publik, 

'" Ibid. him. 95. 
159 Muladi dan Barda Nawawi, opcit, him. 31. 
160 Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullab, 2005. opcit. him. 96 Dengan mengutip pendapat 

Sue Titus Reid. 
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agar anggota masyarakat lain merasa takut untuk melakukan kejahatan. Sedangkan 

deterrence yang bersifat jangka panjang atau long term deterrence adalah agar dapat 

memelihara keajegan sikap masyarakat terhadap pidana. Teori ini sering disebut 

sebagai educative teary atau denunciation theory161 

Teori relatif memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas 

kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk 

melindungi masyarakat menuju kesejahteraan, sehingga teori ini muncul tujuan 

pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan pada 

sipelaku maupun pencegahan umum162 yang ditujukan pada masyarakat. Menurut 

Leonard Orland, 163 teori relatif pernidanaan bertujuan rnencegah dan rnengurangi 

kejahatan. Pidana harus dirnaksudkan untuk rnengubah tingkah laku penjahat dan 

orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan, sesuai itu teori 

relatif lebih melihat ke depan. 

Teori ini, sarnpai derajat tertentu, dapat dilihat sebagai bentuk terapan secara 

terbatas dari prinsip dasar etika utilitarianisrne yang rnenyatakan bahwa suatu 

tindakan dibenarkan secara moral hanya sejauh konsekuensi-konsekuensi untuk 

161 Atmasasmita, Romli, toe. cit, hlm. 90. 
162 Sudarto, op.cil. him. 87. Penggunaan pidana sebagai prevensi umum ditentang sebagian 

masyarakat karena dalarn hal ini ada orang "yang dikorbankan demi contoh bagi orang lain", 
Dengan demikian maka pidana yang dijatuhkan itu menjadi tidak seimbang dengan kesalahan 
terdakwa dan manusia (terdakwa) dijadikan obyek dan dipakai sebagai alat untuk mencapai suatu 
tujuan yang tidak jelas. lni merendahkan derajat kemanusiaan. Lagl pula seandainya pengaruh itu 
ada, maka pengaruh itu mungkin ada pada mereka yang mengetahui akan adanya keputusan 
hakim yang bersangkutan. Apabila masyarakat umum tidak mengetahuinya, maka effek dari 
keputusan itupun tidak pemab ada. Kemungkinan besar mengetahui adalah keluarga dekat atau 
orang-orang di lingkungan tempat tinggal terdakwa. 

163 Sholehuddin, M. op.,cit.hlm.42. 
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kebaikan sebanyak mungkin orang. Akibat-akibat positif yang diperhitungkan ada 

pada suatu tindakan dan merupakan kriteria satu-satunya bagi pembenaran. 

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap penjahat, dapat dibenarkan 

secara moral bukan terutarna karena si terpidana telah terbukti bersalah, melainkan 

karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si 

terpidana, korban dan juga orang lain dalam masyarakat. Teori ini disebut juga 

sebagai teori konsekuensialisme. 164 

yaitu: 

Menurut Karl 0. Christiansen ada beberapa ciri pokok dari teori relatif ini, 

(1) the purpose of punishment is prevention (Tujuan pidana 
adalah pencegahan ); 

(2) prevention is not a final aim, but a means to amore suprems 
aim, e.g. social welfare (Pencegahan bukan tujuan akhir 
tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang 
lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat ). 

(3) only breaches of the law which are imputable to the 
perpetrator as intent or negligence quality for punishment ( 
hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat 
dipersalahkan kepada si pelaku saja, misalnya kesengajaan 
atau kelalaian yang memenuhi syarat untuk adanya pidana); 

( 4) the penalty shall be determined by its utility as an instrument 
for the prevention of crime ( Pidana harus ditetapkan 
berdasarkan tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan); 

(5) the punishment is prospective, it points into the future; it may 
contain as element of reproach, but neither reproach nor 
retributif elements can be accepted if they do not serve the 
prevention of crime for the benefit or social welfare 165

. 

(Pidana melihat ke depan atau bersifat prospektif, ia 
mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan 

164 
• Sholehuddin, M. op cit. him. 42. 

165
• Ibid .him. 43. Lihatjuga Karl 0. Christiansen, op.cit. him. 71. 
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membantu pencegaban kejabatan untuk kepentingan 
kesejabteraan masyarakat). 
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Dengan demikian menurut teori relatif, pidana bukan sekedar pembalasan 

terhadap orang yang melakukan kejabatan, tetapi lebih dari itu pidana mempunyai 

tujuan lain yang bermanfaat. Pidana ditetapkan bukan karena orang melakukan 

kejabatan, tetapi agar orang jangan melakukan kejahatan, karena teori ini mempunyai 

tujuan-tujuan tertentu dalam pemidanaan maka teori relatif sering juga disebut sebagai 

teori tujuan (utilitarian theory). 

Sanksi terletak pada teJjadinya kejabatan itu sendiri, yakni untuk memuaskan 

tuntutan keadilan. Sedangkan dalam teori relatif, sanksi ditekankan tujuan pidana. 

Sanksi dijatuhkan bukan karena orang telab melakukan kejabatan melainkan supaya 

orang jangan melakukan kejabatan. Teori ini disebut juga teori perlindungan 

masyarakat 166
• 

Beratnya sanksi dan atau deteksi serta prosekusi kejabatan dibatasi hanya oleh 

pengertian (pemabaman) yang baik dari orang-orang yang menerapkannya. Dengan 

demikian memidana orang yang tidak bersalab dapat memenuhi tujuan dari sistem 

sanksi seperti itu, sama mudabnya seperti memidana orang yang bersalab. 

Penyangkalan yang mudab atas jenis argumentasi ini adalab pemabaman yang baik 

selalu ada dalam hukum yang menetapkan batas-batas pada apa yang harus dialami 

oleh seseorang. 

166 Muladidan Barela NawawiArief, op.cit. him. 10 dan hlm.16. 
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Perdebatan para abli hukum pidana, terungkap dengan jelas bahwa sekalipun 

jenis sanksi pidana bersumber dari teori retributif memiliki kelemahan dari segi prinsip 

proporsionalitas tanggung jawab si pelaku kejahatan terhadap perbuatannya, namun 

retributive tidak mungkin dihilangkan sama sekali. Kaum retributive justru telah 

menyumbangkan pikiran tentang pemidanaan dari perspektif filsafat yang menghargai 

manusia sebagai individu yang matang dan bertanggung jawab sendiri atas perilaku 

dan tindakan-tindakannya. Tingkat kematangan dan tanggung jawab tersebut 

menentukan berat ringannya pemidanaan. Pertimbangan-pertimbangan semacam ini 

tidak menjadi unsur-unsur esensial dalam teori tujuan (utilitarianisme) tentang 

pemidanaan. 

Gerber dan Me Anany menyatakan, "kita dapat mulai dengan mengatakan 

bahwa sementara retribusi telah tidak populer, ia tidak pernah seluruhnya 

tersingkirkan. Bahkan dalam hari-harinya yang paling buruk, orang-orang mengakui 

bahwa sejauh apapun kita bergerak ke arah rehabilitasi sebagai tujuan total, tetap saja 

harus ada pemidanaan. Kita tidak dapat berbuat tanpanya. 

Demikian pula dengan rehabilitasi dan prevensi (sebagai tujuan utama dari 

jenis sanksi tindakanltreatment). Meski cara ini memiliki keistimewaan dari segi 

proses resosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial 

dan moral seseorang agar dapat berintegrasi lagi dalam masyarakat, namun terbukti 

kurang efektifmemperbaiki seorang penjahat karena dianggap terlalu memanjakannya. 

Justru seperti dikatakan C.S. Lewis, rehabilitasi yang pendekatannya melalui treatment 

telah mengundang tirani ind.ividu dan penolakan terhadap hak asasi man usia. 
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Paham filsafat yang memiliki kesetaraan antara punishment dan treatment 

seperti di atas, adalah filsafat eksistensialisme dari Albert Camus. Camus mengakui 

justifikasi punishment bagi seorang pelanggar, karena punishment merupakan 

konsekuensi logis dari kebebasan yang disalahgunakan pelaku kejahatan. 

Menurut Camus 167
, pelaku kejahatan tetap merupakan seorang human 

offender. Namun demikian, sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap pula 

bebas mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru, oleh karena itu, pengenaan sanksi 

harus pula bersifat mendidik. Sebab, hanya dengan cara itu ia dapat kembali ke 

masyarakat sebagai manusia yang utub. Camus jelas-jelas mengatakan kesetujuannya 

pada sanksi yang bersifat punishment . Meski demik.ian, pemidanaan dalam menggapai 

nilai-nilai baru dan penyesuaian baru. Pengenaan punishment terhadap seorang yang 

menyalahgunakan kebebasannya untuk melakukan pelanggaran, harus tetap 

dipertahankan. Namun pada waktu bersamaan si pelaku harus diarahkan lewat sanksi 

yang mendidik (treatment) untuk mencapai bentuknya yang lebih penuh sebagai 

manusia. 

Jelaslah bahwa filsafat eksistensialisme Camus mengakui justifikasi 

punishment di satu pihak, dan manfaat treatment di pihak lain. Pengakuan terhadap 

peran dua jenis sanksi tersebut merupakan konsekuensi logis dari konsep Camus 

mengenai human offender di satu sisi, dan human power di sisi lain. Human offender 

167 Sholehuddin, M. op.cit. him. 30 
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menunjuk pada fakta bahwa seseorang telah menyalahgunakan kebebasannya untuk 

melanggar sehingga ia hams dikenai sanksi pidana (punishment) sebagai imbalan. 

Sedangkan human power menunjuk pada fakta bahwa seseorang telah 

menyalahgunakan kebebasannya untuk melanggar sehingga ia hams dikenai sanksi 

pidana (punishment) sebagai imbalan. Sedangkan kekuatan manusia untuk 

mengaktualisasikan diri sebagai manusia. Dalam hal ini, seorang pelaku kejahatan 

membutuhkan sanksi yang bersifat treatment. 

Ide dasar double track system, kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan saksi 

tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua jenis sanksi 

tersebut secara tepat dan proporsional. Sebab, kebijakan sanksi yang integral dan 

seimbang (sanksi pidana dan tindakan), selain menghindari penerapan sanksi yang 

fragmentaristik (yang terlalu menekankan pada sanksi pidana), juga menjamin 

keterpaduan sistem sanksi yang bersifat individual dan sistem sanksi yang bersifat 

fungsional. Apa yang dikatakan oleh Hart, bahwa suatu teori pemidanaan yang secara 

moral dapat diterima, harus mampu memperlihatkan kompleksitas dari pernidanaan 

dan menguraikannya sebagai suatu kompromi antara prinsip-prinsip yang berbeda dan 

saling bertentangan. Untuk itu, setiap pemidanaan berdimensi majemuk dan setiap segi 

perlu diperhatikan secara terpisah tapi tetap dalam kaitan dengan totalitas sistem 

hukum. Dapat saja dalam satu perkara dimensi retributif lebih dorninan, tapi pada 

perkara lain prinsip kemanfaatan (teleologis) lebih unggul. Setiap dimensi yang 

dominan, menumt Hart, bisa menjadi relevan sebagai dasar justifikasi pernidanaan. 
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Teori Gabungan ada1ab gabungan kedua Teori Abso1ut dan Teori Re1atif atau 

tujuan yang mengajarkan babwa penjatuhan hukuman untuk mempertahankan tertib 

hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjabat168
. 

Berkaitan dengan teori-teori Pemidanaan di atas, se1anjutnya akan ditelisik 

teori pemidanaan mana yang 1ebih re1evan dalam pemidanaan terhadap pe1aku tindak 

pidana 1ingkungan hidup. 

Me1ihat ketiga teori di atas, dengan menghubungkannya dengan tujuan 

pemidanaan tindak pidana 1ingkungan seperti diuraikan di atas, maka teori 

pemidanaan dalam tindak pidana lingkungan hidup lebih relevan dengan teori 

relative/teori tujuan karena tujuan pemidanaan dalam UUPLH No.23 Tabun 1997 

adalab tujuan tertentu tidak terlepas dari tujuan umum pengelo1aan lingkungan hidup 

sebagaimana dalam pasal 3 UUPLH yaitu "untuk mewujudkan pembangungan 

berkelanjutan". 

Teori relative memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas 

kesalaban pelaku, tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi 

masyarakat menuju kesejabteraan, sehingga teori ini memunculkan tujuan 

pemidanaan sebagai sarana pencegaban, baik pencegaban khusus yang ditujukan pada 

sepelaku maupun pencegaban umum yang ditujukan pada masyarakat. Pidana bukan 

sekedar pembalasan terhadap orang yang melakukan kejabatan, tetapi lebih dari itu 

pidana mempunyai tujuan lain yang bermanfaat. Pidana ditetapkan bukan karena 

168
• Marpaung, Leden. 2005, op.cit. him .107. 
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orang melakukan kejahatan, tetapi agar orang lain jangan melakukan kejahatan, 

karena teori ini mempunyai tujuan-tujuan tertentu dalam pemidanaan maka teori 

relative ini sering disebut teori tujuan (utilitarian theory). 

Teori pernidanaan dalam tindak pidana lingkungan hidup tidak terlepas dari 

tujuan tertentu/manfaat mempertahankan fungsi kelestarian lingkungan hidup untuk 

mewujudkan pembangunan berkelanjutan. 

D. Kebijakan Pemidanaan Tindak Pidana Lingkungan Melalui Pendekatan 

Internasional. 

Tinjauan kebijakan pemidanaan tidak pidana lingkungan tidak terlepas dari 

pendekatan internasional, hal ini dilakukan mengingat konsiderans huruf d. 

pertimbangan pembentukan UUPLH yang berbunyi bahwa penyelenggaraan 

pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang 

berwawasan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan 

memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global 

serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup. 

Pencemaran dan perusakan lingkungan yang bersifat internasional telah lama 

teijadi, dan telah terlihat secara aktual memasuki Indonesia yakni dari kasus impor 

83 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dari Singapura yang dibuang di pulau Bintan 

Riau, Pencemaran asap ke berbagai negara tetangga karena akibat dari pembakaran 

hutan di Sumatera dan Kalimantan. 
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Pengaturan lingkungan tidak hanya menjadi urusan nasional, tetapi telah 

menjadi urusan antar negara bahkan internasional. Hal tersebut disimpulkan dari 

Deklarasi Den Haag (Declaration of the Haque 1989) yang menyatakan sebagai 

berikut: 

" Therefore we consider that, faced with of a problem the solution 
to which has three salient features, namely that it is vital, urgent and 
global, we are in a stuation that calls not only for implementation of 
existing principles but also for a new approach, through the 
development of a new principles of international law including new 
and more effective decision making and enforcement mechanism ... ". 

Terjemahan 
" ... oleh karena itu, kami memandang bahwa dalam menghadapi 
masalah, pemecahannya, mempunyai tiga wajah yang menjulang 
yakni yang vital, penting, dan global, kami berada dalam stuasi untuk 
tidak hanya mengimplementasikan prinsip-prinsip yang ada, tetapi 
juga untuk pendekatan baru melalui pengembangan prinsip-prinsip 
baru hukurn internasional meliputi pengambilan keputusan yang baru 
dan lebih efektif dan mekanisme penegakan hukum ... "169 

Pencemaran dan perusakan lingkungan dapat menimbulkan dampak 

lintas negara (act locally impact globally), karena sifatnya lintas negara 

(transboundary), maka negara asal pencemaran atau perusak lingkungan 

memiliki tanggungjawab untuk menghilangkan paling tidak mengurangi 

pencemaran atau perusakan lingkungan. Bila tidak, bisa saja negara asal 

pencemar polusi atau perusak lingkungan tersebut dituntut oleh negara yang 

terkena dampak atas dasar tanggung jawab negara (state responsibility). 

169
• Hamzah, Andi. 2005, opcit. him. 14. 
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Negara dalam hukum intemasional dapat dimintai pertanggungjawaban (state 

liability) meskipun negara merupakan entitas yang abstrak. 

Hakim Huber dalam perkara The Spanish Zone of Marocco Claims 

(1925) mengatakan bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi yang 

wajar dari adanya hak, dan sepanjang hak itu mempunyai sifat intemasional, 

ia akan melahirkan tanggungjawab intemasional yang mengakibatkan adanya 

keharusan untuk mengadakan perbaikan. Demikian pula dalam perkara The 

Chorzow Factory (1938) Mahkamah lntemasional Permanen (Permanent 

Court of International justice), menyatakan bahwa pertanggungjawaban 

negara merupakan prinsip dalam hukum intemasional sehingga apabila terjadi 

pelanggaran terhadap kewajiban tersebut mengakibatkan lahimya kewajiban 

untuk mengadakan (perbaikan) secara wajar dan memadai170
. 

Konsep tanggungjawab negara menurut Hikamahanto Juwana yang dikutip 

dari uraian Starke dalam bukunya "International law" adalah sebagai berikut 171 
: 

"... The rules of International law as to state responsibility concern the 

circumstances in which, and the principle whereby, the injured state becomes entitled 

to redress for the damage suffered ... " 

170 Ardhiwisastra, Yuda Bhakti, 2003. Hukum lnlernasional, Bunga Rampai, Cetakan l, Alumni 
Bandung, him. 6. 

171 Juwana, Hikmahanto, 2006. " Tanggung Jawab Negara dan !mplikasinya Terhadap Kebijakan 
Nasional : Kasus Pencemaran Asap Lintas Batas ", Disampaikan pada lokakarya " Tanggung 
Jawab Negara dalam Konteks Hukum Nasional dan Internasional : Kasus Pencemaran Asap 
Lintas Batas di Kawasan ASEAN" Kementerian Lingkungan Hidup pada tanggal 29-30 
Nopember 2006, Jakarta. Hlm.l-2. 



125 

Memang tanggungjawab negara dibatasi hanya pada lingkup, 'the 

responsibility of state for internationally wrongfUl acts.' Selanjutnya Starke 

mengatakan 172 

" ... The wrongs or injuries which give rise to state responsibility may be of 

various kinds. Thus a state may become responsible for breach of treaty, in respect of 

the non performance of contractual obligations, for injuries to citizens of another 

state, and so on. The breach of duty may be: (a) an act, or (b) an omission ... " 

Menurut Hikmahanto Juwana173 dari uraian Starke di atas maka ada beberapa 

hal tanggung jawab negara. Pertama tanggung jawab negara bisa memunculkan hak 

bagi negara yang menjadi korban (irifured state) untuk mendapatkan ganti rugi 

(redress for damage suffored) dari negara yang menimbulkan kerugian. Kedua bentuk 

dari kerugian yang diakibatkan suatu negara bisa bermacam-macam, baik yang 

berupa tindakan aktif (an act) atau tidak adanya tindakan (an omission). Tindakan 

aktif berarti tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh aparat negara yang 

kemudian menjadi tanggung jawab negara. Sementara tindakan omission adalah 

aparat negara tidak melakukan tindakan apapun namun karena ketiadaan tindakan 

mengakibatkan kerugian pada negara lain. 

Mengingat keterkaitan hukum lingkungan nasional dengan hukum lingkungan 

internasional, maka perlu dilihat dalam hubungannya khusus dengan kebijakan 

pemidanaan Tindak pidana lingkungan melalui pendekatan internasional. 

m . Ibid, hlm.2. 
l73 • Ibid ,hlm.2. 
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Huklllll lingkungan internasional selalu dibedakan oleh UNEP (United 

Nations Environmental Program) atas 2 jenis huklllll (lingkungan) yaitu 

a) Huklllll keras (hard law), meliputi huklUll yang memiliki daya mengikat 

secara pasti, seperti perjanjian internasional dan Perundang-undangan 

nasional, dan 

b) Hukum lunak (Soft law), meliputi unsur-unsur huklllll yang tidak memiliki 

daya mengikat secara pasti, seperti asas, tuntutan, praktek dan tata laksana 

yang dianjurkan, dan patokan (standarct/ 74 

Menurut M.Daud Silalahi bahwa Huk\Ull Lingkungan lnternasiona1 175 telah 

berkembang secara bertahap sejak tahun 1970-an, dengan dua faktor yang dominan 

yang menyebabkan perkembangan ini: pertarna kecelakaan penting mengenai 

lingkungan hidup yang berakibat pada Negara lain, pada tahun 1967 kecelakaan 

Tanker Torrey Canyon, tahun 1986 bocornya!meledaknya nuclear di Chernobyl; 

kedua, meningkatkan perhatian terhadap lingkungan di forum internasional. Oleh 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengambil peranan penting dalam 

kesadaran internasional terhadap lingkungan hidup. 

174 Danusaputro, St. Munadjat, 1982. Hukum Lingkungan, Buku IV Global, op.cit. him. 72. 
175 Silalahi, M. Daud. 2001. Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan 

Indonesia, Penerbit Alumni Bandung,. him. 138. Hukum Lingkungan Intemasional merupakan 
bidang baru (new depelopment) dalam sistem Hukum Intemasional (Johnston). Bidang baru ini 
dapat pula dianggap bagian dari Hukum Laut Baru dengan nama Hukum Lingkungan Laut 
Intemasional. 
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Di dalam hukum lingkungan Internasional dikenal adanya Transboundary 

liability, tentang pertanggungjawaban oleh suatu perusahaan atau kegiatan usaha 

yang terjadi di Negara lain (terpautnya dua negara atau lebih ) terhadap lingkungan, 

melalui proses penyelesaian sengketa lingkungan secara litigasi (peradilan). Dalam 

Transbondary Liability ini sangat erat kaitannya dengan penerapan prinsip-prinsip 

hukurn internasional diantaranya : 

I) Prinsip "Forum Non Conveniens" ( Discreation not to hear the case/prinsip suatu 

pengadilan di suatu negara lebih adil untuk tidak berwenang rnengadili suatu 

perkara yang timbul dan terjadi di negara lain). 

2) Prinsip "Mozambique principle" (suatu prinsip dimana tuntutan atas 

konpensasi/ganti rugi tidak dapat diterima oleh pengadilan dari suatu negara , 

rnanakala tuntutan tersebut didasarkan kepada dalil-dalil kepernilikan /masalah 

kepemilikan rnerupakan wewenang pengadilan yang bersangkutan 176
• 

Terdapat tiga kasus yang langsung rnenyentuh masalah 'Transnational 

Environmental Litigation" yaitu : 

I) Kasus The Papua New Guinea OK.TEDI, perkara perusahaan pertambangan 

yang diperiksa dan diadili di Victoria Australia. 

176 Fowler, Rob. 1999. "Transboundary Liability", dalam laporan Indonesia-Australia Specialised 
Training Project II Environmental Law and Enforcement Short Course Sydney -
Adelaide(Australia), tanggal20 Oktober 1999, Adelaide University, Adelaide, Australia, 1999. 
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2) Kasus The Connely, perusahaan pertambangan Uranium Rossing di Namibia, 

yang diperiksa dan diadili di Inggris. 

3) Kasus The Thor Chamicals, pabrik kimia Cato Ridge, di Nata Afrika Selatan, 

yang diperiksa dan diadili di Inggris. 

Hukum Lingkungan Intemasional ini juga dipengarubi oleh beberapa putusan 

penting lainnya dari pengadilan dan Tribunal. Putusan yang paling berpengarub 

adalah putusan Abitrase antara Canada dan US tentang bau dari cerobong kereta api 

(Trail Smelter Arbitration). 

Mengingat perkembangan kasus-kasus lingkungan Intemasional, telah 

diadakan konferensi mengenai Konferensi Intemasional yang pertama pada tahun 

1972 tentang Lingkungan Hidup Manusia (Konferensi Stockholm), untuk 

menanamkan prinsip-prinsip lingkungan hidup yang penting dan menjadi dasar 

perkembangan Hukum Intemasional. 

Untuk meletakkan landasan bagi international legal principles di bidang 

Lingkungan, kita perlu memiliki persepsi yang benar tentang lingkungan sebagai 

milik bersamam. Dengan mengutip pandangan Maurice Strong selaku Sekjen 

Konferensi Stockholm 1972 yang menganggap deklarasi Stockholm sebagai : A new 

and important-indeed and dispensible-beginning of an attempt to articulate a code of 

international conduct for the age of environment. Deklarasi Stockholm harus mampu 

menjabarkan State's Rights and Responsibility. 

177
• Silalahi, M. Daud. 2001, op.cit. him. 146. 
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Perdebatan akademis antara Selden dan Grotius telah me1ahirkan teori-teori 

klasik bagi konsep tanggungjawab negara(state responsibility) atas 1ingkungan yaitu 

teori tentang habis dan tidak habisnya sumber kekayaan a1am di !aut (exhaustibility 

concept)178
• Menurut M.Daud Silalahi teori-teori tentang responsibility dan liability 

dapat dianalisis dalam hukum lingkungan intemasional sebagai act irifuries to 

another state. Argumentasi-argumentasi yang banyak dipersoalkan di sini a right on 

the part of a state treatened with environmental irifury from sources beyond its 

territorial jurisdiction, at least where those sources are located on the high seas, to 

take reasonable action to prevent or abate that injury179
. 

Hak-hak demikian telah diatur dalam treaty or convention environmental law, 

seperti dalam the 1969 IMCO Convention Relating to intervention on the High Seas 

in Cases of Oil Pollution Causalities'80
. 

Masalah responsibility -liabilty principle ini sering dikaitkan dengan legal 

strategy. Yang diamksudkan legal strategy ialah dengan mengembangkan suatu 

sistem, yaitu upaya to prevent irifurious activity primarily through regulatory regimes 

estabilishing precise standards of permissible conduct. A remedy bagi suatu kasus 

berdasarkan specific regulatory regime. Specific regulatory regime salah satu 

persoalan yang dibahas dalam kasus Trail Smelter untuk menjawab responsibility and 

178
• Ibid, hlm. 159. Muchtar Kusumaatmadalam M.Daud' Sialahi. 

179
• Ibid. hlm. 160. 

119 • Ibid.hlm. 160. 
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liability. Dalam kasus tersebut Badan Arbitrase telah menganggap specific regulatory 

regime sebagai dasar permissible level of emission di pihak industri 181
. 

Permissible level of injury berfungsi ganda yakni memberi dasar gugatan bagi 

kerugian yang terjadi dan dipihak lain menetapkan alokasi biaya bagi kepentingan 

masa yang akan datang (generasi/pemakai kemudian)182
• 

Perkembangan hukum lingkungan internasional yang lebih luas dan mendasar 

terjadi sebagai akibat dari The Brundtland Report yang puncaknya dicapai dalam 

UNCED 1992 di Rio yang menghasilkan prinsip-prinsip Deklarasi 1992. Rancangan 

hukum lingkungan internasional yang berkembang bersumber dari : 

a) The Rio Declaration. 

b) The Convention on Bilogical Diversity. 

c) The Frame Convention on Climate Change. 

d) Agenda 21; dan 

e) Prinsip-prinsip non legally binding authoritative statement di bidang hukum 

lingkungan internasional ini. 

Menurut Andi Hamzah183 bahwa !cunei keberhasilan hukum lingkungan 

internasional ini terletak pada "pengaturan kerja sama multilateral dan bilateral antara 

181 
• Ibid. him. 160. 

182
• Ibid. him. 160. 

183 Hamzah, Andi, 2005, op.cit. hlm.l42. Prinsip ke XXIV Agenda 21: Masalah-masalah 
intemasional mengenai pertimbangan dan perbaikan lingkungan harus ditangani dengan jiwa 
keija sama oleh semua negara, besar, dan kecil yang berdiri sama tinggi. Keija sama melalui 
pengaturan multilateral dan bilateral atau cara-cara lain yang sesuai adalah esensial untuk 
pengawasan efektif mencegah, mengurangi, dan meniadakan dampak merusak lingkungan 
sebagai dampak akibat berbagai aktifitas yang dilakukan semua bidang dengan cara demikian 
babwa perhitungan yang tepa! diimbali bagi kedaulatan dan kepentingan semua negara. 
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negara-negara" untuk pengawasan efektif, pencegahan, pengurangan dan peniadaan 

darnpak yang merusak 1ingkungan (Prinsip ke-XXIV Agenda 21 ). Di Negara Eropa 

Barat cukup berhasil dalarn menciptakan pengaturan keija sarna regional seperti 

dimaksud ini, sehingga dapat dikatakan lahirnya European Environmental Law. 

Kerja sarna antar negara Eropa Barat tersebut dalarn praktik efektif jika dilihat 

penye1esaiaan kasus Seveso di Italia yang pusat perusahaan yang mencemari itu ada 

di Swiss. 

Baik penyelesaian ganti kerugian(perdata), maupun penyelesaian hukurn 

pidana. Para pelaku atau yang dipandang bertanggung jawab atas kelalaian terlarnbat 

melapor kepada pemerintah tentang teijadinya kebocoran zat kimia yang berbahaya 

ke atmosfer telah dijatuhi pidana penjara 6 enarn bulan sarnpai lima tahun. Empat 

terdakwa dibebaskan di pengadilan banding sedangkan seorang pidananya ditunda. 

Kejadian di wilayah Italia dan pembuat melakukan delik juga di Italia, dengan 

sendirinya hakim Italia beiWenang mengadili dan hukum (pidana) juga dilakukan, 

karena semua terdakwa berada di Italia184
. 

Melaui Stockholm Declaration ini perkembangan hukum Lingkungan telah 

memperoleh dorongan yang kuat, baik pada taraf nasional, regional maupun 

Internasional, memperoleh keuntungan mulai tumbuh kesatuan pengertian dan bahasa 

diantara para ahli hukum dengan menggunakan Stockholm Declaration ini sebagai 

referensi bersarna. 

184
• Ibid. hlm. 142-143. W. P.Nanda dalam Andi Hamzah. 
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Pertemuan Intemasional yang pertama kali diadakan dalam bidang hukum 

lingkungan oleh para pejabat tinggi Negara ahli bidang hukum lingkungan di 

Montevideo, Uruguay pada tanggal 28 Oktober - 6 Nopember 1981, menghasilkan 

kesimpulan dan rekomendasi yang sangat berarti bagi perkembangan hukum 

lingkungan. 

Perkembangan lebih lanjut dalam pengembangan kebijaksanaan lingkungan 

hidup di bidang hukum pidana dapat dilihat dari Laporan Kongres PBB ke-7 yang 

menyoroti masalah pembangunan (development) dan masalah kualitas lingkungan 

hidup (quality of life) menyatakan, bahwa kejahatan lingkungan 

(ecological/environmental crimes) mengganggu kualitas lingkungan hidup (impinged 

on the quality of life), mengganggu kesejahteraan material seluruh masyarakat 

(impinged on the material well-being of entire societies) dan mempunyai pengaruh 

negatif terhadap usaha-usaha pembangunan bangsa (had a negative impact on the 

development efforts ofnations)185
• 

Kongres PBB ke- 8 tahun 1990 di Havana, Cuba. Di dalam draft resolution 

mengenai The Role of Criminal Law in the Protection of Nature and the Environment 

(Dokumen No. A/CONF.144/L. 4 tanggal 3 September 1990) antara lain menyatakan 

bahwa disamping tindakan-tindakan berdasarkan hukum administrasi dan 

pertanggungjawaban berdasarkan hukum perdata juga perlu diambil tindakan

tindakan terhadap masalah lingkungan hidup berdasarkan hukum pidana. Negara-

185 
• Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1992. Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni Bandung, hlm.l69. 
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negara (PBB) dihimbau untuk mengimp1ementasikan secara efektif hukum nasiona1 

yang termasuk hukum pidana, berhubungan dengan perlindungan lingkungan186
. 

Kongres PBB ke-9 tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Para 

Pe1aku, pada tangga1 29 April - 8 Mei 1995 di Kairo, menjadikan masa1ah 

1ingkungan hidup sebagai salah satu agenda utama, berdasarkan program keija The 

Commission on the Crime Prevention and Criminal Justice 1992-1996 yang 

menyoroti secara khusus keterkaitan antara masa1ah lingkungan hidup dengan sistem 

peradilan pidana 187
. 

Dengan melihat peranan hukum lingkungan intemasional dan sumber-sumber 

hukum lingkungan intemasional di atas, serta mengingat karena Indonesia sa1ah satu 

negara anggota PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), maka kebijakan pemidanaan 

tindak pidana 1ingkungan tidak terlepas dari kebijakan hukum lingkungan 

intemasional, termasuk implementasi prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam 

dek1arasi Rio tersebut antara lain sebagai berikut : 

Precautionary principle untuk perlindungan lingkungan hidup. 

Prinsip pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development 

principle) . 

Prinsip me1akukan Ana1isa Dampak Lingkungan sebagai alat/instrument 

kebijaksanaan lingkungan dan perencanaan. 

Prinsip-prinsip dalam Hukum Lingkungan Intemasional adalah : 

'" . Ibid. him. 170. 
187

• Muladi, 2002, /oc.cit. him. 91 
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1) Kewajiban bagi semua negara untuk melindungi (konservasi) lingkungan 

hidup dan sumber alarnnya. 

2) Kebutuhan bagi negara-negara untuk memonitor dan menilai akibat/dampak 

lingkungan hidup. 

3) Kebutuhan untuk keijasama internasional untuk konservasi lingkungan. 

Indonesia telah menyusun Agenda 21 dengan mengacu pada dokumen 

Agenda 21 Global, GBHN 1993, Repelita VI, dokumen institusi pemerintah dan 

badan-badan Internasional, serta publikasi lainnya. 

Pengarahan yang tegas bagi negara-negara yang melaksanakan pengembangan 

kelembagaan dan program pembaharuan hukum lingkungan untuk memberikan 

kerangka hukum bagi pembangunan berkelanjutan diberikan dalam Section 8.14 

Deklarasi Rio yang menyatakan, bahwa adalah esensial untuk mengembangkan dan 

melaksanakan hukum dan peraturan yang integratif, dapat ditegakkan dan efektif 

yang didasarkan atas prinsip sosial, ekologi, ekonomi, dan ilmiah yang kuat. 

E. I. Substitusi Pemidanaan Dalam Perkara Pidana Lingkungan. 

Pengambilan kebijakan oleh hakim yang dituangkan dalam putusan-putusan 

pemidanaan berdampak pada perbedaan-perbedaan atau dapat dipandang 

menimbulkan ketidakadilan dikala tidak dilandasi suatu alternatif yang obyektif atau 

dilandasi suatu logika yang terukur. 
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Logika akan terukur bilarnana dilandasi suatu teori yang sifatnya obyektif 

pada saat kapan dan dimanapun tempatnya. Seperti telab dibabas dalarn bab 

terdabulu babwa terdapat berbagai macam teori yang memandang tujuan pemidanaan. 

Penyeragarnan tujuan pemidanaan seharusnya diwujudkan dalam bentuk normatif , 

sehingga mengikat bagi hakim di dalarn hal penjatuhan pidana. Karena bilamana 

tujuan pemidanaan ini masih tetap dalam tataran teori, maka hakim akan terbawa ke 

alam perbedaan pemikiran terpengaruh oleh akibat perbedaan teori-teori tersebut. 

Dalam bab-bab terdabulu telab banyak kita lihat teori-teori yang mendasari 

pemikiran tujuan penjatuhan pidana (sanksi). 

Berbagai pendapat abli hukum terkemuka mengenai pengertian sanksi 

diantaranya Hans Kelsen beliau mengatakan sanksi dibuat sebagai konsekuensi dari 

perbuatan yang dianggap merugikan masyarakat dan yang menurut maksud-maksud 

dari tata hukurn, harus dihindarkan 188
• 

Dalarn rancangan KUHP baru konsep tabun 2004/2005 yang merupakan 

kategori hukurn konstituendum (hukurn yang akan berlaku di masa yang akan datang 

) telab diatur di dalarn pasal 54 tentang tujuan pemidanaan, yakni 

I). Pemidanaan bertujuan : 

a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi 
pengayoman masyarakat; 

b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi 
orang yang baik dan berguna ; 

' 11 . Kelsen,Hans. alih bahasa Drs. Somardi, 1995. Teori Hukum Murni, Penerbit Rimdi Press, him. 51. 
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c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan 
keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; 

d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana; dan 
e. memaafkan terpidana. 

2). Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat 

masyarakat. 

Tujuan pemidanaan yang diatur dalam Rancangan KUHP ini tersebut, juga 

masih disusun secara urn urn yang berlaku terhadap seluruh jenis tindak pidana yang 

diklasifikasikan sebanyak 35 jenis tindak pidana, sementara masing-masing tindak 

pidana tersebut tentu diklasifikasikan karena mempunyai karakteristik fungsi, dan 

tujuan yang berbeda. Mengenai tindak pidana lingkungan juga diatur dalam Bab 

VIII Bagian Kedelapan rancangan KUHP tersebut, tentu dapat difahami bahwa 

tujuan pemidanaan yang dimaksudkan dalam pasal 54 tersebut meliputi tujuan 

pemidanaan dalam tindak pidana lingkungan hidup. 

Tujuan hukum lingkungan telah dikemas dalam tujuan tindak pidana 

lingkungan, sehingga dikala membicarakan tujuan penjatuhan pidana (sanksi) 

terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, perhatian tidak dapat terlepas dari 

tujuan umum pemidanaan dan relevansinya dengan tujuan pemidanaan dalam tindak 

pidana lingkungan. 

Terhadap tujuan pemidanaan yang bersifat umum seperti yang dikemukakan 

di atas, perlu diperhatikan pendapat Phlippe Nonet & Philip Selznick perihal tujuan 

yang bersifat umum tersebut, yang mengatakan bahwa tujuan-tujuan yang bersifat 

umum cenderung impotent, yaitu begitu abstrak dan kabur sehingga tidak dapat 
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memberikan panduan dalam membuat keputusan maupun standar-standar evaluasi 

yangjelas 189
. 

Tujuan yang bersifat jelas dan terperinci suatu undang-undang sudah 

seharusnya secara tegas diatur dalam ketentuan undang-undang yang bersangkutan190
• 

Kejelasan tujuan merupakan watak khusus hukum yang menghendaki agar 

apa yang dituju dirumuskan dengan jelas terlebih dahulu dalam arti : I). Dirumuskan 

sedemikian rupa sehingga dapat memberikan arah pelaksanaannya dengan jelas 

( operasional); 2). Dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan 

kekaburan makna; 3). Tujuan itu hendak konsisten dengan tujuan-tujuan lain yang 

hendak dicapai oleh masyarakat 191
• 

Pidana lingkungan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 

PLH, difungsikan sebagai fungsi subsidiaritas, dimana penggunaan instrumen 

penegakan hukum pidana lingkungan, baru dapat dilakukan hila memenuhi salah satu 

persyaratan sebagai berikut : 

1) Sanksi hukum administrasi, sanksi hukum perdata, upaya penyelesaikan 
sengketa secara altematif melalui negosiasi/mediasi/musyawarah diluar 
pengadilan setelah diupayakan tidak efektif. 

2) Tingkat kesalahan pelaku relatif berat. 

189 Nonet, Philippe & Phlip Selznicl<, 2003. Hukum Responsif: Pilihan di masa transisi, Huma, 
Jakarta, him. 68. 

1
"' Lihat Pasal 5 dan penjelasannya, UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan. Asas peraturan perundang-undangan yang baik diantaranya adanya 
"kejelasan tujuan"yakni bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus 
mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Adanya "kejelasan rumusan" yakni bahwa 
setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan 
perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminology, serta bahasa hukumnyajelas 
dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam 
pelaksanaannya 

191 Hendrojono, 2005. Sosiologi Hukum, Srikandi, hlm.l6-17. 
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3) Akibat perbuatan pelaku pelanggaran relatif berat. 
4) Perbuatan pelaku pelanggaran ketentuan perundang-undangan lingkungan 

hidup tersebut menimbulkan keresahan masyarakat. 

Pengaturan hukum pidana lingkungan dengan asas subsidiaritas ini sejalan 

dengan alam pemikiran filsafati mengenai hukum pidana. Hukum pidana berbeda 

dengan bidang hukum lainnya karena sistern sanksinya yang negatif mengandung 

paksaan tidak enak dirasakan. Sifat sanksi pidana yang negatif itu hendaknya hanya 

diterapkan apabila benar-benar upaya lain sudah tidak memadai sehingga hukum 

pidana seyogianya mempunyai fungsi yang "subsidier". Disamping sifat yang tidak 

enak dirasakan bagi seseorang dari penerapan pidana yang negatif itu masih terdapat 

akibat lain yang dirasakan berupa stigma sekalipun telah selesai menjalani pidana, 

oleh karena itu jika tidak perlu, hendaknya jangan rnenggunakan pidana selain upaya 

terakhir yang bersifat 'ultimum remidium"192 

Hukum pidana memang merupakan penjatuhan sanksi yang tidak enak 

dirasakan, maka hukum itu sedapat mungkin hanya boleh digunakan bilamana sarana 

lain telah dicoba dan tidak berhasil. Dalam bidang lingkungan, sarana lain ini berarti : 

sarana atau upaya adrninistrasi atau upaya perdata. 

Melalui suatu analisa mendalam, Van de Bunt berkesimpulan bahwa asas 

"ultimum Remedium" bukanlah suatu asas yang dijelaskan dengan tuntas. Lebih jauh 

lagi, asas ini dipergunakan dalam sejumlah pengertian yang saling bertentangan 193
• 

191 Pwnomo, Bambang. 1993.0p.cit. hlm.l99. 
193 Schaffmeister. D, Penteljemah Tristam P. Moeliono, 1994. op.cit, him. 389. 
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Terdapat 4(empat) macam penafsiran oleh Mudzakkir194 terhadap 

subsidiaritas dalam hukum lingkungan sebagaimana dalam penjelasan umum 

UUPLH, yakni : 

Pertama, Prosedur Pidana sebagai prosedur pamungkas. Hukum Pidana ditempatkan 

murni sebagai senjata pamungkas atau ultimum remidium setelah hasil pemberlakuan 

sanksi-sanksi hukum lain tidak efektif untuk kasus yang bersangkutan. Disamping itu, 

masih ditambah lagi syarat-syarat lain yang bersifat alternatif/Kumulatif, yaitu tingkat 

kesalahan pelaku relatif berat, akibat perbuatannya relatif besar dan/atau 

perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat. 

Kedua, Sanksi Pidana sebagai sanksi alternatif. Prosedur pidana dipergunakan 

sebagai sanksi alternatif apabila prosedur penyelesaian melalui alternatif penyelesaian 

sengketa gaga! dan sanksi-sanksi lain dinilai tidak akan efektif dan/atau tingkat 

kesalahan pelaku relatif berat, akibat perbuatannya relatif besar, dan/atau 

perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat. Jadi untuk menggunakan sanksi 

pidana tidak perlu terlebih dahulu menjatuhkan sanksi-sanksi lain, cukup berdasarkan 

pengalaman pada penerapan sanksi pada kasus-kasus sebelumnya dinilai tidak efektif. 

194 Muzakkir, Aspek Hukum Pidana Dalam Pelanggaran Lingkungan Hidup, dalam Buku : Hukum 
dan Lingkungan Hidup di Indonesia 75 Tahun Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, SH.,ML. oleh 
Abdurrahman dkk, Program Pasca Sarjana UI, Jakarta, 2001, him. 522-525. 
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Ketiga, Sanksi Pidana sebagai sanksi Kumulatif. Kumulasi sanksi pidana dengan 

sanksi lain dimungkinkan apabila sanksi,sanksi lain tidak efektif dan/atau 1 ).tingkat 

kesalahan pelaku relatif berat ; 2) akibat perbuatan relatif besar; dan/atau 

perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat. Asas subsidiaritas ditafsirkan 

secara sempit yakni sebagai syarat untuk mengkumulasikan prosedur pidana atau 

sanksi pidana dengan sanksi-sanksi lain. 

Keernpat, Sanksi pidana sebagai sanksi alternatif yang berdiri sendiri. Berbeda 

dengan penafsiran sebelurnnya, penafsiran yang keempat ini menempatkan prosedur 

pidana dan sanksi pidana sebagai sanksi alternatif yang berdiri sendiri. Maksudnya 

penggunaan prosedur dan sanksi pidana tidak dihubungkan dengan sanksi cabang 

hukum lain. Prosedur pidana ditempuh apabila memenuhi syarat, baik alternatif 

maupun kumulatif; 1 ). Tingkat kesalahan pelaku relatif berat; 2). Akibat perbuatan 

pelaku relatifbesar; 3). Perbuatan pelaku menimbulkan keresahan masyarakat. 

Penjelasan umum Undang-undang Lingkungan Hidup tersebut, menimbulkan 

penafsiran yang beragam dalam penggunaan prosedur pidana lingkungan, dan oleh 

Muzakkir195 menyarankan agar penafsiran kedua lebih tepat dipergunakan, mengingat 

dampak pelanggaran lingkungan hidup sangat luas yakni : prosedur pidana dapat 

dipergunakan apabila berdasarkan atas pengalarnan dalarn penegakan hukum hukum 

lingkungan sebelurnnya yang menggunakan prosedur adminsitrasi dan/atau perdata 

tidak efektif dan telah memenuhi salah satu dari syarat ketiga syarat. 

'" Muzakkir, op.cit, 2001, him. 525. 
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Kata "tidak efektif' yang ditujukan pada sanksi bidang hukum lain 

menunjukkan bahwa sanksi hukum lain harus dipergunakan lebih dahulu untuk 

membuktikan bahwa sanksi hukum lain tidak efektif. 

Penafsiran Muzakkir di atas te1ah mempersamakan prosedur pidana dengan 

sanksi pidana, hal ini merupakan salah satu multi tafsir terhadap penerapan asas 

subsidiaritas. Prosedur pidana merupakan acara sedangkan sanksi telah berbicara 

tentang substansi hukum(materi hukum). 

Terhadap asas subsidiaritas inipun oleh Kejaksaan Agung juga telah memberi 

penafsiran melalui Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-

60/E/Ejp/0 112002 perihal Pedoman Tehnis Yustisial Penanganan perkara Tindak 

Pidana Lingkungan Hidup196
, dimana kegiatan penegakan hukum terhadap suatu 

tindak pidana lingkungan hidup barn dapat dimulai bila telah dilaksanakannya 

tindakan hukum tersebut di bawah ini : 

a). Aparat yang berwenang menjatuhkan sanksi administrasi sudah menindak 

pelanggar dengan menjatuhkan suatu sanksi administrasi tersebut tidak 

mampu menghentikan pelanggaran yang teljadi atau, 

b). An tara perusahaan yang melakukan peianggaran dengan pihak 

masyarakat yang menjadi korban akibat tezjadi pelanggaran, sudah 

diupayakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif di luar 

196 Kejaksaan Agung RI dan Kementerian Lingkungan Hidup, 2004. Pedoman Teknis Yuslisia/ 
Penangan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup . 
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pengadilan melalui bentuk musyawarah, perdamaian, negosiasi, mediasi 

namun upaya yang dilakukan menemui jalan buntu, dan atau Iitigasi 

melalui pengadilan, namun upaya tersebut tidak efektif, baru kegiatan 

dapat dimulailinstrument penegakan hukum pidana lingkungan hidup 

dapat digunakan . 

Kedua syarat asas subsidiaritas dalam bentuk upaya tersebut di atas dapat 

dikesampingkan, apabila dipenuhi tiga syaratlkondisi tersebut di bawah ini : 

1). Tingkat kesaahan pelaku relatifberat, 

2). Akibat perbuatannya relatifbesar. 

3). Perbuatan pelanggaran menimbulkan keresahan masyarakat. 

Penentuaan terpenuhi atau tidaknya syaratlkondisi tersebut seyogianya tidak 

ditentukan secara sepihak oleh penyidik atau penuntut umum, namun harus 

diupayakan adanya statement tertulis dari pejabat instansi teknis sektoral dan 

pimpinan pemerintah daerah yang beiWenang melalui suatu hubungan konsultasi dan 

koordinasi. Asas subsidiaritas merupakan penyimpangan terhadap asas Iegalitas yang 

berlaku dalam penegakan hukum pidana mengenai kejahatan-kejahatan yang 

komunal sehari = hari ditangani oleh penyidik polri. Untuk dapat memulai kegiatan 

penyidikan tindak pi dana Iingkungan tidak cukup hanya terdapatnya fakta- fakta yang 

lengkap, bukti-bukti permulaan yang cukup dan terdeteksi!teridentiflkasinya 

tersangka. Disamping terpenuhi 3(tiga) syarat minimal tersebut, untuk dapat memulai 

kegiatan penyidikan tindak pidana Iingkungan (yang diatur dalam Undang-undang 

Nomor.23 Tahun 1997) harus terpenuhi pula apa yang dinamakan asas subsidiaritas. 
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Menurut penjelasan surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umurn tersebut bahwa 

asas subsidiaritas tidak diber!akukan dalarn penyidikan tindak pidana lingkungan 

yang diatur di luar UU Nomor 23 Tahun 1997. 

Bila dilihat selanjutnya dari ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Negara 

Lingkungan Hidup (Kepmen L.H) Nomor. 19 Tahun 2004 tentang Pedoman 

Pengelo1aan Pengaduan Kasus Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan, tarnpak 

bahwa semua pengaduan yang berkaitan dengan adanya dugaan teijadinya 

pencemaran dan atau perusakan lingkungan, dilakukan klarifikasi oleh Bupati atau 

Kepala Instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup di 

Kabupaten!Kota, setelah didahu1ui pengaduan yang disarnpaikan kepada Kepala 

Desa, Lurah atau Carnal setempat, atau Bupati, atau Gubernur atau Menteri 

Lingkungan. Narnun pada ketentuan berikutnya pasal 7 ayat 2 huruf d Keputusan 

Menteri Lingkungan Hidup yang bersangkutan, apabila Tim Verifikasi menemukan 

te1ah terjadi pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup dan ditemukan bukti 

awal teijadinya tindak pidana maka perlu dilakukan penegakan hukum Pidana . 

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 ini semakin 

menarnbah penafsiran subsidiaritas (dalarn penjelasan urnurn UUPLH) ke arah yang 

tidak jelas, karena di dalarn pasal 7 ayat 2 huruf g dan ~ terdapat pembidangan 

pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, yakni : 1 ). pencemaran dan atau 

perusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian dan, 2). Pencemaran dan 

atau perusakan lingkungan hidup yang mengandung ditemukan bukti awal terjadinya 

tindak pidana. 



144 

Bertitik tolak dari maksud kalimat "apabila prosedur pidana barn akan 

didayagunakan untuk pelanggaran lingkungan hidup hanya setelah prosedur 

administrasi, hukum perdata, dan altematif penyelesaian sengketa gaga! atau tidak 

efektif', dari sini dapat difaharni bahwa kedua tindak pidana pencemaran dan 

perusakan lingkungan sarna juga pengertiannya baik dalam hukum adminsitrasi 

lingkungan, dalarn hukum perdata Lingkungan, maupun dalam tindak pidana 

lingkungan hidup, hal ini sesuai dengan penjelasan otentik dari UUPLH . 

Berangkat dari kerangka konsep maupun kerangka teori di atas, berarti 

terdapat relatifitas daya operasional atau fungsi pidana lingkungan itu sendiri, karena 

ditempatkan sebagai fi.mgsi subsidiaritas dalarn penerapannya, setelah melihat efektif 

tidaknya daya guna hukum administrasi dan hukum perdata dalam penyelesaian 

peristiwa pencemaran dan perusakan lingkungan. 

Menarik dikutip pendapat Andi Hamzah197 dalarn kesempatan ini, yang 

setelah terlebih dahulu menguraikan pendapat ahli hukum Belanda bemarna Mr.De 

Bunt mengenai ultimum remedium, beliau mengatakan bahwa argumentasi Mr.De 

Bunt itu hanya didasarkan pada teoretis. Fangman mengemukakan bahwa pendapat 

yang mengatakan penerapan hukum pidana merupakan U/timum remidium telah 

ditinggalkan di N egara Belanda, karena hal itu menimbulkan pertengkaran disana 

antara pejabat administrasi dan penuntut umum tentang kapan tiba saatnya 

penggunaan obat terakhir ini (hukum pidana). Maksudnya sering pejabat administasi 

I9
7 Hamzah, Andi. 2005, op.cit. hlm.72. 
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mengatakan belurn tiba saatnya penggunaan instrument hukum pidana, sedangkan 

penuntut urnurn mengatakan sudah saatnya menerapkannya. Jadi baik berdasarkan 

teori maupun praktek, tidak lagi dapat dipakai adagium bahwa instrument hukum 

pidana merupakan ultimum remedium untuk pelanggaran hukum Iingkungan. 

Pendapat Andi Hamzah di atas sebenamya telah diawali dengan pendapat 

bahwa pidana modern tidaklah berarti bahwa pasti berakhir dengan pidana(penjara). 

Banyak alternatif lain yang dapat diterapkan baik oleh jaksa maupun oleh hakim. 

Pasal 9 a Ned. Wvs telah mencantumkan asas subsosialitas (subsocialiteit) yang 

mengatakan, bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana walaupun apa yang 

didakwakan telah terbukti dan terdakwa bersalah, jika delik itu terlalu ringan atau 

melihat keadaan pada waktu perbuatan dilakukan atau sesudah perbuatan dilakukan. 

Ketentuan semacam ini telah juga telah dicantumkan dalam Rancangan KUHP yang 

baru198
. Dari ketentuan ini pun dapat dilihat, bahwa hukurn pidana (modern) tidak 

mesti berakhir dengan pidana (penjara). Tidak dapat dikatakan khususnya dalam 

penegakan hukurn lingkungan, bahwa instrument hukurn pidana merupakan obat 

terakhir (ultimum remidium)199
• 

198 Ibid. him. 68. Lihat juga Barda Nawawi, 2005. Pembaharuan Hukum Pidana, him. 278. Beliau 
menyimpulkan bahwa dari ide-ide dasar sistem pemidanaan yang dianut dalarn RUU.KUHP , 
mal<a dimungkinkannya hakim menjatuhkan jenis pidana lain yang tidak tercantum dalam 
perumusan delik yang hanya diancam dengan pi dana tunggal (Pasal 56 -57 RUU KUHP) 

199 !bid him. 68. 
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Sebenamya penggunaan hukum pidana sebagai obat terakhir (ultimum 

remidium) tidak terlepas dari sejarah perkembangan dan hakikat hukum pi dana serta 

sistem pemidanaan/penjatuhan pidana pada masa itu, dimana istilah ultimum 

remidium pertarna kali dicanangkan oleh Menteri Kehakiman Belanda Bodderman 

pada tahun 1800 an, pada saat itu masih berlaku hukum pidana klasik yang 

memandang tujuan pemidanaan sebagai pembalasan (retributif). 

Dalam praktek peradilan kerapkali alasan ultimum remidium yang dijadikan 

oleh sang pengacara untuk berupaya pembebasan kliennya(terdakwa) dari 

pertanggungjawaban pidana, dan tidak jarang pula hakim membebaskan dan 

meringankan hukuman!pidana kepada terdakwa dengan alasan karena ultimum 

remidium tersebut. Sementara menerapkan mekanisme alternatif penyelesaian 

sengketa lain (Alternatif Disputes Resolution, Penegakan hukum perdata, penegakan 

hukum adrninistrasi) tentu memakan waktu relatif lama, sedangkan disisi lain 

pencemaran /perusakan lingkungan dapat berlangsung terus dengan menimbulkan 

korban lingkungan yang lebih luas atau banyak. 

Melihat relatif panjangnya proses yang harus dilalui hingga akhirnya baru 

menerapkan proses penegakan hukum pidana dan telah pula timbul berbagai 

penafsiran yang berbeda baik dalam teori maupun dalam praktek mengenai fungsi 

ultimum remidium, maka sebaiknya fungsi ultimum remidium dalam UUPLH 

dihapuskan atau tidak diberlakukan lagi, dengan menggesernya asas subsidiaritas 

tersebui dengan asas subsosialitas (hakim dapat menj atuhkan pi dana walaupun apa 

yang didakwakan telah terbukti dan terdakwa bersalah, jika delik itu terlalu ringan 
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atau melihat keadaan pada waktu perbuatan dilakukan atau sesudah perbuatan 

dilakukan), sesuai dengan tujuan pemidanaan modem yang mengutamakan social 

defence. 

Dengan perkataan lain penerapan penjatuhan pidana altematif terhadap 

terdakwa sebagai alasan untuk mengeser asas subsidiaritas proses penegakan hukum 

pidana., melainkan prosesnya mengutamakan premium remidium atau dapat 

bersamaan dengan penegakan hukum lain namun pemidanaan!penjatuhan pidananya 

bersifat altematif atau subsidiaritas. Dalam penegakan hukum pidana dapat 

digabungkan dengan tuntutan ganti rugi secara perdata200
, hal ini dimungkinkan oleh 

ketentuan pasal 98 s/d 101 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 

Undang=undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun dalam KUHAP ini hanya 

mengenal korban "hanya orang(manusia kodrati)" belum diakomodir bahwa korban 

adalah lingkungan (environment). Dalam UUPLH yang dapat menjadi korban yang 

pertama adalah Lingkungan hidup, bam kemudian tubuh dan nyawa manusia., dan 

harta benda!kekayaan, flora dan fauna dan lain-lain. Namun bukan berarti 

kepentingan hukum dari "lingkungan hidup" tidak dapat diwakili. Menurut pasal38 

UUPLH bahwa Organisasi Non Pemerintah (Omop) atau lembaga swadaya 

200 
• Pasal 98 ayat I KUHAP, berbunyi : Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalarn 

suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, 
maka Hakim Ketua sidang atas permintaan orang lain, maka Hakim Ketua sidang atas permintaan 
orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada 
perkam pidana itu. 
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masyarakat di bidang lingkungan dapat mewakili atau menjadi stake holder 

lingkungan hidup(/ega/ standing)201
. 

Selain itu proses penegakan hukum perdata dapat secara bersamaan 

berlangsung dengan proses penegakan hukum pidana di pengadilan, mengingat azas 

perwakilan atau kuasa202 dalam mengajukan gugatan. Bahkan dalam UUPLH 

kepentingan hukum "orang selaku korban" akibat korban perusakan atau pencemaran 

lingkungan, dapat dilakukan gugatan perwakilan (Class action)203 dan kepentingan 

masyarakat korban dapat diwakili oleh instansi pemerintah.204 

201 Lihat Pasal 38 UUPLH berbunyi : Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan 
lingkungan hidup sesuai dengan pola kemitraan, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan 
gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan. 

202 
. Pasal 123 HIR/147 Rbg (l) :" Pihak-pihak, jika menghendaki dapat dibantu atau diwakili oleh 

kuasanya, yang untuk itu harus dilengkapi dengan sural kuasa khusus kecuali si pemberi kuasa itu 
menghadap sendiri. Penggugat dapat juga memberi kuasa dalam surat permohonan yang 
ditandatanganinya menurut pasal 118 ayat I atau pada waktu mengadakan gugatan lisan menurut 
pasal 120 ayat I dan mengenai hal disebut terakhir ini dinyatakan dalam catatan lisan terse but. 

203 Pasal 37 ayat (I) UUPLH : Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan 
dan/atau melaporkan ke penegak hukurn mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang 
merugikan perikehidupan masyarakat. 

204 Pasal 37 ayat (2) UUPLH : Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran 
dan/atau perusakan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan 
pokok masyarakat, maka instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup 
dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat. 



149 

E.2. Proses Dan Kebijakan Pengambilan Putusan oleh hakim dalam perkara 

tindak pidana lingkungan. 

Proses dan kebijakan pengambilan putusan oleh hakim dalam perkara tindak 

pidana lingkungan tidak berbeda dengan proses pengambilan putusan dalam perkara 

pidana pada umumnya, karena UUPLH tidak mengatur secara khusus mengenai 

hukum acara, sehingga hukum acara yang berlaku tetap hukum acara yang diatur 

dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum 

Acara Pidana(KUHAP). 

Tahapan acara pidana te1ah diatur dalam KUHAP dimulai dari pembukaan 

sidang dengan pemeriksaan identitas terdakwa, dilanjutkan dengan pembacaan surat 

dakwaan oleh Penunut Umum. Kemudian tahap eksepsi hila terdakwa atau Penasihat 

hukum melakukan tangkisan atau keberatan terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut 

Umum, dan sebaliknya kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum melakukan tanggapan 

terhadap eksepsi tersebut. Terhadap eksepsi dan tanggapan tersebut kemudian hakim 

menjatuhkan Putusan Seta yang kemungkinan berupa penolakan terhadap eksepsi dan 

melanjutkan persidangan atau kemungkinan pengabulan eksepsi dengan menyatakan 

sura! dakwaan tidak dapat diterima dengan menghentikan persidangan. Apabila 

eksepsi ditolak maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan alat-alat bukti 

berupa keterangan saksi (saksi a charge dan a de charge ), keterangan ahli, bukti· 

bukti, pemeriksaan terdakwa. Setelah pemeriksaan alat-alat bukti kemudian diberi 

kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan tuntutan pidana 

(requisitoir) dan terhadap tuntutan tersebut Terdakwa atau Penasihat hukum diberi 
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kesempatan melakukan pembelaan (pleidoi), setelah itu replik dari Jaksa Penuntut 

Umum dan sebaliknya duplik dari Penasihat Hukum, dan akhirnya pembacaan vonnis 

dari Hakim berisi pertimbangan kesalahan terdakwa dan penj atuhan 

hukuman(pemidanaan) terhadap diri terdakwa yang termuat dalam amar putusan 

hakim. 

Membuat suatu putusan perkara pidana bukan berarti sekadar menyusun 

kata.kata yang dalarnnya berisi suatu putusan hakim berupa penjatuhan hukuman. 

Sebelum seorang hakim sampai pada tahap penulisan putusannya, ia telah 

bekeija keras, seakan·akan memetakan perkaranya dan menyimpulkan apa yang 

sebenarnya menjadi pokok perkara dalam perkara yang ia harus putus. 

Pekeijaan pendahuluan terse but dilakukan hakim terutama dengan j alan 

mengakur·akurkan/mengujicobakan peristiwa·peristiwa yang diajukan!dikemukakan 

oleh penuntut umum pada peraturan perundang.undangan yang akan diterapkan 

dalam perkara tersebut dan sebaliknya mengakur·akurkan atau mengujicobakan 

unsur·unsur dan akibat hukum yang dituju dalam peraturan hukum tersebut pada 

peristiwa·peristiwa konkrit yang dilakukan oleh terdakwa. 

Dalam mencoba·coba pengeterapan peristiwa·peristiwa pada suatu 

peraturan hukum yang tersedia (hukum positif), hakim bekeija mengikuti suatu pola 

tertentu, yang disebut silogisme205
• 

205 Kamus Besar Bahasa Indonesia, him. 840., bahwa Silogisme diartikan : cara berpikir atau 
menarik kesimpulan yang terdiri atas premis umum, premis khusus, dan kesimpulan (misalnya 
semua manusia akan mati, si A manusia, jadi si A akan mati ). 
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Silogisme dapat digambarkan sebagai suatu pemikiran (redenering = 

reasoning) secara deduktifyang sab, berpangkal pada 2(dua) premissen, yaitu mayor 

dan minor, dan suatu kesimpulan yang secara logis, mau tidak mau, pasti akan timbul 

dari mayor dan minor. Orang tidak dapat secara bersamaan mengakui kebenaran 

premissenya, tetapi menolak kesimpulannya. 

Dalam pekerjaan seorang hakim, silogisme dapat diterangkan atau 

digambarkan, dengan berpangkal pada suatu peraturan hukum (mayor), hakim 

meneliti apakah suatu kumpulan peristiwa (minor) yang dikemukakan oleh Penuntut 

Umum, cocok dengan peraturan hukum tersebut. Contoh : Mayor : Barang siapa 

melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup diancam pidana. Minor: Si 

X telab melakukan pencemaran (peristiwa yang dikemukakan oleh Penuntut 

Umum). Kesimpulan: Si X harus dipidana karena melakukan pencemaran atau 

perusakan lingkungan hidup. Namun cara berpikir silogisme ini dalam perkara pidana 

masih harus dibarengi atau ditambab dengan keyakinan hakim. Keyakinan hakim 

merupakan kunci terakhir dalam pemeriksaan di pengadilan yang menyatakan 

terdakwa bersalab atau tida0°6
• Namun harus diingat babwa keyakinan hakim 

tersebut bukanlab timbuVlabir dengan sendirinya saja, tetapi keyakinan itu haruslab 

timbul dari atau dengan adanya alat-alat bukti sebagaimana yang disebutkan dalam 

undang-undang, dan tidak dari keadaan yang lain. Keyakinan hakim ini diperlukan 

206 Pasal 183 KUHAP : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila 
dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu 
tindak pidana benar-benar teljadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. 
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untuk menghindari menghukurn yang bukan sebenarnya pelaku tindak pidana, 

misalnya : pelaku yang disuruh atau yang rela atas kemauan sendiri untuk mengaku 

guna menggantikan pelaku yang sebenarnya dalam memikul pertanggungjawaban 

pidana. Contohnya Pimpinan perusahaan membujuk buruhnya atau orang lain sebagai 

penanggung jawab perusahaan atau untuk mengaku melakukan perbuatan seperti 

yang disangkakan kepadanya. Implementasi keyakinan hakim ini diterapkan ketika 

setelah mempertimbangkan unsur tindak pidana yang yang didakwakan, apabila 

unsur-unsur tindak pidana terbukti dilakukan oleh terdakwa untuk seluruhnya , maka 

dikatakan sah terbukti atau terbukti sesuai ketentuan undang-undang, dan kemudian 

baru ditambahkan dengan keyakinan hakim. Sehingga redaksi pernyataan kesalahan 

selalu sebagai berikut : "Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan putusan tidak pidana"(misalnya : Pencemaran lingkungan) . 

Dalam contoh tersebut di atas jalan pikiran hakim berpangkal pada 

ketentuan undang-undang pasal 41 UUPLH yang berbunyi sebagai berikut : 

Barangsiapa sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan 
pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup diancam dengan pidana 
perljara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 
500.000.000,-(/ima ratusjuta rupiah); 

Orang yang melakukan pencemaran danlatau perusakan diancam pidana 

sebagai perbuatan yang dimaksudkan dalam pasal 41 UUPLH ini adalah suatu 

rangkaian perbuatan manusia yang telah dikwalifisir sebagai tindakan "pencemaran" 

dan /atau "perusakan lingkungan". 
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Hakim menganalisis pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut sebagai berikut, kalau : 

1) Seseorang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan!atau 

perusakan lingkungan. 

2) Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan di1akukan secara melawan hukum 

3) Seseorang tersebut (terdakwa) harus dipidana. 

Kemudian hakim meneliti apakah unsur-unsur ke-1 dan ke-2 yang telah 

dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam kumpulan peristiwa yang ia ajukan dan 

apakah Penuntut Umumjuga mengemukakan bahwa unsur ke-3 (akibat hukurn yang 

dituju) telah dilanggar oleh Terdakwa. Sehingga hakim dapat menarik suatu 

kesimpulan dengan tepat bahwa terhadap kumpulan peristiwa tersebut berlaku pasal 

41 ayat I Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup. 

Hasil penelitian hakim dalam contoh di atas, yang telah mengemukakan 

unsur ke-1 dan ke-2, juga telah mengemukakan bahwa unsur ke-3 (akibat hukum 

yang dituju) telah dilanggar oleh Terdakwa dalam kumpulan peristiwa yang 

diajukannya, maka hakim harus yakin betul bahwa terhadap kumpulan peristiwa 

yang dikemukakan oleh Penuntut umum (minor) berlaku pasal 41 Undang-undang 

Nomor 23 tahun 1997 tentang PLH (mayor) dan Terdakwa harus dipidana karena 

melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan 

Peraturan tersebut di atas jelas, bahwa silogisme mempunyai fungsi ganda 

atau mempunyai 2(dua) fungsi, yaitu sebagai : 
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a. Po1a berpikir yang tetap seorang hakim dalam menemukan suatu peraturan 

hukum yang akan diterapkan pada kumpulan peristiwa yang diajukan oleh 

penuntut umum. 

b. Pola berpikir yang tetap seorang hakim dalam menyusun pertimbangan

pertimbangan hukum putusannya (motivering), sehingga pertimbangan

pertimbangan hukum dan dikturn merupakan suatu rangkain atau urutan

urutan kesatuan yang logis. 

Pola silogisme dapat dipakai dengan baik dengan syarat, bahwa hakim 

menyadari bahwa dialah yang berdasarkan peristiwa-peristiwa yang diajukan o1eh 

penuntut umum yang menentukan : 

1) Dalam memilih peraturan-peraturan hukum (mayor) 

2) Dan sesuai peraturan hukum tersebut juga menentukan peristiwa-peristiwa 

mana yang relevan (minor). 

Dalam menentukan mayor (peraturan hukumnya) dan minor/peristiwa

peristiwa yang relevan, dari apa yang terungkap di persidangan (kumpulan peristiwa), 

pada umumnya hakim berpikir/bekerja mengikuti cara kerja tetap yang secara 

normal/wajar dapat dibagi dalam 6 ( enam) tahap sebagai berikul : 

I ).Tahap Inventarisasi 

Hakim membaca se1uruh berkas perkara, yaitu Berita Acara Penyidikan 

(BAP), sural dakwaan, Tunlutan Hukum (requisitoir), Nota pembelaan ( Pleidoi), 

replik, duplik dan semua sural lersebul Ielah disusun dengan rapi. Hakim memeriksa 

apakah semua alai bukti dan barang buk:ti yang diajukan o1eh baik pihak penuntut 
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urn urn maupun Penasihat hukum, telah benar ada (lengkap ), sehingga hakim 

memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai perkara yang ia hadapi. 

2). Tahap Penentuan Sistem Hukum Pidana Lingkungan Yang Berlaku Dalam 

Perkara Yang Sedang Dihadapi 

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa sistem hukum pidana lingkungan 

Indonesia ada yang diatur dalam UUPLH dan ada yang diatur di luar UUPLH, 

sebagai berikut : 1 ). Hukum Pi dana lingkungan sebagaimana dalam UUPLH; 2). 

Hukum Pidana lingkungan di luar UUPLH (ketentuan sektoral) 

Apabila bagi terdakwa didakwakan tindak pidana dalam UUPLH dan 

Undang-undang pidana lingkungan sektoral, maka hak:im akan terlebih dahulu 

melihat kemungkinan penerapan undang-undang sektoral tersebut, ditentukan melalui 

asas lex specialis derogal lex generalis dan menerapkan hukum pidana yang lebih 

meringankan pada terdakwa apabila terdapat dua ketentuan pidana dalam perbuatan 

terdakwa. 

Setelah tahap inventarisasi, hakim harus menentukan terlebih dahulu, sistem 

hukum pidana mana yang berlaku bagi perkara yang ia hadapi, dengan cara : 

1) Melihat pokok persoalannya. Apakah sudah diatur oleh undang-undang 

nasional (sudah ada unifikasi hukum) 

2) Melihat siapa pelakunya. Apakah pribadi kodrati atau pibadi hukum (badan 

hukum) 

3). Tahap Seleksi. 
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Dengan berpijak pada tuntutan (surat dakwaan) penuntut umum dan 

berpangkal pada peristiwa-peristiwa yang dikemukakan oleh penuntut umum 

dalam dakwaannya sebagai dasar tuntutannya, hakim memilih l(satu) atau lebih 

peraturan hukum yang tepat dengan peristiwa-peristiwa yang dikemukakan oleh 

penuntut umum sebagai dasar tuntutannya. Apabila terdakwa mengajukan 

sangkalan yang merupakan pembelaan yang berdiri sendiri, maka hakim 

melakukan hal yang sama terhadap sangkalan tersebut, jadi seperti terhadap 

tuntutan penuntut umum tersebut di atas. 

Hakim meneliti dan menemukan pasal undang-undang yang berkenaan 

perkara yang diperiksa, hakim akan meneliti unsur-unsur yang harus dipenuhi, 

supaya akibat hukum yang dituju timbul. Hal ini diperlukan untuk mengecek, 

apakah elemen-elemen atau unsur-unsur pasal yang telah diketemukan itu benar

benar terpenuhi dengan tepat untuk fakta-fakta yang terungkap di persidangan. 

4). Tahap Penerapan 

Setelah hakim memilih satu atau lebih kaidah hukum, maka ia akan 

menerapkan peraturan hukum tersebut pada kumpulan peristiwa yang telah 

dikemukakan oleh penuntut umum dan terdakwa, artinya hakim akan meneliti, 

apakah unsur-unsur yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan tindak 

pidana tersebut terpenuhi, agar timbul akibat hukum yang dituju oleh peraturan 

terse but, dalam kenyataannya juga telah dikemukakan secara lengkap oleh Penuntut 

Umum. Apabila unsur-unsur itu dalam kenyataanya telah tidak terpenuhi pada diri 
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terdakwa, maka terdakwa tidak memenuhi kesalahan, yaitu tidak mempunyai 

pertanggungjawaban hukum, dan terdakwa haruslah dibebaskan, kecuali apabila 

berdasarkan peraturan hukum lain, akibat hukum yang dituj u oleh penuntut tetap 

dapat timbul. 

Hakim tidak hanya akan mencoba untuk menerapkan peraturan hukum yang 

telah ia pilih terhadap apa yang dikemukakan oleh penuntut umum untuk meminta 

pertanggungjawaban hukum yang dituju, akan tetapi juga terhadap sangkalan pihak 

terdakwa, untuk melihat pertanggungjawaban pidana yang mungkin ditanggung oleh 

terdakwa melalui sanksi yang akan dijatuhkan. 

5). Tahap penentuan!mengambil Putusan. 

Melalui tahap-tahap yang telah diuraikan tersebut di atas akhirnya hakim 

memperoleh pandangan umum yang menyeluruh mengenai unsur-unsur pokok 

perkara, yang masih harus diputuskan. 

Unsur- unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan harus disusun dalam 

urutan unsur obyektif dan unsur subyektif, sehingga semua unsur tersebut penting dan 

menentukan. Unsur-unsur tindak pidana tersebut kemudian dipertimbangkan dan 

diputus sesuai dengan urutannya. 

Apabila terdakwa mengajukan saksi a de charge, maka keterangan saksi a 

de charge (meringankan) ini juga adalah pokok perkara yang paling menentukan dan 

oleh karenanya, harus ditempatkan sebagai pokok pertimbangan yang nomor 
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satu/terdahulu. Kemudian barn disusul dengan unsur-unsur pokok perkara yang 

lainnya atau sebaliknya dapat dipertimbangkan setelah pertimbangan unsur-unsur. 

Cara beketja seperti ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan adanya 

tahap-tahap acara pembuktian dan atau pertimbangan hukum yang sulit, untuk 

membuktikan pokok perkara yang kurang, padahal perkara tersebut dapat diputus, 

tanpa perlu mempersoalkan pokok perkara yang kurang menentukan itu, apabila 

keterangan saksi a de charge yang lebih penting dan menentukan telah 

dipertimbangkan dan diselesaikan terlebih dahulu (sehingga misalnya, 

tuntutan/dakwaan harus dinyatakan tidak terbukti). 

Macarn-macarn putusan pidana dapat dikemukakan sebagai berikut : 

a) Apabila berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan seluruh unsur

unsur dakwaan terpenuhi, maka hakim akan Mengabulkan tuntutan pidana 

dari Penuntut umum dengan menyatakan : "terdakwa terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan". 

b) Apabila fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak memenuhi unsur 

tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Hakim akan 

Menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana 

dalarn dakwaan Penuntut Umum dengan menyatakan :" Membebaskan 

Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan. 

c) Apabila penuntut umum tidak cukup/tidak lengkap mengemukakan dalil

dalilnya, maka akibat hukum yang dituju tidak dapat timbul, kecuali apabila 

tuntutan Penuntut umum dapat dikabulkan berdasarkan peraturan hukum yang 
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lain, karena akibat hukum yang dituju tersebut dapat timbul berdasarkan 

peraturan hukum yang lain tersebut, dan putusan hakim dalam perkara 

terse but "Menyatakan tuntutan pi dana tidak dapat diterima". 

d) Kalau pengadilan negeri yang memeriksa dakwaan asal dari penuntut umum 

tidak berwenang untuk memeriksa, maka hakim akan menyatakan Pengadilan 

Negeri tidak berwenang. 

6). Tahap redaksi. 

Redaksi putusan wajib memuat pertimbangan hukum yang dipakai sebagai 

dasar putusan sedemikian rupa, sehingga pihak penuntut umum, terdakwa atau 

penasihat hukum, siapa saja yang mendengar pembacaan putusan atau yang membaca 

putusan dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai proses pengambilan 

putusan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pengambilan putusan tersebut. 

Sehubungan dengan isi dan format suatu putusan dalam perkara pidana 

tersebut di atas, maka harus diperhatikan ketentuan pasal 197 KUHAP, dalam pasal 

ini ada ancaman kebatalan putusan apabila hal-hal yang dipersyaratkan tidak dimuat 

dalam putusan. 

Pada dasarnya redaksi suatu putusan haruslah sedemikian rupa, sehingga 

para pihak yang mendengar/yang membaca putusan tersebut, memperoleh gambaran 

mengenai: 

!). Pokok-pokok peristiwa konkrit (problematik) yang harus diputus. 
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2). Proses jalannya penyelesaian yang ditempuh dan alasan-alasan yang dipakai 

sebagai dasar pertimbangan hakim. 

Surat putusan pemidanaan207 biasanya memuat ; 

a. kepala putusan : OEM! KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG 
MAHAESA. 

b. nama lengkap, tern pat lahir, urnur atau tanggallahir, jenis kelamin, kebangsaan, 
tempat tinggal, agama dan pekeijaan terdakwa; 

c. dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan; 
d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta a! at 

pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar 
penentuan kesalahan terdakwa; 

e. tuntutan pidana, sebagaiman terdapat dalam surat tuntutan; 

207 Pasal 197 ayat I KUHAP : l}.Kepala putusan : DEMI KEADILAN BERDASARKAN 
KETUHANAN YANG MAHA ESA 2). Disusul dengan :Identitas terdakwa 3). 
Duduknya perkara yang memuat a) surat-surat penetapan penahanan dan penetapan 
persidangan yang diterbitkan sebagai landasan dalam melakukan pemeriksaan perkara oleh 
majelis hakim. b) sural dakwaan. C).Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak 
penuntut umum (saksi a charge ) dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh 
terdakwa!penasihat hukum (saksi a de charge ), keterangan terdakwa serta barang bukti yang 
diajukan di persidangan .Jadi secara ringkas hal-hal yang menggambarkan proses persidangan, 
seperti yang tertera dalam berita acara persidangan. 4). Pertimbangan hukum yang dibagi dalam : 
a.fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. b.uraian unsur-unsur pasal dakwaan yang 
menjadi landasan untuk melihat kesalahan terdakwa. c.sangkalan-sangkalan terdakwa .d. 
pertimbangan pembuktian unsur-unsur dakwaan. e. pertimbangan yang memuat analisis secara 
yuridis mengenai terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum atau bersalah tidaknya terdakwa 
melakukan tindak pidana terhadap dakwaan penuntut umum. Pertimbangan hukum tersebut harus 
disusun secara logis dan sistematis dan harus saling berhubungan, sehingga merupakan suatu 
rangkaian yang logis menuju diktum putusan, dengan mempertimbangkan semua unsur-unsur 
bag ian dari dakwaan penuntut umum dan menyebutkan pasal-pasal dari peraturan perundang
undangan dakwaan yang bersangkutan atau sumber hukurn tak tertulis , yang dijadikan dasar 
untuk memutus perkara tersebut. f.pertimbangan apakah pada diri terdakwa ditemukan alasan 
pemaaf atau pembenar yang dapat menghilangkan rasa bersalah terdakwa.g. pertimbangan hal-hal 
yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa dalam rangka penentuan 
penjatuhan pidana atau hukuman. i.pertimbangan status penahanan dan pengurangan penahanan 
yang dijalani oleh terdakwa. j.pertimbangan status barang bukti dan sekaligus penentuan kepada 
siapa dikembalikan, atau apakah dirampas untuk negara. atau dirampas untuk dimusnahkan. 5). 
Diktum/arnar putusan Amar putusan harus memuat : a. apakah terdakwa dinyatakan bersalah 
atau dakwaan penuntut umum yang mana yang terbukti atau apakah terdakwa dibebaskan dari 
seluruh dakwaan. b. dalam hal terdakwa dinyatakan bersalah, maka pidana apa yang akan 
dijatuhkan pacta terdakwa, berapa lama terdakwa menjalani pidana penjara atau kurungan, berapa 
besar denda yang harus dijatuhkan, tambahan tindakan apa yang harus dilakukan oleh terdakwa 
sebagai bagian dari pidana yang harus dilaksanakan. Apahila terdakwa dinyatakan tidak bersalah 
maka ia akan dibebaskan dan nama baiknya akan direhabilitasi dalam keadaan semula serta 
negara dibebankan membayar ongkos perkara c. besamya ongkos perkara harus dicantumkan. 
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f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau 
tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari 
putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa; 

g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa 
oleh hakim tunggal; 

h. pemyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam 
rurnusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau 
tindakan yang dijatuhkan; 

1. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkanjumlahnya 
yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti; 

J. keterangan bahwa seluruh sura! temyata palsu atau keterangan dimana letaknya 
kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu; 

k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; 
I. hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama Hakim yang memutus dan 

nama panitera. 

Makna kepala putusan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa" adalah sebagai gambaran pertanggungjawaban selain kepada diri sendiri hakim, 

kepada masyarakat dan Negara, serta kepada Tuhan Yang Maha Esa.208 

Selain ketentuan pasal 197 KUHAP di atas, juga harus diperhatikan 

khususnya pasal 25 ayat I dan pasal 28 ayat 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 

ten tang Kekuasaan Kehakiman karena berkaitan penting dengan putusan pemidanaan. 

208 Gandasubrata, Pwwoto S. Tugas Hakim Indonesia, Dalam buku :Bina Yustisia, Mahkamah 
Agung Rl, 1994, him. 17. Malata Putusan yang selalu dimulai dengan kata-kata: Demi Keadilan 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ialah bahwa para hakim dalam mengambil putusannya 
harus selalu penuh rasa tanggungjawab atas kebenaran putusannya, pertama-tama kepada diri 
sendiri, kepada masyarakat dan Negara, serta "last but not least' kepada Tuhan yang Maha 
Mengetahui dan Maha Hakim di dunia dan di akhirat. Lihat juga Pasal 4 dan penjelasannya UU 
No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman :"Ketentuan yang menentukan bahwa peradilan 
dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MARA ESA" adalah 
sesuai dengan Pasal 29 Undang-undang Dasar'Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang 
menentukan : 1). Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. 2). Negara menjamin tiap
tiap penduduk untuk memeluk agarna masing-masing dan untuk beribadat menurut agarnanya dan 
kepercayaannya itu. 
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Dalam memproduk suatu putusan juga patut diperhatikan pendapat Gr. Van 

der Brught dan J.D.C. Winkelman menyebutkan tujuh langkah yang harus dilakukan 

seorang hakim dalam menghadapi suatu kasus209
: 

a. Meletakkan kasus dalam sebuah peta (memetakan kasus) atau memaparkan kasus 
dalam sebuah ihktisar (peta), artinya meq1aparkan secara singkat duduk perkara 
dari sebuah kasus (menskematisasi) ; 

b. Menterjemahkan kasus itu ke dalam peristilahan juridis (mengkualifikasi, 
pengkualifikasian); 

c. Menyeleksi aturan-aturan hukum yang relevan; 
d. Menganalisis dan menafsirkan (interpretasi) terhadap aturan-aturan hukum itu; 
e. Menerapkan aturan-aturan hukum pada kasus; 
f. Mengevaluasi dan menimbang (mengkaji) argument-argument dan penyelesaian; 
g. Merumuskan (formasi) penyelesaian. 

Terhadap putusan pemidanaan oleh hakim pada peradilan tingkat pertama, 

pihak terdakwa atau penasihat hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum dapat 

mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, untuk melakukan koreksi apabila putusan 

pengadilan tingkat pertama tersebut dirasakan tidak adil. Dan terhadap putusan 

pembebasan terdakwa, maka oleh Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan kasasi ke 

Mahkamah Agung Rl. 

Proses dan langkah di atas merupakan proses pengambilan putusan di tingkat 

pengadilan tingkat pertama. Sedikit berbeda halnya dengan di tingkat pengadilan 

banding (Pengadilan Tinggi), karena pada tingkat pengadilan tinggi ini hakim hanya 

mempelajari berkas, dimulai membaca dari mana, hal tersebut tidak ada patokannya 

karena dari hakim tingkat pertama telah menyusun berkas (minutasi) lalu kemudian 

209 der brught, Gr. Van. & J.D.C.Winkelman, "Penyelesaian Kasus", terjemahan B. Arief Sidharta, 
Jumal Pro Justitia, Tabun XII, No.I Januari 1994, him. 35-36. dalam Shidarta, 2006.Karakteristik 
Pena/aran Huk:um Dalam Konteks Ke lndonesiaan, Utomo, Bandung, hlm.197. 
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kepaniteraan pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas tersebut ke Pengadilan 

Tinggi dalam keadaan dijilid. Putusan-putusan pengadilan tingkat banding, dapat 

berupa kemungkinan : 

Menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama dan sekaligus tidak merubab 

jenis maupun lama penabanan dan atau jumlab denda; 

Memperbaiki putusan pengadilan tingkat pertama, baik dalam pertimbangan 

hukum, jenis atau lama tahanan dan atau besamya ganti rugi, dan denda; 

Membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dengan mengadili sendiri, 

namun sepanjang pertimbangan pembuktian unsur-unsur pasal dakwaan 

dengan menerapkannya pada peristiwa konkrit ( peristiwa pidana ), jenis dan 

lama hukuman, besar ganti rugi dan denda; 

Terhadap putusan pengadilan Tinggi ini, masih dapat diajukan upaya hukum 

kasasi, dengan alasan-alasan yang telab ditetapkan secara limitatif dalarn undang -

undang Nomor 5 Tabun 2004 tentang Mabkamab Agung. Dimana pada pokoknya 

babwa Mabkarnab Agung hanya melihat masalab yuridisnya saja tidak lagi 

mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan (Yudex yuris). 

Di dalarn penyusunan redaksi putusan tidak lagi seperti penyusunan redaksi 

putusan yang dilakukan di tingkat pengadilan tingkat pertama. Dan dalam praktek 

hanya melihat sab tidaknya pengajuan kasasi secara formil, dan melihat ada tidaknya 

kesalaban penerapan hukum yang dilakukan dalarn pertimbangan pengadilan yudex 

facti (pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding). 
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Pada akhimya rangkaian pengambilan putusan dengan pola pikir silogisme 

seorang hakim, proses pemeriksaan perkara tindak pidana dan penjatuhan pidana di 

alas, belum memperlihatkan adanya koherensi dari proses pertimbangan dan 

penjatuhan pidana terhadap fungsi dan tujuan dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh 

hakim kepada terdakwa. 

Sangat sulit bagi masyarakat untuk melihat koherensi kesalahan dan jenis 

pidana serta lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang terdakwa yang 

terbukti melakukan suatu tindak pidana. 

Setelah pertimbangan terbukti adanya kesalahan terdakwa, maka selanjutnya 

majelis Hakim menjatuhkan pidana seperti tercantum dalam amar putusan, hampir 

tidak ada pola atau patron, serta takaran yang dijadikan pedoman dalam penjatuhan 

hukuman tersebut, sehingga kerapkali masyarakat kecewa atau merasakan 

ketidakadilan dalam penjatuhan pidana. 

Penjatuhan pidana seperti dalam amar putusan hakim, merupakan 

pertanggungjawaban yang dibebankan kepada Terdakwa yang telah terbukti 

melakukan suatu tindak pidana. Namun parameter atau takaran penjatuhan pidana 

(hukuman) tersebut hampir tidak kelihatan dalam pertimbangan dalam putusan hakim 

sehingga seorang terdakwa akhirnya harus dihukum seberat yang disebutkan dalam 

amar putusan. 

Berbagai citra telah dialamatkan terhadap hakim dan pengadilan tingkat 

pertama hingga Mahkamah Agung Republik Indonesia karena proses peradilan masih 
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seperti gambaran di atas dan juga karena akibat disparitas putusan pemidanaan yang 

diproduk hakim-hakim Indonesia. 

Berat ringannya pidana yang dijatuhkan dalam putusan pengadilan atau jenis 

pidana yang dijatuhkan kepada pe1aku tindak pidana atas perbuatan yang sama, tidak 

mungkin sama berat atau sama jenis pidana yang dijatuhkan. Tetapi bukan berarti 

hakim memi1iki kebebasan yang sebebas-bebasnya dalam menentukan berat 

ringannya atau jenis pidana yang dijatuhkan, melainkan kebebasan yang seras1 

dengan falsafah Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, GBHN dan dapat menunjang 

pembangunan bangsa di segala bidang210
. 

Mengenai kebebasan dan kaitannya dengan putusannya hakim, menarik 

dikutip pendapat almarhum Parwoto S. Gandasubrata mantan Ketua Mahkamah 

Agung RI yang mengatakan bahwa putusan hakim yang baik bukanlah putusan yang 

sedemikian muluk dan berkadar ilmiah setinggi langit sehingga sulit dimengerti 

210 Soetjipto, Adi Andojo, Dalam makalahnya yang berjudul : "Kesamaan Dalam Pemidanaan 
(Parity in Sentence)", yang disampaikan pada Musyawarab Nasional (MUNAS) ke- VIII Ikatan 
Hakim Indonesia tahun 1984. Kebebasan hakim berdasarkan basil Munas IKAHI ke-VII yang 
dikupas dan disampaikan beliau pada Joint Seminar on Prevention of Crime and Treatment of 
Offender yang diadakan oleh BABINKUMNAS dan UNAFEI pada tanggal 18 Januari I 984 di 
Jakarta. Kebebasan yang serasi dengan fa1safah Pancasila berarti dalam menjatuhkan pidana itu 
seorang bakim harus bersikap sebagai selayaknya seorang yang mempunyai perilaku kehidupan 
yang tertib, berdisplin dan memiliki mental yang bersih. Kebebasan yang serasi dengan Undang
undang Dasar 1945 artinya bahwa bahwa kebebasan itu barns tetap dalam kerangka hukum dan 
Undang . Kebebasan itu tidak boleh karena adanya pengaruh atau campur tangan pihak luar 
(Penje1asan UUD 1945 babwa Negara RI ada1ab Negara hukum dan pasal 4 ayat 3 UU No.14 
Tabun 1970). Kebebasan yang serasi dengan GBHN dan dapat menunjang pembangunan bangsa 
di segala bidang artinya kebebasan itu adanya hubungannya dengan asas-asas pembangunan 
nasional, khususnya menyangkut kesadaran hukum, yakni setiap warga Negara Indonesia harus 
se1alu sadar dan taat kepada hukum, maka Hakim pun selakn warga Negara harus selalu sadar 
dan taat kepada hukum. Oleh karena itu meskipun hakim dalam menjatuhkan pidana mempunyai 
kebebasan , narnun kebebasan itu tidak bo1eh digunakannya dengan cara yang menyimpang dari 
hukum sehingga dengan dernikian berarti pula babwa hakim dapat ikut menunjang Pembangunan 
Nasional di segala bidang. 
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pihak-pihak yang bersangkutan, tetapi haruslah suatu putusan yang logis, "maton" 

jelas dan terang yang dapat dimengerti para pencari keadilan berisi pertimbangan 

hukum yang tepat, jelas dan cukup beralasan. Dari seorang hakim diharapkan bahwa 

ia dapat menerapkan hukum positip terhadap stuasi/kasus yang konkrit secara baik, 

benar dan adil serta sesuai dengan cita hukum dan nilai-nilai hukum yang hidup 

dalam masyarakat. Untuk itu seorang hakim kecuali harus dijiwai rasa cinta kepada 

hukum dan keadilan, juga karena merasa dirinya terikat ("committecf'), peka dan 

tanggap kepada " mission sacre"nya untuk senantiasa menjunjung tinggi dan 

menegakkan hukum dan keadilan terhadap sesama manusia makhluk Tuhan 

berlandaskan falsafah bangsa k.ita Pancasila, yang merupakan pula citra hukum 

tertinggi di Negara RI211
. 

Menurut Bagir Manan Ketua Mahkamah Agung Rl, dengan mengutip 

pendapat Gerhard Robbers terdapat 2( dua) makna kebebasan hak.im, dan secara 

kontekstual ada tiga esensi kebebasan hakim yakni (1). Hakim hanya tunduk pada 

hukum dan keadilan ; (2). Tidak seorangpun, termasuk pemerintah, dapat menentukan 

211 Mahkamah Agung Rl, 1994. DIAN YUSTITIA, hlm. 23. dalam tulisan almarhum Purwoto S. 
Gandasubrata, yang berjudul : "Tugas Hakim Indonesia" , beliau mendasari pendapat di atas 
dengan mengacu pada Pendapat N. Cardozo yang mengatakan" We may figure the task ofjudge, 
if we please, as the task of translator, the reading of signs and symbols given from without. 
None the less, we will not set men to such as, unless they have absorbed the spirit, and have filled 
themselves with a love of the language they must read' dan pesan-pesan Almarhum Prof. 
Djokosoetono selama beliau menjadi mahasiswanya yang sering mengatakan "Sarjana sing 
sujana /an susild' artinya menjadi seorang sarjana yang arif dan berkesusilaan. Dan pesan agar 
dapat menjadi seorang "Ksatria Pinandita"yaitu seorang pemimpin yang berbudi luhur, bagaikan 
seorang kesatria yang sekaligus bersifat seorang pendeta. Janganlah semakin maju kepandaian, 
tetapi semakin maju pula kebinatangannya (Hoe grater geest, hoe grater beest) 
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atau mengarahkan putusan yang akan diambil; (3 ). Tidak boleh ada konsekuensi 

pribadi (terhadap hakim) dalam menjalankan fungsi yudisialnya212
• 

Setiap penjatuhan putusan dalam perkara pidana termasuk pidana lingkungan 

masing-masing sifat perbuatannya dan pelaku kejahatan memiliki karakteristik 

tersendiri, sehingga kerapkali menimbulkan kesulitan mengadili dan menjatuhkan 

berat ringannya dan jenis pi dana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pi dana. 

Memperhatikan tingkat kesulitan menjatuhkan putusan karena banyak hal 

yang harus dipertimbangkan maka beberapa Negara Bagian Australia membentuk 

undang-undang tentang pemidanaan (Sentencing Act), seperti Negara Bagian 

Victoria, Queensland, Northern Terriroty, dan lain-lain213
• 

212 Manan, Bagir. "Hakim dan Pemidanaan", Majalah hukum Varia Peradilan Tahun XXI No. 249 
Agustus 2006.hlm.6. Beliau mengutip pendapat Prof. Gerhard Robbers, dari Jerman (terjemahan 
Inggris, oleh Michael Jewell), sebagai berikut : ' The judges are subject to nothing other than the 
requierements of the law and justice. This principle of independence of the judiciary is one of the 
central achievements of the modem constitutional state under the rule of law (Rechsstaal). The 
judge is independent in a double sense in term of article 97 GG(Grurd Gessetz=UUD). Firstly, 
nobody, particularly not the government or the administrative apparatus, can dictatete the judge 
what the decision on the case should be. Secondly, the exercise of his judicial fungction can and 
may not have personal consequences for him. Lihat juga Gerhard Robbers, An Introduction To 
German Law, 3 th ed, 2003, hlm. 27 dst. 

213
• Ibid. hlm.7. ( Geralddine Mackkenzie, 2005. Haw Judges Sentence, The Federation Press, dalam 

Bagir Manan.). 
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E.3. Kebijakan Aplikatif dan Formulatif oleh Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Mengenai Berat Ringanuya Pemidanaan. 

a). Kebijakan Aplikasi Mahkamah Agung RI Mengenai Berat 

Ringannya Pemidanaan. 

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif tertinggi memiliki fungsi-fungsi 

yang tidak hanya di bidang peradilan, tetapi juga di bidang administrasi dan bidang 

ketatanegaraan214
• 

Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi peradilan berdasarkan ketentuan 

Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung 

dan pasal 253 ayat (1) KUHAP, dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau 

214 Panggabean, Henry Pandapotan, 2005. Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan (Rule 
Making Power, Liberty, Jakarta, him. 4. Memberi sistematika fungsi Mabkamah Agung dalam 3 
bidang: 
I). Fungsi Mabkamah Agung bersifat peradilan fungsi mengadili atau menyelenggarakan 

peradilan (rechtsprekendefunctie), dibagi dalam 4 bidang, yaitu: 
a. fungsi peradilan kasasi. 
b. fungsi peradilan untuk sengketa : 

I). Kewenangan mengadili. 
2). Perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang RI. 

c. fungsi peradilan untuk permohonan peninjauan kern bali 
d. fungsi peradilan di bidang Hak Uji Materil (HUM). 

2). Fungsi khusus bersifat administrasi (yang diistilahkan sebagai Rule Making Power) : 
a.· fungsi pengawasan (toeziendefonctie) 
b. fungsi mengatur (rege/ende fonctie) 
c. fungsi administrasi (administrativefonctie) 

3). Fungsi tarnbaban bersifat ketatanegaraan: 
a. fungsi penasehat (advieserendefontie) 
b. fungsi pengawasan parpol (UU Nomor.2 Tahun 1999) 
c. fungsi pengawasan pemilu (UU Nomor 3 Tabun 1999) 
d. fungsi penyelesaian perselisihan antar daerah (UU No.22 Tabun 1999) 
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penetapan pengadilan dalam semua lingkungan peradilan karena tidak berwenang 

melampaui batas wewenang, salab menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku 

dan !alai memenuhi syarat-syarat yang diw!ijibkan oleh peraturan perundang

undangan dan mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. 

Mengenai berat ringannya hukuman atau pidana (straftnaat) merupakan 

kewenangan yudex facti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi ) demikian dapat 

dilihat dalam teori, dan dalam peraturan perundang-undangan babwa Mabkamab 

Agung kapasitasnya dipandang sebagai "judex yuris" sedangkan Pengadilan 

bawabannya (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) sebagai "judex facti", 

namun dalam praktek terdapat dalam beberapa putusan Mabkamab Agung 

menganulir masalab berat ringannya hukuman atau pidana yang telab dijatuhkan 

pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Meskipun alasan kasasi telab diatur secara 

limitatif yaitu adanya kesalaban penerapan hukum, baik hukum acara maupun hukum 

materiilnya, atau cara pengadilan mengadili serta memutus perkara tidak sesuai 

dengan cara mengadili yang diharuskan oleh ketentuan undang-undang atau 

pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, baik secara absolut (competitie 

absolute) dan relatif (competitie relatiej). Akan tetapi terhadap pandangan tersebut 

tidak selamanya diterapkan dalam praktik putusan-putusan Mabkamab Agung RI, 

mengenai lamanya pemidanaan (sentencing) juga merupakan wewenang putusan 

Mabkamab Agung. 
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Putusan Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa kewenangan lamanya 

pemidanaan merupakan yurisdiksi dari "yudexfactz"', antara lain: Putusan Mahkamah 

Agung RI Nomor: 1432 Kl Pid/1999 tanggal27 Januari 2000. 

Akan tetapi dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 143 K/Pidl 1993 

tanggal 27 April 1994 terhadap lamanya pemidanaan (sentencing) juga merupakan 

wilayah putusan Mahkamh Agung sebagai "yudex yuris" dimana dalam putusan 

tersebut ditentukan kaidah dasar, bahwasanya prinsip tentang berat ringannya 

hukuman pidana yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa adalah menjadi 

kewenangan sepenuhnya dari yudex factie, sehingga masalah berat ringannya 

pemidanaan ini berada di luar kewenangan pemeriksaan kasasi pada Mahkamah 

Agung. Akan tetapi, meskipun demikian majelis Mahkamah Agung dalam 

pemeriksaan kasasi dapat merubah berat ringannya pemidanaan tersebut, bilamana 

pidana yang dijatuhkan oleh judex facti tersebut dinilai Mahkamah Agung sebagai 

pemidanaan yang tidak proporsional dan bertentangan dengan prinsip dan tujuan 

pemidanaan yaitu koreksi, edukasi, prepefensi dan reprensi mengingat dampak yang 

amat Iuas, baik terhadap anggota masyarakat maupun si pelaku sendiri sebagai akibat 

dilakukannya perbuatan tersebut. 

Mahkamah Agung RI telah membenarkan alasan-alasan pemohon kasasi, dan 

kemudian menyatakan "yudex facti telah salah menerapkan hukum" sehingga 

putusan yudex facti tidak dapat dipertahankan lagi, selanjutnya putusan yudex facti 

dibatalkan, dan Mahkamah Agung "mengadili sendiri" perkara tersebut sesuai bunyi 

pasal255 ayat (1) KUHAP. 
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Sikap Mahkamah Agung yang telah menganulir lamanya pidana dalam 

beberapa putusannya sehingga Mahkamah Agung tampak telah bertindak 

sebagaimana kewenangan judex factP 15
. 

Sehubungan dengan penambahan atau pengurangan hukuman oleh Mahkamah 

Agung, pada kesempatan ini menarik untuk dikutip pendapat Oemar Seno Adji216
, 

yang mengatakan : 

"... Pada umurnnya berat ringannya hukuman, pi dana tidak dapat 
dijadikan dasar untuk kasasi, sehingga dalam beberapa hal dimana 
pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri, Pengadi!an Tinggi 
yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung merupakan suatu kekecualian. 
Dikatakan bahwa pembatalan Mahkamah Agung terhadap berat 
ringannya pi dana dikualifisir sebagai "witte raaf', gagak putih, 
dipandang eksepsional sifatnya ... " 

Oemar Seno Adji mengutip pendapat Lemaire yang memandang bahwa: 
" ... Berat ringannya pidana ("straafmaat", ataupun "straftoemeting') 
tidak dapat diajukan untuk dinilai oleh Mahkamah Agung dalam kasasi, 
oleh karena itu merupakan bukan sebagai "beoordeling' dari 
"rechmatigheid', melainkan sebagai suatu "doelmatige" dari putusan 
terhadap mana kasasi dimintakan kepada Mahkamah Agung. Jika kasasi 
dipandang sebagai suatu penilaian tidak terhadap rechmatige dari suatu 
putusan judex facti, suatu penilaian apakah tidak terdapat suatu 
schending dari hukum dan terhadap "doelmatigeheid' tidak dapat 
ditinjau atau dinilai o!eh Mahkamah. Ia dipandang sebagai suatu fakta 
yang tidak dapat dimasuki oleh Mahkamah Agung, yany tidak 
berwenang umurnnya untuk menilai pidana yang dijatuhkan ... "2 7 

215
. Mulyadi, Liliek. "Pergeseran Perspektif dan Praktek dari Mahkamah Agung Republik Indonesia 

mengenai putusan pemidanaan", Majalah Hukum Varia Peradilan, ke-XXI Nomor 246 Mei 2006, 
him. 22. Beberapa Putusan Mahkamah Agung Rl yang mengurangi berat ringannya pidana : 

1). Putusan Mahkamah Agung Rl Nomor: 1779 Kl Pid/1992 tanggal5 Mei 1994. 
2). Putusan Mahkamah Agung Rl Nom or: 411 K/Pid/ 1992 tanggal28 April1994. 
3). Putusan Mahkamah Agung Rl Nomor 143 K/Pid/1993 tanggal27 April 1994; 
4). Putusan Mahakamah Agung Rl Nomor: 1168 K/Pid/2000 tanggal 18 Desember 2000 

216
. Seno Adji, Oemar .1985. KUHAP Sekarang, Erlangga, hlm.264. 

217 
• Ibid. him. 264. 
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Dalam menentukan berat ringannya hukuman, baik oleh Yudex facti maupun 

terhadap perkara yang dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung, menurut Oemar Seno 

Adji hams memuat hal-hal: 

I). Dalam menetapkan berat ringannya pi dana oleh pengadilan, lebih ditekankan 
kepada pribadi terdakwa, seperti dinyatakan o1eh undang-undang Pokok 
Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 tahun 1970 pasal 27 ayat 2, ( saat ini telah 
diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 pasal 28 ayat 2). 

2). Putusan yang mengenai berat ringannya pemidanaan, pula menonjo1kan sifat
sifat pribadi dari terdakwa dengan menyebut, bahwa ia disertai dengan 
keadaan yang memberatkan dan yang meringankan (Pasal 197 f. KUHAP). 

3). Dalam perundang-undangan keadaan pribadi dari terdakwa tidak dikaitkan 
dengan sifat perbuatan (Ernst, gravity, seriousness dari perbuatan) dan 
keadaan yang meliputi perbuatan yang bersangkutan. Surat edaran Mahkamah 
Agung ini 1ebih berdasarkan Ilmu Hukum (tahun 1974 tangga1 25 Nopember , 
begitu pula penugasan Bakolak (1971), pula menyinggung aspek Iainnya, 
seperti melihat "Ernst" dari perbuatan tersebut, disamping keadaan yang 
meliputi perbuatan tersebut yang harus diperhatikan hakim pidana. 

4). Kewajiban untuk mencantumkan alasan-alasan (motiveringsplicht) 
dipersyaratkan undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 23 UU 
No. 1411970 ( Pasal25 Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2004); 

5). Berat ringannya pidana umumnya bukanlah kewenangan Mahkamah Agung 
untuk menilainya, karena termasuk fakta yang peni1aiannya lebih diserahkan 
kepada yudex facti dan lebih merupakan suatu persoalan "doe/matige" dari 
persoalan hukum ("rechmatigheitf') 

6). Kekecualian terhadap ketentuan umum tersebut dapat diterima apabila 
terdapat kekurangan dalam memberikan alasan (motiveringsplicht) dan dilihat 
adalah salah cara mengadili ("vormverzuim") sebagai salah satu dasar untuk 
mengajukan permohonan kasasi. 

7). a. Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri ("rechtdoen ten principale"), 
apabila terdapat salah penerapan hukum, apabila putusan yudex facti 
dibatalkan (schending van het recht ) . 

b. Mahkamah Agung dapat "verwifzen" kepada pengadilan yang memeriksa 
dengan disertai dengan petunjuk-petunjuk untuk memeriksanya lagi, 
apabila putusan dibatalkan karena salah cara mengadili ( salah acara) 
''vormverzuim''. 

c. Mahkamah Agung dapat menetapkan pengadilan lain untuk mengadili, 
apabila suatu putusan pengadilan karena pengadilan adalah tidak 
berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. 
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8). a. Pembatalan putusan karena "schending van het rechf' (salah penerapan 
hukum, yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk 
mengadili sendiri (" rechtdoen ten principle") , tidaklah berarti bahwa fakta 
yang telah diperiksa oleh yudex facti, ditinjau lagi oleh Mahkamah Agung. 

b. Khususnya mengenai soal beratnya pidana, maka pembatalan putusan 
pengadilan karena salah acara ( vormverzuim) salah cara mengadili oleh 
Mahkamah Agung dalam tingkatan kasasi, perlu diadakan "verwijzing'' 
kepada Pengadilan dengan perintah untuk mengindahkan petunjuk218

. 

Dari penegasan Oemar Senoaji ini point I dan point 2 di atas, maka tampak 

bahwa pemidanaan yang dianut oleh Indonesia bersifat individualisasi. Karenanya 

cenderung menimbulkan disparitas pemidanaan dalam hal berat ringannya pidana 

yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara yang sejenis, sebab setiap terdakwa tentu 

memilik:i sifat-sifat pribadi yang berbeda. 

b). Kebijakan Formulatif Mahkamah Agung Mengenai Berat Ringannya 

Pemidanaan. 

Mahkamah Agung mempunyai fungsi adminsitrasi atau yang bersifat 

pengaturan (rule making power) atau Mahkamah Agung dapat menjalankan kebijakan 

formulatif, hal ini di atur dalam pasal 79 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 

tentang Mahkamah Agung219
. 

"'- Ibid. him. 270-271. 
219

• Pasal 79 Undang-undang Nomor.5 Tahun 2004 berbunyi :"Mabkamah Agung dapat mengatur 
lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat 
hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini". 
Penjelasan lebih lanjut pasal tersebut mengatakan : 
Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, 
Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan 
atau kekosongan tadi. Dengan undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan 
pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam undang
undang ini. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan 
peraturan yang disusun oleh pembentuk undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang 
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Mahkamah Agung dengan fungsi administrasi yang dimilikinya dapat 

melakukan kebijakan formulatif baik melalui Peraturan Mahkamah Agung maupun 

melalui Sura! Edaran Mahkamah Agung220
. 

Mahkamah di dalam Sura! Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 1973 

tertanggal 3 September 1973 mengatakan : 

"Meskipun dalam suatu perkara pidana penetapan tentang berat 
ringannya pidana adalah wewenang penuh judex facti, yang tidak 
dapat diubahldiperbaiki dalam tingkat kasasi, namun dengan ini 
Mahkamah Agung menyatakan pendapatnya dan rninta perhatian 
saudara (Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri di 
Indonesia) bahwa banyak sekali terjadi Pengadilan 
Negeri/Pengadilan Tinggi memberikan pidana yang sangat ringan 

dimaksudkan undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. 
Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang 
hak dan kewajiban warga negara pacta umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat 
pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian . 

220 Mahkamah Agung RI, 2003. Cetak Biru (Blue Print) Pembaharuan Mahkamah Agung Rl, hlm. 
26. Menurut Pompe bahwa banyaknya SEMA yang berisikan petunjuk bagi hakirn dalam 
menafsirkan suatu pasal tertentu dianggap sebagai bentuk kompensasi dari ketidakmampuan MA 
menguatkan keberadaan Jurisprudensi bagi hakim dalam memutus perkara. Secara prinsip, 
sebenarnya SEMA yang bersifat demikian tidak tepa! karena akan menyebabkan beberapa hal 
antara lain : 

MA tidak terpacu untuk membuat putusan yang memiliki argumentasi hukum yang baik dan 
konsisten. 
MA tidak terpacu untuk menyebarluaskan putusan-putusannya. 
Hakim Pengadilan di bawah MA tidak terpacu untuk berargumentasi dan menafsirkan suatu 
aturan hukum;dan 
Mengurangi independensi bakirn dalam memutus perkara. 

Namun ada beberapa hal yang menyebabkan pelaksanaan hal tersebut dalam kondisi saat ini 
masih dapat dipertimbangkan, yaitu : 

Peran putusan MA/Yurisprudensi MA sebagai rujukan!bahan pertimbangan dalam 
menafsirkan suatu masalah hukum belum dapat berjalan efektif karena tidak jarang putusan 
MA tidak konsisten, tidak jarang argurnentasi dalam putusan MA kurang elaboratif, dan 
putusan MA tidak mudah diakses para hakim; 
Kwalitas sebagian hakim pengadilan pertama dan banding masih lemah (karena kelemahan 
sistem rekrutmen dan pembinaan hakirn; dan 
Kelemahan sistem mutasi dan promosi dan evaluasi hakirn sehingga hakirn tidak terpacu 
untuk membuat putusan yang berkualitas bila ingin tetap berkarir sebagai hakirn. 



jika dibandingkan dengan beratnya dan sifatnya kejahatan yang 
dilakukan oleh si tertuduh''221

. 
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Penetapan tentang berat ringannya hukuman adalah wewenang penuh judex 

factie, demikian bunyi Surat Edaran MA No.5 Tahun 1973,juga dalam yurisprudensi 

tetap bersumber pada putusan Mahkamah Agung Nomor 553K!Pid/1982 

menegaskan bahwa mengenai ukuran hukuman adalah wewenang judex factie yang 

tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabi1a judex factie menjatuhkan hukuman yang 

tidak diatur oleh undang-undang, atau kurang memberikan pertimbangan tentang hal-

hal yang memberatkan dan meringankan222
. 

Melihat surat edaran dan yurisprudensi di atas, sangat jelas bahwa berat 

ringannya pidana adalah merupakan kewenangan penuh yudex facti (hakim 

Pengadilan Negeri dan hakim Pengadilan Tinggi) tidak tunduk pada kewenangan 

yudex yuris (Mahkamah Agung). 

Kemudian pada tanggal 30 Juni 2000 Mahkamah Agung telah mengeluarkan 

petunjuk yang sama dengan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan 

agar Setimpal dengan Berat dan sifatnya Kejahatannya223
, yang mengatakan : 

" ... Dengan era reformasi yang melanda negara kita, telah membawa 
darnpak yang sangat luas, disegala aspek kehidupan bernegara. Terutama 
di bidang ekonomi mengakibatkan kecenderungan meningkatnya 
kuantitas serta kualitas tindak pidana yang memerlukan penanganan serta 
kebijakan pemidanaan secara khusus. Oleh karena itu terhadap tindak 
pidana antara lain ekonomi, Korupsi, Narkoba, Perkosaan, Pelanggaran 

221 Mahkamah Agung RI, 2005. "Himpunan Sural Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan 
Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia" Tahun 1951 - 2005, him. 273. 

222
• Lumbuun, Gayus.T, 2004, op.cit.hlm. 153. 

223
• Ibid hlm.792-793. 



HAM berat, Lingkungan Hidup, Mahkamah Agung mengharapkan 
supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal 
dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai 
menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam 
masyarakat. Tidak berlebihan dikemukakan bahwa di era reformasi 
sekarang ini, telah tetjadi perobahan nilai serta perkembangan hukum 
yang sangat cepat, sehingga nilai dan moralitas hukum positif telah 
tertinggal, untuk mana Mahkamah Agung sekali lagi mengharapkan 
kiranya para hakim mampu berperan sebagai katalisator kesenjangan 
antara hukum positif dengan nilai-nilai yang berkembang di 
masyarakat ... " 
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Surat edaran ini belum memberi petunjuk yang jelas, sehingga tampak sifatnya 

sekedar berupa himbauan kepada para hakim, agar menjatuhkan pidana sesuai dengan 

berat dan sifatnya tindak pidana di atas, dengan alasan pandangan bahwa nilai dan 

moralitas hukum positif telah tertinggal. 

Kemudian Mahkamah Agung, juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 

Tahun 2001 tentang Perkara-perkara Hukum yang perlu mendapat perhatian 

Pengadilan224
, yang inti dari Sura! edaran tersebut agar setiap insan pengadilan 

bekerja sungguh-sungguh menjamin penegakan hukum dan mengambil tindakan yang 

benar dan adil terhadap para pelanggar hukum terutama terhadap masalah-masalah 

/perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat antara lain : Korupsi, narkoba, 

hutang piutang Negara, pencurian di !aut, dan kejahatan kehutanan yang nyata 

merugikan keuangan Negara dan rakyat, dan perkosaan. 

Mahkamah Agung belum pemah mengeluarkan kebijakan formulatif secara 

jelas dan permanen mengenai pedoman pemidanaan sebagai perwujudan fungsi 

"'- Ibid hbn. 804-805. 
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Mahkamah Agung sebagai salah satu pilar kekuasaan yudikatif sebagaimana 

dimaksudkan ketentuan Pasal 32 ayat (!) UU No. 14/1985 yo. UU No. 5/2004 yaitu 

melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua 

lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, bukan hanya 

semata-mata sebagai yudex yuris sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (I) UU 

5/2004, pasal 253 ayat (I) KUHAP akan tetapi dalam fungsi regulasi yang bersifat 

internaL 

Melihat fungsi Mahkamah Agung di atas, sebenarnya Mahkamah Agung 

dapat melakukan kebijakan formulatif yang strategis dalam menentukan kebijakan 

aplikatif Kebijakan formulatif akan sangat berpengaruh terhadap eksistensi dan 

penerapan hukum yang dilakukan dalam kebijakan aplikatif yang dijalankan oleh 

yudex facti. Oleh karena itu, berdasarkan pandangan di atas bahwa kebijakan yang 

dilakukan Mahkamah Agung terhadap pemidanaan itu akan dapat menjadi 

yurisprudensi tetap atau bahkan nantinya akan membawa dampak kepada adanya 

perubahan kebijakan formulatif tentang kewenangan Mahkamah Agung di masa yang 

akan datang (ius constituendum). 



BAB III 

METODA PENELITIAN 

A. Pendekatan Hokum Normatif-Kualitatif. 
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Penelitian hukum dalam disertasi ini menggunakan pendekatan teori 

utilitarian theory sebagai teori dasar (grand theory), melahirkan teori pemidanaan 

alternatif sebagai middle theory dan precautionary principle dan judicial discresion 

sebagai applied theory, merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif yakni penekanan pada kualitas data yang diperoleh. Apabila 

muncul angka-angka dalam penelitian 1apangan maka data tersebut hanya 

dipergunakan sebagai penunjang data kualitatif. Penelitian hukum normatif ini lebih 

ditekankan pada penelitian terhadap asas-asas hukum, utamanya asas hukum 

mengenai penegakan hukum pidana lingkungan yang menyorotinya dari segi 

penjatuhan sanksinya atau pemidanaannya. 

Dengan demikian, maka yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan data 

penelitian adalah bahan-bahan hukum antara lain : 

1). Bahan hukum primer: yaitu norma dasar dalam hal ini Undang-undang Dasar 

1945, Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR), 

Peraturan perundang-undangan, hukum adat, Yurisprudensi, Traktat dan 

bahan-bahan hukum dari zaman kolonial yang hingga kini masih berlaku, 
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yang menyangkut lingkungan hidup, hukum pi dana dan khususnya mengenai 

pidana lingkungan. 

2). Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang KUHP, 

hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan ahli hukum mengenai 

lingkungan hidup, pidana dan utarnanya mengenai pidana lingkungan. 

3). Bahan Hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus 

hukum, kamus lingkungan dan ensiklopedi, serta kamus bahasa (Inggris dan 

Belanda). 

Cara atau metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, 

dan metode penemuan hukum yang terdiri dari metode penafsiran dan penghalusan 

hukum. 

Mengingat masalah penegakan hukum lingkungan merupakan "Law in 

action", maka diperlukan pula data empiris, yakni data ten tang pelaksanaan hukum 

pidana lingkungan dalam masyarakat. 

Cara mendapatkan data empiris diperlukan objek penelitian sebagai informan 

yaitu pejabat negara aparat penegak hukum dan lembaga swadaya masyarakat yang 

dapat dipandang memaharni tentang pelaksanaan penegakan hukum lingkungan 

maupun yang memaharninya secara teoretis. Adapun pihak yang dimaksudkan di atas 

an tara lain adalah sebagian Hakim pengadilan tingkat pertama, J aksa, Polisi, Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang lingkungan hidup dan lembaga swadaya 
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masyarakat di bidang lingkungan yang bertugas atau sedang penataran lingkungan di 

Jakarta atau di Serpong dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2005, dan 

di Hotel Bidara, Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2005 baik yang pernah maupun 

yang belum pernah menangani perkara pidana lingkungan. Karena tidak ditetapkan 

sampling, maka penulis memanfaatkan kondisi penataran kebetulan di Jakarta dengan 

menyebarkan questioner. Oleh sebab itu sebagai suatu penelitian hukum normatif 

maka jawaban terhadap pertanyaan yang terdapat dalam questioner itu tidak diikat 

melalui jumlah jawaban, akan tetapi pembobotan berdasarkan kualitas jawaban yang 

secara ilmu hukum terutama berkaitan dengan asas pidana, dan lebih khusus 

mengenai bentuk sanksi pidana lingkungan hidup yang dapat diuji kebenarannya 

secara teoretis. Hasil questioner tersebut berfungsi sebagai penunjang penelitian 

normatif. 

Wilayah penelitian adalah Jakarta mengenai putusan-putusan Mahkamah 

Agung mengenai tindak pidana lingkungan, sedangkan putusan-putusan lainnya 

homogenitas mengacu pada putusan-putusan pengadilan tinggi dan putusan-putusan 

dari berbagai pengadilan negeri wilayah Indonesia. Di dalam melakukan penelitian 

ini menggunakan alat-alat pengumpul data dan tatacara dengan cara : 

1) Studi dokumen terhadap putusan-putusan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia tentang perkara tindak pidana lingkungan yang telah diminutasi 

sejak berlakunya Undang-undang Nomor.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. 
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2) Mengajukan daftar pertanyaan tertutup (questioner), terhadap alat negara 

penegak hukum dan lembaga swadaya masyarakat di atas, tanpa 

menggunakan alat lain seperti alat perekam atau peta lingkungan, setelah 

terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan seputar pemidanaan dalam 

hukum lingkungan. 

Data yang telah diperoleh baik berupa kajian kepustakaan maupun hasil 

pengolahan data empiris yang berhasil dikumpulkan, diedit dan selanjutnya dilakukan 

analisis secara kualitatif dan deskriptif, sehingga diperoleh hasil akhir yang berupa 

disertasi. Disertasi disusun secara logis, sistematis, dan bersifat deskriptif yang 

diharapkan dapat menggambarkan secara lengkap tujuan dan fungsi pemidanaan 

altematif dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia dengan 

menghubungkannya dengan pendekaatan utilitarian theory, subsidiaritas atau 

ultimum remidium membuka peluang teori altematif dan kebijakan penal dan non 

penal. 

B. Spesifikasi Penelitian. 

Metodo!ogi225 dalam penelitian ini berfungsi untuk menerangkan bagaimana 

data dikumpulkan, dan bagaimana data tersebut dianalisis serta bagaimana hasil data 

tersebut dituliskan. 

225 Soekanto, Soerjono. 1986. Op.Cit. him. 5. lstilah "metodologi" berasal dari kata "metode" ; 
namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan, dengan kemungkinan-kemungkinan, 
sebagai berikut : 

I. suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penilitian dan penilaian, 
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Penggunaan pene1itian hukwn normatif ini bertujuan menemukan konsep-

konsep yang diterapkan untuk menyelesaikan masalah atau menguji teori yang ada 

terhadap peristiwa konkrit. Dengan demikian penelitian ini mencakup analisis hukwn 

tertulis yang didahului dengan inventarisasi hukwn positif. 

Inventarisasi hukwn positif mengenai peraturan perundang-undangan 

mengenai tindak pidana lingkungan hidup dengan sistem pemidanaan yang dirasakan 

perlu diamati fungsinya, sehubungan penjatuhan pidana secara altematif masih 

berlaku baik di beberapa undang-undang sektoral yang mengatur tentang tindak 

pidana lingkungan hidup diluar Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun di dalam beberapa pasal Kitab Undang-

undang Hukwn Pidana. 

Hasil kajian norma-norma dari inventarisasi hukum positif tersebut, dapat 

membantu untuk memperoleh pandangan yang tepat tentang penerapan teori manfaat 

(utilitarian theory) penjatuhan pidana alternatif. 

Metode penelitian hukwn normatif ini dianggap sesuai dengan penyelidikan 

terhadap hukwn positif, sehingga tidak terlepas dari teori hukum murni dari ajaran 

Hans Kelsen. 

Segi-segi perspektif dan evaluatif yang dikemukakan mempunyai kegunaan 

atau manfaat mempertegas teori tujuan /manfaat sebagai pilihan dalam penjatuhan 

pidana tindak pidana lingkungan hidup. 

2. suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan. 
3. cara tertentu untuk melaksanakan prosedur. 
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Soerjono Soekanto dan Pumadi Pubacaraka mengemukakan meskipun Hans 

Kelsen pencipta "pure theory of law" , tetapi Hans Kelsen sendiri menegaskan bahwa 

hukum tidak terpisahkan dari politik226
. Namun sistem analisis utama secara juridis 

normatif, sedangkan analisis secara "politik kriminal" atau "kebijakan pidana" 

sebagai penunjang belaka. 

Obyek penelitian berupa beberapa peraturan perundang-undangan dan 

peraturan Jain mengenai tindak pidana lingkungan hidup, putusan beberapa 

Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung rnengenai kasus-kasus 

tindak pidana lingkungan serta berbagai informasi bahan huktun yang tak tertulis, 

adalah bahan huktun primer. Menelaah bahan rancangan Undang-undang tentang 

Kitab Undang-undang Huktun Pidana, hasil penelitian yang pemah dilakukan dan 

pandangan dari para ahli yang berstunber pada karya tulis ilmiah diperlukan untuk 

mempeijelas pernikiran bahan huktun primer agar dapat mernperoleh gambaran yang 

luas tentang perkernbangan-perkernbangan baru sebagai bahan huktun sekunder. 

Penggunaan bahan hukurn lain yang relevan diantaranya beberapa jurnal atau 

majalah huktun, kamus hukurn dan lain-lainya rnerupakan bahan huktun tersier akan 

berguna untuk menambah kejelasan atau rujukan bahan huktun primer dan bahan-

bahan huktun sekunder, termasuk hasil dan substansi dari konvensi intemasional dan 

konferensi intemasional tentang lingkungan hidup. 

226 
• Soekanto, Soerjono dan Purnadi Purbacaraka, 1993. Sendi-sendi Jlmu Hukum dan Tata Hukum, 

Citra Aditya Bakti, Bandung , him. 32. 
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Penelitian penunjang di luar hukum antara lain dari bidang filsafat, Teori 

hukum, sosiologi, kriminologi, dan kebijakan(policy), yang bersumber pada hasil 

pengamatan terhadap aparat penegak hukum di bidang lingkungan hidup, 

dimaksudkan sebagai bahan penunjang atau rujukan data penelitian hukum normatif. 

Oleh karena itu penelitian sosiologis-empiris yang terkait di bidang hukum beserta 

datanya mempunyai kedudukan sebagai bahan pendukung dalam penelitian hukum 

normatif. 

Data primer tersebut dikumpulkan melalui studi pengamatan berlandaskan 

pada pedoman observasi guna mendukung data sekunder. 

Penemuan data yang diperoleh dari pelbagai jenis penelitian hukum normatif 

itu diterapkan guna menyelesaikan masalah di bidang penerapan pidana alternatif 

dalam penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup, dengan menggunakan 

hubungan norma hukum (premise mayor) dan fakta-fakta yang rei evan (premise 

minor), sehingga sistem analisis yang digunakan mengutarnakan metoda normatif 

kualitatif dan disarnping itu juga metoda anal isis lainnya yang berkaitan. 

Berbagai jenis peraturan perundang-undangan tindak pidana lingkungan hidup 

dikumpulkan untuk dikaji dalam hubungannya dengan peraturan dasar pemidanaan 

yang tidak sesuai dengan perkembangan pembaharuan penjatuhan pidana, selain 

untuk mengetahui taraf keserasian diantara peraturan-peraturan tersebut, juga 

sekaligus menyangkut studi tujuan atau fungsi pemidanaan. 
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Penelitian hukwn nonnatif berupa perbandingan hukum dilakukan baik 

melalui studi pustaka yang mengamati beberapa Negara yang dianggap telah 

mengalami kemajuan di bidang pembaharuan pemidanaan. 

Penelitian perbandingan hukwn melalui cara pengamatan tidak terlibat dan 

pengumpulan dokwnen hukum sepanjang usaha itu dimungkinkan berhubung obyek 

dan bahannya terlalu banyak. 

Bahan studi banding mengenai pemidanaan di Negara-negara Norwegia, 

Polandia, Jepang, dimaksudkan sebagai bahan acuan guna menguji masalah aktualitas 

pemidanaan altematif dalam bidang tindak pidana lingkungan hidup yang ditempkan 

di Negara Republik Indonesia. 

Beberapa peristiwa hukum yang telah diputus oleh Pengadilan tingkat 

pertama sampai Mahkamah Agung merupakan kejadian dalam hukwn mengenai 

penerapan kebijakan pemidanaan altematif dalam tindak pidana lingkungan, menjadi 

bahan yang disajikan untuk mendukung pembahasan penerapan sistem pemidanaan 

altematif. 

Pergeseran pemikiran teori pemidanaan sebagai pembalasan hingga kepada 

doktrin social defence telah banyak bahan hukwn yang menjadi obyek penelitian. 

Kerangka dasar yang dipergunakan sebagai titik tolak telaah sekunder adalah 

bahan hukwn dan bahan non hukwn yang mungkin mengandung peristiwa-peristiwa 

hukwn. Pada penelitian hukum nonnatif yang menelaah data sekunder ini, penyajian 

data dilakukan sekaligus dengan analisanya. 
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Atas dasar penggunaan penelitian hukum normatif seperti uraian tersebut di 

atas, disusunlah metode pengumpulan data, penentuan sampel dan analisa data dalam 

sub bah berikut ini. Dalam penelitian yang bersifat eksploratoris dan deskriptif 

mengenai penerapan pidana alternatif pada putusan-putusan Pengadilan mulai dari 

Pengadilan Tingkat pertama hingga Mabkamah Agung, dalam perkara Tindak Pidana 

Lingkungan hidup yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in k:racht van 

gewijsde ) mengenai penjatuhan pidana atau hukuman terhadap para terdakwa serta 

sikap atau pemahaman para aparat penegak hukum lingkungan hidup melalui daftar 

pertanyaan tertutup yang disusun adalah salah satu alat pengumpulan data, maka 

telaab bahan pustaka merupakan kegiatan integral dan penerapan sampling secara 

purposive dianggap relevan dengan pengamatan dalam bentuk tidak terlibat. 

C. Bahan Hukum Yang diteliti. 

Bahan penelitian berupa data dan/atau informasi. Dengan menggunakan data 

primer (yang diperoleh langsung dari responden/informan) dan data sekunder. 

Bahan hukum yang diteliti terdiri bahan hukurn primer antara lain berupa 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan 

hidup, bahan hukum primer ini juga meliputi putusan - putusan yang telah berkuatan 

hukum tetap menyangkut perkara tindak pidana lingkungan hidup dari putusan

putusan beberapa Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mabakamah Agung 

mengenai Tindak Pidana Lingkungan yang dibatasi sejak berlakunya Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 1997. Putusan-putusan perkara tindak pidana lingkungan tersebut 



187 

diperoleh langsung dari Mahkamah Agung dan juga dari bahan-bahan putusan 

perkara tindak pidana lingkungan yang telah dikumpulkan oleh Kementerian 

Lingkungan Hidup pada tahun 2004 dari beberapa Pengadilan Negeri yang ada di 

Indonesia. 

Bahan hukum sekunder berupa literatur atau kepustakaan berkaitan dengan 

pidana, khususnya mengenai sanksi dan penjatuhan sanksi/pemidanaan Lingkungan 

Hidup khususnya mengenai tindak pidana lingkungan hidup, serta buku-buku 

penunjang lainnya yang berkaitan dengan masalah-masalah tersebut. 

Bahan hukum tersier berupa kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa 

Belanda, Kamus Bahasa Inggeris, Kamus Hukum buah tangan smjana Indonesia, 

kamus hukum buah tangan smjana asing, kamus lingkungan buah tangan smjana 

Indonesia atau ensiklopedia . Bahan-bahan ini diperlukan guna rnenernukan istilah

istilah atau pengertian. 

Penelitian kepustakaan di atas telah didukung dengan penelitian 

lapangan/empiris dari kelornpok aparat penegak hukum dan Lembaga Swadaya 

Masyarakat yang berkaitan dengan lingkungan hidup. 

Data primer dalam penelitian lapangan/empiris ini berupa kesadaran hukum 

atau pernahaman kelompok aparat penegak hukurn, kelornpok aparat penegak hukurn 

lingkungan hidup (Hakim tingkat pertama, Jaksa, Polisi, PPNS di bidang Lingkungan 

Hidup, pegawai negeri lain yang fungsional di bidang lingkungan). Pemaharnan 

kelornpok ini dirnaknai sebagai variabel kualitatif, bukan kuantitas hukurn. Meskipun 
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rnenurut beberapa ahli hukurn227 bahwa kuantitas hukurn rnernungkinkan untuk 

diukur dalarn beberapa cara. 

Responden atau informan ini dianggap sebagai representasi dari kelompok 

penegak hukurn lingkungan Indonesia. Respondenlinforman ini dipandang mewakili 

kelornpok aparat penegak hukurn lingkungan Indonesia, karena mereka datang dari 

berbagai daerah wilayah Indonesia. 

Peneliti mengurnpulkan pendapat dari sebagian kelornpok aparat penegak 

hukurn lingkungan atau yang disebut dengan sarnpel, dan dari basil penelitian ini 

kemudian digeneralisasi228
. 

Peneliti rnengajukan daftar pertanyaan tertutup (Questionaire) terhadap 

beberapa Hakim tingkat pertarna, Jaksa, Polisi, Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

(PPNS) Lingkungan Hidup, Pegawai Dinas Lingkungan Hidup, PPNS lain yang 

berkaitan dengan penyidikan tindak pidana Lingkungan Hidup, Lernbaga Swadaya 

Masyarakat ( LSM ) di bidang Lingkungan Hidup, yang sedang dan setelah 

mengikuti penataran rnengenai penegakan lingkungan hidup di Jakarta, mengenai 

227 
Black, Donald, dalam Oloan Sitorus dan Darwinsyah Minin, 2006. Cara Penye/esaian Karya 
1/miah di bidang Hukum, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta, him. 33. Bahwa 
kuantitas hukum rnernungkinkan diukur dalam beberapa cara. Kuantitas hukum diketahui 
melalui jumlah dan lingkup larangan, kewajiban, dan standar lainnya yang hams dipatuhi, serta 
jumlah legislasi, litigasi dan ajudikasi. 

228 Sumardjono, Maria.S.W.,dalam Oloan Sitorus dan Darwinsyah Minin, /bid .. hlm. 33. Penentuan 
responden dalam penelitian hukum ini tidak berbeda dengan penelitian ilrnu sosiallainnya, yakni 
intinya adalah memperoleh responden yang representative. Seorang peniliti jarang mengamati 
seluruh populasi (universum)., yaitu kumpulan individu-individu (atau satuan-satuan lain) yang 
mengandung ciri yang telah ditetapkan. Biasanya peneliti mengumpulkan data dari sebagian 
populasi yang disebut sampel, dan dari basil penelitiannya dibuat generalisasi. 
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sikap dan persepsi para aparat penegak hukum tersebut dalam hal penjatuhan pidana 

terhadap para pelaku tindak pidana lingkungan lingkungan hidup. 

Perihal daftar pertanyaan (Questionnare229
) yang penulis ajukan adalah 

berkaitan dengan pendapat/pemahaman atau nilai, dan pengetahuan. Pertanyaan yang 

berkaitan dengan pendapat atau nilai ini ditujukan untuk memahami proses kognitif 

dan interpretatif dari subjek (aparat yang berkaitan dengan penegak hukum 

lingkungan). 

Jawaban terhadap pertanyaan ini memberi gambaran penunjang kepada kita 

mengenai apa yang dipikirkan tentang dunia penegakan hukum lingkungan atau 

tentang keberadaan sanksi dalam UUPLH. Pertanyaan ini menceritakan tujuan, 

keinginan, harapan, dan nilai. "Apa yang penulis percaya ? Apa yang penulis pikirkan 

tentang fungsi penjatuhan sanksi altematif dalam penegakan hukum lingkungan ? 

Apa yang penulis inginkan terjadi ? Apa pendapat penulis tentang fungsi pemidanaan 

altematif dalam penegakan hukum lingkungan. 

Pertanyaan tentang pengetahuan diajukan untuk memperoleh pengetahuan 

faktual yang dimiliki responden dengan asumsi bahwa suatu hal dapat dipandang 

diketahui. Hal-hal itu bukan pendapat atau perasaan, atau merupakan hal-hal yang 

diketahui seseorang, melainkan fakta dari kasus itu. 

229 Echols, John M. dan Hasan Shadily. 2003. dalam Kamus lnggris indonesia , Gramedia Jakarta, 
him 461. Memberi pengertian Questionnaire~ daftar pertanyaan. Dan lihatjuga Ronny Hanitijo 
Soemitro, dalam buku Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, 1982 hhn. 73. 
menyamakan istilah questionnaire dengan angket (Enqueue) yang artinya sama dengan daftar 
pertanyaan. 
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Pengetahuan tentang penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup 

terdiri dari surnber hukurn tindak pidana lingkungan, peristiwa-peristiwa yang 

merupakan tindak pidana lingkungan hidup, proses penegakan hukurn, hingga tujuan 

penjatuhan pidana atau pemidanaan terhadap pelaku kejahatan Lingkungan hidup, 

dan sebagainya. Daftar pertanyaan telah disusun dengan daftar pertanyaan 

berstruktur, dimana responden hanya diminta untuk memilih salah satu jawaban yang 

sudah tersedia, dengan memilih jawaban setuju atau tidak setuju. 

Maksud penulis mengajukan daftar pertanyaan berstruktur (tertutup) adalah 

guna menghindari responden memberikan penjelasan-penjelasan yang secara 

panjang Iebar, sehingga praktis, tegas, hemat, efisien dalam mengungkap inti 

persoalan. Daftar pertanyaan diserahkan langsung kepada responden yang sedang 

rehat kopi ketika mengikuti pelatihan dan seminar menyangkut penegakan hukurn 

lingkungan dan diisi sendiri secara bebas oleh responden tanpa dipandu oleh peneliti. 

Penulis hanya meneliti responden yang merupakan praktisi dalam penegakan 

hukurn lingkungan, guna mendapatkan gambaran pemahaman atau pengetahuan 

mereka tentang pemidanaan dalam tindak pidana lingkungan hidup. Responden ini 

adalah para aparat penegak hukurn yang sedang mengikuti pendidikan atau pelatihan 

penegakan hukurn lingkungan yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan 

Hidup dan para peserta seminar sehari diantaranya bagi mereka sebagian dari alumni 

yang telah pernah menerima pendidikan lingkungan hidup di dalam maupun di luar 

negeri dan sebagian lain mereka yang telah pernah menangani kasus-kasus tindak 

pidana lingkungan, serta sebagian lagi sebagai peserta yang akan studi banding ke 
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luar negeri tentang penegakan hukum lingkungan hidup, sehingga pemahamannya 

tentang hukum pidana lingkungan tentu re1atif jauh berbeda dengan aparat penegak 

hukurn lainnya yang belum pemah mengenyam pendidikan atau seminar secara 

khusus mengenai penegakan hukum Lingkungan Hidup. 

Penulis secara sengaja memanfaatkan even yang berkaitan dengan acara-acara 

pelatihan /pendidikan atau seminar lingkungan hidup, dengan meminta bantuan 

kepada panitia pelaksana pelatihan dan seminar tersebut, untuk mengedarkan daftar 

pertanyaan dan sekaligus mengumpulkan hasil jawaban pertanyaan, even tersebut 

sengaja dicari oleh penulis guna menghemat waktu penelitian, biaya penelitian dan 

sekaligus mengejar sasaran responden yang tepat di bidangnya seperti yang 

direncanakan. Seandainya even seperti di atas tidak ditemukan maka penulis akan 

meluangkan banyak waktu, tenaga dan biaya penelitian. 

Substansi daftar pertanyaan telah mencakup topik, guna memerlukan atau 

menginginkan pengetahuan tentang pemahaman responden tentang hal yang 

dipersoalkan. Transkrip jawaban atas daftar pertanyaan tersebut kemudian oleh 

penulis telah mengorganisasikannya dan mensistematisasi data agar siap dijadikan 

bahan analisis. 

D. Landasan Teori. 

Landasan teori dalam penelitian dan penyusunan Disertasi mengenai Fungsi 

Pemidanaan AlternatifDalam Kebijakan Penegakan Hukum Lingkungan, adalah teori 

yang beperingkat, yang meliputi : 
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1. Teori Dasar atau Grand Theory adalah utilitarian theory tentang pemidanaan. 

Teori pemidanaan menjadi dasar tujuan pemidanaan, maka dalam memahami 

fungsi atau kegunaan pidana altematif dalam hukum lingkungan tampak lebih dekat 

pada teory tujuan (utilitarian theory) karena pemidanaan dalam hukum lingkungan 

tidak dimaksudkan semata-mata si pelaku telah terbukti bersalah, melainkan karena 

pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif baginya, tennasuk 

korban (lingkungan) dan orang-orang lain dalam masyarakat. 

Karakteristik dasar teori tujuan menurut Igor Primoratz yang dikutip dari 

Sholehuddin adalah pemidanaan yang berorientasi kemasa depan dan prinsip 

dasamya berbunyi punitur ut ne peccetur yang artinya " dipidana agar tidak lagi 

bersalah"230 
. 

Manfaat atau tujuan hukum lingkungan adalah melindungi lingkungan dari 

kerusakan dan kemerosotan mutu demi menjamin kelestariannya agar dapat secara 

langsung terus menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi 

mendatang. Lingkungan merupakan milik umum orang banyak (public property), 

dan memelihara kelestarian lingkungan harus dipandang secara global (act locally 

think globally) karena hanya ada satu bumi (one world). Tujuan hukum lingkungan 

sangat jelas memperhatikan kesejahteraan banyak orang, tujuan ini sama dengan 

hakikat teori manfaat (utilitarian theory) dalam pemidanaan, sehingga pijakan grand 

theory dalam fungsi pemidanaan penegakan hukum pidana lingkungan adalah tidak 

230
• Sholehuddin, M. op.cil, him. 145. 
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terlepas dari manfaat bagi lingkungan itu sendiri (environment oriented) yang 

mengikuti sifat dan watak lingkungan yang berguru pada ekologi. 

UUPLH dalam pasal 4 7 memuat sanksi tindakan. Sebagaimana dikemukakan 

sebelumnya babwa sanksi tindakan bertujuan untuk memulihkan keadaan tertentu 

bagi pelaku tindak pidana maupun korbannya(lingkungan), baik perseorangan, badan 

hukum publik maupun perdata. 

Teori utilitarisme tentang hukuman atau pidana sejak Plato, dalam dialog 

Protagoras, menurut Plato yang dikutip dari Y ong Ohotirnu!l 1mengatakan : 

" ... dalam menghukum seseorang yang bersalab, kita tidak boleh 
mendasarkan hukuman atas fakta babwa ia telah bertindak salah 
dirnasa lampau atau menghukumnya dengan rasa balas dendam 
yang buta seperti seekor binatang. Tidak. Hukuman tidak 
dikenakan oleh manusia rasional demi kejabatan yang sudab 
dilakukan dan diakui (karena akhirnya tak seorangpun dapat 
membatalkan apa yang telab lewat), tetapi demi masa depan yaitu 
sebagai tindakan preventif bagi siterhukum dan orang-orang lain 
agar tidak lagi melakukan kesalaban ... " 

Menurut Yong Ohoitimur babwa pandangan Plato tersebut diikuti oleh para 

pemikir kontemporer seperti T.L.S Sprigge, S.l. Berm, dan J.J. C. Smart. Namun 

bentuk yang paling komprehensif dari teori utilitarisme tentang hukuman dapat 

dijumpai pada tulisan-tulisan Jeremy Bentham, sebagai bapak utilitarisme Inggris232 

231
• Ohoitimur, Yong, Op.cit, him. 25. 

232 
• Ibid. him. 25. 
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Menurut Jeremy Bentham yang dikutip dari Harkristuti Harkrisnowo233
, 

mengenai pemidanaan adalah sebagai berikut : 

" ... all punishment is in itself evil because it inflicts suffiring and 
pain, but if it can be shown that the pain inflicted is in some way 
preventing or excluding some greater pain, thus it is usefol in 
achieving greater aggregate of pleasure and happiness ... " 

Berdasarkan pendapat Jeremy Bentham di atas, Yong Ohiotimur mengatakan 

bahwa tesis dasar dari teori utilitarisme tentang hukurnan ialah bahwa hukuman harus 

dijatuhkan demi konsekuensi-konsekuensinya yang positif. Berarti, siterhukum perlu 

menderita agar efek-efek yang menguntungkan bisa dicapai. Kesejahteraan (welfare) 

si terhukum dan masyarakatnya menjadi inti orientasi utilitarisme. Utilitarisme 

menganut welfare-oriented punishment. Pada titik itulah terletak keunggulan dan 

k l. k I ah "J" • 234 se a 1gus e em an uti Itansme 

Teori Utilitarianisme atau teori marifaat, yang menilai baik buruknya suatu 

tindakan berdasarkan akibatnya bagi banyak orang. Kebijakan selalu dilihat dari 

tujuan atau manfaat yang lebih besar. 

Kajian teori kemanfaatan (utility), bukan berarti teori lain diabaikan, teori 

tersebut masih saling kait mengkait dan sating membutuhkan satu sama lain, tetapi 

teori tuj uan ini dipandang lebih rei evan dalam hukum pi dana lingkungan. 

133 Harkrisnowo, Harkristuti, Dalam makalahnya yang berjudul " Pemidanaan Dalam Retrospeks 
Menyimak Rancangan KUHP", dalam Sosialisasi RUU KUHP, Hotel Maharani, Jakarta, 
September 2004. 

234 Ohoitimur, Yong. 1997. op.cit, him. 40. 
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Teori utilitarisme yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748-1832) 

dalam menilai baik buruk suatu kebijakan sosial, politik, ekonomi dan legal secara 

moral mendasarkan pada apakah suatu kebijakan atau tindakan publik tersebut 

membawa manfaat atau akibat yang berguna, atau sebaliknya kerugian bagi orang-

orang terkait. Bagi Bentham dan penganut teori utilitarianisme, dasar obyektif itu 

adalah manfaat yang ditimbulkan oleh kebijakan atau tindakan tersebut bagi orang 

banyak2Js_ 

Menurut pandangan Durkheim yang dikutip dari Sholehuddin236 masyarakat 

modern yang heterogen dan penuh diferensiasi, dimana solidaritas organik mengatasi 

solidaritas lama yang mekanik, hukum refressif tidak lagi berfungsi secara dominant. 

Perannya akan digusur dan banyak digantikan oleh hukum restitutif yang 

menekankan arti pentingnya restitusi, pemulihan atau kompensasi untuk menjaga 

kelestarian masyarakat. 

Pencantuman sanksi tindakan dalam UUPLH sebagaimana dikatakan di atas 

sebagai pengaruh dari hukum pidana modern dan individualisasi pemidanaan, dan 

ternyata penetapan sanksi tindakan tersebut sangat relevan dalam kehidupan 

masyarakat modern. Namun menurut Sholehuddin penempatan sanksi tindakan 

tersebut dalam peraturan perundang-undangan kita belum memiliki landasan yang 

rasional, hal ini disebabkan karena legislator tidak memahami ide dasar, filsafat 

235
• Keraf, A. Sonny, 2000. Etika Lingkungan, Kompas Media Nusantara, Jakarta, him. 16. 

236
• Sholehuddin, M. op.cit. him. 208. 
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pemidanaan, teori pemidanaan dan tujuan pemidanaan yang menjadi sumber dari 

jenis sanksi pidana dan tindakan tersebut237
. 

A. Sonny Keraf merumuskan dasar obyektif terse but dalam 3(tiga) kriteria : 

Kriteria pertama, adalah manfaat yaitu kebijakan atau tindakan itu mendatangkan 

manfaat tertentu. Jadi kebijakan atau tindakan baik adalah kebijakan atau tindakan 

yang menghasilkan hal baik. Sebaliknya, akan dinilai buruk secara moral kalau 

mendatangkan kerugian atau hal buruk238
. Konsepsi pemidanaan ada hal yang 

dilarang dan dianggap merugikan yakni pemidanaan tidak boleh menimbulkan 

penderitaan baik bagi sipelaku maupun bagi korban. Kriteria kedua, adalah manfaat 

terbesar, yaitu kebijakan atau tindakan tersebut mendatangkan manfaat lebih besar 

atau terbesar dibandingkan dengan kebijakan atau tindakan alternatif lain. Atau dalam 

situasi dimana semua alternatif yang ada ternyata sama-sama mendatangkan 

kerugian, tindakan yang baik adalah tindakan yang mendatangkan kerugian terkecil. 

Kriteria ketiga, adalah manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang, sebagai suatu 

kebijakan atau tindakan dinilai baik kalau manfaat terbesar yang dihasilkan berguna 

bagi banyak orang orang. Semakin banyak orang yang menikmati akibat baik tadi, 

semakin baik kebijakan atau tindakan tersebut. Maka diantara tindakan yang sama-

sama mendatangkan manfaat, pilih manfaatnya terbesar dan diantara yang 

manfaatnya terbesar, pilih yang manfaatnya dinikmati paling banyak orang orang239
. 

237 Ibid. him. 243. 
238

• Ibid. him. 16. 
239 Ibid him. 16-17. 
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2. Midle Range Theory adalah Teori Pemidanaan Altematif. 

Asas subsidiaritas, aliran pidana modem, relatifitas atau keterbatasan sanksi 

pidana, pandangan proporsi hukuman, konsep prevensi, individualisasi pemidanaan, 

asas subsosialitas semuanya berpeluang melahirkan teori pemidanaan altematif. 

Asas subsidiaritas yang disimpulkan dari pendapat Ruslan Saleh240 didasari 

pandangan yang mengatakan bahwa 1). Penghukuman yang keras tidak mutlak 

merupakan suatu upaya terbaik mengendalikan kejahatan. 2). Overkriminalisasi dan 

overpenalisasi telah menjadi kehilngan pengaruhnya dalam masyarakat. 

Para ahli hukum pidana pada abad 18 berkeyakinan bahwa hukuman yang 

terlalu keras tidaklah mutlak diperlukan sebagai syarat yang terbaik untuk mengekang 

atau menghambat terjadinya kejahatan241 Oleh karena itu para ahli hukum di 

antaranya Brissot berpaling ke teori-teori hukum pidana yang mendasarkan diri 

kepada pikiran-pikiran prevensi, yang berpendapat : " ... adalah lebih baik mencegah 

teijadinya kejahatan-kejahatan, dari memidananya ... " 

Prinsip subsidiaritas dapat memberikan suatu arah pedoman, yaitu jangan 

jatuhkan pidana penjara atau kurungan jika dipandang cukup dengan pidana denda. 

Jangan jatuhkan pidana penjara atau kurungan yang tidak bersyarat jika pidana 

bersyarat dipandang telah cukup. Jangan jatuhkan pidana perampasan kemerdekaan 

240 Saleh, Ruslan, 1983, Beberapa Asas Hukum Pidana Da/am Perspekli[, Aksara Barn, Jakarta, 
hlm.46-47. 

241 
• Ibid, hlm. 47. 
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yang lama jika pidana yang waktunya pendek telah dapat menyelesaikan persoalan 

itu242. 

Aliran Pi dana modern terkait dengan kaj ian melihat kejahatan dan 

pemidanaan dalam Hukum Lingkungan berkaitan erat dengan bukti ilmiah (scientific 

evidence) atau ilmu dan teknologi (science and technology) yang kadang bisa juga 

bersifat ketidak pastian (uncertainty). Termasuk mengenai kerugian dan luas dampak 

tindak pidana lingkungan telah menjadi bagian pertimbangan kesalahan yang dapat 

dianalisis rnelalui instrument ilmu dan teknologi serta valuasi ekonomi sebelum dan 

sesudah teljadi tindak pidana lingkungan. Dengan demikian keberlakuan hukum 

pidana lingkungan telah masuk dalam aliran modern yang ditandai dengan era ilmiah 

(scientific age). Scientific age ini didasarkan atas penemuan-penemuan ilmiah, baik 

ilmu-ilmu alam sebagai !andasan filsafat indivualisasai serta pembinaan nara pidana 

secara ilmiah. 

Cesare Lambroso salah seorang penganut aliran modern mengatakan setiap 

pelaku tindak pidana mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga 

adalah merupakan suatu kebodohan untuk menerapkan pidana yang sarna kepada 

semua orang yang melakukan tindak pidana tertentu (let the punishment fit the 

. . l) 243 crzmma . 

242
• Saleh, Roeslan, 1984. Segi Lain Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, him. 23. 

243 
• Muladi dan Barda Nawawi, 1984. op.cit. hlm. 63. 
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Pandangan Lambroso menyatakan bahwa "different criminal have different 

needs", dalam hal ini pidana tidak ditentukan secara pasti (Indeterminate sentence). 

Dalam hal ini putusan tentang pidana diserahkan kepada Pengadilan244
• 

Pemidanaan alternatif juga didasari pemikiran relatifitas atau keterbatasan 

sanksi pidana itu sendiri dalam menanggulangi kejahatan. 

Konsep utilitarian mengenai pidana dan menghendaki pidana lebih berfungsi 

preventif serta adanya individualisasi pi dana. Yang dituntut adalah menghindari 

penjatuhan sanksi secara seragam yang mengandalkan sanksi tertentu dan 

mengusulkan pembedaan sanksi sesuai dengan personalitas pelaku karena setiap 

pernidanaan tidak mempunyai pengaruh atau berakibat yang sama pada setiap 

orang/pelaku kejahatan. Oleh sebab itu menurut Hugh D. Barlow yang dikutip dari 

Sholehuddin , suatu hukuman (pidana) adalah hal yang relatif, dengan dua alasan 

yang mendasari pendapat tersebut.Pertarna, mungkin saja bagi seseorang, bahwa 

pidana itu merugikan sedangkan bagi orang lain tidak. Kedua , bagi seseorang pidana 

itu dianggap keras atau kejam, sedangkan bagi orang lain dianggap biasa-biasa 

saja245
. Ada juga yang menganggap pidana penjara dapat dijadikan kesempatan 

memperbaiki diri dari kehidupan yang rusak. Namun ada pula yang menganggap 

pidana denda dapat memberhentikan perbuatan pelanggaran. 

244 
• Ibid. him. 64 

245
• Sholehuddin, M. op.cit. him. 205-206. 
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Menurut Jeremy Bentham246 bahwa pilihan atau alternatif pidana didasari 

pandangan proporsi hukuman (pidana) yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut : 

Pertama, Hukuman harus mudah dikurangi atau ditambah, atau bisa dibagi-bagi agar 

bisa menyesuaikan dengan perbedaan berat pelanggaran. Kedua, hukuman sama 

dengan hukuman itu sendiri. Ketiga, hukuman bisa diukur. Keempat, hukuman analog 

dengan pelanggaran. Kelima, hukuman menjadi contoh. Ketujuh, hukuman tepat 

guna. Kedelapan, hukuman bisa diampuni atau dibatalkan. 

Selain itu masih dapat ditambahkan lagi 3 sifat , tanpa mengurangi tujuan 

hukurnan: 

l) Hukurnan akan sangat bermanfaat bila bisa meningkatkan perbaikan diri pelaku 

pelanggaran, bukan hanya lewat rasa takut akan dihukum lagi, tetapi juga dengan 

terjadinya perubahan pada watak dan kebiasaannya. 

2) Menghilangkan kemampuan untuk melakukan pelanggaran. 

3) Memberikan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan merupakan salah satu 

sifat hukuman yang bermanfaat. 

Menurut Hukurn Pidana Modern bahwa tidak berarti pelanggaran pasti 

berakhir dengan pidana penjara. Banyak alternatif lain yang dapat diterapkan oleh 

Jaksa maupun Hakim. 

246 Bentham, Jeremy, 2006. diterjemahkan oleh N.M. Tripathi Private Limited, Bombay, 1979. Teori 
Perundang-undangan , Prinsip-prinsip legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, cetakan I, 
Penerbit Nusa Media & Penerbit Nuansa, Bandung. Hlm.375-378. 
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Berdasarkan asas subsosialitas (subsosialiteit) mengatakan babwa hakim dapat 

tidak menjatuhkan pidana walaupun apa yang didakwakan telab terbukti dan terdakwa 

bersalab, jika tindak pidana itu ter!alu ringan atau melihat keadaan pada waktu 

perbuatan dilakukan atau sesudah perbuatan dilakukan. 

J Applied theory adalah f>recautionmy principle dan Judicial discretion. 

Dalam uraian di depan telah dikatakan bahwa Precationary principle 

merupakan pencegaban dini lebih diutamakan dan didabulukan, dan apabila terpaksa 

dapat dilakukan penindakan. Oleh karenanya agar Hakim dalam menjatuhkan putusan 

tidak secara langsung menjatuhkan penindakan yang berat sifatnya. Penindakan dapat 

dilakukan secara bertahap dan dimulai dengan melalui penerapan sanksi yang ringan . 

Apabila pelanggaran masih berlanjut penjatuhan sanksi pidana dilanjutkan dengan 

yang lebih berat. 

Judicial Discretion atau diskresi hakim247 melalui kebijakan pemidanaan oleh 

hakim dilandasi karakteristik eksistensi ide Individualisasi pidana memberi 

kelonggaran bagi hakim untuk memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya 

sanksi). Kebebasan hakim dalam pemidanaan tidak hanya dapat dijatuhkan 

"' Soetiksno, 2002, Filsafat Hukum ,bagian I, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlrn. 38. AI iran 
Freirechtslehre dari permulaan abad 20 Oemu dengan penafsiran tentang undang-undang dan 
kumpulan peraturan-peraturan) yang semata-mata dijalankan secara analitis dan menurut logika, 
menganjurkan supaya segala sesuatu diserahkan saja kepada kebijaksanaan para hakim, yang 
diberikan kebebasan yang paling besar dalarn hal-hal memutus perkara. Perasaan para hakim 
mengenai apa yang "benar" dan apa yang "salah" hendaknya menjadi penunjuk jalan. Krabbe 
seorang ahli hukum Belanda menganjurkan supaya segala sesuatu didasarkan pada 
Rechtsbewustzijn hakim. Lihat juga Black, Hendry Carnpell, MA. 1990. Black Law Dictionary, 
Sixt edition, West Publishing Co., ST. Paul, Minn, him. 847. 
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berdasarkan hukum, tetapi juga penjatuhan sebatas apa yang ditentukan oleh hukum. 

Morris dan Howard mengatakan, "punishment is only imposed, but also limited by 

/aw248
. Pemidanaan alternatif hanya dapat dilakukan sebatas yang ditentukan oleh 

undang-undang. Pendapat ini sangat beralasan hila dikaitkan dengan kewenangan 

Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi yang dapat membatalkan putusan atau 

penetapan-penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan apabila 

: a). tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; b). salah menerapkan atau 

melanggar hukum yang berlaku; dan c). !alai memenuhi syarat-syarat yang 

diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu 

dengan batalnya putusan yang bersangkutan, kewenangan ini diatur dalam pasal 30 

UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung. Kebebasan hakim dalam menjatuhkan jenis pidana yang berbeda 

dari tuntutan jaksa, akan cenderung dimintakan upaya hukum banding atau kasasi 

oleh Jaksa Penuntut Umum, bilamana kebebasan penjatuhan jenis pidana alternatif 

tersebut tidak diatur dalam undang-undang. 

Ide Individualisasi pidana didasarkan pada ketentuan pasal 28 ayat 2 Undang-

undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan :" 

Dalam hal mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan 

pula sifat yang baik danjahat dari terdakwa". Berdasarkan ketentuan ini maka dalam 

248 Huda, Chairul. 2006. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesa/ahan Menuju Kepada Tiada 
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan 
TindakPidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Prenada Media, him. 142. 



203 

menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim wajib 

memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang 

dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya. Dalam pemidanaan 

(penjatuhan sanksi) oleh hakim berarti tidak cukup hanya mempertimbangkan secara 

tekstual sanksi yang termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan yang 

bersangkutan, tetapi kepentingan dan kebutuhan terdakwa selaku manusia turut juga 

menjadi aspek pertimbangan dalam penjatuhan pidana. 

Diskresi hakim dibutuhkan dalam pemidanaan untuk mencapai tujuan hukum 

pidana itu sendiri. Thomas Aaron yang dikutip dari Bernard L.Tanya dkk. 

merumuskan diskresi sebagai : " ... power authority coriferred by law to action on the 

basic ofjudgement or conscience, and it use more an idea of moral than law ... "249 

Diskresi bagi hakim merupakan faktor wewenang hukum yang dijalankan 

secara bertanggungjawab dengan mengutamakan pertimbangan moral daripada 

peraturan hukum yang abstrak. Diskresi yang dilakukan oleh hakim, semata-mata atas 

dasar pertimbangan tentang kegunaan atau fungsi tindakan dalam mencapai tujuan 

yang lebih besar demi menjaga kewibawaan hukum itu sendiri. 

Diskresi hakim (Judicial discretion) dalam mengadili perkara tindak pidana 

lingkungan sebatas dalam koridor tujuan mempertahankan pelestarian fungsi 

lingkungan hidup, dengan pertimbangan-pertimbangan yang cukup rasional, dengan 

segala aspek pertimbangan filsafat pemidanaan, teori pemidanaan, tujuan 

249 Tanya, Bernard. L. (at. all ), 2006. Teori Hukum, Stralegi Tertib Manusia Lin/as Ruang dan 
Generasi, CV .Kita , Swabaya, him. 179. 
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pemidanaan, serta pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan 

terdakwa. 

Kebebasan hakim ( diskresi hakim) ini dapat dilihat dari padanannya dengan 

kebebasan hakim di Negeri Belanda menurut Jan Remeli~50, dalam menerapkan 

pidana altematif tersebut, bukan seperti kebebasan dalam sistem pemidanaan yang 

memberikan kebebasan penuh bagi hakim tatkala ia hams menetapkan jenis pidana 

apa yang hendak dijatuhkan serta berat ringannya. Dan bukan pula dengan sistem 

tertutup dimana pembuat undang-undanglah yang akan menetapkan jenis pi dana yang 

dapat dijatuhkan, berat ringannya maupun modusnya. 

Diantara dua sistem yang ekstrim ini ditempuh sistem antara, disini pembuat 

undang-undang memberikan batasan tertentu (maksimurn dan minimum) dan juga 

memberi keleluasaan yang cukup berkenan dengan pilihan dan penetapan jenis sanksi 

pidana. Sistem pertama dikatakan arbitraire (tanpa batas atau semena-mena), stelsel 

kedua merupakan sistem terikat atau tertutup, sedangkan yang ketiga ini adalah 

sistem yang relatifbebas (atau relatifterikat). 

Sebagaimana dikemukakan dalam middle range theory di atas bahwa suatu 

hukuman(pemidanaan) adalah hal yang relatif. Sifat relatif dari pernidanaan itu 

250 Remmelink, Jan, 2003. Hukum Pidana , Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana Be/anda dan Padanannya dalam Kitab undang-undang Hukum 
Pidana Indonesia., PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.560-561. 
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memberikan kepada hakim keleluasaan WJtuk memilih jenis-jenis sanksi, baik sanksi 

pi dana maupun sanksi tindakan251
• 

Pendapat Jan Remelink dengan mengutip beberapa pertimbangan Hogeraad 

di Negeri Belanda, dapat dan relevan WJtuk diterapkan dalam penerapan kebebasan 

hakim dalam penjatuhan pidana dengan rambu-rambu yang perlu diperhatikan, antara 

lain: 

1) Kebebasan yang dinikmati hakim tidak boleh memWJculkan penyalahgunaan 

kewenangan. 

2) Hakim dalam menerapkan hukuman/pidana dalam arti memberi reaksi yang 

memadai dan bermakna atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. 

3) Hakim harus melandaskan penjatuhan pidana pada pertimbangan

pertimbangan yang cukup (kewajiban memberikan motivering) alasan-alasan 

khusus yang menjadi dasar penjatuhan pidana. 

4) Hakim harus memperhatikan kemampuan finansial terdakwa dalam 

penjatuhan pidana ganti rugi, pidana denda dan melakukan perbuatan tertentu. 

5) Hakim harus mempertimbangkan keadaan (faktor-faktor yang memberatkan 

dan meringankan) tiap-tiap pelaku tindak pidana. 
' 

6) Hakim harus menyadari betul penjatuhan pidana guna pencapaian tujuan 

pemidanaan. 

251 Sholebuddin,M. op.cit. him. 206. 
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7) f>emidanaan berkaitan erat dengan upaya melindungi masyarakat, dan 

keterkaitan yang w:'\iar dan memadai antara (sanksi) pidana yang dijatuhkan 

dan delik yang diperbuat. 

8) Pemidanaan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi 

calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan 

pengulangan atau peniruan. 

9) Penetapan berat ringannya pidana berkaitan dengan stuasi dan kondisi yang 

relevan dari tindak pidana yang bersangkutan (fakta yang berkaitan dengan 

penetapan berat ringannya pidana). Keseluruhan fakta yang melingkupi delik 

yang harus diperhitungkan tatkala mempertimbangkan jenis pidana yang akan 

dijatuhkan, berat ringannya, dan apakah layak dijatuhkan pidana bersyarat dan 

seterusnya. Tercakup di dalam delik yang diperbuat, nilai dari kebendaan 

hukum terkait, cara bagaimana aturan dilanggar, kerusakan lebih lanjut, 

personalitas pelaku, umur, jenis kelamin, kedudukan dalam masyarakat, 

mentalitas (beringasan), penyesalan nyata (bukan pura-pura), catatan 

kriminalitas. 

Melakukan pendekatan kebijakan pidana dalam upaya perlindungan 

lingkungan hidup mengharuskan penyelarasan dengan kebijakan-kebijakan lainnya. 

Bambang Purnomo mengatakan bahwa kebijakan pidana (penal policy) harus 

diselaraskan dengan kebijakan kriminal (criminal policy) dan kebijakan sosial(social 
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policy) yang bertumpu pada satu asas kesejabteraan sosial (Social welfare) bagi setiap 

orang dalam masyarakat252
• 

Soedarto mengatakan dalam melaksanakan kebijakan berarti memutuskan 

altematif mana yang paling baik dalam mengadakan reaksi terhadap kejabatan yang 

terjadi.253 Pendapat Sudarto ini ditegaskan pula oleh Muladi dan Barda Nawawi 

dengan mengatakan dalam melaksanakan kebijakan orang mengadakan penilaian dan 

melakukan pemilihan dari sekian ban yak altematif yang dihadapi254
• 

Memilih dan menetapkan pidana sebagai sarana untuk menanggulangi 

kejabatan harus benar-benar telab memperhitungkan semua faktor yang dapat 

mendukung berfungsinya atau bekeijanya (hukum) pidana itu dalam kenyataannya. 

J adi diperlukan pula pendekatan yang fungsional dan inipun merupakan pendekatan 

yang melekat pada setiap kebijakan yang rasional. 255 

Konsepsi kebijakan pidana dari aliran social defence (the penal policy of 

social defence) menurut Marc Ancal bertolak pada konsepsi pertanggunganjawab 

yang bersifat pribadi. Istilab perlindungan masyarakat atau social defence dikaitkan 

dengan rehabilitasi dan resosialisasi256 yang cenderung ke arab non penal policy. 

Berdasarkan hakikat dan tujuan pemidanaan, maka hakim harus menetapkan 

untuk dirinya sendiri pendapat mana yang diyakini. Yang paling penting ialab babwa 

252 Poemomo, Bambang. "Manfaat telaah Ilmu Hukum Pidana Dalam Membangun Model Penegakan 
Hukum di Indonesia", Pidato Pengukuhan Jabatan Guru besar pada Fakultas Hukum Universitas 
Gadjah Mada, Yogyakarta, 5 Juni 1989. hlm.l2. 

153 Sudarto, 1986. Kapila Se/ekta Hukum Pidana. Alumni Bandung. him. 118. 
254 

• Muladi dan Barda Nawawi, 1984. him. 164. 
255 

• Ibid. him. 164. 
256

• Ibid. him. 168. 
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dalam penjatuhan pidana oleh hakim harus menyadari makna dari putusannya itu, 

apakah yang hendak dicapai dengan pidana yang dijatuhkannya itu. Meskipun tidak 

setiap putusan hakim harus merupakan karangan ilmiah, namun uraian yang logis 

dalam pertimbangannya, yang dapat diikuti oleh orang lain, terutama bagi orang yang 

dikenai hukuman, sehingga mengerti akan alasan-alasan sampai teljadi putusan yang 

demikian itu, apakah mendatangkan ketentraman tidak hanya bagi yang bersangkutan 

akan tetapi juga bagi masyarakat. Memang pribadi hakim mempunyai pengaruh yang 

besar terhadap putusannya itu. Disamping pertimbangan yang rasional dalam 

menentukan pidana, hal-hal yang bersifat emosionil, sampai rasa kasih sayangnya 

terhadap sesama hidup akan mempengaruhi putusannya257
. 

Penjatuhan pidana adalah masalah kebebasan hakim. Sampai dimanakah 

pembentuk undang-undang memberikan kebebasannya dalam menentukan jenis 

pidana, ukuran pidana dan cara pelaksanaan pidana (straftoort, strafmaat dan 

strafmodus atau strafmodalitet). Dalam aliran modern kebebasan itu adalah jauh lebih 

besar dari aliran klasie58
. Aliran modern menitik beratkan perhatiannya kepada orang 

yang melakukan tindak pidana dan pemberian pidana atau tindakan dimaksud untuk 

melindungi masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh pembuat. Aliran 

Defence social secara aktif hendak menghilangkan bahaya terhadap masyarakat itu 

dengan mengadakan resosialisasi dari pembuatl59
• 

257
• Sudarto, 1986. Op.cit, him. 89. 

258 .Ibid. him. 53. 
259 .Ibid. him. 51. 
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Dalam konsep aliran modern yang diambil alih dalam rancangan KUHP tahun 

1972 bahwa maksud dan tujuan pemidanaan ialah : 

!). Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, 

masyarakat dan penduduk ; 

2). Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat 

yang berbudi baik dan berguna; 

3). Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan tindak pidana260
. 

Menurut Sudarto bahwa hakim memerlukan pedoman penjatuhan pidana 

sebagai ukuran dalam menentukan pi dana, dan meskipun W v.S. (KUHP sekarang) 

tidak memuat pedoman pemidanaan, namun karena KUHP ini memiliki karakteristik 

dan filsafat yang menjadi dasarnya sama dengan W v.S Be Ianda 1886, maka Memorie 

van Toelichting dari W. v.S Belanda tahun 1886 dapat dijadikan pedoman, yang 

(terjemahannya): Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, Hakim untuk tiap 

kejadian harus memperhatikan keadaan obyektif dan subyektif dari tindak pidana 

yang dilakukan, hams memperhatikan perbuatan dan pembuatnya. Hak-hak apa saja 

yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu ? Kerugian apakah yang ditimbulkan 

? Bagaimanakah sepak terjang kehidupan sipembuat dulu-dulu ? Apakah kejahatan 

yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama ke arah jalan sesat ataukah suatu 

perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dari watak jahat yang sebelumnya 

sudah tampak ? Batas antara minimum dan maksimum harus ditetapkan seluas-

'
60 

• Ibid. him. 50. 
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luasnya, sehingga meskipun semua pertanyaan di atas itu dijawab dengan merugikan 

terdakwa, maksimum pidana yang biasa itu sudah memadai. 261 

Pengadilan atau hakim melaksanakan kebijakan yudikasi atau aplikasi dalam 

penjatuhan pidana dalam tindak pidana lingkungan guna mewujudkan pembangunan 

berkelanjutan yang memperhatikan berbagai aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. 

Apabila aparat penegak hukum tidak memahami secara utuh kebijakan 

pemidanaan di dalam penegakan hukum lingkungan dan juga ada kepedulian 

terhadap pelestarian lingkungan hidup, maka pengambilan putusan dalam penegakan 

hukum akan mengorbankan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu sistem 

peradilan pidana lingkungan sangat strategis dalam membantu mewujudkan 

pembangunan berkelanjutan. Justru itulah penelitian disertasi ini dilakukan untuk 

mendapatkan masukan kontributif. 

Kebebasan hakim (judicial discreations) itu harus bersumber dari undang

undang atau kebijakan formulatif. 

E. Metode Analisis . 

Analisa data secara normatifkualitatifuntuk membahas bahan penelitian yang 

datanya mengarah pada kajian yang bersifat teoretis mengenai konsepsi-konsepsi, 

doktrin-doktrin, norma!kaidah hukurn dan bahan hukurn lainnya. Sedangkan analisa 

data secara kwantitatif dipergunakan untuk menunjang data sekunder. 

261
• Sudarto, 1986. ibid. him. 48. 
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Pengkajian data yang bersifat kuantitatif diharapkan menjadi pendukung, 

karena dalam penelitian ini direncanakan untuk disajikan dalam bentuk penulisan 

yang bertaraf kualitatif dan deskriptif. Hal ini sesuai dengan arah penelitian hukum 

normatif yang dilengkapi doktrin-doktrin dari aspek sosiologis dan empiris sebagai 

penunjang. 

Beberapa putusan Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung RI mengenai 

kasus tindak pidana lingkungan akan dianalisis guna mengetahui sampai sejauh 

manakah penerapan pidana alternatif yang dijatuhkan yang mengandung teori utility 

dan doktrin social defence. 

Hasil penelitian dari data yang diperoleh secara tertulis atau lisan dan 

pemahaman nyata yang diamati, dipelajari serta dibahas sebagai suatu bahan yang 

utuh untuk diungkapkan dalam bahasan dengan menggunakan metode kualitatif, 

akan menghasilkan analisa data yang deskriptif analitis262
. 

Tatacara penelitian ini juga mencakup pengamatan gejala suatu perilaku nyata 

(empiris) dari penerapan pidana altematif dalam pelaksanaan penjatuhan pidana 

dalam tindak pidana Lingkungan Hidup. Namun penelitian yang dituntun oleh suatu 

kerangka teoretis yang khas ilmu hukum (hukum pidana) sebagaimana telah 

dirumuskan dalam pilihan dimensi filsafat, Teori, Tujuan Pemidanaan, pembaharuan 

sistem pemidanaan, dan perlakuan-perlakuan cara baru terhadap pelaku kejahatan 

262 Poernomo, Bambang. 1986. Op.cit. hlrn.ll9. 
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tindak pidana lingkungan, maka peneliti mempergunakan jalur penelitian hukum 

normatif. 

Guna menunjang kelengkapan bahan yang menyangkut penelitian 

kepustakaan dan lapangan mengenai pemahaman dan perbandingan konsepsi serta 

pelaksanaan pemidanaan secara altematif di Negara Norwegia, Polandia, Belanda, 

Jepang, Australia dan Singapura, diharapkan menghasilkan analisa data yang bersifat 

deskriptif analitis dari penelitian historis dan komparatif. 

Penelitian ini akan melihat fungsi pemidanaan khususnya pidana altematif, 

mempertanyakan dan mempermasalahkan fungsi hukum pemidanaan altematif 

apakah dapat atau tidak melindungi kepentingan lingkungan hidup, teJjamin tidaknya 

kepastian hukum dan ada tidaknya keseimbangan tatanan dalam masyarakat, serta 

sebagai penguat norma terhadap tujuan perlindungan Iingkungan hidup guna 

mewujudkan sustainable development ( pembangunan berkelanjutan ). 
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BABIV 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

A. 1. Kelemahan Norma dan Sanksi Penanggulangan Tindak Pidana 

Lingkungan Secara Substitusif Dapat Memanfaatkan Aspek Hokum 

Pidana. 

Hokum pidana di dalam perumusannya pada tiap-tiap perundang-undangan 

harus memuat dua bagian pokok yaitu norma dan sanksi. 

Istilah norma sudah lazim dipakai dan sering juga diganti dengan istilah 

kaedah. Norma mempunyai nilai-nilai dalam rangkaian konsepsi abstrak yang hidup 

di antara kelompok manusia sebagai ketentuan yang harus ditaati oleh setiap orang 

dalam pergaulan dan pergaulan hidup dalam masyarakat, dan mempunyai tujuan 

untuk menjamin ketertiban hokum dalam masyarakat. Pembentuk hukum atau 

pembentok undang-undang menetapkan norma, sehingga sebagian besar norma

norma itu dijumpai di dalam undang-undang. Bentuk norma di dalam undang-undang 

atau peraturan lainnya pada dasamya perbuatan yang dilarang atau keharusan. 

Sanksi mengandung inti berupa ancaman pidana, dan mempunyai tugas agar 

norma yang sudah ditetapkan itu supaya ditaati dan atau sebagai akibat hukum atas 

pelanggaran norma. 

Norma dan sanksi pidana di dalam hokum lingkungan ditetapkan dalam 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 mulai dari pasal 41 sampai pasal 46, dan 

dalam undang-undang sektor lain yang berkaitan dengan lingkungan. 
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Dalam norma dan sanksi pidana tersebut terdapat beberapa komponen yang 

harus diperhatikan, yakni mulai dari subjek yang dapat dipertanggungjawabkan, 

bentuk pertanggungjawaban, rumusan dan jenis sanksi. Melihat kekuatan atau 

kelemahan norma dan sanksi pidana lingkungan tidak terlepas dari perumusan 

beberapa komponen tersebut. 

1). Subjek yang dapat dipertanggungjawabkan dalam Tindak Pidana 

Lingkungan. 

Dalam perumusan Tindak Pidana Lingkungan Hidup (TPLH) dalam Undang

Undang Nomor 23 Tahun 1997 selalu diawali dengan kata-kata "Barangsiapa" yang 

menunjuk pada pengertian "orang". Nan1lln, dalam Pasal I sub 24 ditegaskan, bahwa 

yang dimaksud dengan "orang" adalah "perseorangan dan/atau kelompok orang, 

dan!atau badan hukum". Demikian pula dalam Bab IX tentang ketentuan pidana, ada 

pasal yang mengatur tentang pertanggungjawaban badan hukum, perseroan, 

perserikatan, yayasan atau organisasi lain (lihat Pasal 45 dan Pasal 46). Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa orang dan korporasi (badan hukum dan 

sebagainya) dapat menjadi subjek Tindak Pidana Lingkungan Hidup (TPLH) dan 

dapat dipertanggungjawabkan. 

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi (badan hukum dan 

sebagainya), maka menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 (lihat Pasal 46), 

pertanggungjawaban pidana (penuntutan dan pemidanaan) dapat dikenakan terhadap : 
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I. Badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain 

tersebut; 

2. Mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang 

bertindak sebagai pimpinan; atau 

3. kedua-duanya. 

Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 46 di atas merupakan suatu hal baru 

dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982. Namun, masih menjadi 

permasalahan. 

Berdasarkan ketentuan pasal 46 ini, maka hakim dapat menjatuhkan pidana 

terhadap badan hukum (korporasi) bukan sebagai "yang memberi perintah atau yang 

bertindak sebagai pemimpin". Namun sanksi yang diatur dalam pasal tersebut 

bersifat imperatif kumulatif (pidana penjara dan denda), sehingga dalam praktek akan 

sangat sulit bagi hakim untuk menjatuhkan pidana denda bagi korporasi tersebut, 

kecuali hanya pada pengurusnya yang memberi perintah. Demikian juga ganti rugi 

secara langsung terhadap korban sesuai dengan asas polluter pays, akan sulit 

diterapkan karena tidak ada pengaturan secara eksplisit di dalam UUPLH. 

Apakah pertanggungjawaban badan hukum dalam Pasal 46 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 1997 itu dapat berlaku juga untuk semua Tindak Pidana 

Lingkungan Hidup (TPLH) yang diatur dalam perundang-undangan lain. Walaupun 

ide Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan hidup (UU-PLH) sebagai "Undang

Undang Payung". Namun di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tidak 

terlihat rambu-rambu ketentuan yang menyatakan, bahwa Pasal 46 itu dapat berlaku 
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umum untuk semua Tindak Pidana Lingkungan Hidup (TPLH) di1uar Undang

Undang Nomor 23 Tahun 1997. Bahkan, ditegaskan dalam ketentuan penutup Pasal 

50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 bahwa semua perundang-undangan 

lingkungan hidup yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 

dan belum diganti berdasarkan undang-undangan ini. 

Di dalam Rancangan KUHP yang terbaru tahun 2005 yakni mulai dari pasal 

47 - 53, telah diatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dan/atau 

pengurusnya yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi 

korporasi atas tindakan : 

- orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, 

- atau orang-orang yang bertindak untuk kepentingan korporasi, 

- orang berdasarkan hubungan kerja, 

- atau orang-orang berdasarkan hubungan lain, 

- orang-orang dalam lingkup usaha korporasi, 

- perbuatan korporasi dalam lingkup usaha sebagaimana dalam Anggaran Dasar atau 

ketentuan lain. 

Berdasarkan ketentuan di atas, yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah 

mereka yang hanya menduduki jabatan fungsional, tidak termasuk mereka yang 

hanya menduduk.i jabatan struktural. Dan selain itu di dalam hal penuntutan dan 

penjatuhan pidana terhadap korporasi harus benar-benar dipertimbangkan ketentuan 

pasa1 52 yang mengatakan : 
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(!). Dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana, harus dipertimbangkan 
apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang Iebih berguna 
daripada menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi. 

(2). Pertimbangan sebagaimana dimaksud pad a ayat (I) harus dinyatakan dalam 
putusan hakim. 

Dilihat dari ketentuan pasal 52 ini RUU KUHP ini tampak adanya dasar 

pemikiran bahwa penjatuhan pidana sebagai altematif upaya terakhir bagi korporasi 

tersebut. Bahkan korporasi dapat mengajukan alasan pemaaf atau alasan pembenar 

oleh pembuat yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi. 

2). Pertanggungjawaban pidana dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup. 

a). Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (liability based on fault). 

Asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld) telah diatur 

dalam pasal 6 ayat (2) Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman263dan Pasal 

I 83 KUHAP.264 Berdasarkan kedua ketentuan ini, maka seseorang dapat dijatuhi 

pidana(hukuman), apabila : ada perbuatan pi dana, ada orang yang melakukan, orang 

tersebut mempunyai kesalahan, kesalahan itu dapat dipertanggungjawabkan 

kepadanya, sekurang-kurangnya ada dua alat bukti dan adanya keyakinan hakim yang 

memeriksa. 

263 Pasal 6 ayat 2 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 menyebutkan : " 
Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang 
sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap bertanggung 
jawab, Ielah bersalah atas perl:matan yang diadakwakan atas dirinya". ,., 
Pasal 183 KUHAP menyebutkan. "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang 
kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua ala! bukti yang sah ia memperoleh keyakinan 
bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 
melakukannya". 
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Da1am berbagai perumusan Tindak Pidana Lingkungan Hidup (TPLH) di 

dalam perundang-undangan lingkungan, hampir sela1u tercantum unsur sengaja atau 

kealpaan!kelalaian. Dikatakan "hampir selalu" karena ada yang tidak mencantumkan 

unsur tersebut, misalnya didalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 (tentang 

Perikanan) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 31 Tahun 2004 dan beberapa 

Tindak Pi dana Lingkungan Hidup (TPLH) di dalam Undang-Undang Nom or 5 Tahun 

1983 tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI). 

Dengan tercantumnya unsur sengaja atau kea!paan, maka dapat dikatakan 

bahwa pertanggungjawaban pidana da1am perundang-undangan lingkungan (terutama 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997) menganut prinsip liability based on fault 

(pertanggungjawaban berdasarkan kesa!ahan). Jadi pada prinsipnya menganut asas 

kesalahan atau asas culpabilitas. 

b). Pertanggungjawaban tidak didasarkan pada kesalahan (liability without 

fault). 

Bertolak dari asas kesalahan, maka di da!am pertanggung jawaban pidana 

seolah-olah tidak dimungkinkan adanya pertanggungjawaban mutlak (sering dikenal 

dengan sebutan "strict liability" atau "Absolute liability", walaupun ada pendapat 

bahwa strict liability tidak selalu berarti sama dengan (absolute liability). Secara 

teoritis sebenarnya dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap asas kesalahan, 

dengan menggunakan prinsip/ajaran "strict liability" atau "vicarious liability". 
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Berdasarkan kenyataan tidak mudah membuktikan adanya kesalahan pada delik-delik 

lingkungan dan kesalahan pada korporasi/badan hukum. 

Tanggungjawab mutlak dikenal dalam UUPLH yang diatur dalam Bab VII 

Penyelesian Sengketa Lingkungan Hidup, paragraph 2, pasal 35 .265 

Dalam Pasal 35 UUPLH No.23 tahun 1997 ditentukan bahwa azas 

tanggungjawab mutlak diterapkan dalam hal adanya: 

a) Usaha dan kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap 
lingkungan hidup. 

b) Menggunakan bahan berbahaya dan beracun. 
c) Dan atau menghasilkan lim bah bahan berbahaya dan beracun. 

Dalam konsep perlindungan lingkungan, berdasarkan yurisprudensi di 

Nederland tampak adanya pergeseran dari pertanggung jawaban atas dasar kesalahan 

(schuld aansprakelijkheid) ke arah pertanggung jawaban atas dasar risiko (risico 

aansprakelijheid)266
• 

Akibat perkembangan prinsip mengenai kesalahan ke arab prinsip tentang 

resiko, kemudian menimbulkan strict liability yaitu tanggungjawab mutlak pada 

pelaku pencemaran terlepas dari fakta apakah terdapat kesalahan atau tidak pada 

265 Pasal 35 ayat 1 UUPLH berbunyi :" Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan 
kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang 
menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan 
beracun, bertanggungjawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban 
membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat teJjadinya pencemaran danlatau 
perusakan lingkungan hidup". 

"'' Paulus, Efendi Lntulung, 1993, Penegakan Hukum Lingkungan o/eh Hakim Perdata, Citra Aditya 
Bakti, Bandung, hlm. 82. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 hanya berlaku bagi 
usaha yang menggunakan Bahan 8erbaya dan Beracun (83) dan yang menghasilkan limbah 83. 
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pihaknya. Hal ini sesuai dengan asas "de vervuiler betaalt" atau "the polluter pays" 

. . b 267 atau pnns1p pencemar mem ayar . 

Pergeseran dari konsep mengenai kesalahan ke arah konsep tentang risiko 

menurut Rudiger Lurnmert yang dikutip dari Siti Sundari Rangkut/68 yang kemudian 

menimbulkan strict liability mengatakan sebagai berikut : 

"... with industrialization producing new greater risks and 
complicated casual relationships, legal theory has moved away from 
the concept of fault and turned its attention to the concept of risk. 
Liability based on fault has not been abandoned, but wide areas 
where it applied depending on the extent to which strict liability 
came into play have been withdrawn environmental law is, as will be 
pointed out later, strongly affected by this ... " 

Begitu juga Krier yang juga dikutip dari Siti Sundari Rangkut/69 

mengemukakan sebagai berikut : 

'· ... the doctrin of strict liability can be of great aid and comfort in 
environmental litigation because many of the activities which 
experience has shown to be frequent causes of injury to the 
environment have been held to be ultrahazardous for purposes of 
application of a rule of liability without fault ... " 

Koesnadi, mengatakan dengan berkembangnya industrialisasi yang 

menghasilkan risiko yang bertambah besar serta makin rumitnya hubungan sebab 

akibat, maka teori hukum telah meninggalkan konsep "kesalahan" dan berpaling ke 

k . "k 270 onsep ns1 o . 

267 Ibid, him. 85. 
168 Rangkuti. Siti Sundari, 1987. Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Da/am Proses 

Pembangunan Hukum Nasiona/Indonesia, Disertasi, Universitas Airlangga, hlm. 188. 
269 Ibid. hlm.188. 
270 Hardjasoemantri, Koesnadi, 2005. Op.Cit, him. 411. 
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Dalam pengertian strict liability untuk bidang pidana, menurut Muladi dan 

Barda Nawawi ArieF71 seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan walaupun 

pada diri orang itu tidak ada mens rea untuk tindak-tindak pidana tertentu. Strict 

liability ini menurut Curzon didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut : 

a) sangat essensiil untuk menjamin dipatuhinya peraturan-peraturan penting 

tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat. 

b) pembuktian mens rea akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran

pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat itu. 

c) tingginya tingkat "bahaya sosial" yang ditimbulkan oleh perbuatan oleh 

perbuatan yang bersangkutan. 

Penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban 

membayar ganti rugi, jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran 

atau perusakan lingkungan hidup disebabkan karena salah satu sebab sebagai berikut: 

a) Adanya bencana alam atau peperangan. 

b) Adanya keadaan terpaksa diluar kemampuan man usia. 

c) Adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran 

dan atau perusakan lingkungan hidup. 

Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan asas tanggungjawab mutlak dapat 

diterapkan secara selektif pada kegiatan-kegiatan yang dianggap memenuhi kriteria 

sebagai kegiatan yang mengandung risiko luar biasa besarnya (abnormally dangerous 

271
• MuladidanBardaNawawiArief, 1984. Op.Cit,hlm.l41. 
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activity), penanggungjawab dapat dipersalahkan, dan kegiatan tersebut memberi 

manfaat kepada masyarakat pada umumnyi72
. 

Menurut Daud Silalahi yang dikutip dari Koesnadi 273 unsur-unsur yang harus 

dipertimbangkan dari kegiatan yang sifatnya abnormally dangerous activity adalah 

sebagai berikut : 

a) kegiatan yang mengandung risiko tinggi yang menimbulkan bahaya pada 
manusia, hewan, tanah, hak-hak kebendaan, dan lain sebagainya. 

b) Bobot bahayanya yang besar; 
c) Bahaya atau risiko yang ditimbulkannya dianggap tidak dapat ditanggulangi 

dengan upaya biasa (reasonable care); 
d) Kegiatan itu bukan kegiatan yang biasa dilakukan; 
e) Kegiatannya dianggap kurang tepat untuk dilakukan di tempat itu, atau 

bahkan sangat sulit untuk ditemukan lokasinya yang benar-benar aman; 
f) Manfaat kegiatan tersebut pada masyarakat sekitarnya. 

Pemberlakuan asas tanggungjawab mutlak dapat diterapkan oleh hakim, 

apabila mengadili kasus-kasus yang ketentuannya belum diatur secara eksplisit di 

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kriteria 

kegiatan yang sifatnya abnormally dangerous activity. 

3). Perumusan sanksi dan jenis sanksi pidana dalam UUPLH. 

Sanksi dan jenis sanksi pidana dalam UUPLH mulai dari pasal 41 sampai 

dengan pasal 46 dapat digambarkan sebagai berikut : 

272 
• Hardjasoemantri, Koesnadi, 2005. op. cit. hlm. 42 I. 

273 
• Jbid.hlm. 420. 
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Tabel. 1 Daftar Sanksi Pidana dalam UU. No. 23 Tahun 1997 

No Pas a! Bunyi Sanksi Penjara Kumulasi Sanksi 
Urul Kelenluan Maksimurn Denda 

Maksimurn 
I. 41 (!) Sengl\ia melakukan perbuatan pencemaran 10 tahun Rp.SOO.OOO.OOO,-

dan/atauperusakan lingkungan. 
2. 41 (2) Sengl\ia melakukan perbuatan pencernaran 15 tahun Rp750.000.000,-

danlatau perusakan lingkungan yang 
mengakibalkan orang mali atau luka berat. 

3. 42 (I) Kealpaan melakukan perbuatan yang J tahun Rp.IOO.OOO.OOO,-
mengakibatkan pencemaran dan!atau 
perusakan lingkunoan hidup. 

4. 42 (2) Kealpaan rnelakukan perbuatan yang 5 tahun Rp.l50.000.000,-
mengakibatkan pencemaran dan/atau 
perusakan lingkungan hidup yang 
mengakibatkim orang mali atau luka berat. 

5. 43 (I) Melanggar kelentuan perundang-undangan 6 tahun Rp.300.000.000,-
yang berlaku, sengaja melepaskan atau 
membuang za~ energi dan/atau komponen 
yang berbahaya atau beracun masuk di atas 
atau ke dalarn tanah,ke dalam udara atau 
ke dalam air permukaan, melakukan 
impor, ekspor, memperdagangkan, 
mengangkut, menyimpan bahan tersebul, 
menjalankan instalasi yang berbahaya, 
padahal mengetahui atau sangal beralasan 
untuk menduga bahwa perbuatan lersebul 
dapat menimbulkan pencemaran danlatau 
perusakan lingkungan hidup a tau 
membahayakan kesehatan urn urn a tau 
nyawa orang lain. 

6. 43 (2) Sengaja memberikan informasi palsu atau 6 tahun Rp.300.000.000,-
menghilangkan a tau menyernbunyikan 
atau merusak informasi yang diperlukan 
dalam kaitannya dengan perbuatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (!), 
padahal mengetahu i, a tau san gat beralasan 
unluk menduga bahwa perbuatan tersebul 
dapat menimbulkan pencemaran dan/atau 
perusakan lingkungan hid up a tau 
membahayakan kesehatan urn urn a tau 

- ------··-- _ ny~~a_oranJ!c lai)l_, -------- - --- -·- -------··--- . 

7. 43 (3) Tindak pi dana sebagaimana dimaksud 5 tahun Rp.450.000.000,-
pada ayat (I) dan ayal (2) mengakibatkan 
orang mali atau luka berat. 

8. 44 (l) Melanggar ketentuan perundang-undangan 3 tahun Rp.IOO.OOO.OOO,-
yang berlaku, karen a kealpaannya 
melakukan perbuatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasa143. 
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9. 44 (2) Melanggar ketentuan perundang-undangan 5 tahun Rp.l50.000.000,-
yang berlaku, karen a kealpaannya 
melakukan perbuatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 43, mengakibatkan 
orang mali atau luka berat. 

10. 45 Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Bab ini dilakukan oleh atau alas 
nama suatu badan hukum, perseroan, 
perserikatan, yayasan atau organisasi lain, 
ancaman pidana denda diperberat dengan 
sepertiga. 

II. 46 (I) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas 
nama suatu badan hukum, perseroan, 
perserikatan, yayasan atau organisasi lain, 
tuntutan pidana dilakukan dan sanksi 
pidana serta tindakan lata tertib 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 
dijatubkan baik terhadap badan hukwn, 
perseroan, perserikatan, yayasan a tau 
organisasi lain tersebut maupun terhadap 
mereka yang memberi perintah untuk 
melakukan tindak pidana tersebut atau 
yang bertindak sebagai pemimpin dalam 
perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya. 

12. 47 Selain ketentuan pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana dan Undang-undang ini, 
terhadap pelaku tindak pidana lingkungan 
hidup dapat pula dikenakan tindakan tata 
tertib berupa : 
a. perampasan keuntungan yang 

diperoleh dari tindak pidana ; dan/atau 
b. penutupan seluruhnya atau sebagian 

perusahaan ; dan/atau 
c. perbaikan akibat tindak pi dana , 

dania tau 
d. mewajibkan mengerjakan apa yang 

dilalaikan tanpa hak ; danlatau 
e. meniadakan apa yang dilalaikan tanpa 

hak ; danlatau 
f menempatkan perusahaan di bawah 

pengampuan paling lama 3 (tiga) 
tahun. 
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Sistem perumusan sanksi pidana (strafsoort) dalam UUPLH tersebut telah 

disusun dengan mempergunakan sistem perumusan sanksi pidana bersifat imperatif 

kumulatif yaitu kumulasi pi dana penjara dan pi dana denda. 

Jenis Sanksi pidana yang dirumuskan dalam UUPLH ini berlaku juga 

terhadap beberapa Peraturan Pemerintah(PP) RI yang berkaitan dengan lingkungan 

hidup, yakni PP. RI. Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas PP.RI. Nomor 18 

Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun, PP. RI. Nomor 41 

Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, PP.RI. Nomor ISO Tahun 

2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa, PP.RI. 

Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran 

Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan, dan 

PP.RI Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian 

Pencemaran Air. 

Jenis atau pola penggunaan sistem sanksi pidana perumusan kumulatif dalam 

UUPLH. Nomor 23 Tahun 1997 ini, telah diikuti dalam undang-undang sektoral 

lingkungan hidup lainnya yang dibentuk atau diubah setelah berlakunya UUPLH, 

diantaranya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagai 

perubahan terhadap undang-undang Nomor 5 Tahun 1967, yang sebelumnya 

mengatur sistem sanksi pidana perumusan alternatif. Dan Undang-undang Nomor 31 

Tahun 2004 tentang Perikanan juga telah mengatur sistem sanksi pidana perumusan 

kumulatif. 
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Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal beberapa jenis sistem 

perumusan sanksi pidana (strafsoort) yaitu sistem perumusan tunggal/imperatif, 

sistem perumusan altematif, sistem perumusan kumulatif, sistem perumusan 

kumulatif-altematif dan sistem perumusan butalblanc. 

Pada dasamya sistem perumusan kumulatif berasumsi untuk memperberat 

pelaku tindak pidana lingkungan hidup. Akan tetapi jika dikaji dari aspek aplikatif 

maka perumusan kumulatif bersifat kaku, imperatif, dan mengharuskan hakim dalam 

menjatuhkan pidana. Tegasnya hakim tidak mempunyai keleluasaan untuk memilih 

jenis sanksi pidana apa yang kiranya lebih cocok, selaras dengan pemulihan 

keseimbangan dan pelestarian lingkungan. 

Menurut Muladi dan Barda Nawawi274penggunaan sanksi pidana yang selama 

1m ada, pada umumnya ditujukan kepada kepentingan yang berupa nyawa, 

kemerdekaanlkebebasan atau harta benda manusia. Memang sumber utama dari 

pencemaran lingkungan adalah manusia itu sendiri, tapi sebenamya hakikat 

pencemaran lingkungan adalah adanya "ketidak serasian" atau "ketidak seimbangan" 

dalam Iingkungan hidup manusia itu sendiri. Faktor menonjol yang dapat 

menggoncangkan atau mengganggu keseimbangan itu adalah perkembangan 

teknologi dan ledakan penduduk. Terhadap kedua faktor yang menonjol ini jelas 

sanksi pidana tidak dapat berbuat banyak. Yang menjadi problem ialah memilih dan 

menetapkan pidana apa yang paling tepat, karena seperti yang dikatakan oleh 

274 .Muladi dan Barda Nawawi Arif; l984.op.cit. hlm. 132. 
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Bentham " punishment ought not to be inefficacious". Dalam menghadapi 

perkembangan tindak pidana lingkungan hidup perlu dipikirkan altematif pidana lain 

yang sesuai dengan hakikat permasalahannya. 

Sanksi (pidana) berfungsi untuk mendorong pentaatan norma-norma tertentu. 

Namun, norma yang kita taati bukanlah obyek yang berdiri sendiri. Norma bukan 

sekedar norma itu sendiri. Norma tersebut diciptakan dengan tujuan melindungi, 

secara konkrit obyek hukum tertentu275
. Maka dari itu bobot dari pi dana (yang 

diancarnkan) harus mencerminkan nilai/harga yang kita kaitkan pada obyek hukum 

yang (ingin) dilindunge76
. Untuk jelasnya, maka tindak pidana-tindak pidana yang 

ditujukan pada kepemilikan diancarnkan dengan pidana yang lebih ringan daripada 

tindak pidana-tindak pidana yang ditujukan pada nyawa orangm . Berkaitan dengan 

ini muncul pertanyaan obyek hukum apakah yang dilindungi melalui perundang-

undangan lingkungan ?. Dilihat dari pendapat Munadjat Danusaputro yang dikutip 

oleh Koesnadi Hardjasoemantri bahwa hukum lingkungan yang sekarang adalah 

hukum lingkungan modem yang menetapkan ketentuan dan norma-norma guna 

mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari 

kerusakan dan kemerosotan mutunya demi menjamin kelestariannya agar dapat 

secara langsung terns menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun mendatang. 

275
• Schaffmeister, 1994. op.cit, hhn. 415. 

276
• Ibid. hhn. 415. 

277 
• Ibid. hhn. 415. 
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Hukurn lingkungan modem berorientasi kepada lingkungan sehingga sifat dan 

wataknya juga mengikuti sifat dan watak dari lingkungan itu sendiri dan dengan 

demikian banyak berguru kepada ekologi278
. Dan selanjutnya Hardjasoemantri dalam 

bukunya yang mengatakan bahwa hukurn lingkungan (milieurecht) adalah hukum 

yang berhubungan dengan lingkungan alam (natuurlijk milieu) dalam arti seluas-

luasnya279
. Maka dari itu lingkungan dengan ekosystemnya menjadi obyek 

perlindungan oleh sanksi dari hukurn pidana lingkungan itu sendiri. Lingkungan 

hidup menjadi obyek yang dilindungi oleh sanksi pidana dalam tindak pidana 

lingkungan hidup, sama kedudukannya dengan obyek lain yang dilindungi oleh 

sanksi. 

Antropolog GP Murdock mencatat tak kurang 165 jenis hukuman yang 

terdapat pada masyarakat-masyarakat yang ditelitinya. Banyak sanksi tersebut, 

merupakan indikasi bahwa penghukurnan terhadap warga N egara sendiri yang dinilai 

bersalah merupakan ciri universal masyarakat-masyarakat di dunia280
. 

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup memakai dua istilah yakni "sanksi administratif"281 dan " 

ketentuan Pidana282
". 

278 
• Hardjasoemantri, Koesnadi, 2005, opcit. hlm. 41 

279 Ibid, him. 38 
280 Rahardjo, Satjipto, daiam Tb. Ronny Ralunan Nitibaskoro, 2006. Tegakkan Hukum Gunakan 

Hukum, Buku Kompas , him. 21. Beliau memakai persamaen istiiah sanksi dengan hukuman. 
281 Undang-undang Nomor 23 Tabun 1997 tentang PLH , Bab VI bagian ketiga tentang Sanksi 

Administrasi. 
282 Undang-undang Nomor 23 Tabun 1997 tentang PLH, Bab IX tentang Ketentuan Pidana 
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Pada mulanya dalam Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-

PLH) yang lama (undang-undang Nomor 4 Tahun 1982) hanya digunakan I (satu) 

jenis sanksi, yaitu sanksi pidana pokok berupa pidana penjara, kurungan dan denda. 

Pidana penjara dan!atau denda diancarnkan untuk Tindak Pidana Lingkungan Hidup 

(TPLH) yang berupa "Kejahatan", sedangkan untuk "Pelanggaran" dian cam dengan 

pidana kurungan dan/atau denda. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 iidak 

disebut-sebut adanya pidana tambahan dan sanksi "tindakan". 

Dalam perkembangannya, jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku 

Tindak Pidana, yaitu : 

a).Sanksi Pidana Penjara. 

Sistem sanksi dan pidana oleh P.J.P Tak., seorang guru besar di Universitas 

Katolik Nijmengen Belanda dalam makalahnya yang berjudul "The Advancement of 

The Fourth Generation of Sanction of Western Europe" UNAFEI Resource Material 

No. 38) mengemukakan, bahwa ada 4(empat) generasi sistem sanksi pidana (modem) 

283 

Generasi Pertama sistem sanksi atau pidana dimulai dengan pengaruh ajaran 

Beccaria, Voltaire dan Bentham, pidana perampasan kemerdekaan(penjara) 

merupakan pidana utama untuk mengganti pidana mati, pidana siksa badan, pidana 

283 Hamzah, Andi. 1993. Sis/em Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Penerbit Paradnya Paramita, 
Cetakan kedua, Edisi Revisi, him. IS. Lihat juga Dwidja Priyatno, 2006, hhn. 47. 
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keija paksa dan pidana mendayung kapal. Ini terutama tercantum dalam KUHP 

Negara-negara Eropa barat. 

Pidana perampasan kemerdekaan (penjara) ini dipandang bukan saja lebih 

berperikemanusiaan dan rasionai, tetapi juga untuk rehabilitasi dan perbaikan kepada 

pelanggar. 

Generasi kedua. Pada generasi kedua ini pidana penjara ditentukan maksimumnya 

secara khusus pada setiap delik sedangkan minimumnya ditentukan secara umum. 

Berat ringannya pidana penjara ditentukan berdasarkan seriusnya kejahatan itu secara 

relatif. 

Kemudian, dirasakan kelemahan pidana penjara ini terutama yang singkat 

(yang bulanan sampai dengan satu tahun). Dipandang pidana penjara yang singkat itu 

tidak efektif, bahkan dapat lebih menambah kadar jahatnya seseorang dengan berguru 

pada penjahat kakap di dalam penjara. Juga menambah pembiayaan yang dikeluarkan 

oleh Negara. Pada generasi kedua inilah muncul pidana bersyarat atau pidana yang 

ditunda atau pidana percobaan. Pidana percobaan untuk delik yang tidak terlalu berat 

(di Indonesia maksimum pidana penjara satu tahun yang dapat dikenakan percobaan 

atau syarat). 

Dalam usaha menemukan alternatif lain dari pidana penjara (terutama yang 

singkat) inilah muncul generasi ketiga sistem sanksi pidana, terutama yang berupa 

denda. 

Generasi ketiga, yaitu usaha mengefektikan pidana denda sebagai sanksi. 

Pengenaan denda dimungkinkan bersama pidana penjara Di Belanda yang semula 



231 

sama dengan KUHP Indonesia memperkenalkan sistem denda berdasar kategori. 

Kategori I sampai dengan kategori VI. Semua ini tentulah untuk mengefektifkan 

pidana denda itu. Semua delik dalam KUHP Belanda juga ada alternatif dendanya 

jika ada pidana penjara. 

Generasi keempat sistem sanksi pidana muncul ketika pidana yang ditunda 

dan pidana denda mulai dirasakan juga kurang jika diterapkan secara luas, karena 

akan mengurangi kredibilitasnya. Alternatif lain dari pidana perampasan 

kemerdekaan mulai ditemukan yaitu sanksi-sanksi alternatif. Yang dimaksud dengan 

sanksi alternatif itu, ialah pidana ke!ja so sial, pi dana pengawasan (control) dan 

perhatian kepada korban kejahatan mulai meningkat, sehingga diperkenalkan ganti 

kerugian kepada korban kejahatan oleh pelanggar sebagai sanksi alternatiF84
. 

Dalam konferensi Internasional mengenai Prevention of Crime and Treatment 

of Offender ke - 7 dikeluarkan resolusi untuk mengurangi populasi pidana penjara, 

alternatif pidana penjara dan integrasi sosial narapidana. Menurut P.J.P. Tak, hanya 

tiga alternatif yang sesuai dengan resolusi itu, yaitu : 

1 ). Kontrak untuk pembinaan (contract treatment). 
2). Pencabutan dan larangan mengenai hak-hak dan izin (depri1'ation and 

interdicts concerning rights or licences). 
3). Ke!ja sosial (community service)285 

Menurut Dwidja Priyatno berdasarkan pembabakan tentang sistem sanksi 

pidana menurut P.J.P.di atas, bahwa KUHP Indonesia masuk pada generasi kedua 

'"' 
'" 

Hamzah, Andi, Ibid, him. 21 
Priyalllo, Dwidja, 2006, op.cit. him. 50 
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sedangkan Rancangan KUHP tahun 2004 merupakan perwujudan dari KUHP yang 

modem, sebab sudah mewakili generasi ketiga dan bahkan sudah pada tahap 

perkembangan generasi ke empat (hukum pidana yang Modemi86
. 

Kalau diamati pembabakan pidana di atas, dan dengan memperhatikan 

pendapat Dwidja Priyatno di atas, maka dapat dikatakan bahwa pidana penjara yang 

dimaksudkan dalam UUPLH masuk pada generasi kedua, sebab pidana penjara dalam 

UUPLH ini merupakan sanksi yang diprioritaskan dan yang terlahir pada zaman 

KUHP sekarang. 

b). Sanksi Pidana Denda. 

Karakter Sanksi pidana denda ini memiliki sifat sanksi perdata berupa 

pencabutan suatu pemilikan ekonomi, hanya saja memiliki perbedaan dalam maksud, 

dimana sanksi pidana ditujukan retribusi atau menurut pandangan modern ditujukan 

kepada pencegahan, dalam hukum perdata ditujukan kepada ganti rugi. Dalam kasus 

sanksi perdata, harta benda yang bemilai ekonomi ini, atau uang yang diperoleh dari 

hasil penjualannya, harus diserahkan kepada subyek yang dirugikan secara melawan 

hukum, dalam kasus sanksi pidana diserahkan kepada komunita hukum. 

Menurut Muladi dan Barda Nawawi287
, pidana denda dan probation terus 

berkembang menggantikan pidana penjara dan hal ini akan berlanjut berdasarkan 

pertimbangan kemanusiaan dan ekonomi. Tetapi sanksi denda ini membutuhkan 

286 Ibid. him. 69. 
287 Muladi dan Barda Nawawi Arit; 1984. op.cit. hlm.80-81. 
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penJara sebagai latar belakang, sebagai reaksi utama dalam rangka menghadapi 

mereka yang tidak mau bekerjasama 

Bila kita mencermati KUHP Indonesia yang berlaku sekarang ini, hampir 

semua tindak pidana Pelanggaran yang tercantum dalam Buku III KUHP diancarnkan 

dengan denda, dan sering sebagai altematif dengan hukuman kurungan. Dan juga 

terhadap tindak pidana ringan hukuman denda diancamkan sebagai altematif dengan 

hukuman penjara, terhadap kebanyakan kejahatan yang tidak dilakukan dengan 

sengaja, altematif hukuman penjara dan hukuman kurungan. Misalnya pasal-pasal 

mengenai Tindak Pidana Penghinaan dalam buku II KUHP. 

Pemikiran sistem denda berdasarkan kategori288 diikuti para ahli hukum 

Indonesia dengan mencantumkan dalam pasal 80 ayat 2 Rancangan KUHP yang bam 

tahun 2004, dimana pidana denda paling banyak, ditetapkan berdasarkan kategori, 

yaitu: 

a. Kategori I Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); 

b. Kategori II Rp. 7.500.000,00 (tujuhjuta lima ratus ribu rupiah); 

c. Kategori III Rp. 30.000.000,00 (tiga puluhjuta rupiah); 

d. Kategori IV Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh limajuta rupiah); 

e. Kategori V Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah ); 

f. Kategori VI Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). 

,.. 
Priyatno, Dwidja. 2006. op.cit. him. 57. Beliau mengatakan Kategori tersebut mendapat 
pengaruh dari WvS Belanda, yang sudah memakai sistem kategori di dalam perumusannya. 
Tujuan utama penggunaan kategori denda adalah : a). agar diperoleh pola yang jelas tentang 
maksimum denda yang dicantumkan untuk berbagai tindak pidana (ada enam kategori).; b). agar 
mudah melakukan perubahan, apabila tOijadi perubahan dalam keadaan ekonomi dan moneter di 
Negara kita. 
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Jika tidak ditentukan minimum khusus maka pidana denda paling sedikit 

Rp.l5.000,00 (lima belas ribu rupiah) pasal 80 ayat I . 

Pidana denda paling banyak untuk korporasi yang melakukan tindak pidana 

yang diancam dengan : 

a. Pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15(lima belas) tahun 

adalah pidana denda Kategori V. 

b. Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20( 

dua puluh) tahun adalah pidana denda kategori VI. 

Pidana denda paling sedikit untuk korporasi sebagaimana dimaksud pada 

pasal 80 ayat 5(lima) adalah pidana denda kategori lV. 

Pidana denda dapat dibayar dengan cara mencicil dalam tenggang waktu 

sesuai putusan hakim. Jika pidana denda tidak dibayar, maka dapat diambil dari 

kekayaan atau pendapatan terpidana. Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan 

terpidana tidak memungkinkan, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana 

kerja sosial, pidana pengawasan, atau pidana penjara. 

Dengan demikian di dalam rancangan KUHP tersebut di kenai dengan pidana 

keJja sosial pengganti, pidana pengawasan pengganti, pidana penjara pengganti. 

Menurut M.Sholehuddin bahwa penetapan sanksi pidana denda bersifat 

imperatif, artinya hakim tidak punya pilihan lain dalam menjalankan sanksi pidana 

terhadap korporasi selain pi dana denda289
. 

289 Sholehuddin, M. op.cit. hlm.l76. 
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Menarik dikutip pendapat Bagir Manan yang mengatakan bahwa satu hal 

yang agak ganjil dalarn pemidanaan, yaitu hukuman denda. Denda yang dibayarkan 

oleh terpidana disetorkan kepada Negara. Denda menjadi sumber pendapatan Negara. 

Walaupun jumlah "penghasilan negara" dari denda itu tidak besar, apakah wajar 

Negara memperoleh penghasilan dari terpidana. Dalarn rangka perlindungan terhadap 

korban perlu dipertimbangkan, bahwa denda yang dibayarkan diperuntukkan bagi 

korban, bukan penghasilan Negara290
• 

Sehubungan dengan pendapat tersebut di dalarn hal perkara tindak pidana 

lingkungan, dalarn penjatuhan pidana denda sebaiknya dipikirkan dalarn kebijakan 

pemidanaan bahwa denda diberikan kepada pemerintah daerah setempat apabila 

akibat pencemaran dan perusakan lingkungan hanya sebatas lingkungan wilayah 

daerah yang bersangkutan, dan kepada pemerintah pusat apabila akibat tindak pidana 

dalarn skala nasional. Guna selanjutnya dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk 

merehabilitasi media lingkungan yang tercemar atau rusak. Tentu sejalan dengan 

kebijakan otonomi daerah yang mempunyai kewenangan pengelolaan lingkungan 

secara desentralisasi. 

c). Sanksi Pidana Kerja Sosial. 

Pidana keJja sosial (community service), pidana pengawasan (control) 

semuanya telah diperkenalkan di dalarn RUU KUHP baru kita. 

290 Manan, Bagir. Hakim dan Pemidanaan, dalam tulisan di Majalah Hukum Varia Peradilan Nomor 
249 Agustus 2006, IKAHI, him. 8. 
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Dalam konferensi intemasional mengenai Prevention of Crime and Treatment 

of Offender ke-7 dikeluarkan resolusi untuk mengurangi populasi penjara, altematif 

pidana penjara dan integrasi sosial narapidana. Menurut P.J.P.Tak, hanya tiga 

altematif yang sesuai dengan resolusi itu, yaitu: 

- Kontrak untuk pembinaan (contract treatment). 

- Pencabutan dan larangan mengenai hak-hak dan izin (deprivation and 

interdicts concerning rights or licences). 

Kerja sosial (community service i 91 

Kontrak untuk pembinaan diperkenalkan di Swedia dengan Undang-Undang 

yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1988 yang telah dimulai dengan eksperimen 

sejak tahun 1979. Ini merupakan sanksi yang disetujui oleh pelanggar, berupa 

pembinaan atau treatment terutama pada pemabuk atau pecandu obat bins atau 

pelanggar yang memerlukan pembinaan atau penyembuhan. Pengadilan akan 

memutuskan contract treatment sebagai bagian dari syarat pidana percobaan. Jika 

pelanggar melanggar kontrak ini, ia akan menjalani pidana penjara. Lamanya 

pembinaan (treatment) dan supervisi sesudahnya dibatasi sampai 2( dna) tahun. 

Negara Singapura telah merevisi Undang-undang Lingkungan Hidupnya pada 

tahun 1992, dimana undang-undang tersebut dijalankan tanpa pilih kasih. Siapapun 

yang kedapatan membuang sampah sembarangan, akan dikenai hukuman memungut 

sampah satu sampai tiga jam di tempat-tempat tertentu, biasanya di sekitar daerah 

291
• Priyatno, Dwidja. 2006, foe. cit. hlm.50. 
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pantai dan taman-taman kota. Ketika menjalani hukuman, para pelanggar hukum 

tersebut mengenakan rompi berwarna mencolok yang bertuliskan corrective work 

order. Para wartawan bebas meliput eksekusi hukuman semacam itu, sehingga wajah 

pelanggar sering ditayangkan di layar kaca atau menjadi pemberitaan media cetak. 

Selain dihukurn memungut sampah, mereka juga dikenai hukurnan denda. 

Misalnya membuang puntung rokok disembarang tempat dikenai denda 150 dollar 

Singapura, merokok ditempat-tempat tertentu didenda 500 dollar Singapura, dan 

khusus bagi yang merokok di lift denda l 000 dollar singapura. Sedangkan orang yang 

membuang atau melempar kertas, botol, dan benda-benda cair di sembarang tempat 

dikenai denda sebesar 1 000 - 2000 dollar Singapura. 292 Singapura menjadi bersih 

lingkungannya bukan semata-mata adanya aturan yang keras itu, melainkan karena 

penghukurnan terhadap pelanggar atas aturan tersebut dilaksanakan secara konsekuen 

dan berkesinambungan293
. 

Putusan Pengadilan di Singapura cenderung pada pemidanaan yang bersifat 

alternatif untuk memilih pidana denda atau pidana penjara dengan percobaan, atau 

putusan pidana penjara dengan percobaan, atau putusan pidana yang pendek antara I 

bulan sampai 6 bulan dengan harapan dapat membawa pengaruh terhadap sistem 

pembinaannya. Dalam hal ini pembinaan narapidana di dalam lembaga (internal 

292 Marzuki, HM. Laica, dalam Th. Ronny Rahrnao Nitibaskara, 2006. op.cit. him. 24. 
293 Ibid hlm.24. 
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treatment) lebih sedikit dibandingkan dengan pembinaan narapidana di luar lembaga 

(external treatment)294 

T.T.B.Koh menyajikan data di Singapura yang menggambarkan, bahwa pada 

tahun 1970 dari sejumlah kejahatan yang diadili sebanyak 3. 734 perkara, ternyata 

hanya ± 165 orang yang diputus dengan pidana penjara. Putusan Pengadilan 

terperinci dalam jumlah 92,2 % dipidana denda, 2, 7% dikenakan probation, 0,4 % 

dipidana penjara295
. Strategi putusan tersebut merupakan kebijaksanaan pengadilan 

Singapura dengan meniru sistem di Inggris yang banyak mempergunakan sistem 

penundaan pelaksanaan pidana penjara, karena alasan bahwa mengirim seseorang ke 

penjara di pandang sebagai pilihan terakhir saja296
. 

Di dalam UUPLH Indonesia tidak demikian ha!nya, proses pidananya yang 

dijadikan ultimum remidium sedangkan sanksi atau pidana penjara merupakan 

prioritas pertama dalam penjatuhanjenis pidana. Jenis sanksi pidana yang digunakan 

da!am Tindak pidana lingkungan hidup hanya pidana pokok berupa penjara dan 

denda, serta melakukan tindakan tertentu (maatrege[), dan selain itu tidak ada tindak 

pidana lingkungan yang diancam dengan pidana kurungan. Tidak adanya pidana 

kurungan ini mungkin disebabkan semua Tindak Pidana Lingkungan Hidup (TPLH) 

294 Poemomo, Bambang. 1986. Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, 
Penerbit Liberty, Yogyakarta, him. 209. 

295 Ibid. him. 209. Dalam T.T.B Koh. A plea for penal reform, text of Kiwanis Club 18 Aprill972, 
University of Singapure, him.!. 

296 Ibid. him. 209. 
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menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dikualifikasikan sebagai tindak 

pidana "Kejahatan", tidak ada tindak pidana berupa "Pelanggaran". 

Namun patut dicatat, bahwa menurut pola yang dianut selama ini 

( didalam/diluar KUHP) bisa saja suatu kejahatan diancam dengan pi dana kurungan, 

contohnya Undang-undang sektoral yang mengatur tindak pidana lingkungan. 

Dilihat dari beratnya ancaman sanksi dalam UUPLH Indonesia dibandingkan 

dengan UU Lingkungan Negara Singapura di atas, maka jauh lebih berat ancaman 

dalam UUPLH, namun jenis sanksi tambahan berupa melakukan tindakan tertentu 

(maatregelnya) terlalu umum dan tidak terperinci, sehingga dapat mengalami kendala 

dan berbagai penafsiran di dalam pelaksanaannya. 

Tb. Ronny Rahman Nitibaskara seorang ahli hukum kriminologi Indonesia 

melihat keberhasilan Negara Singapura memelihara lingkungannya yang bersih 

bukan karena beratnya ancaman hukuman dari Undang-undang Lingkungan hidup 

mereka melainkan karena penghukuman terhadap pelanggar atas aturan lingkungan 

hidup tersebut dilaksanakan secara konsekwen dan berkesinambungan. Beliau 

melihat faktor penghukuman yang dijalankan secara konsekwen adalah merupakan 

kunci keberhasilan dalam menekan angka kejahatan tertentu, termasuk korupsi297
. 

d). Sanksi "Tindakan Tata Tertib." 

Tindakan tata tertib yang dapat dikenakan kepada pelaku Tindak Pidana 

Lingkungan Hidup (TPLH) (orang/badan hukum), berupa (Pasal47). 

a).Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau 

297
• Nitibaskara, Ronny Rahman, 2006. Op. cit. him. 24. 



b ).Penutupan perusahaan (seluruhnya!sebagian); danlatau 
c ).Perbaikan akibat tindak pi dana; danlatau 
d).Mewajibkan mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak; danlatau 
e ).Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; danlatau 
f).Menempatkan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3 (tiga) tahun. 
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Keduajenis sanksi tersebut terlihat, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

1997 tidak menyebut-nyebut adanya "Pidana tambahan". Namun patut dicatat, bahwa 

bentuk tindakan berupa "Perampasan keuntungan" dan "Penutupan perusahaan" 

(Pasal 4 7 sub a dan su b diatas) pada hakikatnya dapat dikelompokan ke dalam 

pidana tambahan. Perampasan keuntungan pada hakikatnya merupakan perluasan dari 

"Perampasan barang" yang merupakan salah satu pidana tambahan menurut KUHP. 

Demikian pula penutupan perusahaan, pada hakikatnya merupakan perluasan dari 

pidana tambahan berupa "Pencabutan hak", karena penutupan perusahaan dapat 

mengandung di dalarnnya pencabutan hak/izin berusaha. Seperti dikemukakan di atas, 

"Pencabutan izin usaha (Industri)" di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 

juga disebut sebagai "Hukuman tambahan" (lihat perumusan delik dalam Pasal 24 

dan Pasal 26). Penutupan perusahaan dimasukkan sebagai bentuk perluasan dari 

pidana tambahan, terlihat misalnya di dalam Pasal 7 ayat (1) sub b Undang-Undang 

Nomor 7 Drt. 1955 (Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (UU-TPE). Patut 

dicatat, bahwa pidana tambahan berupa "Penutupan perusahaan" menurut Undang-

Undang Tindak Pidana Ekonomi (UU-TPE) dibatasi waktunya (yaitu paling lama 1 

(satu) tahun), sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tidak disebut 

batas waktunya. 
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Satu hal lagi yang patut dicatat dari jenis-jenis sanksi tersebut di atas ialah, 

bahwa didalam Undang-Undang tersebut di atas ialah bahwa di dalam Undang

Undang Nomor 23 Tahun 1997 tidak ada perumusan eksplisit sanksi pidana!tindakan 

yang berupa "pemberian ganti rugi" langsung kepada korban. N amun, bentuk -bentuk 

tindakan dalam Pasal 47 sub c, sub d dan sub e di atas, dapat dikatakan merupakan 

bentuk-bentuk pemberian "restitusi". 

Adanya sanksi "tindakan tata tertib" di dalam Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 1997 dapat dipermasalahkan apakah tindakan tata tertib dapat juga 

diberlakukan terhadap pelaku Tindakan Pidana Lingkungan Hidup (TPLH) di luar 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 apabila Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

1997 dimaksudkan sebagai Undang-Undang Payung (Seperti halnya dengan Undang

Undang Nomor 4 Tahun 1982), maka seyogianya sanksi tindakan tata tertib itu pun 

berlaku untuk semua Tindakan Pidana Lingkungan Hidup (TPLH) yang diatur dalam 

perundang-undangan sektoral. Dalam UUPLH tidak ada rambu-rambu ketentuan di 

dalarnnya yang menyatakan bahwa sanksi tindakan itu dapat diberlakukan juga untuk 

semua Tidakan Pidana Lingkungan Hidup (TPLH) di luar Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 1997 bahkan seperti telah dikemukakan di atas, dalam pasal 50 undang

undang Nomor 23 Tahun 1997 ditegaskan, bahwa "pada saat berlakunya undang

undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan 

lingkungan hidup yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 

dan belum diganti berdasarkan undang-undang lingkungan sektoral belum diganti 

sesuai dengan Undang-Undang Nornor 23 Tahun 1997, maka ketentuan mengenai 
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sanksi tindakan tata tertib belum dapat diterapkan untuk Tindakan Pidana 

Lingkungan Hidup (TPLH) diluar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. 

Menurut M. Sholehuddin298 setelah mencermati beberapa perundang-

undangan yang memuat sanksi tindakan secara tegas, termasuk UU No. 23 Tahun 

1997 tentang PLH, tidak satupun penjelasan yang dapat diketahui tentang latar 

belakang pemikirannya mengapa sanski tindakan itu dimuat dalam perundang-

undangan tersebut, sehingga tidak diketahui pula kriteria apa yang dipakai untuk 

membedakan jenis sanksi pi dana dan sanksi tindakan. 

Sebenarnya sanksi tindakan sejak lama sudah dikenal ketika lahirnya aliran 

neoklasik dalam hukum pidana pada abad XIX, hanya saja pada awal 

perkembangannya, sanksi tindakan itu dikenakan untuk orang yang "tidak mampu 

bertanggung jawab" (verminderde toerekeningsvatbaarheid) ketika dia melakukan 

tindak pidana. 

Menurut Frans Mararnis, berkat jasa aliran kriminologis yang menghendaki 

individualisasi pidana, yaitu agar tiap penjahat memperoleh cara penyembuhan yang 

sesuai dengan kepribadiannya, maka dimasukkan dalam hukum pidana jenis-jenis 

tindakan (maatregel)299
• 

Menurut Sudarto dalam hukum pi dana modern reaksi terhadap perbuatan yang 

dilarang tidak hanya berupa pi dana akan tetapi juga apa yang disebut tindakan, yang 

298
• Sholehuddin, M. op.cit. hlm.174. 

299 
. Ibid, Frans Maramis dalam M.Sholehuddin, hlm.l79. 
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bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang 

"k 300 merugt annya . 

Dilihat dari pendapat Maramis dan Sudarto di atas, maka pencantuman sanksi 

tindakan dalam pasal 47 UUPLH sebenarnya dapat dikatakan bahwa UUPLH telah 

mengikuti aliran pidana modern dan aliran individualisasi pemidanaan. Sebagaimana 

dikatakan sebelunmya Indonesia mengenal individualisasi pemidanaan sesuai dengan 

ketentuan pasal 28 ayat 2 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman. 

e). Jumlah (Lamanya) Sanksi dan sistem ancaman Pidananya. 

Delik inti atau delik utama menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 

ialah delik "Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup" yang diatur dalam 

Pasal 41 (untuk delik dolus/sengaja) dan dalam pasal 42 (untuk delik culpanya) 

maksimum ancaman pidananya ialah : 

I). Untuk delik dolus : 

10 (sepuluh) tahun penjara dan denda Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah), yang dapat diperberat menjadi 15 (lima belas) tahun penjara dan 
denda Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) apabila 
mengakibatkan orang mati atau luka berat (pasal 41). 

2). Untuk delik culpa : 

3 (tiga) tahun penjara dan denda Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 
yang dapat diperberat menjadi 5 (lima) tahun penjara dan denda Rp. 
150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) apabila mengakibatkan 
orang mati atau luka berat (Pasal 42). 

300
• Sudarto, 1983. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, him. 31. 
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Sehubungan dengan pemberatan pertanggungjawaban atas tindak pidana 

kealpaan ini, menarik dalam kesempatan ini dikutip pendapat Barda Nawawi Arief 

yang mengatakan bahwa akibat-akibat yang timbul tidak dengan sengaja biasanya 

dirumuskan dalam delil-delik yang dikwalifisir atau yang diperberat oleh akibatnya ( 

Erfolgsqualifizierte delikte atau crime aggravated by the result). Secara doktriner, 

pertanggungjawaban terhadap akibat-akibat (yang timbul) tidak dengan sengaja 

didasarkan pada ajaran Erfolgshaftuni01
• Menurut beliau delik-delik ini dalam 

KUHP Indonesia misalnya dirumuskan dalam pasal-pasal 187 ke -2 dan ke- 3; pasal 

333 ayat (3) dan pasal 354 ayat (2). Pasal 187 ke-2 dan ke- 3 KUHP ini merupakan 

tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam KUHP yang berlaku jauh sebelum 

UUPLH di undangkan hingga sampai kini. 

Barda Nawawi Ariee02 mengutip pendapat Paul Kichyun Ryu (Guru besar 

Hukum Pidana Universitas Nasional Seoul), yang mengatakan bahwa ajaran 

Erfolghaftung ini diilhami dari doktrin Versari in re illicita dalam hukum kanonik 

(sama dengan ajaran dolus indirectus ) yang merupakan perkecualian dari asas mens 

rea (asas culpabilitas). Namun menurut Barda Nawawi Arief baik di dalam KUHP 

yang berlaku saat ini maupun dalam konsep RUU KUHP yang baru belum 

mengambil sikap mengenai hal ini. Di beberapa Negara lain ada pasal khusus yang 

301 Nawawi Arief, Barda ,2002. Perbandingan Hukum Pi dana, Penerbit PT. Raj aGrafindo Persada, 
Jakarta, Cetakan ke IV hlm. 96. Menurut ajaran Erfolgshaftung, seorang dapat 
dipertanggungjawabkan terhadap akibat yang timbul tanpa diperlukan adanya sikap batin jahat 
(dolus/culpa) si pembuat terhadap akibat itu, asal secara obyektif akibat itu benar-benar telah 
terjadi sebagai akibat perbuatannya. Ajaran ini dapat disebut sebagai ajaran Erfolgshaftung yang 
murni. 

302. Ibid. hbn. 96. 
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mengatur masalah ini, namun beberapa penghalusan atau modifikasi tertentu yang di 

orientasikan atau dikonsistensikan dengan asas culpabilitas. Jadi tidak menganut 

ajaran Erfolghajiung yang murni. 

Berdasarkan perumusan ancaman pidana di atas terlihat adanya perbedaan 

sistem sanksi, dimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 menganut sistem 

perumusan kumulatif, dan dapat ditambah dengan tindakan lata tertib (pasal 47 

UUPLH) sedangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 menganut sistem 

perumusan kumulatif-alternatif. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 

mengutamakan pidana penjara sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 

1982 memungkinkan dapat dijatuhkan hanya pidana denda atau pidana penjara atau 

kumulasi kedua-duanya. 

Dalam perundang-undangan lingkungan sektoral, maksimum ancaman 

pidananya kebanyakan masih berorientasi pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 

1982, walapun ada beberapa penyimpangan untuk maksimum ancaman pidana denda. 

Sistem perumusan ancaman pidananya juga kebanyakan sesuai dengan Undang

Undang Nomor 4 Tahun 1982 (yaitu sistem kumulatif-alternatif), walaupun ada juga 

yang dirumuskan dengan sistem kumulatif (lihat Pasal 40 Undang-undang Nomor 5 

Tahun 1990) dan ada yang menggunakan sistem alternatif (lihat Pasal 119 dan Pasal 

120 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992). Dengan telah adanya Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 1997 (sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982), 

maka seyogianya ada peninjauan kembali terhadap keseluruhan pola maksimum dan 

sistem pengancaman pidana di dalam perundang-undangan lingkungan sektoral. 
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Menurut pandangan Barda Nawawi bahwa sistem perumusan kumulatif dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 mempunyai kelemahan karena bersifat 

imperatif. Sifat imperatif/kumulatif tidak memberi keleluasaan kepada hakim untuk 

memilih, dan sulit diterapkan apabila hakim akan menjatuhkan pidana kepada pelaku 

sebagai korporasi/badan hukum, bukan sebagai "yang memberi perintah atau yang 

bertindak sebagai pimpinan303 

Sehubungan dengan pandangan ahli pidana ini sangat relevan mengutip 

pandangan Bambang Purnomo, yang mengatakan kekhawatiran dan kecemasan 

terhadap hukum pidana pada abad ke-18 dari tokoh-tokoh masyarakat dan negarawan 

makin bertambah. Kritik yang tajam ditujukan pada manfaat diadakannya hukum 

pidana dan sifat pelanggaran hukum itu relatif. Hadimya hukum pidana jangan 

terkungkung dalam lingkaran yang sempit, karena peraturannya hanya semata-mata 

untuk pelanggar hukum saja. Oleh karena itu hukum pidana harus turut mencapai 

tujuan umum untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan baik untuk 

kepentingan manusia individu termasuk delinkuen (pelanggar hukum) maupun untuk 

manusia dalarn kehidupan bermasyarakae04
. 

Pemenjaraan bagi seorang pimpinan perusahaan yang melanggar Undang-

undang Tindak Pidana Lingkungan hidup, dapat menimbulkan kesengsaraan 

kemanusiaan yang barn bagi para buruh perusahaan dan keluarganya karena 

303
• Nawawi, Barda. 2001. op cit, hlm.ll4. 

304
• Pumomo, Bambang, Pidato, 5 Juni 1989. Op.cit. him. 7. 
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perusahaan yang bersangkulan lidak dapal dikelola lagi oleh pimpinan perusahaan 

berhubung karena ia menjalani pidana penjara. Dengan demikian bertenlanganlah 

penjatuhan pidana lersebul dengan tujuan pemidanaan. 

Fungsionalisasi pidana dalam UUPLH khususnya lenlang jenis pidana yang 

lelah meninggalkan sislem pemidanaan allernalif dalam UU Nomor 4 Tahun 1982 

lidak memperlihalkan harmonisasi dengan pidana dalam undang-undang sekloral 

lingkungan hid up di alas. 

t). Sislem Pertanggung jawaban pidana unluk percobaan dan pembanluan 

lerhadap lindale pidana lingkungan hidup. 

Semua Tindak Pidana Lingkungan Hidup (TPLH) dalam undang-undang 

Nomor 23 Tahun 1997 dinyatakan sebagai "kejahalan", letapi kenyataan dalam 

undang-undang ini lidak dialur mengenai "percobaan dan pembanluan lerhadap 

pelanggaran lidak dipidana lingkungan. Konsekuensi hukum yang demikian 

sebenarnya dirasakan janggal apabila dilihal dari idenya, bahwa Tindak Pidana 

Lingkungan Hidup (TPLH) khusunya delik "pencemaran dan perusakan lingkungan 

hidup') dipandang sebagai delik yang sangat serius dilihal dari sudul akibal alau 

kerugiannya bagi masyarakal luas. 

Berdasarkan uraian panjang Iebar di alas, maka dapal dilihal kelemahan

kelemahan pengaturan sanksi dalam hukum pi dana lingkungan, antara lain : 

I) Bahwa filsafal pemidanaan san gat dibuluhkan dalarn teori dan praktek guna 

memahami hakikat dari pidana itu sendiri, namun filsafat dimaksud tidak 
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dimuat dalam UUPLH kecuali dalam konsiderans UUPLH mengatakan 'untuk 

mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan 

pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan 

kebijaksanaan nasional yang terpadu menyeluruh dengan memperhitungkan 

kebutuhan generasi masa kini dan generasi mas a depan', dengan demikian 

Filsafat pemidanaan dalam hal ini dapat dipahami dengan mengartikulasikan 

secara integrasi beberapa hal pokok di atas, yakni kebahagiaan hidup bersama 

orang banyak (the greatest happiness), pembangunan berkelanjutan yang 

berwawasan lingkungan hidup (ecologically sustainable development), 

kebijaksanaan nasional yang terpadu menyeluruh( holistic and intregated 

national policy ), kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan 

(intergenerational equity and intragenerational equity) . Dan hakikat hukum 

lingkungan modern yang menetapkan ketentuan dan norma-norma guna 

mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi 

lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutu demi menjamin 

kelestariannya agar dapat secara langsung terus menerus digunakan oleh 

generasi sekarang maupun generasi mendatang. 

2) Bahwa tujuan pemidanaan dalam UUPLH tidak dimuat secara jelas, kecuali 

terdapat tujuan umum pengelolaan lingkungan Hidup sebagaimana diatur 

dalam pasal 3 UUPLH untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, 

karena tujuan ini tidak dimuat secara jelas maka dapat dipahami berdasarkan 

teori bahwa tujuan penempatan sanksi dibelakang norma adalah sebagai 
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penguat norma itu sendiri agar tidak dilanggar, karena setiap norma 

mengandung dan sekaligus melindungi sesuatu hal yang dianggap bemilai, 

yakni bemilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. 

3) Dalarn UUPLH tidak tergarnbar teori pemidanaan mana yang dipergunakan 

dalarn pemidanaan, sedangkan dalarn ilmu pengetahuan hukum pidana 

terdapat berbagai teori pemidanaan yang masing-masing memiliki kelebihan 

dan kelemahan sendiri-sendiri, sehingga teori pemidanaan dalarn UUPLH 

tidak terlepas dari teori tujuan yang dianut dalarn UUPLH yakni 

mempertahankan fungsi kelestraian lingkungan hidup guna mewujudkan 

pembangunan berkelanjutan (sustainable development) ; 

4) Jenis pidana(straftoort) dalarn UUPLH yakni pidana penjara dan pidana yang 

diberlakukan secara imperatif kumulatif untuk semua jenis kejahatan, tanpa 

memberi peluang keleluasaan bagi hakim untuk memilih atau menerapkan 

salah satu dari jenis pidana tersebut atau jenis sanksi lain sedangkan setiap 

pi dana( sanksi) memiliki keterbatasan dalarn menanggulangi setiap kejahatan. 

5) Penetapan dan penjatuhan pidana penjara dan denda secara imperatif 

kurnulatif menimbulkan kesulitan dalarn penjatuhan pidana terhadap 

korporasi secara tersendiri yakni terpisah baik dari pengurus, atau dari 

memberi perintah atau pelaku yang bertindak atas kepentingan korporasi, dan 

jika seandainya pencemaran atau perusakan lingkungan tiba-tiba teljadi dan 

tidak memberi keuntungan bagi korporasi, serta diluar pengetahuan atau tanpa 
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perintah dari pengurus, dan andaikan juga personil-personil ini meninggal 

atau melarikan diri. 

6) UUPLH tidak memuat pedoman pemidanaan tindak pidana lingkungan hidup 

khususnya terhadap korporasi, sehingga ada kemungkinan pengurus korporasi 

dijatuhi pidana dalam penjara dan di denda, namun pencemaran dan 

perusakan lingkungan oleh korporasi masih tetap berlangsung, oleh karena itu 

sanksi tindakan sebagaimana dalam pasal 4 7 UUPLH yang sifatnya 

komplementer seharusnya diterapkan dan difungsikan sebagai pidana 

altematif. 

7) Dalam UUPLH tidak ada rambu-rambu untuk memberlakukan ketentuan 

korporasi sebagai subjek yang dapat dipertanggungjawabkan, terhadap semua 

tindak pidana lingkungan di luar UUPLH. 

8) Menurut UUPLH bahwa korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan 

secara imperatif harus dijatuhi pidana penjara dan denda secara kumulatif, 

tanpa pertimbangan kepentingan sosial, ekonomi dan kepentingan lain. 

9) Dalam UUPLH tidak memuat percobaan dan pembantuan kejahatan, sehingga 

apabila teljadi percobaan dan pembantuan kejahatan tindak pidana lingkungan 

maka dapat menimbulkan keraguan bagi penyidik dalam menyidik perkara 

tersebut, kecuali dengan mempergunakan kententuan KUHP. UUPLH 

seharusnya mengatur percobaan dan pembantuan kejahatan tindak pidana 

lingkungan, karena UUPLH mengatur tindak pidana lingkungan secara lex 
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specialis, dan bertujuan melindungi lingkungan dari pencemaran dan 

kerusakan serta mencegah degradasi kelestarian fungsi lingkungan. 

1 0) Azas subsidiaritas sebagaimana dalam penjelasan UUPLH tidak membedakan 

keberlakuannya terhadap jenis tindak pidana yang mana, apakah hanya 

berlaku terhadap tindak pidana yang bergantung dengan administrasi 

(administrative dependent/specific crime) atau tindak pidana yang tidak 

bergantung dengan administrasi (administrative independent/generic crime) 

sehingga selalu ditafsirkan azas tersebut berlaku untuk seluruh prosedur 

semua jenis tindak pi dana, dan juga langsung atau tidak langsung mengurangi 

otonomi pidana itu sendiri. 

11) Bentuk pertanggungjawaban kesalahan didasarkan atas kesengajaan dan 

kealpaan, dan kedua-duanya disebut sebagai tindak pidana Kejahatan. Bagi 

suatu korporasi dicap sebagai penjahat karena kealpaannya terjadi suatu 

pencemaran atau perusakan lingkungan merupakan stigmatisasi yang sangat 

berat yang akan ditanggung atas keberlangsungan korporasi itu sendiri, 

terlebih-lebih bagi korporasi asing. Hal ini tarnpaknya telah disadari oleh para 

ahli hukum pidana sehingga dalam pasal 52 RUUKUHP tahun 2004/2005 

telah memperlonggar konsep bentuk pertanggungjawaban pidana dari 

korporasi. 
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A. 2. Bahan Perbandingan Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran 

dan atau Perusakan Lingkungan. 

Analisis fungsi pemidanaan alternatif dalam tindak pidana lingkungan di 

Indonesia, perlu ditunjang dengan pengkajian yang bersifat komparatif baik dari 

sistem hukum nasional sendiri maupun dari hukum negara asing. Karena studi 

perbandingan hukum merupakan bagian yang sangat penting dan diperlukan bagi 

ilmu hukum serta bermanfaat untuk dapat lebih memahami dan mengembangkan 

hukum nasional305
. 

a). Perbandingan Penjatuhan Pidana Menurut Hukum Adat Terhadap Pelaku 

Pencemaran dan Perusakan Lingkungan di Indonesia. 

Hukum adat merupakan salah satu sub sistem hukum nasional Indonesia, yang 

sejak dahulu kala telah berlaku untuk berbagai aspek hubungan hubungan di dalam 

kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum adat berlaku untuk hubungan hukum di 

bidang hukum perdata dan hukum pidana. 

Namun di bidang hukum pidana pengakuan berlakunya pidana adat telah 

direduksi dan bahkan tampak ditutup sebagai konsekuensi berlakunya ketentuan pasal 

1(1) KUHP306 sebagai asas legalitas pidana tertulis. Tiada tindak pidana yang berlaku 

kecuali telah diatur dalam KUHP, sebab pidana adat pada umumnya tidak tertulis307 

305 Nawawi Arief, Barda, 2002. Perbandingan Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, 
Jakarta.dalam kata Pengantar beliau mengutip pendapat Rene David dan John E. Brierly dalarn 
Major Legal System in The World. 
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Namun berdasarkan Undang-undang Nomor 1 (Darurat) Tahun 1951 

membuka katup berlakunya pidana adat dengan pengecualian apabila tindak pidana 

adat tersebut tidak ada bandingnya didalam pasal-pasal KUHP. 

Beberapa ahli hukum telah memberi perhatian terhadap eksistensi hukum adat 

yang berlaku untuk hubungan hukum di bidang perdata dan pidana. Para ahli hukum 

yang memberi pandangan tentang kemungkinan keberlakuan hukum pidana adat 

(delik adat), antara lain diantaranya TerHaar 

Tindak pidana adat (delik adat) menurut TerHaar adalah: 

" ... Pelanggaran (delict) ialah setiap gangguan segi satu ( eenzijdig) 
terhadap kesetimbangan dan setiap penubrukan dari segi-segi satu pada 
barang-barang kehidupannya materieel dan immaterieel orang seorang, 
atau daripada orang-orang banyak yang merupakan satu kesatuan 
(segerombolan), tindakan sedemikian itu menimbulkan suatu reaksi -
yang sifatnya dan besar kecilnya ditetapkan oleh hukum adat - ialah 
reaksi adat ( adat reactie) karena reaksi mana kesetimbangan dapat dan 
harus dipulihkan kembali (kebanyakan dengan jalan pembayaran 
pelanggaran berupa barang-barang atau uang) ... " 308 

Terdapat beberapa delik adat yang diputus oleh beberapa Pengadilan Negeri 

di Indonesia yang dikukuhkan oleh Mahkamah Agung309
• Putusan-putusan delik adat 

306 Pasal 1 (1) KUHP .berbunyi "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan 
pidana da1am perundang-undangan yang te1ah ada, sebe1wn perbuatan di1akukan. 

307 Soemadiningrat H.R., Otje Salman,2002. Rekonseptualisasi Hukum Adat Temporer, A1wnni, 
Bandung, him. 17. Materi-materi yang terkandung dalam hukum adat memiliki bentuk tidak 
tertulis. Namun, tidak berarti bahwa penulisan hukum tidak ber1angsung. Tercatat bahwa 
Majapahit pada masa Raja Hayam Wuruk telah memiliki sistem hukum modem yang 
terdokumentasi da1am Negarakertagama, (Monografi hokum adat pada masa Majapahit). 

308 Ter Haar, 1980. Terjemahan oleh K.Ng. Soebakti Poesponoto, Asas-asas dan Susunan hukum 
Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, hhn. 255. 

309 Emong Sapardjaja, Komariah, 2002. Ajaran Sifat Melawan hukum Materiel Dalam Hukum 
Pidana Indonesia, Alumni, Bandung, him. 62. Pidana Adat yang diputus oleh Pengadilan 
Negeri yang dikukuhkan o1eh Mahkarnah Agung antara lain Putusan Mahkamah Agung RI 
tangga1 19 Nopember 1977 Nomor 93K!Kr/1976, putusan tangga1 8 Oktober 1979 
Nomor.195K!Kr/1978, dan putusan tangga\23 Februari 1985 No. 666K!Kr/1984. Ketiga putusan 
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ini, yang dasar penuntutannya bersumber pada undang-undang Nomor I(Drt) 1951, 

kemudian diangkat sebagai asas dalam konsep Buku I RUU KUHP Baru, pasal I ayat 

3, yang berbunyi : 

Ketentuan dalam ayat (I) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup 
yang menentukan bahwa menurut adat setempat seseorang patut dipidana 
walaupun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan 
. ·310 
lill . 

Beberapa para ahli hukum Indonesia lainnya yang mengatakan kemungkinan 

keberlakuan Hukum adat dan pidana adat, antara lain Muladi311
, Otje Salman 

Soemadiningrat312
, Sutandyo Wignjosoebroto313

. 

Sehubungan dengan pidana adat di bidang lingkungan menarik disini dikutip 

pendapat Siti Sundari mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan yang 

terdiri atas berbagai suku dan agama telah memiliki nilai-nilai penyelamatan 

lingkungan yang dipatuhi oleh masyarakat setempat. Nilai-nilai tersebut diyakini 

kalau dilanggar akan mendapatkan sanksi apabila terjadi pelanggaran atas hukum 

itu mengenai delik adat zinah yang tidak yang tidak mempunyai padanan tindak pidananya dalam 
KUHP, tetapi berdasarkan hukum adat yang masib hidup di masyarakat setempat merupakan 
perbuatan yang tidak patut dan karenanya harus dipidana. 

310 Ibid. him. 62. Naskah Rancangan KUHP Barn ,Tahunl99211993. 
3u Ibid. him. 63. Pidato orasi ilmiah Muladi berjudul: "Proyeksi Hukum Pidana Materiillndonesia 

di Masa Datang", dalam pidato yang disarnpaikan pada Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam 
mata pelajaran llmu Hukum Pidana, pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 
24 Februari 1990, hlm.l5. mengatakan : Karakteristik operasional yang kedua adalah bahwa , 
hukum pidana pada masa datang tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan 
kondisi manusia, alarn dan tradisi Indonesia. 

312 Salman Soemadiningrat, H.R. Otje. op.cit. hlm.190. 
313 Wignjosubroto, Sutandyo. 1994. Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional : Dinamika sosial 

Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, RajaGrafindo Persada, him. 241. Menurut 
Sutandyo Wignjosoebroto, pada dasarnya puak penganjur dipromosikannya hukum adat ke fungsi 
yang baru sebagai hukum nasional bertolak faham Savignian yang historik, bahwa hukum itu tak 
mungkin dibuat dan dibebankan dari atas (sebagai atau tidak sebagai sarana perekayasa sosial) 
melainkan akan dan harus tumbuh kembang beriring dengan tumbuh kembangnya masyarakat itu 
sendiri. 
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adat atau kebiasaan tersebut, rnisalnya "adat sasi" di Maluku. Masyarakat Maluku 

mengenal adat dan kebiasaan di bidang lingkungan hidup yang disebut tindak pidana 

"sasz"' dan kepada pelanggar dikenakan denda.314 

Dengan demikian di sebagian wilayah Indonesia ada dikenal tindak pidana 

lingkungan di dalam hukum adat, dan sanksi yang dijatuhkan apabila dilanggar 

dikenakan sanksi atau pidana "denda". 

Tujuan pidana dalam hukum adat yaitu untuk memulihkan kembali 

keseimbangan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, yang dalam teori pemidanaan 

biasa dikenal dengan restitusi.315 

Penyelesian peristiwa pidana dalam masyarakat hukum adat tidak begitu 

berbeda dengan cara-cara penyelesaian sengketa keperdataan. Praktek hukum adat 

sangat memperhatikan kepentingan korban baik yang bersifat material maupun 

immaterial. Praktek-praktek ini tidak lain dari "restoractive justice" yang telah 

menjadi tradisi hukum adat kita316
• 

Pentingnya pemaparan keberlakuan hukum adat seperti di atas, dengan 

maksud untuk melihat bahwa di dalam hukum adat telah dikenal adanya tindak 

3
" Supriadi, 2006. Hukum Lingkungan di Indonesia sebuah Pengantar, Sinar Grafika, him. 170. 

315 Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1984, op.cit, him. 101-102. Lihatjuga kutipan beliau-beliau ini 
dalam halaman buku yang sama mengenai "Teori Restitusi" dalam pendapat Fauconnet yang 
menyatakan bahwa " the conviction and the execution of the sentence is essentially a ceremonial 
reaffirmation of the societal values that are violated and challenged by the crime"( 
penghukuman, dalam arti pemidanaan, dan pelaksanaan pidana pada hakekatnya merupakan 
penegasan kembali nilai-nilai masyarakat yang Ielah dilanggar dan dirubah oleh adanya 
kejahatan). 

316 Manan, Bagir, Restoraclive Justce (Suatu Perkenalan), Majalah Hukum IKAHI Varia Peradilan 
Tahun XXI No.247 Juni 2006, him. 8 
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pi dana ( delik) lingkungan hid up, yang sanksinya pada umumnya berupa ganti 

kerugian dan melakukan tindakan-tindakan tertentu dengan memperhatikan asas 

keseimbangan alam dan masyarakat. 

Sanksi denda ( koersif penulis ganti kerugian) berarti telah melembaga pada 

masyarakat Indonesia, dan tidak ada dikenal hukuman penjara, karena memang sejak 

dahulu kala Indonesia tidak mengenal pi dana pencabutan kemerdekaan 317
. 

b). Perbandingan Pemidanaan Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan di 

Negara Jepang318 

Hasil penelitian doktriner dan pengamatan (tidak langsung) berikut ini dapat 

mendukung bahan hukum guna memperluas cakrawala analisis perkembangan 

pemidanaan yang sifatnya altematif dengan sistem pemidanaan tindak pidana 

lingkungan di Indonesia. 

Dalam rangka perlindungan lingkungan hidup, Pemerintah Jepang telah 

mengeluarkan berbagai perundang-undangan, antara lain Basic Environment Law 

yang disingkat dengan BEL, di dalam Pasal I secara tegas dikemukakan tujuan BEL 

ini adalah untuk mengembangkan kebijaksanaan konservasi lingkungan yang 

317 Sudarto, 1986. op.cit.h1m. 95. Di Indonesia pada zaman Majapahit belum dikena1 pidana 
pencabutan kemerdekaan. Jenis pidana pokok adalah pidana rnati, pidana potong anggauta badan 
yang bersangkutan, denda dan ganti kerugian. Ketika Belanda mulai menguasai beberapa bagian 
dari Indonesia, maka dimana diperlukan, diadakan peradilan untuk orang-orang bumi putra 
dibawah pengawasan pejabat Belanda. Hukum yang diperlakukan adalah hukum yang berlaku 
atau dianggap berlaku bagi bumiputra dengan pembatasan antara lain mengenai jenis pidana dan 
asas keseimbangan da1am penjatuhan (pada zaman Daende1s tahun 181 0), pidana pemotongan 
Iangan dan kaki dihapus, sedang yang masih dipertahankan adalah antara lain pembakaran, 
penusukan denga keris, penderaan, mengecap dengan besi panas, perantaian dan kelja paksa 

318
• Hardjasoemantri, Koesnadi, 2005. op.cit, him. 508-532. 
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komprehensif dan sistematis guna menjamin kehidupan yang sehat dan berbudaya 

untuk generasi sekarang maupun generasi-generasi mendatang bangsa dan untuk 

memberikan sumbangan kepada kesejahteraan umat manusia, melalui artikulasi 

prinsip-prinsip dasar, penegasan tanggungjawab negara, pemerintah daerah, korporasi 

dan warga negara, serta menentukan pertimbangan dasar bagi pelestarian lingkungan 

hidup. 

Pencantuman tujuan ini merupakan hal yang menarik, sebab dengan adanya 

tujuan yang jelas seperti ini memberi arah bagi pelaksanaan undang-undang terse but. 

Selain BEL ini ada hal yang menarik dan relevan di Negara Jepang ini, yaitu 

perundang-undangan khusus tentang pemidanaan terhadap pelaku pencemaran yang 

dikenal Law for the Punishment of Crime related to the Environmental Pollution 

which adversely affects the Health of Persons (Law No.l42 of 1970) 

Dalam undang-undang juga dengan secara tegas diatur mengenai tujuannya 

,dalam pasal 1 menyatakan ; 

" to contribute to the prevention of environmental pollution adeversely 
affecting the health of persons, in combination with the control measures based upon 
other laws or ordinances designed to prevent such pollution, by punishing those acts, 
etc, which cause such pollution in the conduct of business activities". 

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam perundang-undangan ini mengenai 

pemidanaan yang sifatnya alternatif antara penjara atau denda. Hal ini dapat kita lihat 

contohnya dari bunyi pasal 2 mengenai "Crime of intent", menyatakan sebagai 

berikut: 

I). A person who knowingly endangers the lives or health of the public by 
discharging those substances which adversely affict the health of persons 
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(including the substances which become so hazardous when accumulated in 
human bodies, hareinafler the same ) in the conduct of activities of industrial 
plants or places of business shall be punished by imprisonment with prison labor 
for not more than three years or a fine not exceeding three million yen. 

2). A person who, as a result of the offense mentioned in the preceding paragraph, 
caused the death or bodily injwy of another shall be punished by imprisonment 
with prison labor for not more than seven years or a fine not exceeding five 
million yen. 

Pida.na Penjara atau denda dikenakan secara alternatif terhadap pelaku 

kejahatan pencemaran, penerapan pidana secara alternatif ini hampir sama dengan 

penerapan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahu.n 1982 

tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, berbeda 

halnya dengan penerapan pidana di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bersifat kumuiatif yakni kumuiasi 

pidana penjara dan pidana denda. 

Hal yang tak kaiah menarik untuk dipahami dari perundang-undangan di 

Negara Jepang ini adaiah mengenai Pollution-related Health Damage Compensation 

Law (Law No. I I 1 of 1973), disertai Enforcement Order-nya . Seiain memiiiki tujuan 

yang secara jelas di dalam pasall-nya, juga mengatur bentuk ganti kerugian yang 

dapat diperoleh penderita adalah sebagaimana tercantum daiam pasai 3 , yaitu : 

(I). Manfaat berupa pemeiiharaan kesehatan dan ganti kerugian berupa biaya 

pengobata.n. 

(2). Ganti kerugian untuk cacat badan . 

(3). Ganti kerugian untuk yang selamat (survivor) 

(4). Ganti kerugian berupa lump sum untuk yang selamat 
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(5). Ganti kerugian untuk biaya anak-anak 

(6). Beaya pengobatan. 

(7). Beaya pemakamanlperabuan. 

Pemidanaan dalam undang-undang yang berlaku di Negara Jepang sifatnya 

memprioritaskan rehabilitasi korban, baik korban manusia maupun korban 

lingkungan, serba jelas dan aplikatif mulai dari bentuk ganti kerugiannya, 

prosedurnya permohonan ganti kerugian, badan dan petugas penyelesaian ganti 

kerugiannya, pengawasan pelaksanaan pembayaran, sanksi atas pelaksanaan yang 

tidak sesuai ketentuan, dan ada badan evaluasi yang meninjau keluhan-keluhan 

berkaitan dengan penyelesaian ganti rugi tersebut. 

Penyelesaian perkara di Jepang adalah cepat, disamping keseimbangan 

hukuman dijaga. Hukuman yang dijatuhkan dapat dianggap sebagai 'murah 

hati'(lenient), karena mereka berpendapat bahwa asal saja 'angka pengungkapan 

perkara' dan 'angka penghukuman' dipertahankan dalam tingkat yang tinggi, maka 

hukuman yang 'murah hati' tidak akan mengurangi efek penegakkan umum dari 

hukurnan tersebut. Juga profesionalisme dari para penegak hukum yang didasarkan 

pada 'model rehabilitasi' dan adanya sukarelawan (anggota masyarakat yang 

membantu pemasyarakatan terpidana), telah menurunkan angka residivisme319 

319 Reksodiputro, Mardjono, 1997. Bunga Rampai Permasa/ahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, 
Kumpulan Karangan buku ke lima, Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum ( dlh Lembaga 
Kriminologi ), Universitas Indonesia, Jakarta.hlm. 50. 
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Himbauan Satjipto Rahardjo patut dipertimbangkan dalam pembangunan 

hukum lingkungan ke depan, yang mengatakan sebaiknya Indonesia belajar ke Jepang 

, karena Jepang telah menempatkan suatu posisi awal yang hampir sama dengan 

Indonesia, yaitu menerima penggunaan hukurn modem sebagai suatu institusi yang 

dipaksakan dari luar. Sarna seperti Indonesia, Jepang juga mengalami pertemuan 

antara dua kultur yang berbeda yakni kultur Jepang dan Barat. Dengan demikian, di 

Jepang bisa ditemukan padanan dari unsur kultur yang terdapat di Indonesia, seperti 

keselarasan, dan kekeluargaa. Pengalaman Jepang merupakan pelajaran yang sangat 

menarik buat Indonesia dalam membangun sistem hukum modem menurut keharusan 

atau model320
. 

c). Bahan Perbandingan Perumusan Ancaman Pidana Secara Altematif Dalam 

KUHP Norwegia321 

Menurut Johannes Andenaes, KUHP Norwegia tahun 1902 yang mulai 

berlaku pada tahun 1905 ini merupakan KUHP yang paling modem di Eropah pada 

saat diundangkannya. KUHP ini merupakan basil pertama ide-ide pembaharuan yang 

dikemukakan oleh IKV (International Kriminalistische Vereinigung), karena 

rancangan KUHP ini berasal dari suatu Panitia yang diketuai oleh Prof. Bernhard 

Getz salah seorang anggota aktif dari IKV. Menurut Marc Ancel, KUHP ini 

320 
• Rahardjo, Satjipto, 2003. Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Buku Kompas, Jakarta.h1m.87. 

321
• Nawawi Ariet; Barda 2002. op.cit, him. 140-145. 
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merupakan hasil pengaruh dari gerakan social defence yang merupakan 

perkembangan lebih lanjut dari aliran modem 

Seperti halnya dengan KUHP Indonesia sekarang , dalam KUHP Norwegia 

juga dianut perumusan tunggal dan altematif. Namun yang menarik dari perumusan 

altematif yang digunakan di Norwegia ialah, bahwa pidana yang lebih ringan 

dirumuskan terlebih dahulu. Misal dirumuskan : Fines or jailing; jailing or 

imprisonment atau fines or jailing or imprisonment. Jadi berbeda dengan di 

Indonesia yang mengancamkan pidana lebih berat lebih dahulu. Dilihat sepintas 

memang tidak begitu mempunyai arti jenis pidana mana yang dirumuskan terlebih 

dahulu. Akan tetapi dilihat dari sudut prinsip hukum pidana, sistem perumusan 

menurut KUHP Norwegia ini lebih sesuai dan konsisten dengan asas subsidiaritas. 

Mengenai perumusan tunggal (khusus untuk pidana penjara), ada ketentuan 

yang cukup menarik dalam pasal 24 KUHP Norwegia sebagai berikut : 

"Where imprisonment is specified as the only form of confinement, a 
corresponding jail sentence may be pronounced, provided special 
circumstances seem to indicate that the offince did not originate from a 
depraved mind". 
Teijemahan : 
" Apabila pidana penjara ditentukan sebagai satu-satunya bentuk pengurungan, 
pidana jail yang dipersamakan dapat dijatuhkan, asal saja keadaan-keadaan 
khusus nampaknya menunjukkan bahwa tindak pidana itu tidak berasal dari 
jiwa yang rusak/akhlak yang bejat" 

Ketentuan di atas memberikan semacam pedoman kepada hakim dalam 

menghadapi perumusan pidana penjara secara tunggal. Berdasarkan ketentuan di atas, 

pidana penjara (imprisonment) yang dirumuskan secara tunggal dapat diganti dengan 

pidana penjara yang dipersamakan, apabila dalam keadaan khusus ternyata bahwa 
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tindak pidana yang dilakukan oleh si pelanggar tidak timbul dari jiwa atau akhlak 

yang rusak. Ini berarti perumusan tunggal seolah-olah dapat menjadi perumusan 

alternatif. Ketentuan seperti ini tidak ada dalam KUHP. 

d). Perumusan Ancaman Pidana Menurut KUHP Polandia322 

Sarna halnya dengan di Indonesia dan Norwegia, KUHP Polandia juga 

menganut perumusan secara tunggal dan secara altematif. Seperti halnya dengan di 

Norwegia, KUHP Polandia memuat pedoman bagi hakim dalam menghadapi 

perumusan tunggal. Dalam suatu delik hanya diancam dengan pidana perampasan 

kemerdekaan (kalau di Indonesia dapat dibaca "pidana penjara") namun hakim boleh 

juga menjatuhkan pidana pembatasan kemerdekaan (limitation of liberty) atau pidana 

denda. Malahan hakim dapat juga hanya menjatuhkan pidana tambahan saja apabila 

keadaan-keadaan untuk keputusan yang demikian itu dipenuhi dan apabila tt~ uan 

pidana dengan demikian akan dapat dicapai. Berarti hakim dapat menjatuhkan jenis 

pidana yang lebih ringan daripada pidana perampasan kemerdekaan/penjara, walau 

jenis pidana yang lebih ringan itu tidak dicantumkan dalam perumusan delik yang 

bersangkutan. Ini berarti pula, sistem perumusan tunggal itu seolah-olah dapat 

me~adi sistem perumusan alternatif. 

322
• Ibid. hlm.l46-149. 
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Perumusan ancaman pidana menurut KUHP Polandia tersebut, merupakan hal 

yang menarik sehubungan dengan penulisan ini, bahwa hakim di dalam menjatuhkan 

pidana harus benar-benar menyadari tujuan pemidanaan terhadap setiap kasus atau 

kasus per kasus. Dengan demikian bahwa tujuan pemidanaan harus jelas dipahami 

oleh hakim setiap kali hendak menjatuhkan pidana. 

e). Pi dana Lingkungan di Amerika323
. 

Undang-undang Lingkungan Amerika Serikat, The National Environmental 

Policy Act 1970 (NEP A), tidak mengandung ketentuan Pidana. Amerika Serikat 

merupakan salah satu anggota Organization for Economic Cooperation and 

Development (OECD) merupakan tumpuan perhatian terhadap pola pembinaan 

hukum lingkungan di negara lain, termasuk negara berkembang. Indonesia termasuk 

salah satu negara yang mengikuti sistem pengaturan Environmental Impact 

Assesment (EIA) yakni dalam penerapan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan 

(AMDAL). 

B. Peran sanksi Alternatif Dalam Penanggulangan Tindak Pidana 

Lingkungan Hidup. 

Pengendalian kejahatan tidak terlepas dari penerapan sanksi pidana yang tepat 

guna, penerapan hukuman yang seberat-beratnya bukanlah sebagai suatu keberhasilan 

323
. Rangkuti, Siti Sundari, 1987. op.cit,hlm. 215-217. 



264 

dalam menghadapi kejahatan. Demikian halnya dalam menghadapi kejahatan 

lingkungan. 

Pandangan tersebut telah mengemuka baik pada zaman pidana aliran klasik 

maupun zaman pidana a! iran modem. 

Beccaria telah mewariskan pemyataan hukum yang sangat terkenal 

"prevention of crime is more important than punishment for crimes. Pandangan 

Beccaria ini sangat berpengaruh terhadap perjalanan hasil perombakan hukum pidana 

. k 324 sampa1 se arang . 

J. Bentham, sosiolog Inggris juga memberikan kritik untuk mengubah 

pandangan bahwa hukum pidana hanya dipergunakan jika sudah dipertimbangkan 

kemanfaatannya dari segi utilitas dan mengambil pokok pikiran tentang the greatest 

happiness for the greates number325
• 

P.J.A. von Feurbach, filosof jerman, berpendapat bahwa dalam kepentingan 

umum yang disyaratkan oleh hukum pidana, justru di dalanmya mengandung timbal 

balik bagi semua orang, dan penyelenggaraan hukum pidana bukanlah pembalasan 

yang diutamakan, tetapi menciptakan kesadaran jiwa setiap orang agar tidak 

melanggar hukum". Salah satu bagian dari pandangan von F euerbach dirumuskan 

dalam adagium "no punishment without law, no punishment without crime, no crime 

324 Poemomo, Bambang. 1992. "Reaksi Sosial Terhadap Norma lmperatif di bidang Hctkum 
Pidana", Pidato llmiah Dalam rangka acara pembukaan Kuliah Program Pasca Sarjana 
Universitas Gadjah Mada Semester I Tahun I992/l993, tanggal I September I992, hlm.5 

325 Ibid. hlm.5. 
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without punishment" (nulla poena sine lege, nulla poena sine crimine, nul/urn crimen 

sine poena) bukan sekedar legalitas326
. 

Hasil karya kedokteran, kemasyarakatan dan ilmu-ilmu Bantu 

mengembangkan konsep biologi criminal, sosiologi criminal, dan dalil-dalil sosiologi 

untuk memperbaharui hukurn pidana agar terbuka terhadap ilmu-ilmu kenyataan 

sehingga berkembang secara rasional efisien dan efektif. Dipelopori oleh C. 

Lombrosso dan pengikut-pengikutnya dikembangkan pembaharuan hukurn pidana 

beraliran kriminologi/sosiologis (aliran modem). Pusat perhatian aliran baru ini 

ditujukan pada usaha sanksi pidana tepat guna. Aliran ini menonjolkan individualisasi 

. 327 manusm . 

Memasuki abad ke-20 telah dikembangkan konsep baru tentang hukurn 

pidana yang berorientasi pada asas kemanusiaan dan asas kesejahteraan yang 

terturnpu pada "kebijakan pidana" diselaraskan dengan hasil perkembangan kebijakan 

kriminal dan kebijakan sosial yang menuju ke cita-cita "social welfare". Pandangan 

tentang pembaharuan hukurn ini digerakkan oleh beberapa perkurnpulan para ahli 

melalui kegiatan intemasional. 

Perkumpulan " The International Union of Criminal Law' (1889-1914) di 

bawah pimpinan trio ahli hukum von Liszt (Jerman), van Hamel(Belanda) dan 

Adolphe Prins(Belgia) mengembangkan pokok pikiran hukum pidana sebagai hukurn 

yang menimbulkan ketidaksejahteraan secara berangsur-angsur hams dihindari, 

326
. Ibid .hlm.5. 

327 
• Ibid. hlm.5. 
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kecuali jika hal itu memang sangat diperlukan. Perkumpulan "The International 

Society for Penal and Penitentiary (1870-1950) mengembangkan pokok pikiran 

kebijakan pidana berdasarkan "prevention and Treatment" untuk menggantikan 

"retributive punishment". Perkumpulan "the International Society for Defence" 

(1947) mengembangkan pokok pikiran bahwa dalam melindungi masyarakat dari 

kejahatan harus dengan pidana yang mempunyai efek pembinaan melalui rehabi1itasi 

atau resosialisasi terhadap pe1anggar hukum. 

Pandangan pembaharuan hukum pidana yang berkembang pada abad ke 20 ini 

mendapat dukungan dari liga Bangsa-bangsa dan Perserikatan Bangsa-bangsa dengan 

mengambi1 a1ih program kegiatannya masuk dalam agenda Dewan Ekonomi dan 

Sosial Perserikat Bangsa-bangsa(PBB). 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP) Indonesia merupakan hasil 

penyusunan Kodifikasi tahun 1918 (WvS 1915) namun tidak banyak perbaikan 

karena idea pandangan hukum pidana masih berakar dari kodifikasi tahun 1866/1872. 

Oleh sebab itu sejak tahun 1950 timbu1 gagasan revo1usi hukum pidana Indonesia 

sebagai reaksi akademik yang muncul dalam pidato inaugurasi beijudu1 

"Revo1usionisasi Hukum Indonesia" tangga1 2 April 1958 oleh Iwa Kusuma Sumantri 

di Universitas Padjajaran Bandung. Dengan demikian KUHP Indonesia yang 

sekarang masih berlaku (WvS 1918 JO. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946, 

Nomor. 73 Tahun 1958)328 
. 

328
• Ibid. hlm. 6-7. 
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Pemikiran perubahan KUHP telah mulai dirancang dari tahun 1963 hingga 

sekarang dengan Rancangan terakhir 2004/2005 namun hingga kini tak kunjung 

disahkan. Maka tepatlah apa yang dikatakan oleh Bambang Poemomo bahwa 

Hukum Pidana banyak mengandung segi-segi yang rawan karena seringkali 

menampakkan diri sebagai suatu problem yang tidak mudah pemecahannya, bahkan 

dapat menjadi suatu dilemma dalam ilmu pengetahuan hukum. Dan akhirnya beliau 

ini memberi pemyataan " Hindarkan kelatahan dengan alat dan memperalat sanksi 

pidana yang berlebih-lebihan329
" 

" ... Dalam peradilan pidana modem lebih mengutamakan pribadi 
pembuat, sebagai manusia, daripada perbuatannya, sebagai suatu 
perbuatan yang melawan hukum belaka, tidak hanya melihat 
pelanggaran hukum itu sebagai suatu gejala kemasyarakatan saja. 
Delik itu terutama suatu perbuatan manusia, yaitu suatu perbuatan 
dari suatu manusia di dalam pertentangan dengan beberapa kaidah 
sosial tertentu di masyarakat dimana manusia itu hidup. Disamping 
itu, sebagai suatu gejala massa, delik adalah sebagai suatu gej ala 
sosial, yakni suatu gejala dalam pergaulan antara manusia yang satu 
dengan yang lain. Untuk dapat mengerti maksud manusia pada 
waktu kaidah-kaidah sosial tertentu itu dilanggamya, yakni apakah 
sebabnya manusia melanggar kaidah-kaidah sosial tersebut, dan 
tindakan tepat apakah yang harus diambil supaya manusia yang 
bennaksud tertentu itu tidak mengulangi perbuatannya, maka kita 
harus mengetahui pula filsafat, yaitu pandangan hidup manusia 
tentang dunianya dan mengetahui pula basil penyelidikan dan 
pembahasan kriminologi, yang menjadi ilmu tersendiri yang khusus 
mempelajari dan membahas "kejahatan" sebagai suatu gejala 
kemasyarakatan maupun suatu perbuatan manusia ... " 

Di dalam The Fourth United Nations Congres on the Prevention of Crime and 

The Treatment of Offenders tanggal 17-26 Agustus 1970 di Kyoto, telah 

329
• Ibid. him. 8,!0. 
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mencantumkan agenda pembicaraan tentang "Social defence policies in relations to 

development planning". Kesimpulan Kongres pada nom or urut 8 an tara lain 

menyebutkan diterimanya pandangan bahwa perlindungan masyarakat harus 

merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya 

keputusan deklarasi kongres tersebut alinea terakhir angka satu, antara lain 

disebutkan bahwa seluruh Negara hams mengambil langkah-langkah yang efektif 

untuk mengkoordinasikan dan mengintensifkan usaha-usaha pencegahan kejahatan di 

dalam kaitan pembangunan sosial dan ekonomi suatu Negara.330 

Kebijakan menetapkan jenis sanksi pidana apa yang dianggap baik untuk 

mencapai tujuan, setidak-tidaknya mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan dari 

persoalan pemilihan berbagai alternatif. Masalah pemilihan berbagai alternatif untuk 

memperoleh pidana mana yang dianggap paling baik, paling tepat, paling patut, 

paling berhasil atau efektif, jelas merupakan masalah yang tidak mudah. Tepat 

kiranya apa yang pernah dikemukakan oleh Fitgerald, bahwa " the problem of 

selecting the appropriate sentence is not one which can be solved by normal legal 

technique, In fact it is not the typical sort of legal problem"33 1 
• 

Muladi dan Barda Nawawi332 mengatakan bahwa walaupun masalah 

pemilihan pidana bukan masalah hukum yang mumi (pure legal problem) dan tidak 

330 Poemomo, Bambang .op.cit him. 225. SummmJ' Q( conclusion and recommendations of the 
Fourth Unitions Congres of the Preventions of Crime and the Treatment the offenders. 

331 Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1984. op.cit. hhn. 98. 
332 Ibid him. 98. 
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dapat dipecahkan semata-mata dengan teknik-teknik hukum yang normal, namun 

yang jelas hal ini merupakan suatu masalah penting yang harus dipecahkan, ia 

merupakan suatu masalah yang sangat strategis. 

Penetapan jenis pidana oleh pembuat undang-undang an tara lain dimaksudkan 

untuk menyediakan seperangkat sarana bagi para penegak hukum dalam rangka 

menanggulangi kejahatan. Disamping itu dimaksudkan pula untuk membatasi para 

penegak hukum (Hakim, Jaksa) dalam menggunakan sarana berupa pidana yang telah 

ditetapkan itu333
. 

Apabila seperangkat sanksi pi dana yang telah di tetapkan merupakan hasil 

pilihan yang kurang tepat atau tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, 

rnaka adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas agak 

"terganggu" . Hubungan antara gejala masa kini, yaitu adanya peningkatan dan 

perkernbangan kriminalitas di satu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana 

yang tersedia bagi hakim dan jaksa dilain pihak, merupakan salah satu masalah di 

bidang kebijakan pemidanaan (sentencing policy) yang cukup sulit334
. 

Langkah-langkah yang diperlukan untuk suatu kebijakan hukum pidana yang 

rasionalitas yang mungkin dilakukan sehubungan dengan perkernbangan kriminalitas 

di dalam masyarakat modern dengan penerapan methode rasional ialah dengan 

melakukan suatu penelitian maupun studi analisa strategik terlebih dahulu. Dengan 

pendapat bahwa "the characteristic of rational criminal policy is nothing more than 

333 
• Ibid him. 99. 

'
34 

• Ibid. him. 99. 
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application of rational methods" . Dengan demikian pidana yang ditetapkan bukanlah 

sesuatu yang dibuat secara abstrak semata-mata berdasar asumsi-asumsi yang 

hypothetis335
. 

Salab satu prinsip yang saat ini cenderung untuk diperhatikan di bidang 

kebijakan pembangunan (termasuk pembangunan hukum) ialah pnnstp 

memperhitungkan biaya dan hasil (cost benefit principle). Dalam prinsip inipun jelas 

terkandung pengertian adanya penelitian terlebih dabulu karena tanpa penelitian sulit 

kiranya untuk dapat memperhitungkan atau membandingkan antara biaya dan 

hasie36. 

Pidana yang akan ditetapkan adalab pidana yang diharapkan dapat menunjang 

tercapainya tujuan. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian pidana apa yang 

dipandang paling efektif dan bermanfaat untuk mencapai tujuan. Efektifitas pidana 

harus diukur berdasarkan tujuan atau basil yang ingin dicapai337
. 

Sebubungan dengan pendapat Muladi dan Barda Nawawi di atas, maka pidana 

lingkungan hidup dalam undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup harus diukur 

dengan tujuan dan basil yang ingin dicapai. 

Telab dikemukakan di muka babwa tujuan pemidanaan dalam undang-undang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, tidak pernab dirumuskan secara jelas, kecuali dapat 

diartikulasikan dari ketentuan Pasal 3 UUPLH yang berbunyi sebagai berikut : 

"'.Ibid. hlm.IOO. 
336

• Ibid. hlm.!OI. 
337

• Ibid. hlm.IOI. 
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Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diselenggarakan dengan asas 
tanggungjawab Negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk 
mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup 
dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan 
masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa. 

Tujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan 

lingkungan hidup.yang terkandung dalam UUPLH tersebut masih sangat umum 

batasannya sehingga bel urn aplikatif dalam praktek penerapan pidana untuk tujuan 

pemidanaan. 

Dapat disambut baik bahwa pemikiran pidana lingkungan dalam hubungannya 

dengan pembangunan berkelanjutan, ternyata telah secara tegas dicantumkan dalam 

pasal 200 Rancangan KUHP tahun 2004 yang berbunyi " Perusakan lingkungan 

hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung 

terhadap sifat fisik danlatau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak 

berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan." 

Pada tanggal 18 sampai 22 Agustus 2002 telah diadakan Global Judges 

Symposium on Sustainable Development and The Role o.f Law di Johannesburg, 

Afrika Selatan. Simposium ini dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung RI Bagir 

Manan bersama beberapa hakirn Agung dari Indonesia sebagai anggota rombongan. 

Arti kegiatan ini jelas menunjukkan betapa pentingnya peranan hukim dalam 

melaksanakan pembangunan berkelanjutan. 

Konsep Sustainable development merupakan integrasi ekonomi dan 

lingkungan yang harus dipertirnbangkan dalam proses pengambilan keputusan. 
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Konsep pembangunan berkelanjutan dapat dicapai dengan dukungan pendekatan 

precautinary principle. 

Pendekatan precautionary principle sesuatu hal yang dirasakan sangat penting 

sehingga oleh Pemerintah Australia pada tahun 1997 telah mengamandemen 

peraturan lingkungannya The Protection of the environment Administration Act 1991 

(PROTEA) dengan menetapkan precautionary principle dalam PROTEA s. 6 (2).338 

Meskipun demikian telah jauh sebelumnya timbul pemikiran-pemikiran para 

ahli hukurn Indonesia yang menghubungkan penggunaan hukurn pidana dengan 

pembangunan nasional. Antar lain pendapat Sudarto yang mengatakan bahwa apabila 

hukum pidana hendak digunakan hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan 

politik kriminal atau "social defence planning" yang inipun harus merupakan bagian 

integral dari rencana pembangunan nasionae39
. 

Dengan mengutip pendapat Sudarto yang mengemukakan dalarn hal 

melaksanakan kebijakan, orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari 

"' 

339 

Farrier, David, Rosemary Lister, Linda Pearson, 1999. The Environmental Law Handbook, 
Redfern Legal centre Publishing, NSW. him. 6. PROTEA S.6(2) : (a). the precaution01y 
principle - namely, that if there are threats of serious or irreversible environmental damage, 
lack of full scientific certainty should not be used as a reason for postponing measures to 
prevent environmental degradation. In the application of the precautionary principle, public 
and private decisions should be guided by : (i) careful evaluation to avoid, wherever 
practicable, serious or irreversible damage to the environment, and (ii) an assessment of the 
risk-weighted consequences of various options, 
Muladi dan Barda Nawawi Arief, op.cit. him. 157. dalam buku dan haiaman yang sama iebih 
ianjut Muiadi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa ''politik kriminai" iaiah 
pengaturan atau penyusunan secara rasionai usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh 
masyarakat. Tujuan akhir dari kebijakan krirninal ialah " perlindungan masyarakat" untuk 
mencapai tujuan utama yang disebut dengan berbagai istilah misalnya "kebahagiaan warga 
masyarakat/penduduk "(happiness of the citizens); "kehidupan kuiturai yang sehat dan 
menyegarkan "(a wholesome and cultural living), "kesejahteraan masyarakaf' (social welfare) 
atau untuk mencapai "keseirnbangan"(equality). 
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sekian banyak altematif yang dihadapi. Muladi dan Barda Nawawi Arief mengatakan 

bahwa memilih dan menetapkan (hukum) pidana sebagai sarana untuk 

menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor 

yang dapat mendukung berfungsinya atau bekeijanya (hukum) pidana itu dalam 

kenyataannya. Jadi diperlukan pula pendekatan yang fungsional dan inipun 

merupakan pendekatan yang melekat (inherent) pada setiap kebijakan yang 

rasiona!340
• 

Terhadap tujuan Pidana seperti dikemukakan di atas telah berkembang 

pendapat para ahli hukum Indonesia yang mengakui dan mengharapkan agar pidana 

sebagai sarana untuk "social defence" (perlindungan masyarakat). 

Pemilihan tujuan pidana sebagai perlindungan masyarakat membawa 

konsekwensi pada pendekatan rasional, seperti yang dikemukakan oleh J. Andenaes 

yang dikutip dari Mutade41sebagai berikut: 

" ... If one bases the penal law on the concept of social 
defence, the task will then be to develop it as rationally as possible. 
The maximum results must be achieved with the minimum of 
suffiring for the individual. In this task, one must build upon the 
results of scientific research into the causes of crime and the 
effectiveness of various forms of sanction ... " 

Teijemahan : Apabila orang mendasarkan hukum pidana 
pada konsepsi perlindungan masyarakatlsocial defence, maka tugas 
selanjutnya adalah mengembangkannya serasional mungkin. Hasil
hasil maksirnum harus dicapai dengan biaya yang minimum bagi 
masyarakat dan minimum penderitaan bagi individu. Dalam tugas 
demikian, orang harus mengandalkan pada hasil-hasil penelitian 

340 Ibid. him. 164. 
341 Ibid hbn. 164-165. 
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Berkaitan dengan pendapat Andenaes di atas Muladi dan Barda Nawawi Arief 

mengatakan terlihat bahwa pendekatan kebijakan yang rasional berkaitan erat pula 

dengan pendekatan ekonomis dalam penggunaan sanksi pidana. Pendekatan 

ekonomis di sini tidak hanya dimaksudkan untuk mempertimbangkan antara biaya 

atau beban yang ditanggung masyarakat (dengan dibuat/digunakannya hukum 

pidana) dengan hasil yang ingin dicapai, tetapi juga dalam arti mempertimbangkan 

efektivitas dari sanksi pidana itu sendiri342
• 

Kebijakan memilih dan menetapkan pidana harus dilakukan dengan 

mengingat bahwa pengaruh ancaman pidana atau pengenaan pidana tidak sama bagi 

setiap orang atau golongan. Mereka ini masing-masing mempunyai motif sendiri-

sendiri apakah mereka taat kepada peraturan a tau tidak343
. 

Tujuan-tujuan pemidanaan seperti diuraikan di atas, sangat beragam jenisnya 

tergantung dari sudut pandang teori yang mendasarinya, ada yang berupa 

342 
• Ibid. hlm. 165. Beliau mengutip pendapat Ted Honderich, Punishment, 1971, hlm.59 yang 

berpendapat bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis (economical 
deterrents) apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a). pidana itu sungguh-sungguh 
mencegah; b). pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahayalmerugikan 
daripada yang akan teijadi apabila pidana itu tidak dikenakan; c). tidak ada pidana lain yang 
dapat mencegah secara efektif dengan bahayalkerugian yang lebih kecil . 

343 Sudarto, 1986. op.cit. him. 88. Ancarnan pidana oleh pembentuk undang-undang atau penjatuhan 
pidana oleh hakim ataupun pengenaan pidana secara nyata oleh para pejabat eksekusi , pidana 
mempunyai pengaruh terhadap pembuat potensiil atau orang-orang lain yang taat kepada undang
undang. Namun sum her pengaruh itu sebenarnya bukan dari pidana itu sendiri, akan tetapi dari 
kekuasaan yang datang dari penguasa dan diterima serta diakui oleh masyarakat. Dan yang perlu 
diingat dalarn hubungan ini ialah, bahwa intensitas dari pengaruh itu tidak sarna untuk semua 
jenis tindak pidana 
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mempengaruhi tindak laku orang, yang sekaligus dimaksudkan pula untuk 

melindungi masyarakat. Disamping tujuan lain, ialah pembalasan, pengimbalan atau 

retribusi, penyelesaian konflik untuk mendatangkan kedamaian dalam upaya menjaga 

ketentraman dalam masyarakat. Sebenamya ada tujuan lain yang sangat spesifik 

dalam penanggulangan kejahatan tindak pidana lingkungan yaitu merehabilitasi 

lingkungan yang telah rusak atau tercemar akibat perbuatan pelaku kejahatan karena 

selaku korban dalam hal ini adalah lingkungan itu sendiri, yang sangat potensil dalam 

kehidupan manusia dan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dalam menunjang 

pembangunan berkelanjutan. 

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas mengenai hakekat dan tujuan 

pemidanaan, maka hakim harus menetapkan untuk dirinya sendiri pendapat mana 

yang ia yakini. Yang paling penting ialah, bahwa dalam menghukum yang berupa 

penjatuhan pidana hakim harus menyadari makna dari putusannya itu, apakah yang 

hendak dicapai dengan pidana yang dijatuhkan itu. Meskipun tidak setiap putusan 

hakim harus merupakan karangan ilmiah, namun uraian yang logis dalam 

pertimbangannya, yang dapat diikuti oleh orang lain, terutama orang yang dikenai 

hukuman, sangat diperlukan. Mengerti alasan-alasan sampai teJjadi putusan yang 

demikian itu mendatangkan ketenteraman, tidak hanya bagi yang bersangkutan saja 

akan tetapi juga masyarakat. Memang pribadi hakim mempunyai pengaruh yang 

besar terhadap putusannya itu. Disamping pertimbangan yang rasionil dalam 
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menentukan pidana, hal-hal yang bersifat emosionil, misalnya sampai di mana rasa 

kasih sayangnya terhadap sesama manusia akan mempengaruhi344
• 

Pendapat Sudarto ini kiranya tidak jauh halnya dalam penjatuhan pidana 

dalam tindak pidana lingkungan hidup, hakim harus menetapkan untuk dirinya 

sendiri, pendapat tentang tujuan pemidanaan mana yang ia yakini, menyadari makna 

putusannya, apa yang hendak dicapai dalam penjatuhan pidana yang dijatuhkan itu. 

Pertimbangan hakim harus logis dengan alasan-alasan sampai terjadi putusan yang 

demikian, dan disamping putusan yang rasional tadi kepeduliannya terhadap 

lingkungan hidup serta pemahamannya terhadap pembangunan berkelanjutan akan 

mempengaruhi putusan 

Sampai sejauh mana kebijakan hakim bebas menentukan jenis pidana dan 

berat ringannya pidana. Sampai seberapa luas kebijakan hakim dalam pemberian 

pidana itu tergantung dari pembentuk undang-undang, jadi tergantung dari politik 

(kebijakan) yang dianut. Menetapkan jenis alternatif pidana yang disediakan bagi 

hakim dalam menjatuhkan pidana, merupakan salah satu aspek dari kebijakan hukum 

pidana. Jenis pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup yang selama ini 

ditetapkan secara kumulatif sebagaimana dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 

1997 tentang UUPLH perlu ditinjau dan dimodifikasi sesuai dengan tujuan hukum 

lingkungan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, bukan seperti 

pemidanaan dalam menanggulangi kejahatan atau tindak pidana umum. Melainkan 

344 Sudarto, op.cit. him. 89. 
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perlu dipikirkan jenis pidananya selain bentuk kumulatif, sebaiknya ada juga bentuk 

altematif. 

Bentuk Altematif selain misalnya pidana penjara dan denda(kumulatif), 

sebaiknya ada altematif lain yaitu : denda dan ganti rugi atau penjara (kumulatif 

altematif), denda atau penjara (altematif), ganti kerugian345 atau penjara (altematif), 

melakukan tindakan tertentu atau denda (altematif), melakukan tindakan tertentu dan 

penjara (kumulatif), melakukan tindakan tertentu dan ganti kerugian (kumulatif). 

Dilihat dari tujuan pemidanaan sanksi tindakan lebih relevan dijatuhkan kepada 

korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan. 

Ganti rugi langsung kepada korban tindak pidana didasarkan pada asas 

polluter pays principle (pencemar membayar) dalarn hukum lingkungan, dan juga 

perkembangan ajaran viktimologi yang lebih menekankan perhatian kepada 

kepentingan atau kerugian korban. 

Kerugian yang disebabkan oleh pencemaran dan atau perusakan lingkungan 

dapat meliputi, kerusakan langsung (direct damages), kerusakan ekologis, biaya 

pencegahan dan penanggulangan pencemarannya, termasuk biaya pemulihan. 

Jenis pidana yang akan dijatuhkan harus didasarkan pada spesifikasi jenis 

tindak pidana yang dilanggar, seperti diuraikan di atas secara garis besar terdapat 

"' . Jenis pidana ganti kerugian ini merupakan jenis sanksi pidana generasi ke empat seperti yang 
dikemukakan o1eh P.J.P. Tak. Dan 1ihat juga sebagai perbandingannya sanksi pidana tambahan 
berupa "pembayaran uang pengganti" atas kerugian Negara da1am Pasal 18 ayat I huruf b 
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam 
Rancangan KUHP Tahun 2004 pasal 116 ayat 2 "pembayaran ganti kerugian" merupakan 
Pidana Tambahan. 
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4(empat) jenis tindak pidana lingkungan yang didasarkan pada korban dan 

administrasi yakni : 

- Tindak pidana yang hanya menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran 

lingkungan; 

- Tindak pidana selain menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran 

lingkungan juga menimbulkan korban jiwa atau tubuh manusia, flora dan 

fauna; 

- Tindak pidana karena tidak memenuhi administrasi lingkungan; 

- Tindak pidana meliputi dua atau ketiga perbuatan di atas. 

Penetapan dan penjatuhan pidana (sanksi) terhadap masing-masing jenis 

tindak pidana di atas, harus memperhatikan dari segala aspek filsafat, teori, serta 

tujuan pernidanaan, sehingga dapat tercapai penjatuhan pidana yang proporsional. 

1. Analisis Data Pendukung Terhadap Kelemahan dan Peran Sanksi 

Pidana Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Praktek Pengadilan 

Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. 

Dalam praktek cara-cara pengambilan putusan pemidanaan yang dilakukan 

oleh pengadilan tingkat pertama, banding dan Mahkamah Agung selama ini sangat 

sulit melihat adanya koherensi346 antara lamanya pidana, besarnya ganti rugi atau 

346 Depdikbud Rl., 1988. Kamus Besar Bahasa Indonesia, him. 449. Koherensi artinya ; L 
tersusunnya uraian atau pandangan sehingga bagian-bagiannya berkaitan satu sama 
lain.;2.keselarasan yang mendalam antara bentuk dan isi. ; 3. hubungan logis antara bagian
bagian karangan atau antara bagian-bagian karangan atau antara kalimat-kalimat di satu 
paragraf. 
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denda dengan tujuan pemidanaan. Namun dalam salah satu Putusan Mahkamah 

Agung RI Nomor: 143 K/Pidl 1993 tangga1 27 April 1994 dapat ditemukan 

pertimbangan tujuan pemidanaan yang dalam pertimbangannya mengemukakan 

bahwa judex facti dinilai oleh Mahkamah Agung telah menjatuhkan pemidanaan 

yang tidak proporsional dan bertentangan dengan prinsip dan tujuan pemidanaan 

yaitu koreksi, edukosi, prepefensi dan reprensi mengingat dampak yang amat luas, 

baik terhadap anggota masyarakat maupun si pelaku sendiri sebagai akibat 

dilakukannya perbuatan tersebut. 

Antara suatu tujuan dan perbuatan seharusnya ada koherensinya, sehingga 

tarnpak ada kebenaran, yang merupakan hakikat dari keadilan yang diharapkan dalam 

putusan - putusan hakim. 

Sehubungan dengan pemikiran tujuan pemidanaan, selanjutnya akan 

ditelusuri beberapa data berupa putusan Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama, 

Pengadilan Tinggi dan Putusan Mahkamah Agung di bidang Pidana Lingkungan. 

Data penelitian disertasi dikumpulkan dan dibahas secara metodologis melalui 

pendekatan normatif, dengan sampel wilayah mulai dari putusan peradilan tingkat 

pertama, Pengadilan Tinggi sampai Mahkamah Agung Republik Indonesia di bidang 

perkara pidana Tindak pidana Lingkungan Hidup. 
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a. Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1288 

K/PID/2000 jo Putusan Pengadilan Negeri Serna rang Nomor. 100/ Pid. 

B/2000/PN.Smg.- 347
• 

Kasus Posisi : 

Tenlakwa mempunyai kegiatan I usaha pengolahan olie bekas menjadi olie 
bening, dengan cara mencampur larutan brichingit (tepung kapur) dengan 
perbandingan untuk 200 liter olie bening campuran tepung kapumya 50 kg dan 
setelah itu dimasak sampai mendidih atau diolah dalam waktu 6 (enam) jam, setelah 
itu disaring, hasil olie bening dimasukkan dalam drum untuk kemudian dipasarkan 
dan sisa olahan olie bekas di buang di tanah sekitar rurnahnya, sehingga warna tanah 
sekitamya menjadi hitarn. 

Dakwaan: 

Pasal 43 ayat (I) Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 jo Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 1999 jo Peraturan Menteri Pertambangan dan 

Energi Nomor 05. P/34/M.PE/1988. 

Tuntutan Pidana (Requisitoir) : 

347 

I) Menyatakan Terdakwa Suharno Wiyono, terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran Lingkungan Hidup" 
sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan melanggar pasal43 ayat (I) UU 
No. 23 tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1999 jo Peraturan 
Menteri Pertarnbangan dan Energi No. 05. P/34/M.PE/1998 ; 

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suharno Wiyono dengan pidana 
penjara selarna 2 (dua) tahun dengan perintah supaya ditahan; 

3) Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Suharno Wiyono sebesar Rp. 
1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut 
tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan pengganti denda selama 2 
( dua) bulan ; 

Hasil Penelitian pada Direktorat Pidana Mahkamah Agung Rl. pada tanggal I 0 Juni 2005. 
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Putusan Pembebasan oleh Pengadilan Negeri Semarang: 

Dalam putusan pengadilan Tingkat pertama ini te1ah membebaskan terdakwa, 

sehingga kemudian oleh Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kasasi ke 

Mahkamah Agung RI. Dalam perkara ini Maje1is Hakim Tingkat pertama telah 

membebaskan Terdakwa dengan pertimbangan relatifitas daya operasional tindak 

pidana lingkungan, dan menyoroti pengangkatan kasus tersebut menjadi suatu 

perkara, mulai dari proses pengaduan, penyidikan, dan fungsi lembaga yang berkaitan 

dengan penanganan kasus tindak pidana lingkungan tersebut. 

Majelis hakim telah melakukan penafsiran terhadap daya kerja/daya 

operasional undang-undang tindak pidana lingkungan hidup dengan mendasarkan 

pertimbangannya pada asas subsidiaritas dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 

1997 tersebut, sehingga majelis hakim pada akhirnya membebaskan terdakwa dari 

dakwaan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal Pasal 43 ayat (I) Undang

undang Nomor 23 tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 1999 jo 

Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 05. P/34/M.PE/1988. 

Majelis hakim dalam perkara pidana tersebut tampak kurang memahami akan 

hakikat tujuan hukum acara pidana, dimana hakim pidana yang wajib mencari 

kebenaran materiil peristiwanya, apakah dapat terbukti dengan bukti yang paling 

minimal (beyond reasonable doubt). Pemahaman majelis hakim pada tingkat 

pertama ini hanya melihat kebenaran formil prosedural penegakan hukum tindak 

pidana lingkungan hidup. 
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Pertimbangan Pemidanaan oleh Mahkmah Agung RI. : 

Mahkamah Agung telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang 

tersebut dan telah mempersalahkan terdakwa dengan tindak pidana sebagaimana 

dalam surat dakwaan Penuntut umum di atas. 

Dalam perkara ini pola pertimbangan Mahkamah Agung hanya membenarkan 

dalil sepihak (memori kasasi Jaksa Penuntut Umum), tanpa mengupas lebih dalarn 

dalil pihak lain (pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat pertama), yang hanya 

dengan pertimbangan : 

Bahwa perbuatan terdakwa mengolah olie bekas menjadi olie bening 
dan dipasarkan, jelas perbuatan tersebut menipu konsumen dan merugikan 
masyarakat, demikian tentang perbuatan terdakwa mengolah olie bekas 
menjadi olie bening dengan tanpa ijin pihak yang berwenang jelas melanggar 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 dan melanggar pasal 20 ayat 1 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 
Hidup. 

Bahwa dengan adanya fakta terdakwa telah tertangkap tangan 
membuat olie palsu maka hal tersebut, tidak perlu dilaporkan lagi ke Bapedal, 
karena sesuai dengan ketentuan KUHAP Polisi adalah penyidik tunggal dan 
jika dilaporkan ke Bapedal pun hasil penyidikan dari PPNS tersebut menurut 
ketentuan pasal I 07 KUHAP harus pula diserahkan kepada Polisi, setelah itu 
baru kemudian diserahkan kepada Penuntut Umum oleh Polri untuk proses 
hukum selanjutnya. 

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas 
Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan oleh 
Jaksa/Penunut Umum, oleh sebab itu kepada Terdakwa tersebut haruslah 
dijatuhi hukuman348

. 

Pertimbangan Mahkamah Agung RI mengenai pemidanaan terhadap terdakwa 

berbunyi sebagai berikut : 

348 
• Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor.l288 K/Pid/2000, tertanggal 16 Pebruari 200 !, him.! 0. 
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Menimbang bahwa sebelum majelis hakim me~atuhkan hukuman perlu 
dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai 
berikut: 
Hal-hal yang memberatkan : 

Perbuatan terdakwa tidak hanya mengakibatkan pencemaran lingkungan 
hidup, tetapi tidak menutup kemungkinan juga mengakibatkan gangguan 
kesehatan; 

Hal-hal yang meringankan : 
Terdakwa mengakui dengan terns perbuatannya, sehingga memperlancar 
jalannya sidang; 
Terdakwa belum pernah dihukum; 
Terdakwa menyesali perbuatannya. 

Sanksi dalam amar Putusan Pemidanaan oleh Mahkamah Agung : 

Putusan Mahkamah Agung ini didasarkan dengan memperhatikan pada UU 

Nomor 14 Tahun 1970, UU No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 

1985, dengan amar : 

a) Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : Jaksal 
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tersebut ; 

b) Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Mei 
2000 No. 100/Pid!B/2000/ PN.SMG; 

Mengadili sendiri : 

I) Menyatakan Terdakwa: Suharno Wiyono tersebut, terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran 
Lingkungan Hidup" 

2) Menghukum Terdakwa tersebut dengan hukuman penjara selama 2 
(dua) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti 
dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; 

Analisis Teori terhadap pertimbangan pemidanaan dan sanksi yang dijatuhkan 

oleh Mahkamah Agung. 

I). Analisis melalui Utilitarian Theory (Teori Manfaat atau Teori Tujuan) 

Sangat sukar dipahami pola pertimbangan Mahkamah Agung pada perkara 

tersebut, bila dilihat dari dasar hukum yang dipergunakan dan teori kebijakan 
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penegakan hukurn tindak pidana lingkungan, serta koherensinya terhadap tujuan 

pemidanaan dalam tindak pidana lingkungan, sehingga pada akhimya Mahkamah 

Agung menjatuhkan pidana /memidana terdakwa dengan pidana penjara 2( dua) tahun 

dan denda Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah). Tidak terdapat dalam pertimbangan 

Mahkamah Agung alasan untuk menjatuhkan pidana penjara dan denda. 

Aplikasi penegakan hukum tindak pidana lingkungan oleh hakim pada 

Mahkamah Agung kurang memperhatikan tujuan hukum Iingkungan untuk 

mempertahankan pelestarian fungsi lingkungan hidup yaitu guna memberi manfaat 

bagi Pembangunan berkelanjutan ekologis. 

Mahkamah Agung seharusnya lebih memperhatikan perbaikan lingkungan itu 

sendiri dari pada memenjarakan terdakwa, karena memenjarakan orang sebanyak

sebanyaknya dengan hukuman yang berat-beratnya, dengan segala beban penderitaan 

yang akan ditanggung oleh terdakwa dan keluarganya, dan dengan segala beban 

finansial serta tenaga yang ditanggung oleh pemerintah tidak dengan sendirinya 

dapat memperbaiki atau memulihkan fungsi pelestarian lingkungan, kalau memang 

perbuatan tersebut benar-benar terbukti mencemari lingkungan. 

Pertimbangan Mahkamah Agung dengan amar putusan kwalifikasi tindak 

pidana yang dinyatakan terbukti dilakukan oleh terdakwa yaitu tindak pidana :" 

Pencemaran Lingkungan Hidup", tetapi tidak tampak adanya penerapan ilmu dan 

teknologi atau bukti ilmiah (scientific evidence) yang membantu pembuktian 

perbuatan pencemara.n tersebut, melainkan hanya menyatakan terbukti adanya 

kejahatan yang dibangun dengan asurnsi karena tidak memenuhi izin. Tidak ada izin 
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belum tentu ada pencemaran, kecuali ada pelanggaran terhadap baku mutu 

lingkungan (quality standar) yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang

undangan. Seharusnya Mahkamah Agung hanya mempersalahkan terdakwa 

melakukan perbuatan melanggar undang-undang ( delik formil) karena tidak memiliki 

izin yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan 

mempersalahkan terdakwa dengan delik materiel yakni telah menimbulkan 

pencemaran sebagai akibat pembuangan residu pengolahan olie bekas, karena 

pelanggaran baku mutu (quality standar) berfungsi sebagai landasan atau instrument 

untuk melihat apakah telah teJjadi suatu pencemaran dalam kasus tersebut. 

Pertimbangan sampai pada pemidanaan yang dijatuhkan oleh Mahkamah 

Agung dalam perkara tersebut tidak memperlihatkan adanya koreksi yang memadai 

terhadap putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama, yang tentunya dengan 

berpedoman pada hakikat proses penegakan tindak pidana lingkungan hidup dan 

hakikat pemidanaan terhadap pelaku kejahatan dalam tindak pidana lingkungan. 

Pertimbangan putusan Mahkamah Agung tersebut tampak belurn dapat dijadikan 

yurisprudensi atau pedoman bagi hakim-hakim yang kernudian akan rnenangani 

kasus-kasus atau perkara tindak pidana lingkungan yang sama. Karena pertimbangan 

Mahkamah Agung tersebut kurang memberi arah pada penegakan hukurn pidana 

lingkungan. 

Pidana yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung tidak rnenggambarkan 

karakteristik sanksi yang dikehendaki dalam UUPLH guna rnernpertahankan fungsi 
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pelestarian lingkungan hidup, hal ini terlihat bahwa Mahkarnah Agung RI hanya 

menjatuhkan pi dana penjara dan denda yang relatif kecil. 

Menjatuhkan pidana penjara dan denda yang relatif kecil kepada pelaku 

tindak pidana tidak dengan sendirinya akibat pencemaran lingkungan hidup tersebut 

hilang, perlu ada tindakan menghilangkan atau mereduksi akibat tindakan 

pencemaran tersebut baik yang dilakukan oleh terdakwa sendiri maupun oleh 

pemerintah dengan biaya dari terdakwa. 

Denda melalui penerapan asas pencemar membayar (polluter pays principle) 

telah diasumsikan dalam perkara tindak pidana lingkungan sebagai biaya yang 

kemudian akan dipergunakan oleh negara atau pemerintah untuk memulihkan 

kembali atau merehabilitasi media lingkungan yang telah tercemar, sehingga dengan 

pi dana denda yang relatif kecil tentu tidak berarti apa-apa bagi pemulihan pelestarian 

fungsi lingkungan hidup guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dengan 

demikian pernidanaan dalam perkara tersebut tak ubahnya seperti pemidanaan dalam 

tindak pidana pada umumnya dalarn KUHP, belum menyentuh langsung terhadap 

tujuan hukum lingkungan untuk mempertahankan pelestarian fungsi lingkungan 

hidup yaitu guna memberi manfaat bagi pembangunan berkelanjutan . 

2). Analisis melalui Teori Pernidanaan Altematif dan Precautionary prcinciple , dan 

Diskresi Hakim. 

Jenis pidana dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh Mahkamah 

Agung, tampaknya hanya mengambil alih sepenuhnya pendapat maupun tuntutan 

pidana dari Jaksa Penuntut Umum, tidak ada pemilihan jenis pidana lain maupun 
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penambahan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa sanksi tindakan (maatregel) 

sebagaimana diatur da1am pasa147 UUPLHNo.23 Tahun 1997. 

Mahkamah Agung tidak menerapkan diskresi da1am pertimbangan maupun 

dalam penjatuhan pidana, sedangkan hal tersebut te1ah diamanatkan da1am pasal 25 

UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman349 (sebagai perubahan dari 

UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman). Dalam 

pertimbangan tersebut sangat su1it me1ihat adanya koherensi pidana penjara 2 (dua) 

tahun dan denda Rp.l.OOO.OOO,-(satu juta rupia) terhadap kesalahan terdakwa dalam 

tindak pidana tersebut. Karena di dalam pertimbangan tersebut tidak tergambar 

adanya filsafat, teori, dan tujuan pemidanaan yang bersemayam di dalam pikiran 

maje1is hakim, ketika saat me1akukan penjatuhan pidana penjara dan denda seberat 

dan sebesar itu terhadap terdakwa Pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan 

meringankan yang terdapat pada diri terdakwa merupakan imp1ementasi 

individua1isasi pemidanaan sebagaimana diamanatkan dalam pasa1 28 ayat 2 UU 

Nomor 4 Tahun 2004350
. 

b. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 330/ 

Pid/B/2001/PN. Bwi.-, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor. 

72/PID/2002/PT. SBY dan Putnsan Mahkamah Agung Nomor 1217 

K/PID/2002351
• 

349 Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 8, UU Nomor 4 Tahun 2004 pasal 25 ayat I berbunyi : 
Segala putusan Pengadilan selain hams memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula 
pasal tertentu dari peraturan perundang·undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak 
tertulis yang dijadikan dasr untuk mengadili. 

350 Pasal 28 ayat 2 UU Nomor 4 Tahun 2004 berbunyi : Dalam mempertimbangkan berat ringannya 
pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa. 

'" . Hasil Penelitian pacta Direktorat Pidana Mahkamah Agung RI pacta tanggal 10 Juni 2005. 
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Kasus Posisi : 

Terdakwa Adi Suyanto Alias Asam selaku direktur PT.Merapi Rimba Raya atau 
CV. Rimba Jaya selaku pemegang kontrak perjanjian pemanfaatan kayu dengan PT. 
Perkebunan Lijen, telah memerintahkan karyawannya untuk mengambil dan 
menebang pohon sebanyak 320 batang dari kawasan hutan Buffer Zone dan hutan 
konservasi sebagai pelindung tata air/lingkungan karena rnemiliki kemiringan lahan 
lebih dari 40 % . Serta terdakwa telah membuat jalan dikawasan hutan terse but. 

Dakwaan: 

Kesatu 
Primair : Pasal 41 ayat (I) UU Nornor 23 tahun 1997 
Subsidair : Pasal42 ayat (I) UU Nornor 23 tahun 1997 
Kedua 
Primair : Pasal18 ayat (1) PP Nornor 28 tahun 1985 
Subsidair : Pasal 18 ayat (3) PP Nornor 28 tahun 1985 

Tuntutan Pidana (requisitoir): 

1) Menyatakan Terdakwa Adi Suyanto alias Asam bersalah rnelakukan 
tindak pidana perusakan lingkungan hidup sebagairnana diatur dan 
diancam pidana dalam pasal41 ayat 1 UU No. 23 Tahun 1997 ; 

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adi Suyanto alias Asam 
tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dipotong selama 
Terdakwa dalam tahanan dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan 
dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) 
bulan kurungan ; 

Pertimbangan Pemidanaan pada Pengadilan Negeri Banyuwangi : 

Menimbang, bahwa sebelurn majelis menjatuhkan hukurnan pidana yang 
setimpal dengan perbuatan terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal
hal yang mernberatkan dan meringankan, yaitu : 
Hal-hal yang rnemberatkan : 

Akibat perbuatan terdakwa rnaka lingkungan hidup disekitar PT. Perkebunan 
Lijen menjadi rusak yang merugikan masyarakat dan negara; 
Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat di sekitar lokasi. 
Terdakwa dalam memberikan keterangan berbelit-belit; 
Terdakwa tidak rnenyeseli perbuatannya dan tetap merasa tidak bersalah. 

Hal yang meringankan : 
Terdakwa belurn pernah dihukurn; 
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Amar Putusan Pemidanaan oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi : 

Dasar hukurn yang dipergunakan dengan memperhatikan pasal 41 ayat I UU 

Nomor 23 Tahun 1997, UU Nomor 14 Tahun 1970, UU Nomor 2 Tahun 1986jo UU 

No.35 Tahun 1999, UU Nomor 8 Tahun 1981 dan pasal-pasal dari peraturan 

perundang-undangan lainnya yang bersangkutan. Dengan amar putusan sebagai 

berikut: 

1) Menyatakan Terdakwa Adi Suyanto alias Asam telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan 
sengaja secara melawan hukurn melakukan perbuatan yang 
mengakibatkan perusakan Lingkungan Hidup" 

2) Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan hukurnan penjara 
se1ama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar 
Rp.1 00.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 ( enam) bulan 
kurungan; 

Analisis Teori terhadap Pertimbangan Pemidanaan dan sanksi yang dijatuhkan: 

1).Analisis melalui Utilitarian Theory (teori manfaat atau tujuan): 

Pertimbangan maupun pidana yang dijatuhkan oleh Majelis hakim tidak 

menggambarkan karalcteristik sanksi yang dikehendaki dalam UUPLH guna 

mempertahankan fungsi pelestarian lingkungan hidup, hal ini terlihat hanya 

menjatuhkan pidana penjara dan denda yang relatif kecil. Menjatuhkan pidana 

penjara dan denda yang relatif kecil kepada pelaku tindak pidana tidak dengan 

sendirinya akibat pencemaran lingkungan hidup tersebut, perlu ada tindakan 

menghi1angkan atau mereduksi akibat tindakan pencemaran tersebut baik yang 

dilakukan oleh terdakwa sendiri maupun oleh pemerintah dengan biaya dari 

terdakwa. Denda melalui penerapan asas pencemar membayar ( polluter pays 

principle) telah diasumsikan dalam perkara tindak pidana lingkungan sebagai biaya 
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yang kemudian akan dipergunakan oleh negara atau pemerintah untuk memulihkan 

kembali atau merehabilitasi media lingkungan yang telah tercemar 

2). Analisis melalui Teori pemidanaan alternatif dan Diskresi Hakim. 

Jenis pidana dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan 

Negeri ini, tampak hanya mengambil alih sepenuhnya jenis dan beratnya pidana 

sesuai pendapat maupun tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum. Majelis hakim, 

kurang pertimbangan (on voldoende gemotivering) dalam penjatuhan pidana 

sedangkan hal tersebut telah diamanatkan dalam pasal 25 UU Nomor 4 Tahun 2004 

tentang Kekuasaan Kehakiman352 (sebagai perubahan dari UU Nomor 14 Tahun 1970 

tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman). Dalam pertimbangan tersebut 

sangat sulit melihat adanya koherensi pidana penjara 2 (dua) tahun dan denda 

Rp.l.OOO.OOO,-(satu juta rupiah). Karena di dalam pertimbangan tersebut tidak 

tergambar apa filsafat, teori dan tujuan pemidanaan yang bersemayam di dalam 

pikiran majelis hakim, ketika saat melakukan pernidanaan (penjatuhan pidana) 

penjara dan denda seberat dan sebesar itu terhadap terdakwa. Pertimbangan hal-hal 

yang memberatkan dan meringankan yang terdapat pada diri terdakwa merupakan 

implementasi individualisasi pemidanaan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28 

ayat 2 UU Nomor 4 Tahun 2004. 

'" Lembaran Negara RI Tabun 2004 Nomor 8, UU Nomor 4 Tabun 2004 pasal 25 ayat I berbunyi : 
Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula 
pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak 
tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. 
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Pertimbangan Pemidanaan oleh hakim pada Pengadilan Tinggi Surabaya : 

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari 
berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 31 
Januari 2002 Nomor 330/Pid.B/2001/PN. BWI berpendapat bahwa Majelis Hakim 
tingkat pertama atas dasar-dasar yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukumnya 
sudah tepa! dan benar oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui 
dan diambil alih serta dijadikan dasar sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi 
sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini. 

A mar Putusan Pemidanaan oleh Pengadilan Tinggi : 

Dasar hukum yang dipergunakan oleh Pengadilan Tinggi ini tampaknya 

mengambil alih dasar hukum yang dipergunakan oleh pengadilan negeri yakni 

memperhatikan pasal 41 ayat I UU Nomor 23 Tahun 1997, UU Nomor 14 Tahun 

1970, UU Nomor 2 Tahun 1986 jo UU No.35 Tahun 1999, UU Nomor 8 Tahun 1981 

dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan, 

dengan amar sebagai berikut : 

1) Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan 
terdakwa tersebut ; 

2) Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 31 
Januari No.330/Pid.B/2001/PN.BWI.- yang dimintakan banding 
tersebut; 

Analisis Teori terhadap Pertimbangan Pemidanaan dan Sanksi: 

Analisis melalui Utilitarian Theory dan pemidanaan alternatif terhadap 

pertimbangan dan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya 

ini, sama dengan analisis terhadap pertimbangan pemidanaan dan sanksi yang 

dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri karena pertimbangannya cukup sumir hanya 

mengambil alih dan menguatkan pertimbangan pemidanaan pengadilan negeri, 

Pengadilan Tinggi sama sekali tidak mempertimbangkan secara rinci memori banding 

Terdakwa maupun memori banding Jaksa Penuntut Umwn. 
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Amar Putusan Pemidanaan oleh Mahkamah Agung RI. : 

Dasar hukum yang dipergunakan oleh Mahkarnah Agung dengan 

memperhatikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, UU Nomor 8 Tahun 1981 

dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tanpa menyebut pasa1 undang-undang 

yang bersangkutan, dengan arnar sebagai berikut : 

1) Menyatakan Terdakwa Adi Suyanto alias Asarn te1ah terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah me1akukan tindak pidana : "Dengan 
sengaja melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan 
perusakan Lingkungan Hidup" 

2) Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara 
selarna 2 ( dua) tahun dan 6 ( enam) bulan dan denda sebesar 
Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan 
kurungan; 

Analisis Teori terhadap Pemidanaan dan sanksi oleh Hakim Tingkat Pertama, 

Banding dan Mahkamah Agung RI: 

1 ). Ana1isis me1alui Utilitarian Theory dalarn pemidanaan (Teori Manfaat atau 

tujuan) 

Pertimbangan Mahkamah Agung RI hanya menguatkan dan mengambil alih 

pertimbangan Pengadilan Negeri Banyuangi, yang telah menyatakan terdakwa Ady 

Suyanto alias Asarn terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 

pidana "Dengan Sengaja Melawan Hukum Melakukan Perbuatan yang 

Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan". Atau dakwaan yang terbukti adalah 

dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancarn dalam pasal 41 ayat I Undang-

undang Nomor 23 Tahun 1997. Unsur pasal 41 ayat 1 ini sifatnya alternatif yakni 

pencemaran a tau perusakan I ingkungan, dan ternyata yang terbukti perusakan 

lingkungan. 
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Sejauh mana kerusakan lingkungan dimaksud dalam perkara ini Majelis 

Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dan saksi ahli serta juga telah 

melakukan pemeriksaan setempat untuk melihat lokasi kawasan hutan yang 

dilindungi (Buffer zone ) dan melihat sejauh mana kerusakan lingkungan dimaksud. 

Dimana menurut pertimbangan pengadilan dengan mengacu pada ketentuan pasal I 

sub ke-14 UU No.23 Tahun 1997 dan dengan mengambil alih keterangan saksi ahli 

yang menyatakan perbuatan terdakwa terbukti mengakibatkan kerusakan lingkungan 

hidup dari pertimbangan fakta-fakta sebagai berikut : 

Benar telah teijadi penebangan pohon-pohon yang dilakukan oleh Terdakwa 
diareal Buffir zone yang dipakai sebagai sarana hutan penyangga terhadap 
kelestarian tanah disekitarnya yang seharusnya pohonnya tidak boleh 
ditebang; 
Benar telah teijadi kerusakan tanah di areal buffer tersebut terutama 
Dompyong dan Buffer Guningan, surnber mata air menjadi mati karena 
tertutup oleh tanah yang longsor dan teijadi erosi serta debit air disekitarnya 
menjadi berkurang; 
Benar telah teijadi perubahan sifat fisik dan hayati lingkungan hidup, yaitu 
dengan rusaknya tataguna tanah akibat longsor yang disebabkan oleh 
penebangan pohon-pohon di areal Buffer dimana tidak ada lagi akar-akar 
pohon yang menyangga tanah tersebut sehingga apabila turun hujan kecepatan 
aimya akan semakin besar; 

Pidana yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung ini tidak memperlihatkan 

adanya koherensi antara berat ringannya pidana penjara dan denda, dengan tingkat 

kesalahan terdakwa. Penjatuhan pidana dalam perkara tersebut belum 

memperlihatkan adanya perbedaan cara-cara pemidanaan atas kejahatan sebagaimana 

diatur di dalam KUHP dengan cara-cara pemidanaan atas tindak pidana lingkungan 

hid up yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang PLH. 
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Proses pemidanaan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 merupakan 

mata rantai, dengan memperhatikan asas subsidiaritas yang dianut da1am UU No. 23 

Tahun 1997. Dimana perkara tersebut mumi diskresi po1isi yang mengangkat dan 

memprosesnya sehingga menjadi perkara tindak pidana 1ingkungan hidup, tanpa 

me1ihat adanya asas subsidiaritas da1am penegakan hukum 1ingkungan tersebut. 

Proses penegakan hukum lingkungan merupakan mata rantai mu1ai dari 

proses perizinan hingga penjatuhan pidana, yang pada hakikatnya memperhatikan dan 

berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan seka1igus secara tidak langsung 

guna menghindari moral hazaard dari aparat penegak hukum. 

2). Analisis melalui Teori Pemidanaan Alternatif dan diskresi Hakim. 

Jenis pidana dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh Mahkamah 

Agung ini, tampak hanya mengambil alih sepenuhnya jenis dan beratnya pidana 

sesuai tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang diambil alih oleh Majelis 

hakim tingkat pertama, kurang pertimbangan dalam penjatuhan pidana sedangkan hal 

tersebut telah diamanatkan dalam pasal 25 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman (sebagai perubahan dari UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang 

Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman). Pertimbangan pengadilan tingkat pertama 

dan Pengadilan Tinggi yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung sangat sulit melihat 

adanya koherensi pidana penjara 2 (dua) tahun dan denda Rp.l.OOO.OOO,-(satu juta 

rupiah) dengan kesalahan terdakwa. Karena di dalam pertimbangan tersebut tidak 

tergambar filsafat, teori dan tujuan pemidanaan yang bersemayam di dalam pikiran 

majelis hakim, ketika saat melakukan pernidanaan (penjatuhan pidana) penjara dan 
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denda seberat dan sebesar itu terhadap terdakwa. Pertimbangan hal-hal yang 

memberatkan dan meringankan yang terdapat pada diri terdakwa merupakan 

implementasi individualisasi pemidanaan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28 

ayat 2 UU Nomor 4 Tahun 2004 semata-mata hanya memperhatikan kepentingan 

terdakwa, belum menyentuh langsung kepentingan korban, dalam hal ini lingkungan 

yang rusak atau tercemar. 

c . Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 

19/Pid.B/2001/PN.Bkn.-, Putusan Pengadilan Tinggi Riau No. 

75/PID/2001/PTR,- dan Putusan Mahkamah Agung R1 No. 811 

K/Pid/2002353
• 

Kasus Posisi : 

PT.Adei Plantation & lndustri sejak tahun 1999 s/d 2000 telah membuka 
lahan perkebunan sawit di atas lahan Hak Guna Usaha yang diperolehnya seluas 
2.000 Ha di desa Sei Nilo Telayap Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabuapaten 
Pelalawan, Propinsi Riau. 

Mr.C. Cobi selaku General Managernya bersama-sama dengan Joko Waluyo, 
Rev indo Simangunsong dan Ir. Muhammad ( disidangkan dalam perkara lain ) telah 
diduga melakukan perbuatan secara sengaja dan melawan hukum mengakibatkan 
pencemaran dan atau perusakan lingkungan, karena sejak tahun 1999 s/d 2000 telah 
membuka lahan HGU tersebut dengan cara-cara menebang dan merumpuk pohon
pohon yang ditebang tersebut di atas areal lahan dan setelah kering, dan setelah 
kering kemudian membakarnya sehingga menimbulkan asap tebal. 

Dakwaan: 

Primair: Pasal41 (1)jo pasal46 UU No. 23 Tahun 1997 jo pasal55 (1) ke le KUHP 
jo Pasal64 (1) KUHP. 

Subsidair: Pasal 42 (1) jo pasal 46 UU No. 23 Tahun 1997 jo pasal 55 (I) ke le 
KUHP jo Pasal64 (!) KUHP. 

Tuntutan Pidana(Requisitoir) : 

"'. Hasil Penelitian pada Direktomt Pidana Mahkamah Agung RI pada tangga!IO Juni 2005. 



296 

I) Menyatakan Terdakwa MR. C. Gobi secara melawan hukum dengan 
sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan 
atau perusakan lingkungan hidup, sebagaimana dakwaan Jaksa 
Penuntut Umum Dakwaan Primair melanggar Pasal41 (I) jo pasal 46 
UU No. 23 Tahun 1997 jo pasal 55 (I) ke le KUHP jo Pasal 64 (I) 
KUHP; 

2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Mr. C. Gobi selama 4 (empat) 
tahun penjara dikurangi selama masa tahanan kota ; 

3) Membebani pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta 
rupiah) subsidair selama 8 ( delapan) bulan kurungan ; 

Pertimbangan Pemidanaan oleh hakim pada Pengadilan Negeri : 

Pertimbangan Pengadilan Negeri mengenai pemidanaan dapat dilihat sebagai 

berikut: 

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah 
maka Terdakwa haruslah dipidana sesuai dengan kesalahannya dan oleh karena 
ancaman hukuman dalam pasal 41 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 1997 tersebut 
kumulatif, maka kepada Terdakwa selain pidana penjara maka juga akan dijatuhkan 
pidana denda dan jika Terdakwa pidana tidak mampu membayarnya diganti dengan 
pidana kurungan yang besar dan lamanya akan ditentukan dalam amar dari putusan 
ini. 

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 
maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan 
meringankan : 
Hal-hal yang memberatkan : 

Akibat dari asap kebakaran tersebut, maka baik negara Republik Indonesia 
tercemar di mata intemasional atau setidak-tidaknya telah menimbulkan 
protes dari negara-negara tetangga; 
Selama persidangan Terdakwa tidak memperlihatkan rasa bersalah, atau 
setidak-tidaknya rasa turut prihatin sebagaimana layaknya sikap batin setiap 
orang yang memang betul-betul tidak menghendaki terjadinya kebakaran 
tersebut. 

Hal yang meringankan : 
Terdakwa mengaku belum pernah dihukum; 
Terdakwa bersikap sopan selama persidangan; 
Terdakwa mempunyai tanggungjawab keluarga. 
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Amar Putusan Pemidanaan oleh Pengadilan Negeri : 

Dasar hukurn yang dipergunakan dengan memperhatikan pasal dari undang

undang yang bersangkutan, khususnya pasal41 ayat 1 Undang-undang No.23 Tahun 

1997 serta peraturan lainnya , dengan amar sebagai berikut : 

1) Menyatakan bahwa Terdakwa Mr. C. Gobi yang juga selaku General 
Manager PT. Adei Plantation & Industry terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Secara melawan 
hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan 
pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup" 

2) Menghukum ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 
selama 2 (dua) tahun; 

3) Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalankan 
Terdakwa, dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan 
tersebut; 

4) Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar 
Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluhjuta rupiah) danjika terdakwa 
tidak mampu menbayarnya diganti dengan pidana kurungan selama 6 
( enam) bulan ; 

Analisis Teori Terhadap Pertimbangan Pemidanaan dan sanksi . 

I). Anal isis melalui Utilitarian Theory (Teori manfaat). 

Pengadilan telah mempersalahkan terdakwa selaku General Manager PT. Adei 

Plantation & Industri bersalah melakukan tindak pidana "pencemaran dan perusakan 

lingkungan hidup" dan Ielah mempertimbangkan alasan penjatuhan pidana penjara 

dan denda secara kumulatif, yaitu karena telah diatur dalam UUPLH, serta telah 

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, namun hal yang 

memberatkan tersebut hanya mempertimbangkan ketiadaan rasa bersalah oleh 

terdakwa dan dampak global atau dampak luas perbuatan terdakwa. Dampak luas 

akibat perbuatan terdakwa dengan pidana penjara dan denda sebesar Rp. 

250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dijatuhkan pada diri terdakwa 
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belum tampak koherensinya secara jelas kecuali hanya berdasarkan intuisi oleh 

Majelis Hakim. Dan dasar penjatuhan pidana hanya memperhatikan pasal 41 ayat 1 

UU Nomor 23 Tahun 1997, dengan kwalifikasi tindak pidana " Secara melawan 

hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan 

perusakan 1ingkungan" tetapi dalam pertimbangan pembuktian telah terbukti seluruh 

unsur-unsur pasal41 jo pasal46 UU No.23 Tahun 1997 jo. Pasal 55(1) ke 1e KUHP 

jo. Pasal 64 (1) KUHP, sehingga seharusnya dapat dikwa1ifikasi tindak pidana yang 

terbukti adalah " Turut serta atas nama korporasi secara melawan hukum dengan 

sengaja melakukan melakukan perbuatan berlanjut yang mengakibatkan pencemaran 

dan perusakan lingkungan ". 

Dalam pertimbangan majelis hakim telah menyinggung fungsi lingkungan 

dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan, namun filsafat dan tujuan 

tersebut tidak dikonkritkan dalam amar putusan dalam bentuk pemidanaan. 

Pemidanaan dalam perkara tersebut hampir sama dengan pemidanaan terhadap pelaku 

tindak pidana umum sebagaimana dalam KUHP, belum memberi utilitas atau manfaat 

langsung terhadap hukum lingkungan yang mempunyai tujuan spesifik 

mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan guna mewujudkan pembangunan 

berkelanjutan. 

2). Analisis melalui Teori Pemidanaan Altematif, Precautionary Principle dan 

Diskresi Hakim dalam pemidanaan. 

Jenis pidana dan berat ringannya pidanu yang dijatuhkan oleh majelis hakim 

Pengadilan Negeri Bangkinang, tampak hanya mengambil alih sepenuhnyajenis dan 
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beratnya pidana sesuai tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, tidak ada 

altematif lain maupun pidana penambahan pidana tambahan berupa sanksi tindakan 

(maatrege[) sebagaimana diatur dalam pasal 47 UUPLH No. 23 Tahun 1997 

meskipun perbuatan terdakwa atas kepentingan perusahaan(korporasi). 

Pertimbangan alasan da1am penjatuhan pidana telah diamanatkan dalam 

pasa1 25 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (sebagai 

perubahan dari UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan 

Kehakiman). Dalam pertimbangan pengadilan tingkat pertama ini, sangat sulit 

melihat adanya koherensi pidana penjara 2 (dua) tahun dan denda Rp.250.000.000,

(dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan kesalahan terdakwa. Karena di dalam 

pertimbangan tersebut tidak tergambar filsafat, teori dan tujuan pemidanaan yang 

bersemayam di dalam pikiran majelis hakim, ketika saat melakukan pemidanaan 

(penjatuhan pidana) penjara dan denda seberat dan sebesar itu terhadap terdakwa. 

Pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang terdapat pada diri 

terdakwa merupakan implementasi individualisasi pemidanaan sebagaimana 

diamanatkan dalam pasal 28 ayat 2 UU Nomor 4 Tahun 2004 semata-mata hanya 

memperhatikan kepentingan terdakwa, bukan kepentingan korban dalam hal ini 

lingkungan yang Ielah dikatakan menga1ami kerusakan atau tercermar. Maka dengan 

demikian pemidanaan dalam perkara tersebut belum memberi utilitas atau manfaat 

langsung terhadap hukum lingkungan yang mempunyai tujuan spesifik 

mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan guna mewujudkan pembangunan 

berkelanjutan. 
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Pertimbangan Pemidanaan oleh Hakim pada Pengadilan Tinggi Riau : 

Pertimbangan bersalah tidaknya terdakwa berdasarkan pertimbangan 

Pengadilan Tinggi Riau telah membatalkan pertimbangan Pengadilan Negeri 

Bangkinang Nomor 19/Pid.B/2001/PN.BKN.- dan mengatakan bahwa terdakwa tidak 

memiliki kesengajaan melainkan hanya kealpaan sehingga timbul pencemaran 

maupun kerusakan lingkungan354 

Pertimbangan pemidanaan oleh Pengadilan Tinggi Riau telah mengambil alih 

pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari putusan Pengadilan 

Negeri Bangkinang, sehingga jenis maupun berat ringannya hukuman seperti dalam 

amar putusan. 

Amar Putusan Pemidanaan oleh Pengadilan Tinggi : 

Dasar hukum yang dipergunakan dalam putusan dengan mengingat akan 

pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan khususnya pasal 42 (I) Undang

undang Nomor 23 Tahun 1997 serta peraturan lainnya, dengan amar sebagai berikut : 

1) Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan 
Jaksa penuntut Umum ; 

2) Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal I 
Oktober 2001 Nomor : 19/PID.B/2001/PN.BKN yang dimintakan 
banding tersebut ; 

Mengadili sendiri : 

3) Menyatakan Terdakwa Mr. C. Gobi tersebut di atas tidak terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana 
sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ; 

4) Membebaskan ia dari dakwaan tersebut (Vrijspraak) ; 
5) Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan perbuatan pidana "Karena kealpaannya melakukan 
perbuatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup"; 

6) Menghukum ia Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 8 
(delapan) bulan dan denda sebanyak Rp.l 00.000.000,- (seratus juta 

354 Lihat Pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor .75/Pid/2001/PTR, tanggal 
11 Februari 2002, hlm.14-19. 



301 

rupiah) yang jika denda ini tidak dibayar diganti dengan pidana 
kurungan selama4 (empat) bulan; 

Analisis Teori Terhadap Pertimbangan Pemidanaan dan sanksi yang dijatuhkan. 

1). Analisis melalui Utilitarian theory (Teori Manfaat). 

Penjatuhan pidana penjara 8(delapan) bulan dan denda Rp. 100.000.000,- oleh 

Pengadilan Tinggi kepada terdakwa tidak jauh halnya dengan pidana dalam perkara 

tindak pidana pada umumnya yang diatur dalam KUHP, belum memberi manfaat 

langsung terhadap lingkungan hidup yang rusak dan tercemar akibat perbuatan 

terdakwa. 

2). Analisis melalui Teori Pemidanaan alternatif dan Diskresi Hakim 

Pengadilan Tinggi menerapkan keleluasan yang dimilikinya dalam 

penjatuhan pidana sampai pada berat ringannya pidana penjara yang dijatuhkan, 

namun belum sampai kepada pemilihan jenis pidana yang bermanfaat guna 

penanggulangan akibat pencernaran atau perusakan lingkungan yang dilakukan oleh 

terdakwa. 

Pengurangan hukurnan hingga 8(delapan} bulan dan denda Rp.IOO.OOO.OOO,-

(seratus juta rupiah) belum tergambar secara teoretis, baik dari segi filsafat 

pemidanaan maupun dari tujuan pemldanaan dalam pertimbangan pemidanaan oleh 

Pengadilan Tinggi Riau, kecuali mungkin bersemayam di alam pikiran masing-

masing ketua dan anggota rnajelis hakim yang bersangkutan. Namun putusan 

pemidanaan tersebut sukar dipertanggungjawabkan secara ilmiah, karena tidak 

ditemukan alasan-alasan yang kuat dan rasional sehingga majelis menjatuhkan pidana 



302 

penjara selarna 8(delapan) bulan, kecuali pidana denda dapat dipertanggungjawabkan 

secara normatif karena dijatuhkan sesuai maksimal pidana denda paling banyak 

dalarn Pasal42 ayat I UU Nomor 23 Tahun 1997. 

Pertimbangan Pemidanaan oleh Mahkamah Agung : 

Mahkarnah telah menolak Kasasi dari Penuntut Umum dengan pertimbangan 

bahwa Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum. 

Amar Putusan Pemidanaan oleh Hakim pada Mahkamah Agung : 

Dasar hukum putusan yang dipergunakan dengan memperhatikan Undang

undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-undang No. 8 tahun 1981 dan Undang

undang Nomor 14 Tahun 1985 tanpa menyebut pasal dari undang-undang yang 

bersangkutan, dengan arnar putusan sebagai berikut : 

1) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Jaksa Penuntut 
Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan Pemohon Kasasi II : 
Mr. C. Gobi tersebut; 

2) Menghukum Pemohon Kasasi II!Terdakwa tersebut untuk membayar 
biaya perkara dalarn tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu 
lima ratus rupiah) ; 

Analisis Teori terhadap Pertimbangan Pemidanaan dan sanksi : 

1 ). Analisis melalui Utilitarian Theory dalarn pemidanaan (Teori manfaat) 

Pertimbangan pengadilan tingkat pertarna perihal adanya pencemaran dan 

perusakan lingkungan di dalarn perkara ini hanya didasarkan pada keterangan saksi-

saksi tanpa merujuk kepada hasH laboratorium, mengenai baku mutu lingkungan 

(Quality Standard Environment) atas media lingkungan udara yang tercemar dan 

media lingkungan yang rusak. Hal ini dapat kita lihat dari pertimbangan berikut : 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi ahli yang 
dihadirkan oleh jaksa Penuntut Umum tersebut berkesimpulan bahwa 
kebakaran lahan pada PT. Adei Plantation & Industry tersebut telah 



mengakibatkan teijadinya pencemaran udara dan menimbulkan 
perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau 
hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup ini tidak berfungsi lagi 
dalarn menunjang pembangunan berkelanjutan35 

; 
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Terdapat hal yang menarik dari pertimbangan putusan Pengadilan Negeri 

Bangkinang ini, yakni mengenai disinggungnya fungsi lingkungan hidup dalarn 

menunJang pembangunan berkelanjutan, walaupun pertimbangan ini hanya 

menyinggung secara sekilas mengenai fungsi lingkungan dalarn menunjang 

pembangunan berkelanjutan, berarti majelis hakim telah memaharni tujuan penegakan 

hukum tindak pidana lingkungan. Tujuan penegakan hukum tindak pidana 

lingkungan tidak terlepas dari tujuan pengelolaan lingkungan hidup untuk 

mempertahankan fungsi pelestarian fungsi lingkungan guna menunjang 

pembangunan berkelanjutan. 

Pertimbangan pemidanaan oleh Pengadilan Negeri ini telah memperhatikan 

tujuan atau manfaat penegakan hukum lingkungan. Namun sayangnya, 

pertimbangan hal pembangunan berkelanjutan di atas belum tergambar koherensinya 

dengan penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusannya. Karena dalam amar 

putusan tidak terdapat sanksi konkrit yang berkaitan langsung dengan pertimbangan 

pelestarian fungsi lingkungan. 

2).Analisis melalui Teori Pemidanaan Alternatif dan Diskresi Hakim 

355
• Lihat Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor.l91Pid.B/20011PN.Bkn, tertanggall 

Oktober 2001 hlm.73-75. 
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Jenis pidana atau hukuman yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan 

yakni pidana penjara 2(dua) tahun dan denda sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus 

lima puluh juta rupiah) hanya semata-mata berdasar pada jenis pidana dari tuntutan 

Jaksa Penuntut Umum berupa pidana penjara dan denda. Alasan pengurangan 

lamanya pidana penjara dan denda merupakan keleluasaan bagi hakim, namun tidak 

tergambar apa alasan pengurangan dalam pertimbangan tersebut, sehingga tampak 

sifatnya subyektif yang dapat menimbulkan berbagai pertanyaan bagi yang 

mendengar dan membaca putusan tersebut. Hanya intuisi majelislah yang tahu apa 

alasannya mengurangi pidana terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum, sebab hila 

dilihat dari pertimbangan hal-hal yang meringankan dalam pertimbangan putusan 

tersebut belum tergambar koherensinya dengan pengurangan dan penetapan jenis 

pidana yang dijatuhkan pada terdakwa. 

Analisis Teori terhadap Pemidanaan dan sanksi yang dijatuhkan oleh hakim 

pada Pengadilan Tinggi Riau 

1 ). Anal isis melalui Utilitarian Theory (teori tujuan atau manfaat). 

Terdapat perbedaan penafsiran kealpaan oleh Pengadilan Tinggi dengan 

Pengadilan Negeri, dimana menurut pertimbangan Pengadilan Tinggi bahwa 

berdasarkan fakta yang diakui Pengadilan Negeri kebenarannya tidak 

dipertimbangkan, sehingga Pengadilan Negeri dengan keliru menafsirkan 

menyatakan Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan 

yang menimbulkan pencemaran udara dan perusakan lingkungan. 
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Perbuatan terdakwa dalam perkara tersebut oleh Pengadilan Tinggi hanya 

dipandang sebagai perbuatan kealpaan, karena tidak terbukti adanya pelaku phisik 

(physical prepatoire) dan berdasarkan fakta yang dibenarkan oleh Pengadilan Negeri 

dalam pertimbangannya bahwa terdapat langkah dan upaya-upaya PT. Adei 

Plantation Industry dalam mengendalikan kebakaran. 

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 42 (1) Undang-undang 

Nom or 23 Tahun 1997, menurut Pengadilan Tinggi dengan mengambil alih pendapat 

Pengadilan Negeri bahwa akibat kealpaan terdakwa tersebut telah teijadi pencemaran 

lingkungan. 

Pengadilan Tinggi telah menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 

8(delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang jika 

denda ini tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4(empat) bulan. 

Dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut tidak memperlihatkan 

adanya koherensi antara kealpaan terdakwa dengan penjatuhan pidana selama 

8(delapan) bulan dan denda Rp.lOO.OOO.OOO,-(seratus juta rupiah). Besarnya denda 

ini merupakan denda maksimal sebesar Rp. 1 00.000.000,-(seratus juta) dalam pasal 

42 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, sehingga dapat dikatakan 

Pengadilan Tinggi telah menjatuhkan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang. 

Namun terhadap penjatuhan pidana penjara selama 8(delapan) bulan, hanya intuisi 

majelis yang tahu sehingga tiba pada lamanya 8(delapan) bulan penjara. Dalam 

pertimbangan maupun penjatuban pidana tidak bersintuhan langsung dalam 
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manfaatnya dengan pelestarian fungsi lingkungan . Pidana tersebut hanya semata

mata dilihat dari kepentingan terdakwa. 

2). Analisis melalui Teori Pemidanaan Altematif dan Diskresi Hakim. 

Pertimbangan kesalahan terdakwa yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi 

tersebut jika dirujuk dengan terminology dalam hukum lingkungan disebut 

precautionary principle yakni melakukan tindakan pencegahan secara dini atau 

kehati-hatian dalarn upaya mencegah kerusakan atau pencemaran. 

Alasan pengurangan larnanya pidana penjara dan denda merupakan 

keleluasaan bagi hakim Pengadilan Tinggi, namun tidak tergarnbar apa alasan 

pengurangan dalam pertimbangan tersebut, sehingga tarnpak sifatnya subyektif yang 

dapat menimbulkan berbagai pertanyaan bagi yang mendengar dan membaca putusan 

tersebut. Hanya intuisi majelislah yang tahu apa alasarmya mengurangi pidana 

terdakwa dari pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri, sebab bila dilihat dari 

pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang diarnbil dari 

pertimbangan Pengadilan Negeri dalarn pertimbangan putusan tersebut, belum 

tergarnbar koherensinya dengan pengurangan dan penetapan jenis pidana yang 

dijatuhkan pada terdakwa. 

Analisis Teori terhadap pertimbangan pemidanaan oleh Mahkamah Agung : 

1). Analisis melalui Utilitarian Theory (Teori Tujuan atau manfaat). 

Mahkarnah Agung telah menguatkan putusan Pengadilan Tinggi dengan 

menolak kasasi dari Penuntut Umum, dengan pertimbangan bahwa tidak ternyata, 

bahwa putusan judex factie dalarn perkara ini bertentangan dengan hukum 
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danlundang-undang. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Mahkamah 

Agung, bahwa pemidanaan oleh Mahkamah Agung ini tidak melakukan koreksi 

apapun terhadap putusan Pengadilan Tingkat banding tersebut. Ketika suatu perkara 

naik kasasi, maka seyogianya Mahkamah Agung dapat memberi pertimbangan 

hukurn pemidanaan dengan landasan yang lebih kokoh, sehingga putusan Mahkamah 

Agung tersebut dapat menjadi yusisprudensi (sumber hukum) bagi hakim kemudian 

dalam mengadili perkara yang sejenis. Bukankah dari beliau-beliau ini diharapkan 

memiliki pengetahuan hukurn yang lebih memadai dari pada hakim tingkat pertama 

dan hakim tingkat banding ? Karena telah melalui seleksi yang belakangan ini 

semakin selektif melalui fit and proper test termasuk kwalifikasi berbagai pengetahun 

hukurn. 

d. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor. 

531/Pid.B/1998/PN.M., Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang 

Nomor : 19/PID/1999/PT. TK. dan Putusan Mahkamah Agung RI. 

Nomor: 211 K/PID/2000356
• 

Kasus Posisi : 

Terdakwa Bambang Sudarmanto bin Tauhid selaku Kepala Pelaksana dan 
Koordinator IPAL PT. Shui Fung Shing (PT. SFH) bersama-sama dengan Mr.Lin 
Chung dan Mr. Hsiao Yu Lin, selaku Direktur PT.SFH (dalam daftar Pencarian 
orang) telah membuang atau memasukkan limbah cair pabrik kertas PT.SFH tanpa 
lebih dulu melakukan /melalui proses pengolahan limbah di dalam bak penampungan 
Limbah (IPAL) dan langsung membuang atau menyalurkannya ke lebung atau ke 
sungai Kecubung melalui saluran siluman (by pass) atau saluran gorong-gorong 
bawah tanah tanpa melalui pipa atau saluran pembuangan (out let) effluent (buangan 
limbah cair) dari IP AL sehingga mengakibatkan tercemarnya air sumur penduduk dan 

''" . Basil Penelitian pada Direktorat Pidana Mahkamah RI pada tan~allO Juni 2005. 
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air sungai Kecubung pada dusun Kecubung, Desa Kecubung Kecamatan Terbanggi 
Besar Kabupaten Lampung Tengah, karena kualitas limbah cair yang dibuang atau 
disalurkan melebihi ambang batas kualitas limbah cair yang ditentukan dalam 
lampiran A-V Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup 
Nomor.51/MENLH/10/1995 tanggal23 Oktober 1995 yaitu kadar Maksimum BODS 
150 rng/Lingkungan Hidup, COD 200 mg!Lingkungan Hidup, TSS 150 
mg/Lingkungan Hidup, dan Ph 0,90. 

Dakwaan: 

Kesatu 
Primair ~ Pasal 41 ayat (1) jo Pasal 1 angka 12 UU No. 23 tahun 1997 jo pasal 55 

ayat (1) ke-1 jo pasa164 ayat (1) KUHP. 
Subsidair: Pasal 42 ayat (1) jo Pasal 1 angka 12 UU No. 23 tahun 1997 jo pasal 55 

ayat (1) ke-1 jo pasal64 ayat (1) KUHP. 
Kedua 
Primair: Pasal 27 ayat (1) jo pasal 21 ayat (1) UU No.5 tahun 1984 jo Pasal 55 ayat 

(1) ke 1 jo pasal64 ayat (1) KUHP. 
Subsidair : Pasal27 ayat (2) jo pasal21 ayat (1) UU No.5 tahun 1984 jo Pasal55 ayat 

(1) ke 1 jo pasal64 ayat (1) KUHP. 
Tuntutan Pidana (Requisitoir): 

1) Menyatakan terdakwa Bambang Sudarmanto bin Tauhid, bersalah 
berlanjut melakukan tindak pidana karena kealpaannya mengakibatkan 
pencemaran danlatau perusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur 
dan diancam dengan pidana menurut pasal42 ayat (1) jo pasal 1 angka 
12 UU No.23 tahun 1997 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal64 ayat (1) 
KlJllll dan bersalah pula melakukan tindak pidana turut serta secara 
berlanjut karena kelalaiannya untuk melaksanakan upaya 
keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan 
timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup 
akibat kegiatan industri yang dilakukan sebagaimana diatur dan 
diancam pidana menurut pasal 27 ayat (2) jo pasal 21 ayat (1) UU 
No.5 tahun 1984 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP, 
yaitu perbuatan-perbuatan yang dilakukan terdakwa seperti termuat 
dalam dakwaan Kesatu subsidair dan kedua subsidair. 

2) Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Bambang Sudarmanto bin 
Tauhid dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama 
~rdllkwa menialani tahanan sementara dan denda sebesar 
Rp.7.500.000,- (tujuhjuta lima ratus ribu rupiah). 

Pertimbangan Pemidanaan oleb hakim pada Pengadilan Negeri Metro: 
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Setelah pertimbangan bahwa terdakwa Ielah terbukti bersalah, selanjutnya 

majelis hakim telah memberi pertimbangan pemidanaan sebagai berikut : 

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah atas 
perbuatannya maka atas kesalaharmya tersebut terdakwa harus dijatuhi pidana; 

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut 
Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 

Bahwa terdakwa selaku pelaksana dan koordinator IPAL bertanggungjawab 
ata,s kerusak<m atas tidak berfungsinya IP AL, akan tetapi dalam melaksanakan 
tugasnya terse but banyak kendala-kendala yang dihadapi terdakwa antara lain 
keadaan IP AL yang dari semula bel urn memenuhi syarat, sistem management 
perusahaan yang belum sempurna, serta tidak adanya aturan yang jelas 
mengenai tugas dan kewenangan terdakwa sebagai pelaksana dan coordinator 
IPAL; 
Bahwa terdakwa hanyalah sebagai karyawan perusahaan yang ditugaskan di 
bagian IP AL, dimana semua keputusan yang menyangkut perbaikan 
danpenyempurnaan IPAL adalah wewenang Pimpinan perusahaan yaitu 
Direktur utama atau kuasa Direktur ; 
Bahwa saat ini PT. Shui Fung Hsing telah memperbaiki dan menyempurnakan 
IPAL dengan membangun sistem pengelolaan air limbah dengan tehnologi 
Ozonisasi; 

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut adalah adil kiranya 
apabila kepada terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana bersyarat dan pidana 
denda sebagaimana tercantum dalam putusan ini. 

Pengadilan Negeri ini juga telah mempertimbangkan keadaan yang 

memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa, keadaan 

memberatkan yakui : Bahwa akibat perbuatan terdakwa dapat merusak ekosistem air 

yang dapat membahayakan bagi manusia hewan yang menggunakan air tersebut. 

Sedangkan keadaan yang meringankan bahwa terdakwa belum pemah dihukum dan 

Tindak pidana pencemaran lingkungan merupakan tindak pidana yang relatif muda. 

Amar Putusan Pemidanaan : 

Dasar hukum yang dipergunakan dalam putusan Pengadilan Negeri Metro 

dengan memperhatikan pasal 42 ayat (I) jo pasal I angka 12 Undang-undang Nomor 
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23 Tahun 1997 jo pasal 55 ayat 1 ke 2 jo pasal 64 ayat 1 KUHP jo.pasal 193 ayat 1 

KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, 

dengan arnar sebagai berikut : 

1) Menyatakan Barnbang Sudarrnanto Bin Tauhid tidak terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana sebagaimana dalarn dakwaan ke 1 primair ; 

2) Membeb.askan terdakwa dari dakwaan tersebut ; 
3) Menyatakan tedakwa Barnbang Sudarrnanto Bin Tauhid terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersa1ah melakukan tindak pidana "Turut 
serta dan secara berlanjut karena kealpaannya melakukan perbuatan 
yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup" ; 

4) Menyatakan dakwaan kedua tidak dapat diterima; 
5) Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selarna 9 (sembilan) 

bulan; 
6) Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali 

dikemudian hari ada perintah lain dalarn putusan Hakim karena 
terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebelum berkahir 
masa percobaan selarna 1 (satu) tahun 6 (enarn) bulan; 

7) Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) 
subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ; 

Analisis Teori terhadap Pertimbangan dan Pemidanaan: 

l). Analisis melalui Utilitarian Theory (Teori Manfaat atau Tujuan). 

Pertimbangan pemidanaan dan penjatuhan pidana dalarn putusan haklm 

tersebut belum memberi manfaat langsung terhadap kelestarian fungsi lingkungan. 

Pertimbangan pemidanaan dan sanksi yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri hanya 

semata-mata demi kepentingan terdakwa. 

2). Analisis melalui Teori Pemidanaan Altematif dan Diskresi Hakim serta 

Precautionary Principle 

Alasan Pertimbangan pemidanaan dalam putusan tersebut sehingga terdakwa 

dijatuhi hukuman percobaan, karena dari semula IP AL tidak memenuhi syarat dan 
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terhadap IPAL telah ada perbaikan IPAL. Pertimbangan majelis ini sebenarnya lebih 

mendekati pada penerapan Precationary principle yakni penerapan sanksi yang lebih 

ringan karena terdapatnya uncertainty technology. Jadi terdakwa dalam hal ini tetap 

dipersalahkan atau dicela dan dipidana, namum dijatuhi pidana yang lebih ringan 

yaikni pidana penjara percobaan dan denda relatif kecil bukan dibebaskan karena 

ketidakpastian teknologi IP AL yang semula, kemudian telah diganti dengan IPAL 

bertehnologi Ozonisasi. Disinilah tampak keleluasaan hakim dalam menjatuhkan 

pidana, hanya saja majelis belum sampai kepada penjatuhan sanksi tindakan 

(maatregel) karena terdakwa sebenarnya telah terbukti bertindak atas kepentingan 

korporasi, sanksi maatregel dapat diterapkan sesuai ketentuan pasal 4 7 UUPLH yang 

lebih spesifik dalam mempertahankan fungsi pelestarian lingkungan 

Pertimbangan Pemidanaan oleh hakim pada Pengadilan Tinggi Tanjung 

Karang: 

Jaksa Penuntut umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan 

Metro karena hukuman yang dijatuhkan dipandang terlalu ringan. 

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang telah menganulir pertimbangan kesalahan 

dan pertimbangan pemidanaan, serta pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa 

dengan pertimbangan sebagai berikue57 
: 

Menimbang, bahwa disamping Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan 
putusan Pengadilan Negeri Metro mengenai pembuktian dakwaan Penuntut Umum, 
Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan 
Negeri Metro a quo yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat membuat 
pencegahan pencemaran oleh karena bahan-bahan yang dimintainya selalu terlambat 

357 Lihat Pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor .19/PID/1999/PT.TK. 
tangga\30 September 1999, him. 11-12. 
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disediakan oleh Perusahaan Shui Fung Hsing, demikian juga Pengadilan Tinggi tidak 
setuju terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Pengadi1an Negeri Metro terlalu ringan 
dan tidak mencerminkan rasa keadilan yang timbul dalam masyarakat karena 
kerusakan dan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh terdakwa begitu besar 
dan akan memakan waktu yang lama serta biaya yang banyak untuk mengembalikan 
keadaan lingkungan industri PT. Shui Fung Hsing kembali kepada keadaan semula 
yaitu tanah yang bersih dan tidak tercemar, dan air maupun tanah dapat dimanfaatkan 
untuk segala tumbuh-tumbuhan dan untuk air minum; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada maka Pengadilan 
Tinggi berpendapat, yang terbukti disamping dakwaan kesatu subsidair, juga 
dakwaan kedua primair yaitu Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan yang 
bertentangan dengan kewajibannya untuk melaksanakan keseimbangan dan 
kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran 
terhadap lingkungan akibat kegiatan industri pabrik kertas milik PT. Shui Fung Hsing 
(PT.SFH) secara berlanjut; 

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini 
adalah berat, maka dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri oleh karena itu 
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu mengeluarkan perintah penahanan terhadap 
terdakwa; 

Menirnbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu 
dipertimbangkan hal yang memberatkan Terdakwa disamping hal-hal yang telah 
dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Metro a quo, yaitu : 

1) Bahwa pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh terdakwa 
mempunyai dampak negatif bagi kehidupan manusia, Flora, fauna 
maupun kesuburan tanah untuk jangka waktu yang lama dan 
menirnbulkan kerugian materiel maupun moril bagi bangsa; 

2) Terdakwa tidak tanggap atas petunjuk-petunjuk Pemerintah 
sebelumnya yang membimbing Terdakwa untuk tidak melakukan 
tindak pidana tersebut. 

Yang meringankan terdakwa adalah bahwa terdakwa belum pemah dihukum. 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertirnbangan-pertimbangan tersebut di atas, 

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan 
Tinggi kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan di bawah nanti, 
dipandang sudah patut dan agar terdakwa jera melakukan perbuatan tercela dan juga 
berupa peringatan kepada orang lain. 

Amar Putusan Pemidanaan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. 

Pada Putusan Pengadilan Tinggi ini putusan didasarkan pada ketentuan pasal 

Bab XVII bagian kesatu KUHAP, Pasa\42 ayat (1) JO. Pasal I angka 12 UU Nomor 

23 Tahun 1997, jis.pasal 27 ayat (2) jo.pasal 21 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 1984, 

dan pasal 55 ayat (1) ke 1 serta pasal 64 ayat (1) K.U.H.Pidana, serta pasal-pasal 
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lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini. 

Dengan arnar sebagai berikut : 

1) Menerima permintaan banding dari terdakwa terse but ; 
2) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 

531/Pid.B/1998/PN.M, tanggal 10 Mei yang dimintakan 
banding; 

Mengadili Sendiri : 

3) Menyatakan Terdakwa Barnbang Sudarmanto Bin Tauhid turut 
serta bersarna Mr. Lin Chung Hsiung dan Mr. Hsiao Yu Li 
yang masih dalarn pencarian polisi, terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah karena kealpaannya melakukan perbuatan 
yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan 
hid up secara berlanj ut ; 

4) Menyatakan terdakawa Barnbang Sudarmanto Bin Tauhid turut 
serta bersarna Mr. Lin chung Hsiung dan Mr. Hsiao Yu Li 
yang masih dalarn pencarian polisi, terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang bertentangan 
dengan kewajibannya untuk melaksanakan keseimbangan dan 
kelestarian sumberdaya alam serta pencegahan timbulnya 
kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan akibat 
kegiatan industri pabrik kertas milki PT. Shui Fung Hsing 
secara berlanjut ; 

5) Menjatuhkan pidan penjara kepada Terdakwa tersebut selarna 5 
(lima) tahun, dengan ketentuan masa tahanan rumah yang telah 
dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan; 

6) Menghukum Terdakwa membayar denda Rp.20.000.000,- (dua 
puluhjuta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan; 

Analisis Teori terhadap Pertimbangan Pemidanaan dan sanksi. 

1 ). Analisis melalui Utilitarian Theory (Teori manfaat a tau tujuan). 

Pertimbangan pembuktian kesalahan terdakwa sebagaimana dalam 

pertimbangan PT. Tanjung Karang tersebut telah disusun berdasarkan asumsi semata, 

bukan berdasarkan fakta atau keadaan yang terungkap di persidangan. Perbedaan 

pendapat antara Pengadilan Tingkat pertarna dengan Pengadilan tingkat banding 

dapat teijadi narnun harus berdasarkan penilaian terhadap fakta, sehingga 
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konsekuensinya menimbulkan perbedaan pertimbangan kesalahan dan pertimbangan 

pemidanaan. Selain itu terdapat beberapa kekeliruan dalam pertimbangan Pengadilan 

Tinggi tersebut, diantaranya menyatakan menerima banding dari terdakwa padahal 

yang sebenamya banding adalah Jaksa Penuntut Umum, kemudian mengenai 

kwalifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada terdakwa. 

Pertimbangan pemidanaan terhadap terdakwa dalam putusan Pengadilan 

Tinggi Tanjung Karang murni didasarkan pada teori efek penjera (detterent effect), 

dan merupakan pevensi umum kepada orang lain. Majelis hakim Pengadilan Tinggi 

tidak melihat sisi tujuan pemidanaan dari aspek pelestarian fungsi lingkungan, 

dengan pertimbangan yang diharapkan lebih cukup dari pertimbangan majelis hakim 

Pengadilan Tingkat pertama. Di dalam fakta telah dilakukan perbaikan IP AL dengan 

menggunakan tehnologi Ozonisasi. Kalau memang terungkap fakta terdapat dampak 

yang sangat buruk akibat pencemaran lingkungan tersebut, maka disinilah dapat 

diterapkan sanksi tindakan sebagaimana diamanatkan pasal 47 UU Nomor 23 Tahun 

1997. 

2). Analisis melalui Teori Pemidanaan Altematif, Diskresi Hakim dan 

Precautionary Principle. 

Dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah menaikkan 

lamanya pidana penjara terhadap terdakwa menjadi S(lima) tahun dan denda 

Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah). Dengan pertimbangan bahwa pidana yang 

dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri terlalu ringan tidak mencerminkan rasa keadilan 

yang tirnbul dalam masyarakat karena kerusakan dan pencemaran lingkungan yang 



315 

diakibatkan oleh terdakwa begitu besar dan akan memakan waktu yang lama serta 

biaya yang banyak untuk mengembalikan keadaan lingkungan industri PT. Shui Fung 

Hsing kembali kepada keadaan semula yaitu tanah yang bersih dan tidak tercemar, 

dan air maupun tanah dapat dimanfaatkan untuk segala tumbuh-tumbuhan dan air 

minum. Dilihat dari pertimbangan ini tampak telah memperhatikan kepentingan 

lingkungan dan masyarakat, tetapi dalam amar putusan tidak diwujudkan dalam 

penjatuhan sanksi pidana kepada terdakwa yang sifatnya bermanfaat langsung 

terhadap lingkungan yang telah tercemar. Penjara yang berat telah diasumsikan 

sebagai alasan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. 

Diskresi hakim dalam memilih dan menjatuhkan pidana dalam perkara 

tersebut belum dilandasi oleh filsafat pemidanaan, teori pemidanaan, dan tujuan 

pemidanaan dalam tindak pidana lingkungan lingkungan serta hakikat hukum 

lingkungan. 

Pertimbagan Pemidanaan oleh Mahkamah Agnng Rl : 

Mahkamah Agung RI telah membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung 

Karang dengan menerima keberatan pemohon kasasi terdakwa yang menyatakan 

dalarn menjatuhkan putusannya mengenai dakwaan primair adalah tanpa 

pertirnbangan yang cukup dan selain itu dakwaannya seharusnya merupakan dakwaan 

altematif. 

Mahkarnah Agung Rl menyatabn tetap menghukum terdakwa tetapi lebih 

ringan dari pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi namun tanpa 
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pertimbangan alasan pengurangan hukurnan, yakni pidana penjara 9 (sembilan) bulan 

dan denda Rp.5.000.000,-(limajuta rupiah). 

Amar putusan pemidanaan: 

Amar putusan Mahkamah Agung hanya didasarkan pada Undang-undang 

Nomor 14 Tahun 1970, undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-undang 

Nomor 14 Tahun 1985, tanpa menyebut pasal peraturan perundang-undangan yang 

mengatur penjatuhan sanksi sebagaimana da1am amar putusan. Dengan amar sebagai 

berikut 

a) Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : 
Bambang Sudarmanto Bin Tauhid tersebut ; 

b) Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang 
tanggal 9 Oktober 1999 No.l9/PID/!999/PT.TK yang 
membatalkan putusan Pengadilan Negeri Metro tanggal!O Mei 
1999 No.531/Pid.B/!998/PN .M 

Mengadili Sendiri : 

1) Menyatakan Terdakwa Bambang Sudarmanto Bin Tauhid tidak 
terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagairnana dalam 
dakwaan Kesatu Primair ; 

2) Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ; 
3) Menyatakan Terdakwa Bambang Sudarmanto Bin Tauhid 

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana "Karena kealpaannya melakukan perbuatan yang 
mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup, yang dilakukan 
beberapa kali sebagai perbuatan berlanjut" ; 

4) Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 9 
(sembilan) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta 
rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar 
diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan ; 

5) Menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umurn mengenai 
dakwaan kedua tidak dapat diterima ; 
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Analisis Teori terhadap Pemidanaan oleh Hakim Tingkat pertama, banding dan 

Kasasi: 

1 ). Analisis melalui Utilitarian theory pemidanaan (Teori manfaat atau tujuan) 

Ketiga Putusana mulai dari putusan Pengadi1an Negeri, Pengadilan Tinggi dan 

Mahkamah Agung RI, kesemuanya belum memperlihatkan adanya koherensi tujuan 

pemidanaan dan tujuan hukum lingkungan dalam penjatuhan pidana kepada 

terdakwa, penjatuhan hukuman dalam perkara ini belum berbeda dengan penjatuhan 

pidana terhadap kejahatan yang diatur dalam KUHP, pidana denda masih belum 

mendapatkan tempat yang layak. Ketiga putusan ini tidak memperhatikan tujuan 

perbaikan 1ingkungan yang tercemar atau rusak, maupun perbaikan terhadap sumber 

pencemar. Lingkungan tidak akan bersih dan sehat dengan sendirinya setelah 

terdakwa di penjara, ada kemungkinan perbuatan yang sama akan terjadi dengan 

mengganti posisi terdakwa di perusahaan. Dalam perkara ini tidak tampak bahwa 

tindak pidana tersebut merupakan kejahatan korporasi, seolah-olah terdakwa 

me1akukan perbuatannya dalam kapasitas pribadi, padaha1 terdakwa selaku pelaksana 

dan Koordinator IP AL bertindak untuk dan atas kepentingan Perusahaan PT. SFH. 

2). Analisis melalui Teori Pernidanaan Altematif, Diskresi Hakim dan Precautinary 

Principle. 

Putusan Mahkamah Agung RI ini tidak jelas dasar hukum pemidanaannya, 

hanya mendasarkan putusan pada Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-unangNomor 14 Tahun 1985. Mahkamah Agung 
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telah membatalkan begitu saja putusan Pengadilan Tinggi, tetapi pembatalan terse but 

tidak menampakkan substansi penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup. 

Putusan Mahkamah Agung ini sama sekali tidak memperlihatkan gambaran 

penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup. Menurut hemat penulis tanpa 

mengurangi rasa hormat kepada beliau-beliau Hakim Agung yang memutuskan 

perkara tersebut bahwa putusan ini belum layak untuk dijadikan sebagai patron 

penegakan tindak pidana lingkungan hidup. 

Dalam kesempatan ini rasanya tidak berlebihan jika mengutip pendapat 

Wirjono Prodjodikoro358yang mengatakan bahwa : 

"... di Indonesia Mahkamah Agung adalah badan pengadilan yang 
tertinggi yang bersendi atas Undang-undang Dasar melakukan 
pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan yang lain. Dalam 
pengawasan ini dan lagi dalam peradilan kasasi sudah seharusnya 
Mahkamah Agung dengan putusan-putusannya mempengaruhi cara 
berjalannya peradilan di Indonesia ... " 

e. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 

139/PiD.B/2001/PN.Dum.Bsa. dan Putusan Mahk.amah Agung RI. 

Nomor : 1404 K/PID/2002359
• 

Kasus Posisi : 

Terdakwa I Mahalingam Subramanian alias S.Mahalingam selaku estate 
manager PT.JatinJ Jaya Perkasa yang mempunyai tugas dan bertanggungjawab dalam 
melaksanakan operasional teknis di lapangan maupun non teknis di PT. Jatim Jaya 
Perkasa dan Terdakwa II Jr. Donald Darwis office PT.JatinJ Perkasa yang mempunyai 
tugas dan bertanggungjawab terhadap kegiatan pemeriksaan tanaman dan penyiapan 

"'· Moerad B.M., H.Pontang, 2005. Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Da/am 
Perkara Pidana, Alumni Bandung, him. 334. 

359 
. Hasil Penelitian pada Direktorat Pidana Mahkamah Agung Rl pada tanggal I 0 Juni 2005. 
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lahan tanam serta mengkoordinir kegiatan kebakaran lahan mereka, terdakwa telah 
bersama-sama selaku unsur pimpinan perusahaan dan menyuruh pegawainya atau 
buruh lainnya membuka lahan untuk perkebunan kelapa sawit di lahan blok 14D, 14 
E dan 15 A Desa Majo Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir seluas ±50 Ha, 
dengan cara terlebih dahulu menebangi kayu-kayunya, selanjutnya kayu tebangan 
tersebut dirumpuk secara teratur dan kemudian dengan sengaja dilakukan 
pembakaran yang menimbulkan asap tebal yang mengakibatkan pencemaran dan 
perusakan lingkungan hidup. 

Dakwaan: 

Primer Pasal41 ayat (1)jo pasal46 (1) UU. No 23 tahun 1997 jo pasal55 ayat 
(1) ke-1e KUHP 

Subsidair : Pasal 42 ayat (1) jo pasal46 ayat (1) UU No.23 Tahun 1997 jo Pasal 55 
ayat (1) ke le KUHP. 

Tuntutan Pidana (requisitoir): 

1) Menyatakan Terdakwa I Mahalingarn Subramanian alias S. 
Mahalingam dan Terdakwa II Ir. Donald Darwis telah terbukti 
bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 
yang secara membenarkan dengan sengaja melakukan 
perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau 
perusakan lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam pasal 
41 ayat (1) jo pasal 46 ayat (1) UU No.23 tahun 1997 jo pasal 
55 ayat (1) ke 1e KUHP dalam surat dakwaan primair; 

2) Menjatuhkan pidana terhdapa Terdakwa I Mahalingam 
Subramanian alias S. Mahalingam dan Terdakwa II Ir. Donald 
darwis dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) 
tahun dipotong selama masa penahaan kota dengan perintah 
para terdakwa supaya ditahan ; 

3) Membebani pidana denda masing-masing Rp.1 00.000.000,
(seratus juta rupiah) subsidair selama 6 ( enam) bulan kurungan 

Amar putusan pembebasan terdakwa oleh Hakim pada Pengadilan Negeri: 

Menurut pertimbangan Pengadilan Negeri Dumai bahwa terdakwa tidak 

terbukti bersalah atas dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dasar 

hukum putusan dengan mengingat pasal-pasal 41 ayat ( 1) dan pasal 42 ayat 1 jo. 
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Pasal46 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, pasal 191 ayat 1 KUHAP dan pasal

pasallain yang berhubungan dengan perkara ini, dengan amar sebagai berikut : 

1) Menyatakan Terdakwa I Mahalingam Subramanian alias S. 
Mahalingam, Terdakwa II Ir. Donald Darwis tersebut di atas 
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaaan primair 
dan subsidair. 

2) Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari dakwaan 
primair dan dakwaan subsidair terse but. 

3) Memulihkan hak Terdakwa I dan Terdakwa II dalam 
kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. 

Putusan Bebas yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung Rl : 

Dasar hukum yang dipergunakan oleh Mahkamah Agung RI dengan 

memperhatikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-undang Nomor 8 

Tahun 1981, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 dan perundang-undangan 

lainnya yang bersangkutan, dengan amar sebagai berikut : 

I) Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Jaksa 
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung 
terse but. 

2) Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan 
kepada Negara. 

Analisis Teori terhadap Pemidanaan oleh hakim Tingkat pertama dan 

Mahkamah Agung: 

Baik Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung Rl telah membebaskan 

Terdakwa, sehingga tidak ada hal yang akan dianalisa dalam perkara ini, karena ranah 

yang akan dianalisa adalah koherensi pertimbangan pemidanaan dengan penjatuhan 

pidana sebagaimana dalam amar putusan. 

Di dalam perkara ini baik Hakim Pengadilan Negeri maupun Penuntul Umum 

kurang memahami mata rantai penegakan hukum lingkungan, sehingga dengan tidak 
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didakwakannya pasal 43 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, maka Terdakwa 

berpeluang besar akan dibebaskan oleh Pengadilan, Pengadilan tidak boleh mengadili 

terdakwa dengan ketentuan hukum yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, 

sedangkan kenyataannya PT. Jatim Perkasa tidak memiliki dokumen Analisa 

Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sebagaimana dipersyaratkan dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang AMDAL . 

f. Analisis Pemidanaan Terhadap Beberapa Putusan Perkara tindak 
pidana lingkungan hidup di Indonesia yang dikumpulkan oleh 
Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2004. 

Data putusan berikut ini tidak selengkap putusan-putusan yang telah dianalisis 

di atas, karena bahan putusan di peroleh dari pihak ke dua (sekunder), sehingga 

analisisnya hanya mengenai amar putusan penjatuhan pidana terhadap terdakwa 

pelaku tindak pidana lingkungan, meskipun di antara putusan tersebut ada yang 

dianalisis pertimbangan pemidanaannya. 

1). Perkara Pidana lingkungan hidup Nomor. 17/Pid.B/2002/PN.Jkt.Tim360
• 

Kasus Posisi : 

Terdakwa Maslan Helmi telah melakukan kegiatan penyimpanan, 
penimbunan dan pengoplosan abu zinc, dimana sisa debu zinc yang tidak terpakai 
ditimbun di halaman UD.Kumia, sehingga terjadi pelindihan air hujan terhadap abu 
zinc yang masuk ke aliran bawah tanah yang menuju arah utara perumahan penduduk 
Rt.004/0l Kelurahan Munjul Kec. Cipayung, Jakarta Timur, dan akibatnya sumur
sumur yang merupakan sumber air minum penduduk di sekitarnya tercemar. 

Tuntutan Pidana: 

36° Kumpulan Putusan Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang oleh Kementerian Lingkungan Hidup 
pad a T ahun 2004. 
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1 ).Menyatakan terdakwaMaslan Helmi bersalah melakukan tindak pi dana "dengan 
sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau 
perusakan lingkungan hidup, yang dilakukan berulang kali sebagai perbuatan 
berlanjut" Sebagaimana diatur dalam pasa164 (1) KUHP jo. Pasal41 (I) Undang
undang Nomor: 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup, dalam 
Surat Dakwaan Primair. 

2).Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Maslan Helmy dengan pidana penjara 
selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,-- (sepuluh juta rupiah) 
Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. 

Amar Putusan Pemidanaan oleh hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timor: 

Dasar hukum yang dipergunakan oleh Pengadilan Negeri ini dengan 

memperhatikan pasal 64 (I) KUHP jo. Pasal 43 (I) UU Nomor 23 Tahun 1997 

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan amar sebagai berikut : 

I) MenyatakanTerdakwa Maslan Helmy seperti tersebut di atas, tidak terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah bersalah melakukan perbuatan pidana 
sebagaimana didakwakan pada dakwaan primair; 

2) Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair; 
3) Menyatakan Terdakwa Maslan Helmy seperti tersebut diatas, terbukti secara 

sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana mengangkut, 
menyimpan dan memperdagangkan bahan berbahaya dan/atau beracun yang 
dilakukan secara berlanjut" 

4) MempidanakanTerdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) 
bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- lima juta rupiah) Subsidair 2 (dua) 
bulan kurungan; 

5) Menyatakan hukuman penjara tersebut tidak akan dijalani kecuali dalam masa 
percobaan 2 (dua) tahun Terdakwa karena melakukan perbuatan pidana lain 
dinyatakan bersalah oleh Hakim; 

Pertimbangan Pemidanaan oleh hakim pada Pengadilan Tinggi Jakarta : 

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Rl. 
Tanggal 25 Oktober 2002 No.KMA/6351X/2002 bahwa perkara a quo menyangkut 
kehidupan masyarakat sekarang maupun yang akan datang untuk mendapatkan 
kehidupan yang sehat, lingkungan yang bersih, maka pemidanaan yang akan 
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dijatuhkan kepada Terdakwa disamping terdapat hal-hal yang memberatkan seperti 
dalam pertimbangan pengadilan tingkat pertama, juga bertujuan : 

I) Pencegahan/preventif agar orang lain tidak dengan gampang dan seenaknya 
melakukan usaha seperti Terdakwa serta menjamin ketertiban umwn (recht 
orde) untuk memperingatkan. 

2) Untuk mendidik bagi terdakwa sendiri, agar sadar bahwa perbuatannya 
sesungguhnya amat membahayakan lingkungan. 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan 

Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 25 Juni 2002 Nomor.17/Pid.B/2002/PN. 
Jkt. Tim yang dimohonkan banding perlu diperbaiki sekedar memisahkan seseorang 
yang dinyatakan bersalah dimasukkan dalam penjara tetapi mempunyai tujuan yang 
lebih sehingga putusan yang semula merupakan pidana percobaan dirubah menjadi 
pidana penjara, sehingga amar putusan selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah 
ini36t. 

Amar putusan Pemidanaan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta: 

Dasar hukum yang dipergunakan dengan mengingat dan memperhatikan pasal 

dari undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara 

ini tanpa menyebut undang-undang mana, dengan amar sebagai berikut : 

Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut; 
I) Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 25 Juni 2002 

Nomor: 17/Pid.B/2002/PN .Jak. Tim yang dimohonkan banding, sehingga amar 
putusan selengkapnya sebagai berikut: 

2) Menyatakan Terdakwa Maslan Helmy seperti tersebut di atas, tidak terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah me1akukan perbuatan pidana 
sebagaimana didakwakan pada dakwaan primair; 

3) Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan primair; 
4) Menyatakan Terdakwa Maslan Helmy seperti terse but di atas, terbukti secara 

sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "mengangkut, 
menyimpan dan memperdagangkan bahan berbahaya dan/atau beracun yang 
dilakukan secara berlanjut; 

5) Menghukwn Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) 
bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,-- (lima juta rupiah) Subsidair 2 (dua) 
bulan kurungan; 

Analisis Teori terhadap Pertimbangan dan Pemidanaan : 

361 .Pertimbangan pemidanaan dalam Putusan Nomor: 164/Pid/2002/PT. DKI tertanggal20 Nopember 
2002. 
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Dalam putusan Pengadilan Tinggi Jakarta ini tampak dalam pertimbangan 

pemidanaannya telah berupaya menerapkan filsafat pemidanaan dan tujuan 

pemidanaan, tetapi pertimbangan tujuan pemidanaannya masih lebih cenderung 

kepada tujuan pemidanaan yang bersifat penjeraan, belum menggambarkan ke arah 

pemulihan kelestarian fungsi lingkungan dan perlindungan korban. Hal ini terbukti 

dari amar putusan yang menjatuhkan pi dana penjara terhadap terdakwa selama I 0 

bulan. Sedangkan dendanya relatif kecil hanya sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta 

rupiah), denda ini belum memadai untuk dipergunakan oleh pemerintah maupun 

masyarakat korban untuk biaya pemulihan media lingkungan yang telah tercemar. 

Dengan demikian putusan pemidanaan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta ini belum 

memenuhi atau mendekati penerapan asas "pencemar membayar" (polluter pays 

principle). Serta dalam putusan tersebut tidak menyinggung sama sekali sanksi 

tindakan sebagaimana diatur dalam pasal 47 UUPLH. 

2). Perkara Pidana Lingkungan No.161/Pid.B/2003/PN. Bale Bandunlf62
• 

Kasus Posisi : 
PT. Gladia Lestari Parahyangan (PT. Gladiatex) perusahaan industri tekstil 

telah membuang limbah cair ke sungai Cimahi tanpa diproses lebih dahulu melalui 
IPAL I (proses chemika) dan IPAL II (Proses Biologis) sampai memenuhi Baku 
Mutu yang ditetapkan berdasarkan SK. Gubernur KDT I Jawa Barat No.6 Tahun 
1999 antara lain BOD: 60 mg/L, COD: 150 mg!L; PH: 6.0-9.0 dll. 
Berdasarkan laporan hasil analisa Laboratorium PT. Superintending Company of 
Indonesia (PT. Sucofindo) No.3077302 telah teridentifikasi limbah PT. Gladia Lestrai 
Parahyangan dari outlet ke sungai dengan hasil antara lain BOD: 201,79 mg/1; COD: 
531,02 MG/l; PH: 10, 77. Dimana terdakwa I. Drs. Antonius Kasri Kassa Bin Yunus 

362.Kumpulan Putusan Tindak Pidana Lingkungan Hidup oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada 
tahun2004. 
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Kassa, sebagai Kepala Bagian Umum yang bertugas memelihara bangunan pabrik 
dan melaksanakan operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Terdakwa 
2. Drs. Daniel Diaz Bin Endi Diaz bertugas antara lain mengontrol pelaksanaan 
IPAL dan Terdakwa 3. Eri Ramdani Bin Cahyadi S sebagai Kepala Bagian Utility 
bertugas menyediakan uap air, angin, perbaikan-perbaikan mesin, pemasangan 
instalasi-instalasi uap, air dan IP AL. 

Tuntutan Pidana (Requisitoir) : 

1).Menyatakan para Terdakwa: Terdakwa 1. Drs. Antonius Kasri Kassa Bin Yunus 
Kassa, Terdakwa 2. Drs. Daniel Diaz Bin Endi Diaz dan Terdakwa 3. Eri Ramdani 
Bin Cahyadi S. bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sarna secara melawan 
hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran 
dan/atau perusakan lingkungan hidup" sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat (1) 
jo. Pasal 46 Undang-undang nomor: 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup jo. Pasal 55 ayat (1) ke - le KUHP sebagaimana dalam 
dakwaan primair kami. 

2).Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa: Terdakwa 1. Drs. Antonius Kasri 
Kassa Bin Yunus Kassa, Terdakwa 2. Drs. Daniel Diaz Bin Endi Diaz dan 
Terdakwa 3. Eri Rarndani Bin Cahyadi S. masing-masing denga pidana penjara 
selarna 1 (satu) tahun 6 ( enam) bulan dengan perintah Para Terdakwa ditahan. 

3).Menetapkan agar Para terdakwa dibebani membayar denda masing-masing 
sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan 
kurungan. 

Pertimbangan Pemidanaan oleh majelis hakim pada PN. Bale Bandung : 

Pertimbangan pemidanaan oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung 1m 

berkaitan dengan aspek sosial ekonomi yaitu kontinuitas dari perusahaan dan nasib 

buruh 2000 orang, sebagai alasan untuk tidak memasukkan terdakwa ke lembaga 

Pemasyarakatan, namun terdakwa harus menjaga dirinya dan kinelja perusahaan serta 

tanggungjawabnya pada masyarakat dan Iingkungan demi terlaksananya 

pembangunan berkelanjutan. Majelis menaikkan denda dalam amar putusannya dari 

tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp. 2.500.000,- menjadi masing-masing 
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terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- dengan alasan agar setimpal dengan perbuatan 

para terdakwa. 

Amar Putusan Pemidanaan : 

Dasar hukum yang dipergunakan dengan memperhatikan UU Nomor 8 Tahun 

1981 tentang KUHAP, UU No.23 Tahun 1997 tentang Penge1o1aan Lingkungan 

Hidup, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. Kep.51/MENLHI10/1995 tentang 

Baku Mutu Limbah Cair Industri di Jawa Barat, serta peraturan-peraturan lain yang 

bersangkutan, dengan amar putusan sebagai berikut : 

1) Menyatakan Terdakwa 1. Drs. Antonius Kasri Kassa Bin Yunus Kassa, 
Terdakwa 2. Drs. Daniel Diaz Bin Endi Diaz dan Terdakwa 3. Eri Ramdani 
Bin Cahyadi S. tidak terbukti secara sah dan rneyakinkan bersalah rne1akukan 
tindak pidana sebagairnana didakwakan pada dakwaan prirnair dan subsidair, 
oleh karena itu rnernbebaskan ketiga orang Terdakwa dari dakwaan prirnair 
dan &ubsid!lir t~rs~but, 

2) Menyatakan Terdakwa 1. Drs. Antonius Kasri Kassa Bin Yunus Kassa, 
Terdakwa 2. Drs. Daniel Diaz Bin Endi Diaz dan Terdakwa 3. Eri Ramdani 
Bin Cahyadi S. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah rne1akukan 
tindak pidana "Karena Kealpaannya rnelakukan perbuatan yang menyebabkan 
tercemarnya Lingkungan Hidup"; 

3) Mertghtiktirti Tetdakwa 1. Dts. Antonius Kasri Kassa Birt YUrtus Kassa, 
Terdakwa 2. Drs. Daniel Diaz Bin Endi Diaz dan Terdakwa 3. Eri Ramdani 
Bin Cahyadi S. dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, 
dertgan keterttiilirt bahwa pidarta tetsebut tidak petlu dijalartkart, kecuali jika 
kernudian hari dalam putusan Hakim ditentukan lain, yaitu karena Para 
Terdakwa dipersalahkan rnelakukan suatu perbuatan pidana sebelum berakhir 
masa percobaan se1ama 2 ( dua) tahun; 

4) Menghukum juga ketiga Terdakwa agar rnembayar denda masing-masing 
sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan 
kurungan; · 

Analisis Teori terhadap Pertimbangan Pemidanaan dan sanksi : 

Melihat pertirnbangan perrtidanaan oleh majelis hakim dalam perkara tersebut, 

telah mempertirnbangkan pembangunan berkelanjutan, namun pertirnbangan tersebut 
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belum terimplementasikan dalam amar putusan, kecuali denda lebih besar dari 

tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tidak menyinggung tindakan tata tertib sebagaimana 

dalam pasal 47 UUPLH, meskipun para terdakwa dituntut selaku pengurus dari 

perusahaan. Sehingga putusan tersebut bel urn sepenuhnya berpihak pada kepentingan 

pelestarian fungsi lingkungan hidup. 

3). Perkara Pidana Lingkunga~ada Pengadilan Negeri Medan Nomor 
2714/Pid.B/2002/PN. Medan . 

Kasus Posisi : 

Terdakwa I Sumito sebagai Direktur utama dan Terdakwa II K.Darsono 
Halirn sebagai Manager Pabrik perusahaan PT. Everbright. Perusahaan tersebut 
memproduksi battery sel kering dengan mempergunakan bahan Karbon hitam, Seng 
Klorida (ZnCL), Mangan Klorida (MnCL), Amoniak Klorida dan Mercuri Klorida 
(HgC!). Telah membuang limbah cair ke sungai Krio Kabupaten Deli Serdang 
dimana berdasarkan hasil analisis Laboratorium Riset Pusarpedal Serpong 
Nomor.231 A-B/ AIDAL/06/2000 tertanggal 17 Juli 2000, terdeteksi dari : 

dalam air limbah saluran pembuangan setelah IP AL diketahui : 
COD : 40,6 mg/1 ; TSS : 3,0 mg/1 ; MH3 : 0,358 mg/1 ; Minyak dan lemak : 
1,0 mg/l ; Seng(Zn) sebesar 1,52 mg/l ; Mercury (alat rusak) ; Mangan(Mn) : 
0,065 mg/l. unsur-unsur tersebut telah melewati Baku Mutu Lirnbah Industri 
yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup 
Nomor.Kep-51/MEN/LH/10/1999 yakni COD : 30 mg/l dan Seng (Zn) : 0,8 
mg/1 (Bahan Berbahaya dan Beracun). 

- Lumpur dari saluran domestik I mengandung Zink (Zn) : 21,1 mg/1, 
Mercuri(Hg): 0,2 mg/l dan mangan(Mn): 24,7 mg/1 

- Lirnbah padat mengandung merkuri (Hg) dan Seng (Zn) yang ditumpuk di 
alam terbuka tanpa atap yang sewaktu-waktu kena hujan dan mengalir ke 
saluran domestik I, limbah tersebut kemudian dijual kepada PT. Kompos 
untuk dijadikan pupuk, yang seharusnya dikirim ke Perusahaan Pengolahan 
Lirnbah B3. 

363 Kumpulan Putusan Tindak Pidana Lingkungan Hidup oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada 
tahun 2004. 
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Tuntutan pidana (Requisitoir) : 

Menyatakan bahwa Terdakwa-terdakwa Sumito dan Terdakwa K. Darsono 
Halim terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Pencemaran Lingkungan Hidup" 
sebagaimana pasal 43 (I) yo pasal I (12), pasal 46 (1), pasal 47 Undang-undang 
Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yo pasal 55 (1) ke 1 
KUHP dalam dakwaan Subsidair, dan menuntut agar Terdakwa-terdakwa dipidana 
dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan membebankan 
kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar denda sebesar Rp. 
300.000.000,-- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 ( enam) bulan kurungan sedangkan 
barang bukti dirarnpas untuk dimusnahkan serta membebankan biaya perkara kepada 
Terdakwa-terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,-- (lima ribu rupiah). 

Pertimbangan Pemidanaan oleh hakim pada Pengadilan Negeri Medan : 

Dalam pertimbangan Pengadilan ini hanya mencantumkan hal-hal yang 

memberatkan dan hal-hal yang meringankan . Hal-hal yang memberatkan : bahwa 

terdakwa-terdakwa tidak memperhatikan dan tidak mendukung program pemerintah 

di dalam pengelolaan lingkungan, dan tindakan terdakwa-terdakwa dapat 

menyengsarakan masyarakat. Hal-hal yang meringankan: Terdakwa-terdakwa belum 

pemah dihukum, terdakwa-terdakwa berlaku sopan di persidangan, terdakwa-

terdakwa telah berusaha memperbaiki sarana IP AL di Perusahaan tersebut. 

Amar Putusan Pemidanaan oleh Pengadilan Negeri Medan : 

Dasar hukum yang dipergunakan dalarn putusan ini dengan memperhatikan 

ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya pasal 

43 (1) yo pasal 1 (12) pasal46(1), pasal47 UU Nomor 23 Tahun 1997, pasal 55 (1) 

ke-12 KUHP, serta aturan lain yang bersangkutan sepanjang masih berlaku, dengan 

amar sebagai berikut : 
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1) Menyatakan bahwa Terdakwa-terdakwa Sumito dan Terdakwa K. Darsono 
Halim tersebut diatas tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana 
didakwakan dalam dakwaan Primair; 

2) Membebaskan Terdakwa-terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut; 
3) Menyatakan bahwa Terdakwa-terdakwa Sumito dan Terdakwa K. Darsono 

Halim Terdakwa-terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana: Secara bersama-sama dengan sengaja dan 
dengan melanggar Undang-undang melepas atau membuang zat, energi dan 
atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas tanah atau ke 
dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, padahal 
mengetahui atau sangat beralasan menduga bahwa perbuatan tersebut dapat 
menimbulkan pencemaran lingkungan atau membahayakan kesehatan umum 
atau nyawa orang lain 

4) Menghukum Terdakwa-terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 
masing-masing selama 1 (satu) tahun. 

5) Menghukum Terdakwa-terdawa secara tanggung menanggung untuk 
membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,-- (seratus juta rupiah), subsidair 4 
(empat) bulan kurungan. 

Analisis Teori terhadap Pertimbangan Pemidanaan dan sanksi yang dijatuhkan 
oleh Majelis Hakim: 

Dalam pertimbangan Pengadilan ini sama sekali tidak menyinggung filsafat 

pemidanaan, teori dan tujuan pemidanaan dalam kaitannya dengan pelestarian 

lingkungan kecuali hanya mencantumkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal 

yang meringankan dan akhirnya majelis menjatuhkan pidana penjara dan denda jauh 

lebih ringan dari tuntutan Jaksa. 

Alasan pertimbangan pengurangan pidana penjara dan denda yang jauh lebih 

ringan dari tuntutan Penuntut Umum tersebut, tidak tampak dalam pertimbangan 

putusan pengadilan, sehingga secara logika sangat sulit melihat apa parameter 

pengurangan pidana tersebut. Dan selain itu meskipun dalam dakwaan dan tuntutan 

Jaksa Penuntut Umum serta dalam putusan pengadilan mencantumkan ketentuan 
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pasal 47 UUPLH, tetapi dalam tuntutan jaksa (requisitoir) maupun dalam amar 

putusan hakim (von is) tidak terdapat sanksi tindakan tata tertib dimaksud, dan 

akhirnya sanksi sebagaimana dalam requisitoir dan amar putusan tersebut hampir 

sama dengan sanksi dalam amar putusan kasus-kasus tindak pidana umum seperti 

dalam KUHP. 

Pertimbangan Pemidanaan oleh hakim pada Pengadilan Tinggi Medan atas 
Perkara Nomor 181/Pid/2003/PT.Mdn.- tanggal 10 Juli 2003 jo.Putusan Nomor 
2714/Pid.B/2002/PN.Mdn.- tgl.lO Maret 2003364

: 

Dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Medan mengatakan bahwa sekalipun 

perbuatan yang didakwakan telah terbukti, akan tetapi tentang pengenaan pidana 

terhadap terdakwa terdakwa tidak tepa!, karena sesuai dengan ketentuan pasat 49( I) 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 yang menentukan : " selambat-lambatnya 

S(lima) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini setiap usaha dan/atau 

kegiatan yang Ielah memiliki izin, wajib menyesuaikan menurut persyaratan 

berdasarkan undang-undang ini" mengandung pengertian bahwa kepada para 

Pengusaha atau yang melakukan kegiatan yang Ielah memiliki izin, diberi kesempatan 

untuk membuat baru atau memperbaiki/menyempumakan atau mengadakan apabila 

sebelumnya tidak ada instalasi pengolahan limbah pabrik, sehingga limbah yang 

terbuang tidak merusak lingkungan. Maka dengan dimulainya penyidikan pada 

tanggal 13 Maret 200 I oleh penyidik pegawai negeri sipil Bapedalda Sumatera Utara, 

364 Kumpulan Putusan Tindak Pidana Lingkungan Hidup oleh Kementerian Lingkungan Hid up pada 
tahun2004. 
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tenggang waktu sebagaimana ditentl,lkan dalam pasal 49 ayat (1) Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 1997 belum terlewati, karenanya tuntutan terhadap terdakwa-

terdakwa belum waktunya (premature). 

Amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan: 

Dasar hukum yang dipergunakan dalam putusan Pengadilan Tinggi ini dengan 

memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 dan ketentuan 

hukum serta Undang-undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini, dengan amar 

sebagai berikut : 

1) Menerima permintaan banding dari Terdakwa-terdakwa tersebut; 
2) Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Maret 2003 

Nomor: 2714/Pid.B/2002/PN.Mdn.- yang dimintakan banding dan, 
3) Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa-terdakwa terbukti, 

tetapi perbuatan itu tidak merupakan perbuatan pidana; 
4) Melepaskan Terdakwa-terdakwa dari segala tuntutan hukum; 
5) Memulihkan hak Terdakwa-terdakwa dalam kemarnpuan, kedudukan dan 

harkat serta martabatnya; 

Analisis Teori terhadap Pertimbangan Pemidanaan dan Amar Putusan : 

Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini telah menyatakan melepaskan 

tuntutan terhadap terdakwa-terdakwa dengan mendasarkan putusannya pada pasal 49 

UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang peraturan peralihan mengenai penyesuaian 

pengurusan perizinan, ketentuan ini sebenarnya bukanlah alasan melepaskan 

pertanggungjawaban pidana. Karena alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana 

telah diatur secara umum dalam KUHP yaitu dalam pasal 44, 48, 49 ayat (I ),(2), 50, 

51 ayat (1), (2), yang berlakujuga terhadap tindak pidana di luar KUHP. 
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Pembebasan terdakwa dari hukuman (pemidanaan) bukan ranah analisis 

dalam disertasi ini, sehingga putusan tersebut harus dihormati dan apa yang telah 

diputuskan oleh pengadilan tinggi ini harus dianggap sebagai kebenaran (res judicata 

pro veritate habetur ) kecu;I[i putusan yang Iebih tinggi membatalkannya. 

Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 617/K/Pid/2004 tanggal 

24 Oktober 2004 jo Putusan Nomor 181/Pid/2003/PT.Mdn tanggal 10 Juli 2003 

jo.Putusan Nomor 2714/Pid.B/2002/PN.Mdn tgl.10 Maret 2003 365
. 

Pertimbangan putusan Mahkamah Ag\lllg telah menguatkan putusan 

Pengadilan Tinggi Medan. Seperti telah dikatakan di atas bahwa pembebasan 

pemidanaan bukan ranah analisis dalam disertasi ini, sehingga putusan Mahkamah 

Agung tersebut harus dihormati. 

4). Perkara Pidana Lingkungan Nomor.13/Pid.B/20041PN.Sumedang366
• 

Kasus Posisi : 

Terdakwa I Tan Agustinus Harsono selaku Direktur Utama dan Susila Respati 
Yulianto selaku Kabag Umum penanggungjawab Ipal pada perusahaan PT. Pajajaran 
Intemusa Textile memproduksi tekstil telah membuang limbah cair secara by pass ke 
sungai Citarik yang mengakibatkan matinya berbagai temak dan unggas yakni kerbau 
10 ekor, bebek dan entok 789 ekor. Dari hasil pemeriksaan Iaboratorium terhadap 
sampellimbah dari Ejluen : BODS : 110 ppm ; COD : 289 ppm ; TSS : 113 ppm ; PH 
: 9,7. Dari saluran Inlet : BODS : 1S3 ppm; COD : 412 ppm; TSS : 23 ppm dan 
PH ; 1 0,0. Dari saluran Outlet : BODS : 137 ppm ; COD ; 358 ppm ; TSS :. 178 
ppm. Limbah yang dibuang ke sungai tersebut telah melewati Baku Mutu Limbah 

365
• Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 2007. Eksaminasi Putusan MA Nom or 61 "7/K/Pid/2004 

tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup , Jakarta. 
366 

• Kumpulan putusan Tindak Pidana Lingkungan Hidup oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada 
tahun 2004. 
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industri sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat 
Nomor 6 Tahun 1999 dengan standar: BOD5 : 60 ppm; COD: 150 ppm; TSS : 50 
ppm; PH: 6,0- 9,0. 

Tuntutan Pidana (Requisitoir) : 

I) Menyatakan Terdakwa Tan Agustinus Harsono dan Susila Respati Yulianto 
bersalah melakukan tindak pidana Pencemaran Lingkungan sebagaimana 
diatur pasal 46 (I) UU. No. 23/1997 dalam Surat Dakwaan atau Kedua ; 

2) Mengajukan pidana terhadap Terdakwa Tan Agustinus Harsono dan Susila 
Respati Yulianto dengan pidana penjara selama 6 ( enam) bulan Potong 
tahanan, Terdakwa supaya ditahan dan Denda Rp. 50.000.000,-- (lima puluh 
juta rupiah) Subsidair 2 ( dua) bulan; 

Pertimbangan Pemidanaan oleh hakim pad a Pengadilan Negeri Sumedang.: 

Dalam pertimbangan menyangkut pemidanaan mencanturnkan hal-hal 

memberatkan : perbuatan para terdakwa tela.h menghambat program pemerintah 

dalam pencegahan, pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup. 

Perbuatan para Terdakwa tela.h menunjukkan adanya kontribusi terhadap 

pencemaran media lingkungan air yang dapat meresahkan dan merugikan 

rnasyarakat. Hal-hal meringankan: bahwa para terdakwa belurn pernah dihukurn, 

mengakui terns terang perbuatannya sehingga rnernperlancar persidangan, rnenyesali 

perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar 

hukurn, para terdakwa telah mernberikan uang konpensasi kepada sebagian 

rnasyarakat yang terkena dampak air lirnbah PT. Padjadjaran Internusa Textile. 

Berdasarkan pertirnbangan-pertimbangan di atas Pengadilan Negeri Surnedang 

rnernandang pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa suda.h rnemenubi rasa 

keadilan masyarakat. 
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Amar Putusan pemidanaan oleh Pengadilan Negeri Sumedang: 

Dasar hukum yang dipergunakan dalam putusan ini memperhatikan pasal 43 

ayat (1) UU No,23 T:;~hun 1997 tentang Pengelol:;tan Lingkungan Hidup jo. Pasal 55 

ayat (!) ke 1 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal-

pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan amar sebagai 

berikut: 

1) Menyatakan bahwa Terdakwa-terdakwa Tan Agustinus Harsono dan Susila 
Respati Yulianto, dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut di atas 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
kejahatan "bersama-sama membuang zat, energi, dan komponen lain yang 
beracun masuk kedalam air permukaan, padahal mengetahui dapat 
menimbulkan pencemaran"; 

2) Menghukurn oleh karenanya para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara 
selama 6 (enam) bulan; 

3) Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali sebelum masa 
masa tenggang waktu 10 (sepuluh) bulan selesai dengan putusan hakim yang 
telah mempunyai kekuatan hukurn tetap para Terdakwa dinyatakan terbukti 
bersalah melakukan suatu tindak pidana kejahatan 

4) Menghukurn para Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 25.000.000,
- (dua puluh lima juta rupiah), dan apabila para Terdakwa tidak membayar 
denda tersebut, dapat diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 
2 ( dua) bulan; 

Analisis Teori terhadap Pertimbangan Pemidanaan: 

Pengurangan Pemidanaan (hukurnan) hingga hukuman percobaaan oleh 

majelis hakim dalam perkara ini secara urnum dapat dilihat dari pertimbangan atas 

hal-hal yang meringankan, diantaranya bahwa para terdakwa telah membayar 

konpensasi kepada para korban. Namun pemidanaan tersebut baik dalam requisitoir 

Penuntut umum maupun dal:;1m :;1mar putusan hakim masih bel urn jauh bedany& dqri 

pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana umum seperti dalam KUHP, tuntutan 
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maupun putusan belum sepenuhnya mendekati karakteristik pemidanaan yang 

diinginkan dalam UUPLH kecuali mengenai denda yang dijatuhkan dalam perkara 

tersebut relatifbesar. 

5). Pemidanaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung 
No.50/Pid.B/2004/PN.BB tertanggal6 Mei 2004367

• 

Dalam perkara pidi;Ula lingkungi;Ul atas nama terdakwa I Rino Turino 
Chernawan bin Chernawan selaku Direktur Utama PT. Senayan Sanang Makmur dan 
Terdakwa II Djuwito bin Margono selaku Kabag. Maintenance PT. Senayan Sandang 
Makmur , kedua terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana 
diatur dan diancam dalam pasal 44 ayat (I) jo. Pasal 46 UU Nomor.23 Tahun 1997 
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan kwaliflkasi : "Dengan melanggar 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena kealpaannya melakukan 
perbuatan membuang zat yang berbahaya ke dalam air permukaan, padahal 
mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaranlperusakan 
lingkungan hidup". Kedua terdakwa dipidana penjara masing-masing selama 
4(empat) bulan dengan masa percobaan 8(delapan) bulan dan membayar denda Rp. 
I 0.000.000,-(sepuluh juta rupiah) subsidair (pi dana pengganti) 2( dua) bulan 
kurungan. 

6).Pemidanaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 
.51/Pid.B/2004/PN. BB tertanggal13 Mei 2004368 

• 

D<J.Iam perkara pidana lingkungan atas nam<J. Terdakwa I Chu Chu Jung alias 
Kevin Chu selaku Presiden Direktur PT. Multi Growth dan Terdakwa II Ora Erna 
Rosmalia selaku Manager Personalia dan Umum PT. Multi Growth, kedua terdakwa 
dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagairnana diatur dan diancam dalam 
pasal 42 ayat (I) jo.Pasal 46 UU No.23 Tahun 1997 tentang PLH Jo. Pasal 55 ayat(l) 
ke-le KUHPidana yang dikwaliflkasi : "Karena kealpaannya melakukan perbuatan 
yang menyebabkan tercemarnya lingkungan hidup". Terdakwa I dipidana penjara 
selama 5(lima) bulan dengan rnasa percobaan selama IO(sepuluh) bulan dan 
Terdakwa II dipidana penjara selama 3(tiga) bulan dengan masa percobaan selama 
6(enam) bulan .. Dan menghukum pula kedua terdakwa membayar denda sebesar 
Rp.l 0.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dengan subsidair ( hukuman pengganti) berupa 
kurungan selama 2(dua) bulan. 

367 

, .. Kumpulan Putusan Tindak Pidana Lingkungan Hidup oleh Kementerian Lingkungan Hidup 
pada tahun 2004. 
Ibid. 2004. 
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7). Pemidanaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timor 
Nomor.269/Pid.B/2004/PN. Jaktim.- tertangga123 Juni 2004369

• 

Dal<UTI p~rkara pidana lingkungan atas nama Terdakwa Le~ Chiang Huat 
Stanley selaku General Manager PT. Guru Indonesia, terdakwa dinyatakan bersalah 
melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan dianc<UTI da!<UTI pasal 44 ayat (I) 
UU No.23 Tahun 1997 tentang PLH yang dikwalifisir : "Melakukan perbuatan 
pengolahan dan pembuangan limbah yang tidak memenuhi syaraf' . Terdakwa 
dijatuhi pidana penjara se!<UTia 3(tiga) bulan dengan masa percobaan se!<UTia 
IO(sepuluh) bulan dan didenda sebesar Rp. 10.000.000.-(sepuluhjuta rupiah) dengan 
hukuman pengganti (subsidair) berupa kurungan 3(tiga) bulan. 

Analisis Teori terhadap amar putusan ketiga Putusan Pemidauaan : 

Dal<UTI data ke tiga buah perkara terakhir ini hanya disajikan petikan putusan 

(extract vonis). Dan tampak b<iliw~;~, p~midanaan dal<UTI <UTiar putusan t~rsebut juga 

tidak memiliki karakteristik sebagai suatu putusan yang bertujuan memperhatikan 

kelestarian fungsi lingkungan, karena selain denda relatif kecil juga tidak ada sanksi 

tindakan m~skipun terdakwa s~laku pengurus korporasi bertindak untuk dan atas 

kepentingan korporasi. 

Rangkuman Analisis : 

Analisis Utilitarian th~ory (T~ori Tujuan ~;~,ti;\u Manfaat) 

1) Sebagian besar Pemidanaan dal<UTI putusan-putusan pengadilan di atas 

cenderung menjatuhkan pidana kepada terdakwa baik pelaku secara individu 

maupun p~lakunya sebagai p~ngurus /p~nanggungjawab Korporasi yang 

bertindak untuk kepentingan korporasi, dengan pidana penjara atau pidana 

penjara percobaan dan denda dengan hukuman kurungan pengganti, sehingga 

369 Ibid 2004. 
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putusan-putusan tersebut tak ubahnya seperti putusan terhadap pelaku atas 

kejahatan umum seperti dalam KUHP. Dalam sebagian besar putusan-putusan 

tersebut dendanya relatif kecil. Denda yang sangat kecil atau rendah, berarti 

kurang memperhatikan asas-asas hukum lingkungan yakni asas pencemar 

membayar (polluter pays principle). 

2) Requisitoir dan putusan-putusan pengadilan negeri maupun putusan 

pengadilan Tinggi, hingga putusan Mahkamah Agung tidak memperlihatkan 

pemidanaan tindak pidana lingkungan yang memiliki karakteristik tersendiri 

yang dapat diharapkan menggambarkan upaya rehabilitasi atau pelestarian 

fungsi lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan pelaksanaan 

pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Tujuan dan manfaat 

yang sangat spesifik dalam penanggulangan kejahatan tindak pidana 

lingkungan yaitu merehabilitasi lingkungan yang telah rusak atau tercemar 

akibat perbuatan pelaku kejahatan karena selaku korban dalam hal ini adalah 

lingkungan itu sendiri, yang sangat potensil dalam kehidupan manusia dan 

sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dalam menunjang pembangunan 

berkelanjutan belum ada dikonkritkan dalam amar putusan-putusan 

Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung meskipun dalam beberapa 

pertirnbangan putusan menyinggung tujuan dan manfl\llt tersebut. 

Analisis Teori Pemidanaan Alternatif. 

1) Kebijakan pemidanaan yang dimiliki oleh hakirn dalam kas1,1s-kas1,1s 

lingkungan di atas, baru sampai sebatas pada keleluasaan penjatuhan berat 
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ringannya pidana penjara dan denda, namun masih bergantung pada jenis 

pidana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam 

requisitoimya, Majelis hakim bel urn sampai kepada keleluasaan memilih jenis 

pi dana lain, umpamanya menjatuhkan sanksi altematif berupa sanksi tindakan 

meskipun hal tersebut telah diatur dalam pasal 47 UU Nomor 23 Tahun 1997 

tentang PLH dan bahkan dicantumkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut. 

Begitu jug dalam tuntutan (requisitoir) jaksa tidak pemah menuntut sanksi 

berupa tindakan tertentu (maatrege[), meskipun dalam surat dakwaan dan 

requisitoir dicantumkan ketentuan pasal47 UUPLH. 

2) Sanksi tambahan berupa sanksi tindakan sebagaimana dalam pasal 4 7 

UUPLH No. 23 Tahun 1997 tidak pemah diterapkan, meskipun sebenamya 

dapat dijadikan sebagai pidana altematif sesuai karakteristik jenis perbuatan 

yang dilanggar dalam undang-undang lingkungan guna mempertahankan 

pelestarian fungsi lingkungan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan 

pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Karena sanksi 

tindakan (maatrege[) dalam hukum pidana merupakan ciri hukum pidana 

modem dan sekaligus berfungsi untuk mengindividualisasi sanksi pidana 

terhadap berbagai pelaku tindak pidana, tidak pemah diterapkan dalam 

praktek pemidanaan. 

Analisis Diskresi Hakim dan Precautionary Principle. 

I) Diskresi atau keleluasaan Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam kasus

kasus di atas baru hanya sebatas berat ringannya hukuman termasuk 
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penjatuhi'l!l pidi'llla penjara percobai'l!l , namun ada dii'llltara bebera,pa putus:o~n 

tersebut yi'lllg tidak menyebut dasar hukum pemidi'l!laan, dengan hanya 

menyebut Undang-undang tanpa menyebut pasal dan bahkan tanpa menyebut 

nomor undi'l!lg-undi'l!lg sama sekali, sehingga putusan tersebut bila dilihat dari 

ketentuan pasal 25 ayat 1 UU Nomor 4 tahun 2004 sebagai perobahan dari 

UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan 

pasal 197 KUHAP merupaki'l!l suatu putusi'l!l yang bata1 demi hukum. 

2) Hakim dengan diskresi yang dimilikinya dalam kasus-kasus di atas belum ada 

yang menjatuhkan kumu1asi pidana denda yang relatif besar serta ditambah 

sanksi tindakan (maatregel) sebagai alternatif terhadap pidana penjara, yang 

memberi manfaat langsung yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi 

pelestarian lingkungan hidup, dengan pertimbangan-pertimbangan yang 

cukup rasional, dengi'l!l aspek pertimbi'l!lgan tujuan pemidanaan, teori 

pemidanaan, dan filsafat pemidanaan, serta pertimbangan keadaan jahat dan 

buruk sebagaimana dalam ketentuan pasal 28 ayat 2 UU Nomor 4 tahun 2004 

seb:o~gai perobahan dari U1) Nomor 14 Tahun 1970 tenti'lllg Kek\lasai'lll 

Kehakiman dan keadaan yang mernberatkan dan meringankan terdakwa 

sebagaimana dalam ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf f. KUHAP. 

2. Analisis Penunjang Hasil Jawaban Daftar Pertanyaan Tertutup 

(Questioner) Responden aparatur Penegak Hukum Pidana Lingkungan. 

Profesi: 
a. Hakim Pengadilan Negeri (hakim tingkat pertama) 
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b. Jaksa /f>enuntut Umwn 
c. Polisi!Penyidik 
d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup 
e. Pegawai Dinas Lingkungan Hidup 
f. PPNS Instansi lainnya (Kantor Bea Cukai ) 
g. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di bidang Lingkungan. 

Tabel. 2 : Matrik Hasil Research atau Hasil Jawaban dari Daftar 
Pertanyaan Tertutup dari Beberapa Responden yang Berprofesi di 
Bidang Hukum Mengenai Penegakan Hukum Pidana Lingkungan370

• 

No. Pertanyaan Jawaban Responden Total 
1 Yang telah memahami a. Ya 33 orang (77%) 43 

hukwn lingkungan b. Sepintas 10 orang (23%) 
c. Tidak (100%) 

sam a . (0%) 
sekali : 

2. Yang telah memahami a. Ya 33 orang (77%) 43 
Penegakan Hukum Pi dana b. Sepintas 10 orang (23%) 
Lingkungan . c. Tidak - (0%) (100%) 

sam a 
sekali 

3. Yang setuju dengan pendapat a. Ya 31 orang (72%) 43 
yang mengatakan bahwa b. Tidak 12 orang (28%) 
penjatuhan pidana yang setuju (100%) 
seberat-beratnya akan dapat 
mengurang1 tindakan 
pencemaran dan a tau 
perusakan lingkungan 

4. Yang setuju penjatuhan a. Ya 38 orang (88%) 43 
pidana penjara harus selalu di b. Tidak 5 orang (12%) (100%) 
barengi dengan pidana denda. Setuju 

5. Yang setuju terhadap pelaku a. Ya - 43 
tindak pi dana pencemaran b. Tidak 43 orang 
dan atau perusakan Setuju (100%) (100%) 
lingkungan, cukup dijatuhi 
hanya pi dana denda saJa 

370 Daftar Pertanyaan Diedarkan dan dikumpulkan dari responden pada tanggal24 Agustus 2005 di 
Pusarpedal KLH ,Serpong dan di Hotel Bidakara, Jakarta pada tanggal31 Agustus 2005. 



341 

--

dengan alasan yang 
mengatakan bahwa tindak 
pidana lingk:ungan termasuk 
tindak pidana ekonomi 
(economic crime). 

6. Yang setuju dengan pendapat a. Setuju 5 orang (12%) 43 
yang mengatakan bahwa b. Tidak 38 orang (88%) (100%) 
hukum lingk:ungan Setuju 
berorientasi pada lingkungan 
itu sendiri ( environtmental 
oriented) sehingga tidak perlu 
memenjarakaan pelaku tindak 
pi dana seberat-beratnya, 
sehingga yang diprioritaskan 
pidana denda sebagai insentif 
guna biaya perbaikan 
lingkungan yang telah 
tercemar dan/atau rusak 
akibat tindak pidana tersebut. 

7. Yang setuju dengan pendapat a. Ya 30 orang (70%) 43 
yang mengatakan bahwa efek b. Tidak 13 orang (30%) (100%) 
pidana penjara tidak terukur setuju 
daJam tujuan peroidanaan 
dalam penegakan hukum 
lingkungan . 

Keterangan : 

Hasil jawaban daflar pertanyi;lall tertutup sebagaimana dikatakan dalam bab 

terdahulu hanya sebagai penunjang, oleh sebab itu sebagai suatu penelitian hukum 

normatif maka jurnlah jawaban terhadap pertanyaan yang terdapat dalam daftar 

pertanyaan ini tidak mengikat tetapi hanya sebagai pembobotan berdasarkan kualitas 

jawaban. Dari hasil research terhadap sejumlah 43(empat puluh tiga) orang aparat 

penegak hukum yang terkait dengan penegakan hukum lingkungan meliputi : Hakim 

tingkat pertama, Jaksa, Polisi, PPNS Dinas Lingkungan, Pejabat Pegawai Negeri Sipil 
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pada Dinas Lingkungan, PPNS lain yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup dan 

lembaga swadaya Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup, seperti dalam tabel di 

atas tampak hal-hal sebagai berikut: 

1). Apakah saudara telah memahami Hukum Lingkungan? 

Jawaban: 

Dari jumlah 43 orang aparat penegak hukum tersebut di atas terdapat 33 orang 

(77%) yang memahami Hukum Lingkungan dan yang hanya memahami sepintas 

10 orang (23%). 

2). Apakah saudara telah memahami Penegakan Hukum Pidana Lingkungan ? 

Jawaban: 

Yang memahami penegakan hukum pidana sejumlah 33 orang (77%) dan 

memahami secara sepintas 10 orang (23%). 

3). Apakah saudara setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa penjatuhan 

pidana penjara yang seberat-beratnya, akan dapat mengurangi tindaka,n 

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan ? 

Jawaban: 

Yang setuju dengan pendapat yang menga,takan bahwa penjatuhan pid(lna yang 

seberat -beratnya akan dapat mengurangi tindakan pencemaran dan atau 

perusakan lingkungan sejumlah 31 orang (72%), dan yang tidak setuju 12 orang 

(28%). 

4). Apakah saudara setuju penjatuhan pidana penjara harus selalu dibarengi pidana 

denc4? 
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Jawaban: 

Yang setuju penjatuhan pidana penjara selalu dibarengi pidana denda 38 orang 

(88%), dan yang tidak setuju 5 orang (12%). 

5). Apakah saudara setuju terhadap pelaku tindak pidana pencemaran dan atau 

perusakan lingkungan hidup cukup hanya dijatuhi pidana denda saja dengan 

alasan yang mengatakan bahwa tidak pidana lingkungan termasuk tindak pidana 

ekonomi? 

Jawaban: 

Yang setuju terhadap pelaku tindak pi dana pencemaran dan atau perusakan 

lingkungan hidup cukup hanya dijatuhi pidana denda saja dengan alasan yang 

mengatakan bahwa tindak pidana lingkungan termasuk tindak pidana ekonomi 

(economic crime) tidak ada (0%) , sedangkan yang tidak setuju sejumlah 43 

orang (100%). 

6). Apakah saudara setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa hukum 

lingkungan berorientasi pada lingkungan itu sendiri (environmental oriented) 

sehingga tidak perlu memenjarakan pelaku tindak pidana lingkungan seberat

beratnya, sehingga diprioritaskan pidana denda sebagai insentif guna biaya 

perbaikan lingkungan yang telah tercemar dan/rusak akibat tindak pidana 

tersebut ?. 

Jawaban: 

Yang setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa hukum lingkungan 

berorientasi pada lingkungan itu sendiri (environmental oriented) sehingga 
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tidak perlu memenjarakan pelaku tindak pidana seberat-beratnya, sehingga 

yang diprioritaskan pidana denda sebagai insentif guna biaya perbaikan 

lingkungan yang telah tercemar danlatau rusak akibat tindak pidana tersebut 

sejumlah 5 orang (12%), dan yang tidak setuju 38 orang (88%). 

7). Apakah saudara setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa efek pidana 

penjara tidak terukur dalam tujuan pemidanaan dalam penegakan hukum 

lingkungan ? 

Jawaban: 

Yang setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa efek pidana penjara 

tidak terukur dalam tujuan pemidanaan dalam penegakan hukum lingkungan 

sejumlah 30 orang (70%), dan yang tidak setuju 13 orang (30%). 

Penelitian atas pemahaman aparat penegak hukum di bidang lingkungan 

hidup ini, dipandang perlu mengingat pendapat ahli hukum diantaranya Soeijono 

Soekanto371 yang mengatakan setidak-tidaknya hams diperhatikan lima parameter 

yang dipakai untuk efektifnya suatu penegakan hukum, yaitu salah satu diantaranya 

Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang 

menerapkan hukum. 

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena 

merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada 

efektifitasnya penegakan hukum. 

371 
. Soekanto,Soeijono.2002, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, lac. cit. hlm.5 
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Berdasarkan hasil research seperti tabel dan keterangannya di atas, maka 

tampak bahwa para Hakim tingkat pertama, Jaksa, Polisi, Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup, Pegawai Dinas Lingkungan hidup, PPNS Instansi 

lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup, Lembaga Swadaya Masyarakat 

(LSM) di bidang Lingkungan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

(1) Aparat penegak hukum lingkungan terse but bel urn semua memahami 

dengan sepenuhnya Hukum Lingkungan, khususnya mengenai penegakan 

Hukum Pidana Lingkungan Hidup, hal ini dapat dilihat dari jawaban 

nomor 1 dan nomor 2 di atas. 

(2) Aparat penegak hukum sebagian besar masih beranggapan bahwa dengan 

pidana penjara seberat-beratnya dapat mengurangi tindak pidana 

perusakan dan/atau pencemaran lingkungan, namun ketika dipertanyakan 

efek pidana penjara tersebut sebagaimana dalam pertanyaan nomor 7 

sebagian besar responden menjawab tidak terukur, sehingga tampak 

inkonsistensi pandangan mengenai pidana penjara, hal ini secara tidak 

langsung akan berdampak pada praktek penerapan pidana penjara. 

(3) Terdapat inkonsistensi mengenai pemahaman tujuan pemidanaan, hakikat 

pidana penjara dan pidana denda, hal ini nampak dari persentasi jawaban 

questioner nomor 5 dengan nomor 6, serta nomor 7 yang sating bertolak 

belakang. 

Kekurang pemahaman para aparat penegak hukum dan pegiat lingkungan 

hidup tersebut, dapat terpengaruh dari faktor hukum sendiri yang kurang jelas, 
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sehingga menimbulkan pemahaman yang kabur oleh aparat penegak hukum dan 

pegiat lingkungan hidup lainnya. 

Sebagai penutup dalam bab IV ini akan dikemukakan saripati basil penelitian 

berdasarkan analisis dan interpretasi data yang dianggap mencerminkan seluruh 

substansi disertasi ini. Ada beberapa hal pokok yang perlu ditegaskan disini. 

Pertama, Sanksi pidana yang diatur dalam Undang-undang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup Nomor 23 Tahun 1997 hanya satu jenis yaitu penjara dikumulasikan dengan 

denda untuk diterapkan terhadap semua jenis tindak pidana lingkungan hidup, dan 

dapat dikenakan tindakan tata tertib apabila tindak pidana dilakukan oleh atau atas 

nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain. 

Kedua, Kebijakan perlindungan lingkungan melalui pidana yang diatur dalam 

UUPLH Nomor 23 Tahun 1997, lahir pada masa berlakunya KUHP sekarang yang 

dibentuk pada tahun 1800 an yang silam, dimana pada masa tersebut aliran 

pemidanaan dikategorikan dalam pidana generasi ke dua yang lebih menonjolkan 

pidana penjara. Sehingga aliran pernidanaan generasi kedua yang dianut KUHP 

tersebut mewarnai pembentukan UUPLH yang lebih menonjolkan pidana pe~ara. 

Meskipun KUHP berada dalam era tahap kedua aliran pidana, namun sepanjang 

mengenai pengaturan tindak pidana lingkungan dalam KUHP tersebut memberi 

pemidanaan alternatifyaitu pidana penjara atau denda, pidana kurungan atau denda. 

Ketiga, dalam hukum pidana modern terdapat asas subsosialitas (subsocialiteit) 

dimana pidana tidak mesti berakhir dengan pidana(penjara), oleh jaksa maupun 

hakim dapat menjatuhkan alternatif tindakan (maatregel) meskipun seseorang 
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dinyatakan bersalah, sehingga pencantuman tindakan tata tertib dalam pasal 4 7 

UUPLH sebenamya merupakan pencerminan pemidanaan generasi ke empat, dimana 

tindakan tatatertib(maatregel) dapat difungsikan sebagai altematif terhadap sanksi 

pidana lain, tetapi karena UUPLH memuat bentuk imperatif pemidanaan kumulatif 

penjara dan denda sedangkan tindakan tatatertib sifatnya hanya sebagai tambahan 

maka pengutamaan pidana penjara dan denda dalam undang-undang terse but menjadi 

hal yang paradoksal atau bertentangan dengan asas subsocialiteit dan pencantuman 

tindakan tata tertib dalam UUPLH hanya sebagai bumbu wama yang belum tentu 

difungsikan dalam praktek. 

Keempat, Tujuan pemidanaan tidak dijelaskan dalam undang-undang Pengelolaan 

lingkungan hidup tersebut, kecuali dapat diartikulasikan dari asas-asas yang diatur 

dalam Pasal 3 yang berbunyi : " Pengelolaan Lingkungan Hidup yang 

diselenggarakan dengan asas tanggungjawab Negara, asas berkelanjutan, dan asas 

manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan 

lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan 

pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa. 

Kelima, Tujuan-tujuan pemidanaan masih dalam tataran teori, sangat beragam 

jenisnya, tergantung dari sudut pandang teori yang mendasarinya, diantaranya ada 

yang berupa mempengaruhi tindak laku orang, sekaligus dimaksudkan untuk 

melindungi masyarakat. Disamping tujuan lain yaitu pembalasan, pengimbalan atau 
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retribusi, penyelesaian konflik untuk mendatangkan kedamaian dalam upaya menjaga 

ketentraman dalam masyarakat. 

Keenam, Penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana lingkungan dalam praktek 

peradilan tingkat pertama sampai putusan-putusan Mahkamah Agung belum 

memperhatikan filsafat perlindungan lingkungan, teori dan tujuan pemidanaan yang 

akan dicapai terhadap penjatuhan pidana, hal ini sebagai akibat kebijakan formulasi 

peraturan perundang-undang yang tidak memperhatikan ketiga hal tersebut. 

Ketujuh, Pengaturan sanksi pidana dengan sistem perumusan kumulatif berupa 

penjara dan denda untuk semuajenis tindak pidana dan untuk semua berat ringannya 

tindak pidana dalam UUPLH adalah hampir sama, maka praktek pemidanaan atas 

tindak pidana lingkungan tersebut tidak memiliki karakteristik tersendiri yang 

membedakannya dari pemidanaan atas tindak pidana umum lainnya. Putusan-putusan 

hakim dalam tindak pidana lingkungan mulai dari Pengadilan Negeriltingkat 

pertama, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI, sernuanya belum 

memperlihatkan adanya korelasi tujuan pemidanaan dan tujuan Hukum lingkungan 

dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa. Penjatuhan hukuman dalam perkara ini 

belum berbeda dengan penjatuhan pidana terhadap kejahatan yang diatur dalam 

KUHP, pi dana denda masih bel urn mendapatkan tempat yang Ia yak, putusan-putusan 

pemidanaan belum rnemperhatikan tujuan perbaikan lingkungan yang tercemar atau 

rusak, maupun perbaikan terhadap sumber pencemar. Lingkungan tidak akan bersih 

dan sehat dengan sendirinya setelah terdakwa di penjara dan didenda. 
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Kedelapan, Pidana alternatif telah berkembang secara universal sejalan dengan 

perkembangan pidana modern yang saat ini telah memasuki pidana modern generasi 

ke em pat, yang lebih menekankan pi dana denda dan probation menggantikan pi dana 

penjara berdasarkan pertimbangan kemanusiaan (social defence) dan ekonomi. 

Pidana denda dapat diganti dengan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, dan 

pidana penjara apabila terpidana tidak sanggup membayar denda. UUPLH Nomor 23 

Tahun 1997 sebagai perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 yang telah 

dibentuk dalam masa KUHP yang berlaku sekarang masih diwarnai pengaruh 

transisi aliran pidana klasik ke aliran pidana modern, dan KUHP Indonesia yang 

berlaku sekarang ini, termasuk dalam aliran pidana modern generasi kedua, 

karenanya pengaturan pidana dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 perlu 

ditinjau kembali. 

Kesembi/an, Dalam beberapa pasal KUHP dan peraturan perundang-undangan 

sektoral di bidang lingkungan hidup yang merupakan bagian dari sistem hukurn 

lingkungan hidup nasional masih terdapat pengaturan sanksi pidana secara alternatif. 

Meskipun sanksi pidana dalam UUPLH Nomor 23 Tahun 1997 telah diatur secara 

kurnulatif (double track system) dengan asas subsidiaritas. Hal ini menunjukkan 

masih terdapat ketidakseragaman atau ketidak sinkronan antara peraturan lingkungan 

hidup yang satu dengan yang lain. Garnbaran mengenai ketidakseragaman dan 

ketidak sinkronan sanksi pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup dalam 

peraturan perundang-undangan tersebut teljadi sebagai akibat peraturan perundang

undangan yang dibuat dalam kebijakan formulatif tidak mendasarkan pada filsafat 
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pemidanaan dalam perlindungan lingkungan, teori dan tujuan pemidanaan yang 

hendak dicapai dalam peraturan perundang-undangan tersebut. 

Kesepuluh, Filsafat pemidanaan, teori dan tujuan pemidanaan dalam rangka 

perlindungan lingkungan, secara internasional telah mengalami perkembangan 

dengan mengikuti perkembangan pidana modern dengan asas subsocialitas yang lebih 

berorientasi pada social defence atau social welfare (kesejahteraan masyarakat 

banyak lebih diutamakan) dan perlindungan korban (victim) yaitu lingkungan atau 

kelestarian lingkungan itu sendiri yang bermanfaat untuk pembangunan 

berkelanjutan. 

Kesebelas, Ketiadaan filsafat pemidanaan dalam perlindungan lingkungan, teori 

maupun tujuan pemidanaan dalam tindak pidana lingkungan dalam kebijakan 

formulatif di atas, berdampak pada kebijakan penegakan hukum aplikatif oleh 

aparatur penegak hukum, khususnya dalam penuntutan (requisitoir) terhadap pelaku 

tindak pidana lingkungan dan disparitas pemidanaan dalam beberapa putusan 

pengadilan tingkat pertama hingga putusan-putusan Mahkamah Agung RI. 
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1. Terdapat kelemahan norma dan sanksi dalam peraturan lingkungan hidup 

sebagaimana dalam UUPLH Nomor 23 Talmn 1997 karena tidak menggambarkan 

secara jelas mengenai : (1 ). Filsafat pemidanaan yang merupakan hakikat 

pemidanaan yang di dalarnnya bersemayarn ide dasar sanksi. (2).Teori pemidanaan 

sebagai kerangka pemikiran yang lebih komprehensif dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah penegakan hukum tindak pidana 

lingkungan hidup.(3 ). Tujuan pemidanaan yang dapat dijadikan sebagai patokan 

dalam menetapkan sanksi(pidana) yang dilandasi dengan ide-ide dasar. 

Selain ketiga hal di atas, sanksi pidana yang diatur dalarn Undang-undang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997 hanya satu jenis yaitu 

pidana penjara dikumulasikan dengan denda untuk diterapkan terhadap semua 

jenis tindak pidana lingkungan hidup, dan dapat dikenakan tindakan tata tertib 

apabila tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, 

perserikatan, yayasan atau organisasi lain. Pengaturan sanksi pidana dalarn 

Undang-undang Lingkungan Hidup dengan bentuk hanya kumulasi penjara dan 

denda, tanpa pengaturan sanksi pidana secara alternatif, berdampak dalarn praktek 

pe!'1idanaan yaitu dalarn penuntutan pidana (requisitoir) oleh jaksa Penuntut 

Umum dalarn kasus-kasus Tindak Pidana Lingkungan maupun dalam penjatuhan 
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pidana oleh hakim tingkat pertama, banding dan Kasasi, tampak sama dengan 

penuntutan pidana dan penjatuhan pidana dalam perkara tindak pidana umum 

sebagaimana dalam Tindak Pidana yang diatur dalam KUHP, dengan 

menjatuhkan pidana penjara dan denda yang berat dan besar, bahkan sebaliknya 

relatif kecil, namun belum menyentuh esensi tujuan hukum lingkungan atau 

kurang bermanfaat bagi pelestarian fungsi lingkungan hid up, dan juga sangat sulit 

melihat koherensi tujuan pemidanaan dengan tujuan pelestarian lingkungan hidup. 

Hal tersebut sebagai akibat kekurang pahaman secara menyeluruh mengenai 

hukurn lingkungan hidup, dan juga karena ketidak jelasan dalam peraturan 

perundang-undangan mengenai filsafat pemidanaan, teori pemidanaan, tujuan 

pemidanaan dan pedoman pemidanaan. 

2. Seiring dengan perkembangan pidana modern maka perlindungan lingkungan 

hidup melalui kebijakan penegakan hukum pidana diperhadapkan dengan alternatif 

yang lebih memberi perlindungan terhadap lingkungan atau pelestraian fungsi 

lingkungan. Pidana alternatif merupakan pilihan salah satu atau dua diantara tiga 

dari sanksi -sanksi pi dana yang ada berupa pi dana penjara, denda atau tindakan 

(maatregel), pengaturannya tidak ditemukan dalam tindak pidana lingkungan 

yang diatur dalam pasal 41 sampai dengan pasal 47 undang-undang Nomor 23 

Tahun 1997, tetapi pi dana alternatif terse but masih ditemukan dalam berbagai 

undang-undang sektoral yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan, dimana 

berdasarkan pasal 50 UUPLH masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan 

dengan dan belum diganti berdasarkan undang-undang tersebut. Fungsi atau 
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kegunaan pidana alternatif dalam kebijakan pidana lingkungan berkaitan erat 

dengan jenis tindak pidana lingkungan dan keaneka ragaman jenis serta 

karakteristik lingkungan yang dilindungi oleh hukurn, guna mengatasi 

keterbatasan efektifitas sanksi pidana itu sendiri dan selain itu sekaligus 

membedakan tindak pidana lingkungan dari tindak pidana urnurn. 

B. Saran-saran. 

1. Dalam UUPLH perlu diatur secara khusus dan tegas mengenai filsafat pemidanaan, 

teori pemidanaan dan tujuan pemidanaan yang secara substitusif mengintegrasikan 

filsafat pemidanaan restoratif dengan filsafat lingkungan, mengintegrasikan teori 

manfaat pemidanaan dengan asas-asas dan doktrin-doktrin di bidang lingkungan, 

mengintegrasikan tujuan pemidanaan perlindungan masyarakat untuk mencapai 

kesejahteraan (social defence) dengan tujuan spesifik hukum lingkungan, yang 

kesemuanya memberi landasan bagi penentuan dan penerapan sanksi pidana 

alternatif untuk tujuan pelestarian fungsi lingkungan guna mewujudkan 

pembangunan berkelanjutan. Sehingga sanksi pidana dengan bentuk kurnulatif 

dapat diterobos dengan menerapkan sanksi pidana alternatif, berdasarkan 

precautionary principle, dan juga agar dapat meminta pertanggungjawaban pidana 

yang dilakukan oleh Korporasi secara tersendiri, dan dalam hal penerapan 

vicarious liability terhadap korporasi, yang pada akhirnya tercapai tujuan 

pemidanaan guna mempertahankan pelestarian fungsi lingkungan hidup. 
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Jenis sanksi pidana yang perlu diatur dalarn Undang-undang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997 sebaiknya tidak lagi hanya satu jenis 

yang bersifat imperatif kumulatif yaitu pidana penjara dikumulasikan dengan 

denda untuk semua jenis tindak pidana lingkungan hidup, dan dapat dikenakan 

sanksi tarnbahan, narnun perlu diatur pidana alternatif yang lebih menekankan 

ganti kerugian dan denda, melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya 

mengembalikan atau pemulihan kelestarian fungsi lingkungan, serta tindakan tata 

tertib (maatrege[) dalarn tindak pidana lingkungan hidup di masa yang akan 

datang, sesuai dengan perkembangan pidana modern generasi ke empat, serta 

sesuai dengan sanksi denda dan ganti rugi yang lebih ditonjolkan dalarn 

penindakan pencemaran dan perusakan lingkungan dalarn hukum adat yang masih 

berlaku di Indonesia. Namun harus diikuti dengan pembentukan institusi baru atau 

mendayagunakan institusi yang ada seperti Badan Pengendalian Dampak 

Lingkungan (BAPEDAL) dan Badan Pengawas Keuangan (BPK) untuk 

melakukan audit terhadap pelaksanaan pi dana alternatif terse but. 

Maksud menetapkan jenis pidana alternatif dalam undang-undang adalah 

untuk menyediakan seperangkat sarana bagi para penegak hukum dalam rangka 

menanggulangi kejahatan dan sekaligus membatasi para penegak hukum dalam 

menggunakan sarana pidana yang telah ditetapkan itu. Tetapi penetapan perangkat 

jenis sanksi pidana alternatif harus diikuti dengan pedoman pemidanaan. Pidana 

yang ditetapkan diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan 

tindak pidana lingkungan karena manfaat dan efektifitas pidana dapat diukur 
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berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Pidana lingkungan dalam undang-undang 

Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan harus diukur dengan 

tujuan dan basil yang ingin dicapai berupa pemulihan keseimbangan atau 

pelestarian fungsi lingkungan, sehingga teijamin pembangunan berkelanjutan. 

Secara konkrit perlu dibedakan jenis sanksi(pidana) yang diterapkan terhadap jenis 

pidana dan berat ringannya pidana yang diperbuat, terhadap subyek hukum yang 

berbeda, terhadap bentuk tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana yang 

berbeda, serta dengan tujuan pernidanaan yang bermanfaat untuk pelestarian 

lingkungan hidup, dengan rumusan ancaman pidana altematif atau kumulatif

altematif sebagai penyempumaan terhadap perumusan kumulatif yang ada dalam 

UUPLH. Kebijakan pemidanaan bagi hakim dapat d.idasari kebebasan (diskresi) 

hakim yakni bebas menentukan jenis dan berat ringannya pidana namun 

bergantung pada filsafat pemidanaan, teori pemidanaan, dan tujuan pemidanaan 

yang ditentukan pada undang-undang yang bersangkutan, atau tergantung pada 

politik (kebijakan) hukum pidana lingkungan yang d.ianut oleh pembentuk undang

undang dan dituangkan dalam undang-undang yang bersangkutan. Untuk mengisi 

kekosongan hukum Mahkamah Agung RI dengan kewenangan rule power yang 

dimilikinya perlu membuat pedoman diskresi hakim (judicial discretion) atau 

pedoman pemidanaan yang jelas, sebagai kompas atau barometer, katalisator bagi 

hakim dalam menerapkan peraturan pidana lingkungan sehingga dapat 

menjatuhkan pidana sesuai tujuan pelestarian fungsi lingkungan, dan pidana 

tersebut agar lebih adil, manusiawi, relatif setirnpal dengan kesalahan pelaku 
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tindak pidana, serta sekaligus guna menghindari disparitas putusan yang sangat 

menyolok. Serta tidak kalah penting perlu peningkatan integritas moral dan 

pemahaman yang konfrehensif bagi aparatur penegak hukum, khususnya 

mengenai hakikat hukum lingkungan, filsafat pemidanaan, teori pemidanaan, 

tujuan pernidanaan serta pedoman pemidanaan. 

2. Pidana altematif telah tumbuh berkembang secara universal sejalan dengan 

perkembangan pidana modem yang saat ini telah memasuki pidana modem 

generasi ke empat, yang lebih menekankan pidana denda dan probation 

menggantikan pidana penjara berdasarkan pertimbangan kemanusiaan (social 

defence) dan ekonomi. Pidana denda dapat diganti dengan pidana kerja sosial, 

pidana pengawasan, dan pidana penjara apabila terpidana tidak sanggup membayar 

denda. UUPLH Nomor 23 Tahun 1997 sebagai perubahan Undang-undang Nomor 

4 Tahun 1982 telah dibentuk dalam masa KUHP yang berlaku sekarang, yang 

masih diwarnai pengaruh transisi aliran pidana klasik ke aliran pidana modem, 

dan KUHP Indonesia yang berlaku sekarang ini, termasuk dalam aliran pidana 

modem generasi kedua, karenanya pemidanaan dalam Undang-undang Nomor 23 

Tahun 1997 perlu ditinjau kembali dalam kebijakan forrnulasi( pengaturan sanksi), 

kebijakan judikasi (penjatuhan sanksi), dan dalam kebijakan eksekusi. Penetapan 

pidana altematif dalam UUPLH sebagai alasan untuk mengeser asas subsidiaritas 

proses penegakan hukum pidana, dan mengutarnakan premium remidium atau 

dapat bersamaan dengan penegakan hukum lain namun pidananya bersifat 

altematif. 
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---- J 
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Bangkinang 
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Pasal 42 (1) Jo pasal 46 
UU No.23 tahun 1997 
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Pasal41 ayat (1) 
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tahun, denda 
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bulan kurungan. 

Melanggar: 
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pasal 46 UU No.23 
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dan hal-hal yang 
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Pidana yang akan 
dijatuhkan : 
- Kumulasi pidana 
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Hal-hal 
memberatkan dan 
meringankan. 

PN: 
Dengan sengaja secara 
melawan hukum 
melakukan perbuatan 
yang mengakibatkan. 
Perusakan lingkungan 
- Penjara 2 (dua) tahun 

dan 6 (enam) bulan. 
- Denda 

Rp.l 00.000.000,
(seratusjuta rupiah) 
Subsidair 6 (enam) 
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Menguatkan putusan PN. 
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Pasal 41 (I) UU No.23 
tahun 1997. 
- Secara melawan 

hukum dengan 
sengaja melakukan 
perbuatan yang 
mengakibatkan 
pencemaran dan 
perusakan lingkungan 
hid up. 
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b. Putusan PT Riau PT: 
No.75/Pid/20011 Pasa142 (1) UU No.23 
PT.R. tahun 1997. 

- Karena kealpaannya 
melakukan perbuatan 
yang mengakibatkan 
pencemaran 
lingkungan hidup 
Penjara 8 (delapan) 
bulan, denda 
Rp.ISO.OOO.OOO,-

c. Putusan MARl subsidair 4 (empat) 
No.811K/Pid/ bu Ian kurungan. 
2002. 

MA :Menolak kasasi PU. 

4.a. PutusanPN Kesatu: Melanggar: Pertimbangan : PN: Pertimbangan Pemidanaan : 
Metro Pasal42 (1) Jo - IPAL tidak - Turut serta dan secara 
No.531/Pid.B/19 Primair: pasal 1 angka 12 memenuhi syarat. berlanjut karena Pertimbangan PN lebih 
98/PN.M. Pasal 41 (1) Jo pasal 1 UU No.23 tahun - Keputusan ditangan kealpaannya mendekati dengan pre 
an.Terdakwa angka 12 UU 1997 Jo pasa!SS direktur. melakukan perbuatan cationary principle. 
Bam bang No.23/1997. (1) ke-1 Jo pasal64 - IP AL Ielah diganti. yang mengakibatkan 
Sudarmanto bin Subsidair: (I)KUHP dan pencemaran Pertimbangan PT tampak 
Tauhid. Pasal42 (1) Jo pasal 1 melallggar pasal 27 lingkungan. tidak rasional. 
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angka 12UU (2) Jo pasal21 (I) - Penjara percobaan 9 
No.2311997 Jo pasal55 UU No.S/1984 Jo (sembilan) tabun masa Landasan pertimbangan 
(I) ke-1 Jo pasal64 (I) pasal55 (I) ke-1 Jo percobaan I (satu) pemidanaan oleh 
KUHP. pasa164 (I) KUHP. tahun 5 (lima) bulan. Makamah Agung tidak 
Kedua: - Denda 5 (lima) juta jelas. 
Primair: rupiah subsidier 3 
Pasal 27 (I) Jo pasal 21 (tiga) bulan kurungan. 
(I) UU No.S/1984 Jo 

b. Putusan PT pasal55 (l)ke-1 Jo PT: Sanksi Pidana : 
Tanjung Karang pasal64 (I) KUHP. - Karena kealpaannya 
No.I9/Pid/1999/ melakukan perbuatan 
PT.TK Subsidair: yang mengakibatkan 

Pasal27 (2) Jo pasal21 pencemaran dan 
(I) UU No.5/1984 Jo perusakan lingkungan 
pasal55 (I) ke-1 Jo hidup secara 
pasal 64 (I) KUHP. berlanjut. 

- Penjara 5 (lima) tahun 
- Denda 

Rp.20.000.000,-
subsidier 6 ( enam) 

c. Putusan MARl bulan kurungan. 
No.211K/Pid/ MA: 
2000 - Karen a keal paannya 

melakukan perbuatan 
yang mengakibatkan 
pencemaran 
lingkungan hidup 
yang dilakukan 
beberapa kali sebagai 
perbuatan berlanjut. 

- Penjara 9 (sembilan) 
bulan. 
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- Denda Rp.5.000.000,-
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bulan kurungan. 
5.a. Putusan PN Dakwaan: Melanggar: PN: Pertimbangan Pemidanaan : 

Dumai Primair: Pasal4I (I)Jo Terdakwa bebas. 
No.l39/Pid.B/ Pasal 41 (1) Jo pasal46 pasal46 (1) UU 
2001/PN.Dum. (1) UU No.23 tabun No.23 tahun 1997 
an. Mahalingam 1997 Jo pasal55 (!) ke- Jo pasal55 (!) ke-
Subramanian l.leKUHP. IeKUHP. 
alias S. - Penjara masing-
Mabalingam Subsidair: masing 2 ( dua) 

Pasal42 (I) Jo pasal 46 tahun. Sanksi Pidana : 
(!) UU No.23/!997Jo - Denda PT: 
pas a I 55 (I) ke-Ie Rp. I 00.000.000, 
KUHP. subsidier 6 

(enam) bulan 
kurungan. ' 

! 

MA: 
! 

b. Putusan MARl Terdakwa bebas 
No.140K/Pid/ ' 

2002. ' 

An. Terdakwa 

-- .._ _________ -- -- I 



NO NOPERKARA 

1. Putusan PN Jaktim 
No.17/Pid.B/2002/P 
N.Jkt.Tim 
An. Maslan Helmi. 

ANALISIS PENUNJANG PIDANA LINGKUNGAN 
OLEH BEBERAP A PENGADILAN NEGERI 

KASUS POSISII TUNTUTAN PERTIMBANGAN/ 
DAKWAAN PEMIDANAAN 

Melakukan Pasal64 KUHP Jo PT: 
penyimpangan, pasal 41 UU No.23 Mengacu pada SEMA 
penimbunan & tahun 1997. tanggal 25 Oktober 
pengeplosan abu Dengan sengaja 2002 
zink, melakukan No.KMA/63 5/X/2002 
mengak.ibatkan perbuatan yang perkara menyangkut 
pelindihan air mengakibatkan kehidupan masyarakat 
hujan ke aliran pencemaran sekarang maupun yang 
bawah tanah. danlatau perusakan akan datang untuk 

lingkungan hidup. mendapatkan 
- Penjara 3 tahun kehidupan yang sehat, 
- Denda Rp I 0 juta lingkungan bersih, 

Subsidier 3 bulan maka pemidanaan 
kurungan. yang akan dij atuhkan 

kepada Terdakwa 
disamping terdapat 
hal-hal yang 
mem beratkan juga 
bertujuan pencegahan 
& untuk mendidik 
Terdakwa. 
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AMAR PUTUSAN ANALISIS 
( SANKSI PIDANA) 

PN: Pertimbangan 
Perbuatan pidana Pemidanaan : 
mengangkut, PN: 
menyimpan& Merujuk pada 
memperdagangkan SEMA RI tanggal 
baban berbabaya 25 Oktober 2002 
dan/atau beracun yang No.KMA/635/X/20 
dilakukan secara 02. 
berlanjut. 
- Penjara 10 bulan masa 

percobaan 2 ( dua) Sanksi Pidana : 
tahun. - Pidana yang 

- Denda Rp.5.000.000,- dijatuhkan oleh 
(limajuta rupiab). PN belum 

- Subsidier 2 (dua) menyentuh fungsi 
bulan kurungan. pelestarian 

lingkungan hidup. 
PT: - Oleh PT Ielah 
- Penjara 10 bulan. mempertimbangka 
- Denda Rp.5.000.000,- n secara filsafat, 

(limajuta rupiah). tapi Sanksinya 
belum terkait 
dengan pelestarian ; 
li~UI!£an. 



2. 

3. 

N o.161/Pid.B/2003 
PN Bale Bandung 
An. Antonius Kassa 
Dkk. 

Putusan PN 
Sumedang 
No.271/Pid.B/2007/ 
PN Sumedang 
An. Sumito 
J.K.Darsono Halim 

Membuang limbah 
industri tekstil ke 
sungai Cimahi 
tanpa mela1ui 
IPAL. 

PT. Everbright 
membuang limbab 
cair produksi 
battery sel kering 
dengan baban 
karbon hitam, seng 
klorida (ZnCI) 
mangan klorida 
(MnCl) amoniak 
klorida dan 
mercuri klorida. 

Melanggar pasal 41 
ayat (1) Jo pasal46 
UU No.23 tabun 
2007 Jo pasal 55 
ayat (I) ke -12 
KUHP. 
Bersama-sama 
melakukan 
perbuatan yang 
mengakibatkan 
pencemaran 
dan/atau perusakan 
lingkungan hidup. 

Melanggar pasal 43 
(I) Jo pasal1 (12) 
pasal47 (1) UU 
No.2311997 Jo 
pasal 55 KUHP 
- Penj ara rna sing

masing 4 tahun 
- Denda 

Rp.300.000.000 
Subsidier 6 
bulan kurungan. 

Pertimbangan 
Kontinuitas 
perusabaan dan nasib 
buruh 2000 orang, 
sehingga terdakwa 
tidak dijatuhi penjara, 
denda naik jadi 
Rp.l5.000.000,-

Terdapat hal 
memberatkan 
terdakwa-terdakwa 
tidak mendukung 
program pemerintab di 
dalam pengelolaan 
lingkungan hidup. 

PN: 
- Karena kealpaannya 

melakukan perbuatan 
yang menyebabkan 
tercemarnya 
lingkungan. 

- Masing-masing 
penjara 1 (satu) tahun 
masa percobaan 2 
( dua) tahun. 

- Denda Rp.l5.000.000 

PN: 
Secara bersama-sama 
dengan sengaja dan 
melanggar Undang
undang melepas atau 
membuang zat, energi 
dan/atau komponen lain 
yang berbabaya atau 
beracun masuk ke atas 
tanah atau ke dalam 
tanah, ke dalam udara 
atau ke dalam air 
permukaan, padahal 
mengetahui atau sangat 
beralasan menduga 
perbuatan tersebut dapat 
menimbulkan 
pencemaran lingk:ungan 
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Pertimbangan 
Pemidanaan : 
Tidak ada sanksi 
tata tertib 

Sanksi Pidana : 

Pertimbangan 
Pemidanaan : 
Dalam 
pertimbangan 
pemidanaan 
perbuatan terdakwa 
dikatakan tidak 
mendukung 
program pemerintah 
tetapi dalam amar 
putusan tidak 
menampakkan 
perbaikan 
lingkungan hidup. 
Demikian juga 
terhadap perusahaan 
tidak terdapat sanksi 
tindakan meskipun 
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a tau membahayakan mencantumkan 
kesehatan urn urn a tau pasal 47 UU No.23 
nyawa orang lain. tentang PLH. 
- Penjara masing-

masing I tahun. 
- Denda 

Rp.l 00.000.000,-
Subsidier 4 (empat) 
bulan kurungan. 

Sanksi Pidana : 
PTMedan: 
- Menyatakan perbuatan 

yang didakwakan 
kepada terdakwa 
terbukti tetapi 
perbuatan itu tidak 
merupakan perbuatan 
pi dana. 

- Melepaskan terdakwa-
terdakwa dari segala 
tuntutan hukum. 

MA: 
Menguatkan putusan PT. 

4. Putusan PN Bale PT. Pajajaran Melanggar pasal 46 Perbuatan para PN: Pertimbangan 
Bandung lntemusa Textile (I) UU No.23/1997 terdakwa Ielah - Bersama-sama Pemidanaan : 
No. 13/Pid.B/2004/ membuang limbah - Penjara 6 bulan. menghambat program membuang zat, energi, Tidak terdapat 
PN.BB cair secara by pass - Denda pemerintah dalam dan komponen lain pertimbangan 
An. Terdakwa I : kesungai citarik Rp.SO.OOO.OOO,- pencegahan, yang beracun masuk pemidanaan 
Tan Agustinus yang Subsidair 2 (dua) pengendalian kedalam air sehingga lebih 

Harsono dan mengakibatkan bulan kurungan. perusakan dan permukaan, padahal mengutamakan 
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Terdakwa II : matinya berbagai pencemaran mengetahui dapat denda dari pidana 
Susila Respati ternak dan unggas. lingkungan hidup. menimbulkan penjara, namun 
Yulianto. Perbuatan para pencemaran. dapat dikatakan 

terdakwa telah - Pidana penjara selama bahwadenda 
menunjukkan 6 (enam) bulan. tersebut lebih 
kontribusi pencemaran - Percobaan 10 bermanfaat guna 
media lingkungan air (sepuluh) bulan. pembiayaan 
yang dapat - Membayar denda pelestarian fungsi 
meresahkan dan Rp.25.000.000,- lingkungan hidup 
merugikan Subsidair 2 ( dua) bulan dari pada 
masyarakat. kurungan. memenjarakan 

terdakwa I dan 
terdakwa II selaku 
direktur dan kabag 
umum PT.Pajajaran 
lnternusa Textile 
yang dapat 
berdampak 
keberlangsungan 
perusahaan tersebut 
yang berakibat PHK. 
terhadap karyawan. 
Sanksi Pidana : 

--



388 

s. Putusan PN Bale PN: Pertimbangan 
Bandung - Pasal44 (1) Jo pasal Pemidanaan : 
No.SO/Pid.B/2004/P 46 UU No.43 tabun Dalam putusan 
N.BB tertanggal6 1997 tentang PLH. pemidanaan 
Mei 2004. - Dengan melanggar dicantumkan 
An. Terdakwa I : ketentuan perundang- ketentuan pasal 46 
RinoTurino undangan yang UU No.23/1997 
Chemawan, Dirut PT berlaku, karena tentang PLH namun 
Senayan Senang kealpaannya kenyataannya 
Makmur& melakukan perbuatan terhadap perusahaan 
Terdakwa II : membuang zat yang tidak terdapat sanksi 
Djuwito Bin berbabaya kedalam air tindakan 
Margono, selaku permukaan, padahal (maatrege[) 
Kabag Maintanance mengetabui bahwa melainkan hanya 
PT Senayan Senang perbuatan tersebut pidana terhadap 
Makmur. dapat menimbulkan personil perusabaan 

pencemaran/perusakan tersebut. Dalam 
lingkungan hidup. penjatuhan pidana 

- Masing-masing terdapat diskresi 
terdakwa di pidana (kebebasan hakim ) 
penjara 4 ( empat) yang lebih 
bulan dengan masa mengutamakan 
percobaan 8 ( delapan) denda dari pada 
bulan. pidana penjara 

- Denda karena alasan 
Rp.10.000.000,- perbuatan terdakwa 

Subsidair 2 (dua) bulan belum menimbulkan 
kurungan. akibat pencemaran. 

Sanksi Pidana : 
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6. Putusan PN Bale - Pasa142 (I) Jo pasal Dalam amar 
Bandung 46 UU No.23 tahun putusan pemidanaan , 
No.5 1/Pid.B/2004/P 1997 tentang PLH Jo tidak tampak 
NBB. pasal 55 (I) ke-1 manfaat/tujuan 

' 

An. Terdakwa I : KUHP. perbaikan fungsi 
Chu Chu Jung alias - Karena kealpaannya pelestarian 

' Kevin Chu selaku melakukan perbuatan lingkungan hidup, 
Presiden Direktur yang menyebabkan meskipun telah 
PT. Multi Growth tercemamya terbukti adanya 
dan terdakwa II : lingkungan hidup. pencemaran. Dan 
Dra.Erna Rosmalia - Terdakwa I : juga meskipun 
selaku Manajer Pidana penjara 5 mencantumkan 
Personalia dan bulan, masa percobaan pasal46 UU 
Umum PT.Multi 10 bulan dan No.23/1997 tetapi 
Growth. terdakwa II : tidak terdapat sanksi 

Pidana penjara 3 bulan tindakan. Terdapat 
masa percobaan 6 kebebasan ( diskresi) 
bulan. dalam penjatuhan 
Denda untuk kedua pidana , namun 
terdakwa tidak menampakkan 
Rp.l 0.000.000,- tujuan pelestarian 
Subsidair 2 ( dua) fungsi lingkungan 
bulan kurungan. hidup. 

7. Putusan PN. Jakarta - Melanggar ketentuan Dalam amar 
Timur pasal 44 ayat 1 UU putusan ini tampak 
No.269/Pid.B/2004/ No.23 tahun 1997 adanya kebebasan 
PN.Jaktim. tentang PLH. hakim dalam 
An. Lee Chiang Huat - Melakukan perbuatan penjatuhan pidana 
Stanley selaku pengolahan & percobaan dan 
manager PT. Grow pembuangan limbah denda. Tetapi 
Indonesia. yang tidak memenuhi tampaknya putusan 
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syarat. ini tidak j auh 
- Pidana penjara 3(tiga) berbeda dengan 

bulan, masa amar putusan atau 
percobaan tindak pidana 
I O(sepuluh) bulan umum. 
dan denda 
Rp.l 0.000.000,-
Subsidair 3(tiga) 
bulan kurungan. 
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Daftar Pertanyaan tertutup (Questionair ) Penegakan Hukum Lingkungan Pidana 
JAKARTA, 24 Agusstus 2005 

Lingkari profesi anda : 

cp Hakim, 
Jaksa; 
Polisi.; 

.C. PPNS LH. 
D. Pegawai Dinas LH, 
E. PPNS Instansi lainnya 
F. LSM. 

' 
1. Apakah saudara telah memahami hukum Lingkungan ? 

A. Yo. @epintas c. Tidak soma sekali. 

2. Apakah saudara telah memahami Penegakan Hukum Pidana Lingkungan? 
A. Yo. @epintas C. Tidok soma sekali 

3. Apakah saudara setuju dengan pendapat yang mengotakan bahwa penjotuhan 
pidana penjara yang seberat-beratnya akan dapat mengurangi tindakan pencemaran 
dan/atau perusakan lingkungan? · 

6Ya. B. Tidak Setuju 

A. Apakah saudara setuju penjatuhan pidana penjara horus selalu dibarengi pidana 
denda? · 

0a. B. Tidak setuju. 

5. Apakah saudara setuju terhadap pelaku tindak pidana Pencemaran dan atau 
perusakan lingkungan cukuR. bC!ny_a dijatuhi pi dana denda soja. dengan alllsan )'<!l}g 
mengatakan bahwa tindak pidana lingkungan termasuk tindak pidana ekonomi 

(economic crime ?0 
B. Yo. B. idak setuju 

6. Apakah saudara setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa hukum 
lingkungan berorientasi pada lingkungan itu sendiri (Environtmental oriented) 
sehingga tidak perlu memenjarakan pelaku tindak pidana lingkungan seberat
beratnya, sehingga yang diprioritaskan pidana denda sebagai insentif guna biaya 
perbaikan lingkungan yang telah tercemar dan/rusak akibat tindak pidana tsb. 

a. Yo setuj(9Tidak setuju. .-

7. Apakah saudara setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa efek pidana 
penjara tidak terukur dalam tujuan pemidanaan dalam penegakan hukum lingkungan 
? 

e)Ya. B. Tidak. 

Tal'lim .... I ........... :L 
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Nama isteri 
Tempat/T gl lahir 
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Negeri Dolok (Kab. Simalungun), 17 Juli 1961 
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4. 1986: Sl (Sarjana Hukum) pada Fakultas Hukum Negeri U.S.U 
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Hukum Universitas Sydney di Sydney, dan pada Fakultas Hukum Universitas 
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Kalimantan Tengah) sejak tanggal 30 Januari 2007 s/d sekarang. 

IV.Pengalaman Mengajar I Dosen/Penceramah. 

- Mengajar pada Pusat Pendidikan Dan Latihan CaJon Hakim Departemen 
Kehakiman/Mahkamah Agung RI , Sejak tahun 2002 -2005, untuk Bidang 
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- Tenaga Penyuluh Hukum Lingkungan di Lubuk Linggau sejak tahun 1998 s/d 
2001 proyek Pemda Tingkat II setempat. 

- Tenaga Penyuluhan Kadarkum khusus Hukum Lingkungan Hidup, Tahun 
Anggaran 2004,2005, 2006 di Kab. Bogar kerja sama dengan Kabupaten 
Bog or 

- Pemakalah!Pembicara pada Workshop Penegakan Hukum Lingkungan Proyek 
Dinas Tata Ruang Dan Lingkungan Pemda Kab. Bogar Di Cipayung, Bogar 
Tahun 2001. 

- Memberi Pembekalan pada siswa secaba polri pada Polres Depok dan Polres 
Bogar Ta 2003, 2004,2005, 2006. 

- Memberi materi Peradilan Anak pada peserta Penataran Bapas, Departemen 
Hukum dan HAM -Rl tgl 27 Mei 2006 di Cinere 

- Pembicara pada Lokakarya Nasional tentang Penanganan Limbah Rumah 
Sakit, Kota dan Rumah Tangga, Hotel Borobudur, Jakarta 28 Mei 2006. 

V. Pengalaman Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan Lain- lain. 

- Pendidikan Caton Hakim sejak Agustus s/d Desember 1988 di Jakarta 

- Pelatihan Hukum di Pengadilan Tinggi Bengkulu, 23-24 November 1992. 

- Penataran singkat" Penemuan Hukum dan Pemecahan masalah Hukum 23 s/d 
26 agustus 1993.Tanjung Karang. 

- Bimbingan Pemantapan Penyuluhan Hukum Terpadu Tingkat Propinsi, 
Bengkulu tahun 1995. 

- Pelatihan Tehnis Yustisial 1996 di Tanjung Karang (Tim Perumus). 
- Pelatihan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) 10-19 Juni 1996 di Jakarta 

atas ketjasama AUSAID dan Indonesia . 
- Seminar Hak Atas Kekayaan Intelektul (HAKI) ketjasama Depkeh RJ dengan 

WlPO di Bengkulu 1997 . 
- Training Of Legal English, Palembang 7-10 Desember 1998. 
- Sebagai Wakil Ketua Panwaslu dan sekaligus Narasumber pada Santiaji 

Panitia Pengawas Pemilu 1999 Dati II Kab. Musi Rawas. 
- Mengikuti Kursus Bahasa lnggris Pre Departure ke Autralia sejak 17 Mei s/d 

13 Agustus 1999 di TBI Jakarta. 
- Kursus Komputer Microsoft Office 97 sejak Mei s/d Juni 1999 di TBI Jakarta 

- Short training Environmental Law and Enforcement dan seminar -seminar di 
Sydney, Canbera dan Adelaide (Australia) sejak 15 Agustus s/d 13 November 
1999 (Sekretaris Tim Perumus dan Presenter Laporan di M A R !). 

- Conference The Land And Environment Court And Environmental Law 1979-
1999 Sidney, Australia 27-28 Agustus 1999. 

- Workshop Perbankan Di Palembang 24 Februari 2000 Ketjasama Mahkamah 
Agung R1 Dengan Bank Indonesia. 

- 3 -



- Pelatihan Hak Asasi Manusia bagi Calon Hakim HAM Kerjasama Pusdiklat 
DepKeh RI Dengan The Asian Foundation, 5-10 November 2001, Jakarta. 

- Workshop Intemasiona1 Paperless Court, Technology And the Court In The 
Region, 30 Januari 2002, Jakarta. 

- Seminar Intemasional "Prosedur Class Action Dan Penerapannya Di Peradilan 
Indonesia", 18 Februari 2002, Jakarta. 

- Seminar Nasional " Prospek Penye1esaian Sengketa Bisnis Secara Non 
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- Seminar tentang Business Competition Supersory Commission, Jakarta , 8 

Juni 2004 
- Lokakarya terbatas bagi Hakim Niaga dan hakim Pengadi1an Negeri 

seJabotabek tentang Hukum Bisnis dan Penanaman Modal, Graha Niaga, 
Jakarta, Juli 2004. 

- Lokakarya terbatas bagi Hakim Niaga dan Hakim Pengadi1an Negeri ,;~ 

Jabotabek tentang Perseroan Terbatas dan Good Coorporate Governance, 
13,14,15 Juli 2004, Graha Niaga ,Jakarta. 
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- Sosialisasi Rancangan UU tentang KUHP, Hotel Sahid Jakarta, 21 Juli 2004. 
Sebagai peserta. 

- Dialog Prospek Peradilan Khusus Pelanggaran Hak Cipta ,Komputer 
Prograrn(UU No.l9 Tahun 2002), Hotel Shangri La Jakarta ,28 Juli 2004. 

- Sosialisasi Rancangan UU tentang KUHP, Hotel Maharaja, Jakarta, 29 Juli 
2004. Sebagai peserta. 

- Sosialisasi Rancangan UU tentang KUHP, Hotel Maharaja, Jakarta, 8 
September 2004. Sebagai peserta. 

-Workshop Victim and Witness Protection in the Enforcement of Human Rights 
Law, Bandung, 18-21 Agustus 2004. 

- Pelatihan Hukum Kepailitan bagi Hakim Niaga dan eaton Hakim Niaga , 
Bogor, 23 - 27 Agustus 2004. 

- Sosialisasi Rancangan KUHAP , Hotel Century, Jakarta,l4 September 
2004.sebagai peserta. 

- Lokakarya bagi Hakim Niaga dan Hakim PN.sejabotabek, tentang WTO dan 
Perdagangan Internasional di Gedung Graha Niaga, Jakarta, 15,16 September 
2004. 

- Sosialisasi Rancangan KUHAP, Hotel Maharani, Jakarta, 28 September 
2004.sebagai peserta. 

- Course for Indonesian Human Rights Courts on Judging International Crimes 
Under Law 26/2000, Hotel Salak,Bogor, 4-6 Oct 2004. 

- Workshop Peningkatan Pemaharnan Ketentuan Know Your Customer 
Principles & UU Tindak Pidana Pencucian Uang, Bl, Jakarta, 8 Desember 
2004; 

- Seminar Reformasi Hukurn Indonesia: Harapan dan Kenyataan , Jakarta 
Convention Center, 17 Desember 2004; 

- Workshop Efektifitas Putusan PTUN Dalam Pelaksanaan Otonomi 
Daerah,LPP-HAN & KHN ,Fak.Hukum Univ.Pakuan Bogor, 18 Desember 
2004; 

- Seminar UU Kepailitan Baru UU No.37 Tahun 2004 & Fungsi dan Peran 
Curator, PPH, Graha Niaga, Jakarta, 20 Desember 2004; 

- Lokakarya Mencari Format Pemberdayaan Pengadilan dalarn Penyelematan 
SDA & Hk.Lingkungan, IAPHLI, Hotel Bidakara, Jakarta, 3-4 Pebruari 2005 

- Seminar Potret Proteksi HAKI dalam Industri Otomatif, Hotel Borobudur, 
Jakarta, 26 April 2005 

- Seminar tentang Hukum Anti Monopoli, Hotel Mandarin, Jakarta, 11 Mei 
2005. 

- Seminar Lima Tahun KPPU "Reformasi Regulasi Dalam Kerangka Kebijakan 
Persaingan" , Jakarta, 20 Juni 2005 

- Diktat Penegakan Hukum Lingkungan, Kementerian LH, Serpong, 22 s/d 26 
Aguslus 2005. 

- Seminar bagi alumni Environmental Law and Enforcement Training, Jakarta, 
31 Agustus 2005. 
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- Anti-Money Laundering/Combating The financing ()f Terrorism Training 
Program For Judges, Jakarta 25 Oktober 2005. 

- Peserta Lokakarya Revisi UU No.23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 
Hidup Sinergi dengan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, 
Hotel Sari Pan Pasifik Jakarta, 29-30 Nopember 2006. 

- Menu lis Beberapa Artikel di Majalah Varia Peradilan. 
- Menulis Diktat (Bahan Ajar) untuk Bidang Studi PIH, Hukum Dagang, 

HAKI, Hukum Kepailitan, Hukum Lingkungan Dan Bidang Studi Upaya 
Hukum,Teori Sistem Peradilan dll. 

- Seminar-Seminar untuk Kalangan Dosen. 
- Dan seminar-seminar Hukum, yang tidak bersertifikat. 

Jakarta , Maret 2007 
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